SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan bahan
pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran Pemerintah
Kota Madiun dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Madiun untuk penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Madiun tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Madiun Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 551);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta  Kerja  menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
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8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50359) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3244);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2009 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 117);
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C);
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31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2023 Nomor 3/D);

33. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita
Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun
Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dan
sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kota  Madiun Tahun  2005-2025 dengan
memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun
sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun
Tahun 2025 yang dilaksanakan bersama stakeholders.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja  Daerah Kota  Madiun
Tahun Anggaran 2025.
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Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 guli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 28/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ilka Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA  PEMERINTAH
DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perencanaan pemerintah daerah merupakan suatu kewajiban
bagi daerah dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena itu, setiap pemerintah
daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan secara terarah,
terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah
yang dimaksud terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJMD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau
tahunan. RKPD memiliki peranan yang sangat penting dalam berjalannya

pemerintahan daerah, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Kedudukan, Peran, dan Fungsi RKPD @

e “RKPD” merupakan
penjabaran dari “RPJMD”
Substan5| Operasional
Arahan peningkatan kinerja

Pemerintah Daerah yang
menjadi tanggung jawab I
o

Formal » ““;;;:‘;‘:,:’;“ Faktual

Memuat:
1.Rancangan kerangka ekonomi
2.Prioritas Pembangunan Daerah; dan
3.Rencana Kerja dan Pendanaan untuk
Jangka Waktu 1 Tahun

Gambar 1. 1
Kedudukan, Peran dan Fungsi RKPD
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Sesuai dengan gambar di atas, terdapat empat hal terkait kedudukan,
peran, dan fungsi RKPD. Pertama, RKPD secara substansial memuat arah
kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan,
subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang
wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.

Kedua, secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD
sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (R-APBD). Ketiga, secara operasional, RKPD memuat arahan untuk
peningkatan  kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-
masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah. Keempat, RKPD secara faktual
menjadi tolak ukur wuntuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah
kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah,
tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan
perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan
penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan

sampai penyusunan anggaran.

SE
Penyusunan
Ranc. Renja-
PD
i T
RKPD ’ Forum \ Iaenta A;ara
[ Konsultasi ; Forum PD/ kabL:’SI{gpa/igf
g v, Publik ’ Lintas PD
1 1 3 P
y v v
Telaahan kebijakan
Pengolahan Review i Pokok-pokok
daﬁa dan il nasional pikiran DPRD Pényusunan
h i (RKP)/program Rancangan ncangan
informasi strategis nasional Awal RKPD pm'\}lefzj:b,l:l?nta
Analisis Perumusan
Gambaran Permasalahan
Umum Kondisi — Pembangunan
Daerah Daerah Rancangan
T RKPD Q
amalisisrane V| T 1 | || 4 g eemeeeeeseesee————— -
> Kerangka J’ \L l \\
Ekonomi &
Perumusan Penetapan
—_ Perumusan P,ge",f,":,:f‘:" program Musrenbang PER-KDH EERBIRELR
T T R -
Evaluasi bal ljakan Beser prov/kab/kota
Kinerja RKPD nehicie ot Keuda eis,.,edi:af;‘u

Tahun Lalu o
\1, Rancangan
Akhir RKPD

Penyelarasan
Forum Rencana program
RKPD tahun Konsultasi —| prioritas daerah
berjalan Publik beserta pa
indikat Fasilitasi

Menteri/
Gubernur

Sinkronisasi Dokumen
Perencanaan Dan Penganggaran

© €
i ———————————

Sumber: Permendagri 86/2017

Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RKPD
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Sebagaimana termuat pada Gambar 1.2 di atas, Dokumen RKPD
Kota Madiun Tahun 2025 disusun melalui enam tahapan utama sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan RKPD meliputi:
persiapan penyusunan RKPD;
penyusunan rancangan awal RKPD;
penyusunan rancangan RKPD;
pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota;
perumusan rancangan akhir RKPD; dan

A

penetapan RKPD.

Sebagaimana gambar di bawah, terdapat 4 (empat) pendekatan yang
dilakukan dalam menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2025. Keempat
pendekatan tersebut meliputi: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan
teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, serta (4) pendekatan bottom up dan top
down. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program
pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh
perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif
mengakomodir masukan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan
musrenbang. Pendekatan bottom up dan top down merupakan merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten,

Provinsi, hingga nasional.

Pendekatan Orientasi Subtantif

m Holistik -

Tematik
. Integratif
Lo, —
Bottom-up dan Spasial
Top-down L 1
Gambar 1. 3

Pendekatan Penyusunan dan Orientasi RKPD Kota Madiun
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Sebagaimana termuat pada Gambar 1.3 di atas, Selain 4 (empat)
pendekatan di atas, pendekatan perencanaan pembangunan di Kota Madiun
juga Dberorientasi substantif Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
Pendekatan Holistik-Tematik menekankan pada penanganan yang menyeluruh
dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program
prioritas. Dalam pendekatan ini, koordinasi dengan perangkat daerah terkait
menjadi suatu fungsi yang krusial. Selanjutnya, perencanaan pembangunan di
Kota Madiun mengadopsi pendekatan integratif. Pendekatan integratif mengacu
pada keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan
selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan
spasial mengacu pada pertimbangan dimensi keruangan dalam perencanaan,
sehingga kegiatan yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang
baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan
pemantauan kegiatan di lapangan.

Penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2025 telah melibatkan para
pemangku kepentingan dan dilakukan berbasis Sistem Informasi Perangkat
Daerah (SIPD). Para pemangku kepentingan berperan serta melalui Forum
Konsultasi Publik. Forum ini dilaksanakan guna menghimpun masukan atau
harapan para pemangku kepentingan dalam rumusan prioritas dan sasaran
pembangunan tahunan, rancangan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator
dan target kinerja serta lokasi dan pemangku kepentingan yang relevan sebagai
penerima manfaat. Selain itu, keterlibatan stakeholder juga dilakukan pada
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang tingkat
kelurahan dan Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang berfungsi sebagai
forum untuk menghimpun usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar
(Kelurahan) berdasarkan prioritas masyarakat. Tujuan dari dilaksanakannya
Musrenbang Kecamatan adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi
dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan,
forum Perangkat Daerah (PD) dan selanjutnya diformulasikan melalui forum
Musrenbang RKPD di Kota. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, diharapkan
dari adanya pelaksanaan Musrenbang mampu menjaring aspirasi masyarakat
ditingkat dasar dan akan disesuaikan dengan program kegiatan di masing-
masing PD sehingga menghasilkan program pembangunan yang berorientasi

pada kebutuhan masyarakat di tingkat dasar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



RKPD Tahun 2025 secara praktis merupakan awal pelaksanaan
perencanaan pembangunan Kota Madiun, mengacu pada RPD Kota Madiun
periode 2025-2026. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2025
juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RKPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, RPJPD Kota Madiun 2005-2025, dan
rancangan awal RPJPD Kota Madiun 2025-2045. Dalam perumusan dan
penyusunan perencanaan tahunan ini, Pemerintah Kota Madiun melibatkan
semua stakeholders (pemangku kepentingan), mulai dari masyarakat pada
tingkat Kelurahan, seluruh PD, LSM, DPRD, lembaga masyarakat, sampai
dengan akademisi.

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggran Sementara (PPAS).
Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai
acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Muatan yang
terdapat dalam RKPD, antara lain kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2025
adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru,
serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor

32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan
Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada
Tahun 2024,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2025;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024;
Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026;
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1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Madiun Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan
daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen
perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen
perencanaan dan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD.
Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang terkait dengan dokumen ini
antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi;
dan (3) RKP Nasional dan Provinsi. Diagram keterkaitan hubungan RKPD
dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada

gambar berikut:

RPJP RPJM
1 1
i : diacu
1 1
1 1
] o o
P P

memperhatikan

. I .. .

Gambar 1. 4
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana termuat pada Gambar 1.4 di atas, RKPD Kota Madiun
Tahun 2025 memuat rincian dari arah kebijakan pembangunan RPD
Kota Madiun 2025-2026. RKPD Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa
Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024,
serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun
Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2025 akan
menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD dan Renja perangkat daerah
Tahun 2025 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen ini penting bagi
penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan

daerah yang berkelanjutan.
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Keterkaitan dokumen sebagaimana Gambar 1.4 merupakan keselarasan
yang harus dijaga serta konsistensi dokumen perencanaan, RKPD Kota Madiun
yang selaras dan mendukung Prioritas Nasional dalam RKP dan Prioritas
Provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur, selaras dan konsisten dengan
RPJMD Kota Madiun terkait Program serta melihat RPJP Kota Madiun, selain
itu juga berpedoman pada RTRW Kota Madiun.

1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Madiun Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman perencanaan bagi semua

stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kota Madiun Tahun 2025.

Secara khusus, maksud penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian
dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras, terintegrasi
dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang
dalam dokumen RKP Tahun 2025;

2. meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi perencanaan
pembangunan antar stakeholder, sehingga dokumen perencanaan
Tahun 2025 memuat kebijakan publik untuk dapat dijadikan acuan
seluruh komponen masyarakat Kota Madiun dalam melaksanakan
perannya;

3. menyediakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah dan
menginformasikan arah pelaksanaan pembangunan Tahun 2025; dan

4. memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuannya yaitu sebagai berikut:

1. menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;

2. menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun Rancangan dokumen Renja
2025;

3. menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun
Anggaran 2025; dan

4. terwujudnya  keterpaduan antara  perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan

efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
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1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun

Tahun 2025 mengikuti sistematika penulisan Sesuai dengan ketetapan dalam

Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini mencakup informasi mengenai latar belakang
penyusunan RKPD Kota Madiun, dasar hukum penyusunan
RKPD, hubungan keterkaitan RKPD dengan dokumen
perencanaan lainnya, maksud dan tujuan RKPD, dan sistematika
penulisan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam Bab II menjabarkan tentang gambaran umum kondisi
daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek
daya saing daerah. Selain itu pada bab II ini juga menjelaskan
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun
2023 dan realisasi dari Rancangan Perubahan RPJMD dan

permasalahan pembangunan.

: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan  pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjabarkan perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan
sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah Tahun

2025, dan program pembangunan daerah Tahun 2025.
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BAB V

BAB VI

BAB VII
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program
dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi
panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja
Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

PENUTUP

Pada bab penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang
termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman
bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa. Kota Madiun merupakan salah satu Pemerintahan Kota
yang secara administrasi wilayah masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km? yang terbagi dalam 3 (tiga)
kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, yaitu Kecamatan Manguharjo
dengan luas 10,04 km?2, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km? dan
Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 kmZ2, masing-masing kecamatan di
Kota Madiun terdiri atas 9 (sembilan) kelurahan. Secara geografis, Kota Madiun
berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayah Kota Madiun
berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan
Magetan, di antaranya:
1. Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, di sebelah utara;
2. Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, di sebelah selatan;
3. Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, di sebelah timur; dan
4. Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten

Magetan, di sebelah barat.

Melihat kondisi tersebut di atas maka dapat diketahui batas-batas wilayah pada
masing-masing kelurahan beserta zona-zona penggunaan lahan sesuai hasil
revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun sebagaimana termuat pada

Gambar 2.1 di bawah.
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POMERNTAN KOTA MADIUN
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Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Gambar 2. 1
Wilayah Administrasi Kota Madiun

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Geografi
1. Posisi Astronomis

Secara astronomis Kota Madiun terletak pada 111 BT-112 BT dan 7
LS-8 LS. Posisi yang strategis menjadikan Kota Madiun sebagai Pusat
Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi sebagai
pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan

dan kesehatan.

2. Kondisi geografis

Berdasarkan aspek geografis, Kota Madiun berada pada ketinggian
63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian
63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan
dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah
selatan. Rentang temperatur udara di Kota Madiun antara 20°C hingga

35°C.
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3. Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak di
lembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km di sebelah selatan pertemuan
antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada
ketinggian rata-rata 65 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi di
Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m di atas
permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan di bagian tengah
ketinggiannya 63 m di atas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara
bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil
dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar.
Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik
kota.
4. Kondisi Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan
potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri atas Aluvium
dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan
organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut
merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna
hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat
menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar
mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang
relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.
S. Kondisi Hidrologi

Secara Hidrologi Kota Madiun terdiri atas air tanah dan air
permukaan tanah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah selain dari
dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari 2 (dua) sungai yang
melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Selain itu
terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu: Sungai Sono dan Sungai
Piring yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah Kota
Madiun.
6. Kondisi Klimatologi

Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan
iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara bahwa musim
penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan
Mei. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan
November. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang
terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101-300
mm /bulan.
Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah
dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk

kegiatan pertanian.
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7. Penggunaan lahan

Pola penggunaan lahan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok
yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan
terbangun meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya,
sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah tegalan/kebun,
perkebunan, kolam /empang. Madiun merupakan daerah urban, sehingga
dominasi penggunaan lahannya untuk kawasan terbangun yang
berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan
Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang
merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan
Manguharjo. Sebagai kawasan urban, Kota Madiun pada tahun 2023
memiliki kawasan terbangun seluas 2.100 Ha atau 63,20% dari luas kota.
Sedang untuk kawasan yang tidak terbangun meliputi 1.223 Ha atau
sekitar 36,80% dari luas kota yang terbagi atas sawah seluas 884 Ha dan

lahan pertanian non sawah seluas 339 Ha.

Tabel 2. 1 Penggunaan Lahan di Kota Madiun, 2019-2023

Luas Lahan (Ha)
No. Penggunaan Lahan
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. Sawah 892 892 890 884 884
2. Lahan Pertanian Non Sawah 372 372 359 339 339
1. Permukiman beserta Fasilitasnya 2.059 | 2.059 | 2.074 | 2.100 | 2.100
Luas Lahan Keseluruhan 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2023

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Madiun telah disiapkan beberapa
kawasan pengembangan seperti kawasan pengembangan pertanian,
perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman,
dan pengembangan aktivitas lainnya. Pengembangan pertanian Kota
Madiun melalui padi dan palawija dengan luas lahan yang dipertahankan
seluas 892 Ha yang tersebar di tiga kecamatan diarahkan untuk
mendorong terwujudnya kedaulatan pangan. Selanjutnya pengembangan
perikanan terfokus pada pengembangan ikan air tawar khususnya ikan
lele. Pengembangan sektor peternakan cukup potensial seperti ternak

sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek.
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Pemerintah Kota Madiun telah mempersiapkan kawasan
pengembangan perkebunan seluas 114 Ha dan kawasan pengembangan
industri seluas 22,7 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Taman,
dan Kartoharjo. Selanjutnya perlu adanya perhatian dan pengembangan
kawasan pariwisata yang memiliki nilai jual dan layak dipromosikan. Yang
perlu diperhatikan dari pengembangan kawasan untuk permukiman yaitu
munculnya pemukiman liar dan kepadatan penduduk dimasa mendatang.
Terakhir kawasan pengembangan aktivitas lainnya terdiri atas kawasan
untuk perdagangan dan jasa seluas 132,70 Ha, jalur perlintasan kereta
api seluas 56 km?, dan kawasan untuk peningkatan pertahanan dan

keamanan seluas 39,37 Ha.

9. Wilayah Rawan Bencana

Dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2019, Kota Madiun
termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman
dalam kategori sedang. Menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang
tinggi di Kota Madiun adalah untuk bencana banjir, gempa bumi,
kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan.

Hasil analisis kajian risiko bencana Kota Madiun Tahun 2023
didapat beberapa potensi risiko bencana yang mungkin terjadi yaitu:

a) Potensi Bahaya Banjir dengan sebaran:

Tabel 2. 2 Hasil analisis Potensi Bahaya Banjir

Rendah Sedang

1 2 3 4 5 6 7

1 | Banjarejo 193,30 - 2,75 196,05 | RENDAH
2 | Demangan 106,09 48,78 74,5 229,37 | RENDAH
3 | Josenan 22,36 37,72 84,65 144,73 TINGGI
4 | Kejuron 34,71 42,63 84,52 161,86 TINGGI
5 | Kuncen 0,12 17,96 24,25 42,33 TINGGI
6 | Manisrejo 32,5 98,83 35,31 166,64 | SEDANG
7 | Mojorejo 27,49 18,53 81,11 127,13 TINGGI
8 | Pandean 92,20 39,34 2,60 134,14 | RENDAH
9 | Taman 87,42 36,68 5,4 129,5 | RENDAH
10 | Oro-Oro Ombo - 29,06 58,22 87,28 TINGGI
11 | Sukosari - 7,57 59,74 67,31 TINGGI
12 | Klegen 2,01 44,08 40,97 87,06 | SEDANG
13 | Rejomulyo - 28,5 182,47 210,97 TINGGI
14 | Pilangbango 2,53 27,5 88,31 118,34 TINGGI
15 | Tawangrejo 2,57 71,52 83,43 157,62 TINGGI
16 | Kanigoro 2,14 68,62 74,94 145,7 TINGGI
17 | Kartoharjo 0,10 57,57 23,72 81,39 | SEDANG
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1 2 3 4 S 6 7
18 | Kelun 4,81 50,83 74,72 130,36 TINGGI
19 | Mangunharjo 36,50 58,39 79,72 174,61 TINGGI
20 | Sogaten 45,13 35,29 48,22 128,64 TINGGI
21 | Patihan 1,53 50,35 83,78 135,66 TINGGI
22 | Ngegong 67,66 39,26 29,28 136,2 | RENDAH
23 | Winongo 93,12 78,76 40,63 212,51 | RENDAH
24 | Madiun Lor - 96,74 40,69 137,43 | SEDANG
25 | Pangongangan 1,55 36,07 36,41 74,03 TINGGI
26 | Nambangan Lor 10,32 40,63 51,99 102,94 TINGGI
27 | Nambangan 10,42 60,08 55,69 126,19 | SEDANG

Kidul
Kota Madiun 876,58 1.221,29 1.548,02 3.645,99 TINGGI
b) Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim dengan sebaran:
Tabel 2. 3 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim
Rendah Sedang Total

1 2 3 4 S 6 7

1 | Banjarejo 196,06 - 196,06 | SEDANG
2 | Demangan 229,37 - 229,37 | SEDANG
3 | Josenan 144,73 - 144,73 | SEDANG
4 | Kejuron 161,85 - 161,85 | SEDANG

S | Kuncen 42,34 - 42,34 | SEDANG

6 | Manisrejo 166,64 - 166,64 | SEDANG

7 | Mojorejo 127,14 - 127,14 | SEDANG

8 | Pandean 133,96 - 133,96 | SEDANG

9 | Taman 129,5 - 129,5 | SEDANG
10 | Oro-Oro Ombo 87,28 - 87,28 | SEDANG
11 | Sukosari 67,31 - 67,31 | SEDANG
12 | Klegen 89,58 - 89,58 | SEDANG
13 | Rejomulyo 210,96 - 210,96 | SEDANG
14 | Pilangbango 118,34 - 118,34 | SEDANG
15 | Tawangrejo 157,53 - 157,53 | SEDANG
16 | Kanigoro 175,03 - 175,03 | SEDANG
17 | Kartoharjo 81,4 - 81,4 | SEDANG
18 | Kelun 130,35 - 130,35 | SEDANG
19 | Mangunharjo 174,61 - 174,61 | SEDANG
20 | Sogaten 128,63 - 128,63 | SEDANG
21 | Patihan 135,66 - 135,66 | SEDANG
22 | Ngegong 136,21 - 136,21 | SEDANG
23 | Winongo 212,51 - 212,51 | SEDANG
24 | Madiun Lor 137,43 - 137,43 | SEDANG
25 | Pangongangan 74,03 - 74,03 | SEDANG
26 | Nambangan Lor 103,04 - 103,04 | SEDANG
27 | Nambangan 126,09 - 126,09 | SEDANG

Kidul
Kota Madiun 3.677,58 - 3.677,58 | SEDANG
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Rendah Sedang Total
1 | Banjarejo - 196,05 - 196,05 | SEDANG
2 | Demangan - 229,37 - 229,37 | SEDANG
3 | Josenan - 144,73 - 144,73 | SEDANG
4 | Kejuron - 161,85 - 161,85 | SEDANG
S | Kuncen - 42,34 - 42,34 | SEDANG
6 | Manisrejo - 166,64 - 166,64 | SEDANG
7 | Mojorejo - 127,14 - 127,14 | SEDANG
8 | Pandean - 133,96 - 133,96 | SEDANG
9 | Taman - 129,50 - 129,50 | SEDANG
10 | Oro-Oro Ombo - 87,28 - 87,28 | SEDANG
11 | Sukosari - 67,31 - 67,31 | SEDANG
12 | Klegen - 89,58 - 89,58 | SEDANG
13 | Rejomulyo - 210,96 - 210,96 | SEDANG
14 | Pilangbango - 118,34 - 118,34 | SEDANG
15 | Tawangrejo - 157,53 - 157,53 | SEDANG
16 | Kanigoro - 175,03 - 175,03 | SEDANG
17 | Kartoharjo - 81,40 - 81,40 | SEDANG
18 | Kelun - 130,35 - 130,35 | SEDANG
19 | Mangunharjo 0,56 174,05 - 174,61 | SEDANG
20 | Sogaten 17,44 111,19 - 128,63 | SEDANG
21 | Patihan 9 126,66 - 135,66 | SEDANG
22 | Ngegong - 136,21 - 136,21 | SEDANG
23 | Winongo 3,42 209,09 - 212,51 | SEDANG
24 | Madiun Lor 8,9 128,53 - 137,43 | SEDANG
25 | Pangongangan 3,63 70,4 - 74,03 | SEDANG
26 | Nambangan Lor - 103,04 - 103,04 | SEDANG
27 | Nambangan - 126,09 - 126,09 | SEDANG
Kidul
Kota Madiun 42,95 3.634,62 - 3.677,57 | SEDANG
d) Potensi Bahaya Kekeringan dengan sebaran:
Tabel 2. 5 Potensi Bahaya Kekeringan
Rendah Sedang Total
1 2 3 4 5 6 7
1 | Banjarejo - - 196,05 196,05 TINGGI
2 | Demangan - - 229,37 229,37 TINGGI
3 | Josenan - - 144,73 144,73 TINGGI
4 | Kejuron - - 161,85 161,85 TINGGI
5 | Kuncen - - 42,34 42,34 TINGGI
6 | Manisrejo - - 166,64 166,64 TINGGI
7 | Mojorejo - - 127,14 127,14 TINGGI
8 | Pandean - - 133,96 133,96 TINGGI
9 | Taman - - 129,50 129,50 TINGGI
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1 2 3 4 5 6 7
10 | Oro-Oro Ombo - 87,28 87,28 TINGGI
11 | Sukosari - 67,31 67,31 TINGGI
12 | Klegen - 89,58 89,58 TINGGI
13 | Rejomulyo - 210,96 210,96 TINGGI
14 | Pilangbango - 118,34 118,34 TINGGI
15 | Tawangrejo - 157,53 157,53 TINGGI
16 | Kanigoro - 175,03 175,03 TINGGI
17 | Kartoharjo - 81,40 81,40 TINGGI
18 | Kelun - 130,35 130,35 TINGGI
19 | Mangunharjo - 174,61 174,61 TINGGI
20 | Sogaten - 128,63 128,63 TINGGI
21 | Patihan - 135,66 135,66 TINGGI
22 | Ngegong - 136,21 136,21 TINGGI
23 | Winongo - 212,51 212,51 TINGGI
24 | Madiun Lor - 137,43 137,43 TINGGI
25 | Pangongangan - 73,44 73,44 TINGGI
26 | Nambangan Lor - 103,04 103,04 TINGGI
27 | Nambangan - 126,09 126,09 TINGGI
Kidul
Kota Madiun - - 3.676,96 3.676,96 TINGGI

e) Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit dengan sebaran:

Tabel 2. 6 Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit

Rendah Sedang Total

1 2 3 4 5 6 7

1 | Banjarejo 196,05 - - 196,05 | RENDAH
2 | Demangan 229,37 - - 229,37 | RENDAH
3 | Josenan 144,73 - - 144,73 | RENDAH
4 | Kejuron 161,85 - - 161,85 | RENDAH
5 | Kuncen 42,34 - - 42,34 | RENDAH
6 | Manisrejo 166,64 - - 166,64 | RENDAH
7 | Mojorejo 127,14 - - 127,14 | RENDAH
8 | Pandean 122,96 - - 122,96 | RENDAH
9 | Taman 129,5 - - 129,5 | RENDAH
10 | Oro-Oro Ombo 87,28 - - 87,28 | RENDAH
11 | Sukosari 67,31 - - 67,31 | RENDAH
12 | Klegen 89,58 - - 89,58 | RENDAH
13 | Rejomulyo 210,96 - - 210,96 | RENDAH
14 | Pilangbango 118,34 - - 118,34 | RENDAH
15 | Tawangrejo 157,53 - - 157,53 | RENDAH
16 | Kanigoro 175,03 - - 175,03 | RENDAH
17 | Kartoharjo 81,40 - - 81,40 | RENDAH
18 | Kelun 130,35 - - 130,35 | RENDAH
19 | Mangunharjo 174,61 - - 174,61 | RENDAH
20 | Sogaten 128,63 - - 128,63 | RENDAH
21 | Patihan 135,66 - - 135,66 | RENDAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




-21 -

1 2 3 4 6 7
22 | Ngegong 136,21 - 136,21 | RENDAH
23 | Winongo 212,51 - 212,51 | RENDAH
24 | Madiun Lor 137,43 - 137,43 | RENDAH
25 | Pangongangan 74,03 - 74,03 | RENDAH
26 | Nambangan Lor 103,04 - 103,04 | RENDAH
27 | Nambangan 126,09 - 126,09 | RENDAH
Kidul
Kota Madiun 3.677,56 - 3.677,56 | RENDAH
f) Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi dengan sebaran:
Tabel 2. 7 Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi
Rendah Sedang Total
1 | Banjarejo 196,05 - 196,05 | RENDAH
2 | Demangan 229,37 - 229,37 | RENDAH
3 | Josenan 144,73 - 144,73 | RENDAH
4 | Kejuron 161,85 - 161,85 | RENDAH
5 | Kuncen 42,34 - 42,34 | RENDAH
6 | Manisrejo 166,64 - 166,64 | RENDAH
7 | Mojorejo 127,14 - 127,14 | RENDAH
8 | Pandean 133,96 - 133,96 | RENDAH
9 | Taman 129,50 - 129,50 | RENDAH
10 | Oro-Oro Ombo 87,28 - 87,28 | RENDAH
11 | Sukosari 67,31 - 67,31 | RENDAH
12 | Klegen 89,58 - 89,58 | RENDAH
13 | Rejomulyo 210,96 - 210,96 | RENDAH
14 | Pilangbango 118,34 - 118,34 | RENDAH
15 | Tawangrejo 157,53 - 157,53 | RENDAH
16 | Kanigoro 175,03 - 175,03 | RENDAH
17 | Kartoharjo 81,40 - 81,40 | RENDAH
18 | Kelun 130,35 - 130,35 | RENDAH
19 | Mangunharjo 174,61 - 174,61 | RENDAH
20 | Sogaten 128,63 - 128,63 | RENDAH
21 | Patihan - 135,66 135,66 | SEDANG
22 | Ngegong - 136,21 136,21 | SEDANG
23 | Winongo 212,51 - 212,51 | RENDAH
24 | Madiun Lor - 137,43 137,43 | SEDANG
25 | Pangongangan 74,03 - 74,03 | RENDAH
26 | Nambangan Lor 103,04 - 103,04 | RENDAH
27 | Nambangan 126,09 - 126,09 | RENDAH
Kidul
Kota Madiun 3.268,27 409,3 3.677,57 | RENDAH
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Tabel 2. 8 Potensi Bahaya Pandemi Likuefaksi

Rendah

Sedang
1 | Banjarejo - 196,05 196,05 | SEDANG
2 | Demangan - 229,37 229,37 | SEDANG
3 | Josenan - 144,73 144,73 | SEDANG
4 Kejuron - 161,85 161,85 | SEDANG
5 Kuncen - 42,34 42,34 | SEDANG
6 | Manisrejo - 166,64 166,64 | SEDANG
7 | Mojorejo - 127,14 127,14 | SEDANG
8 | Pandean - 133,96 133,96 | SEDANG
9 | Taman - 129,50 129,50 | SEDANG
10 | Oro-Oro Ombo - 87,28 87,28 | SEDANG
11 | Sukosari - 67,31 67,31 | SEDANG
12 | Klegen - 89,58 89,58 | SEDANG
13 | Rejomulyo - 210,96 210,96 | SEDANG
14 | Pilangbango - 118,34 118,34 | SEDANG
15 | Tawangrejo - 157,53 157,53 | SEDANG
16 | Kanigoro - 175,03 175,03 | SEDANG
17 | Kartoharjo - 81,40 81,40 | SEDANG
18 | Kelun - 130,35 130,35 | SEDANG
19 | Mangunharjo - 174,61 174,61 | SEDANG
20 | Sogaten - 128,63 128,63 | SEDANG
21 | Patihan - 135,66 135,66 | SEDANG
22 | Ngegong - 136,21 136,21 | SEDANG
23 | Winongo - 212,51 212,51 | SEDANG
24 | Madiun Lor - 137,43 137,43 | SEDANG
25 | Pangongangan - 74,03 74,03 | SEDANG
26 | Nambangan Lor - 103,04 103,04 | SEDANG
27 | Nambangan - 126,09 126,09 | SEDANG
Kidul

Kota Madiun - | 3.677,55 3.677,55 | SEDANG

b. Demografi

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, total keseluruhan
menunjukkan tren penurunan yang cukup drastis dari tahun 2020 yaitu
sebesar 209.905 dan pada tahun 2021 sebesar 201.452. Hal ini dapat
dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2022,
jumlah penduduk naik menjadi 201.760. Jumlah penduduk Kota Madiun
sampai dengan tahun 2023 sebanyak 202.544 jiwa, yang tersebar di tiga

kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 56.036 jiwa, Kecamatan

Manguharjo 60.359 jiwa, dan Kecamatan Taman 86.149 jiwa.
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Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan selanjutnya dapat

dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2019-2023

No. | Kecamatan Tahun/Jiwa
2019 2020 2021 2022 2023
Kartoharjo 57.748 57.668 55.458 55.866 56.036
2 | Manguharjo | 63.017 62.884 59.988 60.167 60.359
Taman 89.350 89.398 86.006 85.727 86.149
Total 210.115 | 209.950 201.452 201.760 202.544

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, grafik
jumlah penduduk Kota Madiun menurut Kecamatan tahun 2019-2023

dapat dilihat pada gambar berikut:

Taman mTota

2022 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

m Kartoharjo m Manguharjo

2019 2020 2021

Gambar 2. 2
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.9 dan Gambar 2.2 di atas,
Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2019-2023 cenderung
merata pada setiap kecamatan. Selama lima tahun terakhir jumlah
penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di
Kecamatan Taman, disusul Kecamatan Manguharjo, dan terakhir berada

pada Kecamatan Kartoharjo.

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sampai tahun 2023
menunjukkan bahwa penduduk Kota Madiun didominasi dengan
penduduk berlatar belakang pendidikan terakhir SLTA, yaitu sebesar
71.389 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk
Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih
sedikit, diantaranya tamat D-I/Il 573 jiwa; D-III 6.301 jiwa; S-1 22.104

jiwa; S-2 1.546 jiwa, dan S-3 54 jiwa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Secara lengkap jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat
pendidikan tahun 2019 - 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2019 - 2023

Uraian Tahun
2019 2020 2021 2022 2023

Penduduk Berdasarkan

Pendidikan:

Belum Sekolah; 31.374 | 32.261 | 33.177 | 33.495 33.332
Tidak Tamat SD; 19.887 | 19.801 | 18.906 | 18.483 17.872
Tamat SD; 29.266 | 28.262 | 26.006 | 24.843 24.327
Tamat SLTP; 28.787 | 28.230 | 26.027 | 25.314 25.046
Tamat SLTA; 73.045 | 73.126 | 69.421 | 70.350 71.389
Tamat D-1/1I; 498 502 519 553 573
Tamat D-III,; 5.761 5.875 5.770 6.033 6.301
Tamat S-1; 20.071 | 20.442 | 20.170 | 21.152 22.104
Tamat S-2; 1.391 1.412 1.415 1.490 1.546
Tamat S-3. 35 39 41 47 54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Adapun grafik jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat
pendidikan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

350.000
300.000 I

150.000 .
100,000 Il
: . [ |
S
—_—
H B E = I — . _
. . W T
. . S O T AR A
P & & W 5’ & - 3 & &
] ) s i & & '\*_{‘ " - s i
o LA 4 43 P
2 (v
& AN

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Gambar 2. 3
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2019 - 2023

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.3 di atas,
dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir jumlah penduduk Kota
Madiun kategori tamat SLTA terus meningkat. Begitu pula dengan jumlah
penduduk kategori tamat D-I/II, tamat D-III, tamat S-1, tamat S-2, Tamat
S-3 yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.
Meskipun demikian, masih sedikit yang memiliki tingkat pendidikan lebih
tinggi dari SLTA. Berikut grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut
jenis pekerjaan tahun 2019-2023:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2019-2023

Uraian Tahun
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan:

a. Belum /Tidak Bekerja 36.390 | 37.002 | 37.048 37.292 | 37.000
b. Mengurus Rumah Tangga 34.412 | 34.301 | 34.746 | 32.468 | 32.655
c. Pelajar/Mahasiswa 44.940 | 43.957 | 43.771 40.495 | 40.083
d. Pensiunan 6.095 6.046 6.622 5.611 5.819
e. PNS 6.826 6.711 6.252 6.109 5.945
f. TNI 1.771 1.733 1.583 1.632 1.638
g. POLRI 1.027 1.025 955 958 956
h. Jasa 8.449 8.213 626 8.140 7.959
i. Karyawan 46.311 | 46.901 | 46.023 46.745 | 47.708
j. Buruh 4.390 4.679 5.022 4.083 4.331
k.Wiraswasta 18.994 | 19.107 | 17.992 18.223 | 18.443
1. Lain-lain 510 275 812 4 7

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
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Gambar 2. 4
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2019 - 2023

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.11 dan Gambar 2.4 di atas,
terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada
sebagai karyawan. Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja menjadi
karyawan setiap tahun mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2023
berjumlah 47.708 orang. Sebaliknya penduduk yang Mengurus Rumah
Tangga sejak tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Melihat
karakteristik Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan, banyak

penduduk di Kota Madiun yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja sebagai wiraswasta
juga cukup banyak, yakni sebanyak 18.443 orang hingga tahun 2023 dan
penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 7.959 orang.
Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik yaitu PNS,
TNI/Polri secara keseluruhan pada tahun 2023 berjumlah 8.539 orang.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami perkembangan
yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total nilai PDRB setiap
tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota
Madiun Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 (Rp. Miliar)

PDRB o
Tahun Harga Berlaku | Harga Konstan Pertumbuhan (%)
2019 14.107,33 10.623,07 5,69
2020 13.519,88 10.055,90 -5,34
2021 14.435,42 10.537,69 4,79
2022 15.818,61 11.119,55 5,52
2023 17.256,20 11.764,40 5,80

Sumber : BPS Kota Madiun

Berdasarkan Data BPS Kota Madiun, grafik Pertumbuhan PDRB
Kota Madiun Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 2. 5
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 (Rp Miliar)
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Sebagaimana termuat pada Tabel 2.12 dan Gambar 2.5 di atas,
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun selama periode 2019-2020 terjadi
penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan wabah pandemi
Covid-19, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK mengalami fluktuatif.
PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2019 mencapai Rp. 14.107,33
miliar dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 sebesar
Rp. 13.519,88 miliar. PDRB ADHK Kota Madiun juga menurun dari Rp.
10.623,07 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 10.055,90 miliar pada
tahun 2020. Pertumbuhan PDRB pada periode tahun 2022-2023
mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya 2019-2021.

Salah satu faktor terjadinya tren peningkatan yaitu seiring dengan
semakin membaiknya penanganan pandemi COVID-19 dan mulai
terbukanya aktivitas ekonomi. Pada periode tahun 2023 pertumbuhan
PDRB sebesar 5,80 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,28 poin
dari tahun 2022, dan untuk PDRB ADHB dan ADHK pada periode tahun
2023 berada di posisi 17.256,20 miliar dan 11.764,40 miliar.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pengukuran tahapan keluarga sejahtera berguna sebagai indikasi
dari aspek kesejahteraan masyarakat. Indikator ini menggambarkan
tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan
kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga
semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenubhi.
Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 (lima) kategori

tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

Tabel 2. 13 Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus
Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

TAHUN

KATEGORI
2019 2020 2021 2022 2023

PRA KS 88 [0,17% | 88 0,16% | 105 [020% | O [0,00% | 0 [0,00%
KS-I 6.115 | 11,63%| 8.742 | 15,84% | 6.629 |12,43% | 4.450 | 8,85% | 4.032 | 7,29%
KS-II 22.001 [41,84% | 21.822 | 39,55% | 20.168 |37,83% | 26.414 | 52,54% | 24.391 | 44,08%
KS-IIT 19.231 [ 36,57% | 19.378 | 35,12% | 18.876 |35,41% | 17.961 | 35,73% | 25.139 | 45,43%
KS-III Plus | 5151 | 9,80% | 5.145 | 9,32% | 7.532 |14,13%| 1.450 | 2,88% | 1.768 | 3,20%
JUMLAH 52.586 [100,00%| 55.175 | 100,00% | 53.310 [100,00%| 50.275 [100,00%| 55.330 | 100%

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.13 di atas, Persentase Pra KS

dan KS-1 pada tahun 2020 sebesar 16% atau jumlahnya 8.830 keluarga,
sedangkan tahun 2021 jumlahnya 6.734 keluarga mengalami penurunan
2.096 keluarga. Hal ini menunjukkan penurunan kesejahteraan dalam
kategori Pra KS dan KS-1 sebanyak 23,74%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Salah satu faktor menurunnya kesejahteraan keluarga dapat
dianalisis karena adanya pandemi Covid-19 yang memberikan efek secara
ekonomi yang berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Pada tahun
2022 - 2023 jumlah Pra KS di Kota Madiun mencapai O keluarga atau
0,00%. Sedangkan, persentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus
mengalami fluktuatif tren naik pada tahun 2019 dari jumlahnya 46.383
dan pada tahun 2023 menjadi 51.298, yang artinya perbaikan ekonomi
atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan sedikit.

Indikator kesejahteraan sosial lainnya dapat dilihat dengan
persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah
kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun.

Indikator ini juga menunjukan komitmen Pemerintah Kota Madiun
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Madiun melalui
program-program kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan
sosial serta pemberdayaan sosial. Jumlah dan Persentase jumlah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dilihat pada tabel

dan gambar berikut:

Tabel 2. 14 Jumlah PMKS dan Persentase PMKS Kota Madiun
Tahun 2019 - 2023

Tahun Jumlah PMKS Persentase PMKS
2019 10.702 5,09
2020 30.362 14,46
2021 27.383 13,59
2022 33.706 16,71
2023 33.747 16,66
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Madiun
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Gambar 2. 6
Persentase PMKS Kota Madiun Tahun 2019 - 2023
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Sebagaimana termuat pada Tabel 2.14 dan Gambar 2.6 di atas, saat
ini jumlah PMKS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini
terjadi karena adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui
bahwa terjadi penambahan PMKS, yang mana jumlah jenis PMKS yang
sebelumnya hanya sebanyak 22 jenis, bertambah menjadi 26 jenis PMKS.

Sesuai dengan instruksi pada Peraturan Menteri Sosial tersebut
ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan dan pengelompokan
kembali jenis-jenis PMKS, untuk diperbarui data jumlah PMKS secara
keseluruhan. Sehingga pada tabel di atas terlihat ada kenaikan jumlah
PMKS.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah PMKS yang
terdata mengalami penambahan sebanyak 23.045 orang atau sebesar
11,23% dari jumlah penduduk, akan tetapi jumlah PMKS yang meningkat
tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah yang tertangani namun
penambahan tersebut terjadi pada PMKS yang bukan merupakan
kewenangan daerah yang menyebabkan hal itu tidak bisa tertangani,
sehingga capaian tahun 2023 sebesar 99,90% menurun dibandingkan
dengan tahun 2023 dengan intervensi program dan kegiatan rehabilitasi
sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.
Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase PMKS dapat dilihat pada tabel

dan grafik berikut:

Tabel 2. 15 Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS
Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Tahun Jumlah Penanganan PMKS | Persentase Penanganan PMKS
2019 10.729 100,25
2020 30.295 99,78
2021 27.290 99,66
2022 33.690 99,95
2023 33.716 99,90
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Madiun
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Madiun

Gambar 2. 7 Jumlah PMKS Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.15 dan Gambar 2.7 di atas,
bahwa berdasarkan data dan grafik di atas, pada tahun 2019 seluruh
jumlah PMKS yang ada di Kota Madiun berhasil ditangani, bahkan
persentase penanganan PMKS mencapai lebih dari 100%. Pada tahun
2020-2023 mengalami peningkatan jumlah PMKS yang cukup signifikan
dikarenakan banyak dari masyarakat yang mengajukan sendiri untuk
dimasukkan sebagai PMKS dengan berbagai alasan dan latar belakang
sehingga realisasi capaian mencapai taraf 99,78 - 99,95%. Pada
tahun 2023 jumlah PMKS menjadi sebanyak 33.716 orang dengan
penanganan 99,90%.

Selanjutnya terdapat tabel dan grafik tingkat kemiskinan Kota
Madiun tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun
Tahun 2019 - 2023

Tahun Jumlah Penduduk kemiskinan Tingkat Kemiskinan
2019 7.690 4,35
2020 8.830 4,98
2021 9.060 5,09
2022 8.490 4,76
2023 8.460 4,74

Sumber :BPS Kota Madiun
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Gambar 2. 8
Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.8 di atas,
tingkat Kemiskinan Kota Madiun pada tahun 2019-2023 mengalami tren
yang fluktuatif. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tingkat
kemiskinan mengalami kenaikan dari 4,35% menjadi 5,09%, dan
menunjukkan pola tren menurun dari tahun 2022-2023 menjadi sebesar
4,74%. Hal ini dikarenakan adanya respon yang baik dalam upaya yang
telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dari
adanya dampak pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut akan berhasil apabila dilihat dari kondisi
perekonomian yang semakin meningkat. Namun di sisi lain, penurunan
kemiskinan masih memerlukan berbagai langkah strategis yang perlu
dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun setidaknya melalui program
penanganan sosial seperti penyaluran jaring sosial seperti bantuan
sembako, bantuan sosial air bersih, penambahan jumlah lowongan
pekerjaan, pelatihan UMKM, santunan kematian, asuransi pekerja sektor

informal, dan beasiswa mahasiswa.
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Gambar 2. 9 Data Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun
Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.9, diketahui bahwa tingkat Kemiskinan

Kota Madiun berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi.

Hal ini dikarenakan daerah perkotaan cenderung mempunyai luas wilayah

yang kecil dari pada daerah pedesaan,

penyaluran program penanganan sosial lebih tepat sasaran.

C. Fokus Pendidikan

sehingga intervensi dalam

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa Indikator

Pendidikan yang terdapat pada Fokus Kesejahteraan Sosial, di antaranya

adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Indikator Kinerja Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019 - 2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
NO | URUSAN/INDIKATOR KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023
PEMBANGUNAN DAERAH
I ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
A |Fokus Kesejahteraan Sosial
1 [Pendidikan
1.1 |Angka Melek Huruf 97,99 97,93 98,96 98,42 99,14
2 |Angka Rata-Rata Lama Sekolah 11,13 11,14 11,37 11,67 11,82
Angka Partisipasi Kasar 14328 100,85 101,27 131,02 118,60
SD/MI/Paket A ’
14 Angka Partisipasi Kasar 170.76 103,62 101,25 114,53 114,90
" |SMP/MTs/Paket B ’
15 Angka Partisipasi Murni 135 .45 95,29 95,34 122,11 111,90
"~ |SD/MI/Paket A ’
16 Angka Partisipasi Murni 131.33 85,80 84,88 101,93 102,30
"~ |SMP/MTs/Paket B ’
Pendidikan yang ditamatkan:
1.7 |Angka Harapan Lama Sekolah 14,39 14,40 14,41 14,43 14,44

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun
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Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.17 di atas,

selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:
1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas
sampai dengan 59 tahun (sesuai dengan indikator dari Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nasional) yang dapat
membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Perkembangan
Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, pada tahun 2019 adalah
97,99%. Pada tahun 2020 angka melek huruf kembali turun menjadi
97,93%. Meskipun demikian, pada tahun 2021 dan 2022 angka melek
huruf naik mencapai 98,96% dan menurun pada tahun 2022 menjadi
98,42%, namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan mencapai
99,05%, Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Madiun

yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis.
2. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata — rata jumlah tahun yang
dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan
formal. Rata-rata lama sekolah pada metode lama menunjukkan jenjang

pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas.

Pada perhitungan metode baru, rata-rata lama sekolah adalah rata-
rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih
untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.
Angka rata-rata lama sekolah di Kota Madiun memiliki tren positif dari
tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah adalah
sebesar 11,13, pada tahun 2020 meningkat satu basis menjadi 11,14.
Kemudian, pada tahun 2021-2023 meningkat 0,45 basis dari 11,37
menjadi 11,82. Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,43 maka
artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun baru mampu
menempuh atau menamatkan pendidikan sampai dengan kelas 1 SMA
atau putus sekolah pada kelas 2 SMA. Peningkatan rata-rata lama
bersekolah ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan
adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan
Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan

Program BOS dari Pemerintah Pusat.
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3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A adalah rasio jumlah siswa
berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SD
terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/Paket A tahun 2019 nilainya mencapai lebih besar dari 100%.
Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan APK SD/MI/Paket A
dengan nilai 100,85% dan 101,27%. Sampai pada tahun 2022 dan 2023
angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A terjadi kenaikan kembali yaitu
mencapai lebih dari 100% yaitu di angka 131,02% dan 118,6%.

4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B adalah rasio jumlah
siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMP
terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Kasar
SMP/MTs/Paket B periode tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan tren
fluktuatif lebih dari 100%. Pada tahun 2019 menunjukkan nilai
persentase sebesar 170,76%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya sehingga angka persentasenya sebesar 103,62%. Lalu
kemudian turun kembali pada tahun 2021 menjadi 101,25%. Penurunan
APK dari dua tahun berturut-turut ini dapat diindikasikan dari dampak
Covid-19 yang menyebabkan timbulnya permasalahan sosial-ekonomi
termasuk pada akses pendidikan. Pada tahun 2022, APK mengalami
peningkatan persentase menjadi 114,53% dan pada tahun 2023

mengalami peningkatan menjadi 114,90%.
5. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A merupakan jumlah
penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi
dengan jumlah jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi
Murni SD/MI/Paket A tahun 2019 yakni sebesar sebesar 135,45%. Untuk
tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 40,16 poin sehingga persentasenya
menjadi 95,29%. Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket
A meningkat sedikit menjadi 95,34% dan menjadi 122,11% pada tahun
2022 dan 111,9% pada tahun 2023.
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6. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B merupakan jumlah
penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP dibagi
dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Murni
SMP/MTs/Paket B sebesar menunjukkan tren penurunan pada tahun
2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 sebesar 131,33% kemudian pada
tahun 2020 menurun sebesar 45,53 poin sehingga persentasenya menjadi
85,80%, lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar
0,92 poin sehingga menjadi 84,88%. Tahun 2022, Angka Partisipasi Murni
SMP/MTs/Paket B meningkat sebesar 17,05 poin dari tahun 2021
sehingga pada tahun 2022 menjadi 101,93% dan pada tahun 2023 juga

mengalami peningkatan sebesar 0,37 basis menjadi 102,30%.
7. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada
umur tertentu dimasa mendatang. Capaian harapan lama sekolah pada
tahun 2019 adalah 14,39, pada tahun 2020 dan 2021 capaian angka
harapan lama sekolah sebesar 14,40 dan 14,41.

Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kota Madiun
sudah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena
adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan
Beasiswa Mahasiswa, sehingga angka harapan lama sekolah pada tahun
2022 mengalami kenaikan menjadi 14,43 dan pada 2023 disusul kenaikan
0,1 basis menjadi 14,44.

Penyebab tidak tercapainya kinerja bidang pendidikan angka melek
huruf disebabkan salah satunya disebabkan karena perpindahan
penduduk, data tersebut terlihat dari kenaikan jumlah penduduk dari
tahun 2021 ke tahun 2023 data Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

d. Fokus Kesehatan
Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta
perkembangannya pada Bidang Urusan Kesehatan selanjutnya dijabarkan

pada materi di bawah ini.
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Capaian Angka Kematian Ibu pada tahun 2019-2023 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2. 18 Angka Kematian Ibu di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

N Uraian Tahun | Tahun Tahun Tahun Tahun
° ala 2019 | 2020 2021 2022 2023
1 | Jumlah Lahir Hidup 2.530 1852 2.382 2.357 2,346
2 | Jumlah Kematian Ibu 1 0 3 1 0
Angka Kematian Ibu Per
3 39,53 0 126 42,42 0
100.000 Lahir Hidup

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.18 di atas, Angka Kematian Ibu
per 100.000 lahir hidup pada tahun 2020 di Kota Madiun tidak tercatat
angka kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 dan 2022 tercatat angka
kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat kematian ibu
sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 dan
terdapat kematian ibu sebanyak 42,42 ibu dari 100.000 kelahiran hidup
pada tahun 2022. Secara absolut jumlah kematian ibu tersebut sebanyak
1 orang ibu. Terjadi penurunan angka kematian ibu pada tahun 2023
dibandingkan dengan tahun 2022 dari jumlah secara absolut sebanyak 1
orang ibu pada tahun 2022 menjadi O orang ibu pada tahun 2023, hal ini
menunjukkan bahwa terdapat upaya Pemerintah Kota Madiun untuk
bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil
baik melalui pendampingan, pembinaan, dan pelayanan langsung.

Angka Kematian Ibu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat
dilihat pada gambar berikut:

126
120, 0D

B0, 00

B0, 0D
39,53 42,42

20,00 I
2019 2020 2021 2022 20235
m Angka Kematian lbu Per 100,000 Lahir Hidup

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 2. 10
Tren Angka Kematian Ibu Kota Madiun Tahun 2019-2023
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Sebagaimana termuat pada Gambar 2.10 di atas, upaya yang
dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu sebagai berikut:

a. peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait
dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal;

b. peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan
bayi;

c. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, mulai ditemukannya
ibu hamil kurang energi kalori hingga masa nifas;

d. memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC terpadu
yaitu 10 T plus skrining Diabetes Melitus, Hipertensi, jantung,
hepatitis dan HIV/AIDS di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik
milik pemerintah maupun swasta;

e. menjalin kerja sama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan pada ibu
hamil; dan

f. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan
pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan

menjelang persalinan.

2. Angka Kematian Bayi
Capaian Angka Kematian Bayi pada tahun 2019-2023 dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2. 19 Angka Kematian Bayi di Kota Madiun Tahun 2019-2023

N Urai Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
° raian 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Bayi Lahir Hidup 2530 1852 2.382 2.357 2.346
2 | Jumlah Kematian Bayi 16 8 9 10 12
Angka Kematian Bayi
3 | (AKB) / 1.000 Kelahiran 6,32 4,32 3,8 4,2 5,1
Hidup

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.19 di atas, terlihat bahwa Angka
Kematian Bayi pada tahun 2019 dan 2020 berjumlah 16 dan 8 bayi,
persentase angka kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup pada tahun
2019 sebesar 6,32 dan pada tahun 2020 sebesar 4,32. Pada tahun 2019
hingga tahun 2021 secara absolut jumlah kematian bayi mengalami
penurunan. Pada tahun 2022 dan 2023 sedikit mengalami kenaikan.
Tahun 2019 persentase angka kematian bayi sebesar 6,32 dengan jumlah
absolut sebanyak 16 kematian bayi dan pada tahun 2023 persentase
angka kematian bayi kembali naik menjadi 5,1 dengan jumlah absolut 12
kematian bayi. Adapun tren Angka Kematian Bayi tahun 2019 sampai

dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun

Gambar 2. 11
Angka Kematian Bayi di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.11 di atas, terlihat bahwa
Angka Kematian Bayi/1000 kelahiran hidup setelah tahun 2019
mengalami penurunan dan diikuti penurunan jumlah kematian bayi
secara absolut hingga 2021. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan
adalah sebagai berikut:

a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil untuk mencegah bayi
dengan berat badan lahir rendah;

b. peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (edukasi kontrol
sesuai jadwal); dan

C. edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan
bayi.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi
diantaranya yaitu:

a. peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan)

terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal,

b. peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan
bayi;
C. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, mulai

ditemukannya ibu hamil kurang energi kalori hingga masa nifas;
d. berkoordinasi dengan Dokter Spesialis Anak terkait pelayanan

rujukan bayi dengan kelainan;
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e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan

pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan

menjelang persalinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur

dengan indikator kinerja sasaran masing-masing.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2019 hingga tahun 2023

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 20 Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

N Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
° ala 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Jumlah Balita 11.956 | 11.813 | 11.734 | 11.603 | 11.484
o | Jumlah Balita Yang 10.471 | 5.427 6.442 8.018 8.298
Ditimbang
3 Jumlah Balita Gizi Buruk 4 4 11 11 9
4 | Persentase Balita Gizi 0,038 | 0,073 | 0093 | 0,138 | 0,109
Buruk (%)

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.21 di atas, terlihat bahwa

selama tahun 2019-2023 jumlah balita yang menderita gizi buruk dan

persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan. Namun pada tahun

2023, mulai didapati adanya penurunan dari 11 kasus menjadi 9 kasus.

Adapun tren Balita Gizi Buruk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

dapat dilihat pada gambar berikut:
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Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2023.

Gambar 2. 12
Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2019-2023
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Sebagaimana termuat pada Gambar 2.12 di atas, terlihat bahwa
persentase Balita Gizi Buruk di tahun 2019 sebesar 0,038 dengan jumlah
absolut 4 balita gizi buruk, hal ini berlaku pada tahun 2019 sampai
dengan 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 persentase balita gizi buruk
mengalami kenaikan sebesar 0,093 dan 0,138 sehingga jumlah absolut
balita gizi buruk menjadi 11 balita. Pada tahun 2023, terjadi penurunan
0,029 basis menjadi 0,109.

Penyebab terjadinya kenaikan persentase balita balita gizi buruk
karena adanya bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah yang kurang
dari 2500 gram sehingga balita tersebut berpotensi tidak maksimal dalam
penyerapan nutrisi makanan yang menyebabkan berat badan tidak naik
signifikan. Selain itu masih adanya pola asuh dan pola makan yang
kurang tepat pada keluarga. Sehingga langkah yang dilakukan untuk
menurunkan jumlah balita gizi buruk yaitu:

1. penimbangan balita di Posyandu setiap bulan sebagai deteksi dini
terjadinya penyimpangan pertumbuhan sehingga lebih mudah
dalam intervensi sebelum menjadi balita gizi buruk;

2. pelaksanaan kelas ibu balita;

3. edukasi kepada masyarakat tentang bayi dengan berat badan lahir
rendah dan upaya perbaikan gizi keluarga;

4. pelatihan cara pemberian makanan pada bayi dan anak untuk
petugas Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada
masyarakat;

5. pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi balita dengan berat
badan di bawah garis merah dan balita tidak naik berat badannya
dua kali berturut-turut dalam 2 bulan sampai tuntas; dan

0. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil mulai ditemukan
kekurangan energi kronik sampai dengan masa nifas untuk

mencegah kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah.

Data capaian prevalensi gizi kurang di Kota Madiun selalu di bawah
target Nasional maupun Provinsi Jawa Timur, Penyebab terdapatnya
prevalensi gizi kurang di Kota Madiun ialah faktor ekonomi, sanitasi,
pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Selain itu kemiskinan,
ketiadaan pangan, permukiman yang berjejalan, dan ketidakmampuan
mengakses fasilitas kesehatan juga termasuk faktor yang mempengaruhi
prevalensi gizi kurang selama ini pada tataran nasional. Di Kota Madiun

data prevalensi gizi kurang tersaji pada tabel berikut:
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Tabel 2. 21 Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No Uraian Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1 Prevalensi Gizi Kurang 7,1% 9% 8,4% 9% 6,4%

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

e. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga
diantaranya yaitu keikutsertaan dan prestasi dalam even regional dan
nasional, jumlah even/kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi
muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam
even Regional dan Nasional tahun 2022 di bidang olahraga tetap di angka
205 untuk prestasi keolahragaan dan 2 untuk prestasi kebudayaan.
Berikut tabel Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun
2019-2023:

Tabel 2. 22 Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Keterangan 2019 | 2020 2021 2022 2023
Prestasi Keolahragaan 52 50 97 205 212
Prestasi Kebudayaan 8 8 2 2 7

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.23 di atas, jumlah prestasi
keolahragaan terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun
2023. Di sisi lain, hal ini berbanding terbalik dengan prestasi kebudayaan
yang menurun dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dan meningkat di

tahun 2023 yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:
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sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun

Gambar 2. 13
Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2019 - 2023
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Selama tahun 2023 prestasi keolahragaan mendapatkan sebanyak
212 medali, yang mana seluruh medali tersebut di dapat dari 13 even
kejuaraan tingkat nasional dan internasional dengan rincian sebagai
berikut:
a. 3 Medali Internasional: 2 Medali Kurash, 1 Medali Karate (Thailand dan
Turkmenistan);
4 Medali Popda Jatim XIII di Sidoarjo;
S5 Medali Peparda Jatim I di Sidoarjo;

=

o o

52 Medali Porprov VIII Jatim di Mojokerto, Sidoarjo, Jombang;
S Medali Kejurprov Senam;
7 Medali Kejuaraan Pacitan Memanah IV-2023;

1 Medali Kejurnas Karate;

>R o

1 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabor Judo;

[

1 Medali UIN Walisongo Semarang Cup Cabor Karate;
1 Medali Jogja Open Cabang Olahraga Atletik;

o

20 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Jujitsu;

[am—

S Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Tekwondo;
Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Balap Sepeda;

5 B

Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Tenis Lapangan;

°©

4 Medali Kejurprov Piala Menpora Cabang Olahraga Pencak Silat;
3 Medali Kejuaraan Open Pencak Silat;

3 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Gulat;

2 Medali POPNAS XVI Cabang Olahraga Sepak Takraw;

1 Medali POMPROV Jatim 2023 Cabang Olahraga Sepak Takraw;

SRR

@

—+

1 Medali Kejurnas Tenis Lapangan di Semarang;

9 Medali Kejuaraan Tinju Amatir se-Jawa Timur Piala Bupati Ngawi;

< g

2 Medali Kejuaraan antar Dojo se-Jawa Timur Tahun 2023 Cabor
JUJITSU;

w. 9 Medali Kejurda Atletik se-dawa Timur Tahun 2023;

x. 3 Medali O2SN Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

y. 1 Medali Kejuaraan UPHIL Kapolres Madiun Kota Tahun 2023;

z. 1 Medali Kejuaraan Barongsai Tradisional Piala Walikota Madiun;

aa. 2 Medali Pencak Silat Malang Championship Tahun 2023;

bb. 1 Medali Pencak Silat Ngawi Championship Tahun 2023;

cc. 10 Medali Cabor Bola Basket (Wilis Basketball Competition

Tahun 2023);
dd. 12 Medali Cabor Drumband (Lomba Unjuk Gelar Drumband Parade
Senja Kota Madiun Tahun 2023).
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Prestasi kebudayaan pada tahun 2022 yaitu mendapatkan sertifikat
Warisan Budaya Tak benda Indonesia untuk kegiatan Grebeg Maulud dan
makan khas Pecel. Sertifikat tersebut diterbitkan dari Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum daerah berkaitan dengan kemampuan daerah
dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna memenuhi kepentingan
umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani.
aspek pelayanan daerah terdiri dari pelayananan bidang pendidikan,
kesehatan, ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dan

perizinan.

a. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar
yang anggaranya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang
Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), sebesar 20 persen dari APBD
yang diharapkan dapat mempercepat pengurangan kesenjangan
pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah. Harapan
kedepannya dapat menciptakan SDM yang terampil dan cerdas. Untuk
mewujudkan hal tersebut Kota Madiun sudah memetakan jumlah sekolah,
jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah yaitu PAUD dan TK

yang dapat di lihat sebagaimana tabel 2.14 di bawah ini:
Tabel 2. 23 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan,

Tahun 2023
No Uraian Kecamatan
) Kartoharjo | Manguharjo | Taman

PAUD

1. | Bangunan PAUD (unit) 131 150 164

2. | Peserta PAUD 577 540 594

3. | Tenaga Pendidik 54 56 70
TK

1. | Jumlah Siswa (Orang) 1389 1.381 1.810

9 Jumlah TK Bangunan Baik

" | (Unit) 188 190 272

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.23 di atas, data menunjukkan
pada tahun 2023 fasilitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan

ketersediaan pendidik yang memadai.
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Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 131
unit dengan jumlah peserta didik 577 anak, Kecamatan Manguharjo
sebanyak 150 unit dengan jumlah peserta didik 540 anak, dan Kecamatan
Taman sebanyak 164 unit dengan jumlah peserta didik sebanyak 594

anak.

Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) untuk wilayah kecamatan
Kartoharjo terdapat 188 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa
1.389 anak, untuk kecamatan Manguharjo terdapat 190 unit bangunan
sekolah dengan jumlah siswa 1.381 anak, dan untuk kecamatan Taman

terdapat 272 unit bangunan dengan jumlah siswa 1.810 anak.

Tabel 2. 24 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2023

. . g Kecamatan
Jenjang Pendidikan Mangunharjo Taman Kartoharjo Jumlah
Sekolah Dasar (SD) 20 26 22 68
Madrasah Ibtidaiyah (MI) 7 6 3 16
Sekolah Menengah
11
Pertama (SMP) 0 3 23
Madrasah Tsanawiyah
(MTs) 1 3 0 4
Sekolah Menengah Atas . iy ..
dan Kejuruan (SMA/SMK) Kewenangan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi
Madrasah Aliyah (MA) Wewenang Kementerian Agama

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.24 di atas, Jumlah sekolah
dasar (SD) di Kota Madiun tahun 2023 sebanyak 68 unit dan Madrasah
Ibtidaiyah 16 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 23 unit dan
MTs sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK dan MA bukan
merupakan kewenangan Pemerintah Kota Madiun. Berdasarkan data di
atas Kecamatan Taman menjadi kecamatan terbanyak yang memiliki
jumlah wunit sekolah, mengingat jumlah penduduk terbanyak juga
terdapat pada Kecamatan Taman.

Kondisi dan jumlah bangunann di beberapa jenjang pendidikan
akan mendorong meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah dan
Rata-rata Lama Sekolah yang merupakan indikator dimensi pengetahuan
pada indeks pembangunan manusia, hal ini menunjukkan bahwa
pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan
di Kota Madiun, peningkatan tersebut selanjutnya dapat dilihat pada

gambar sebagai berikut:
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Sumber: BPS Kota Madiun

Gambar 2. 14
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.14 di atas, Angka Harapan
Lama Sekolah rata-rata tumbuh sebesar 0,0044 poin per tahun.
Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa
semakin banyak penduduk yang bersekolah. Tahun 2023, Angka Harapan
Lama Sekolah di Kota Madiun telah mencapai 14,44 tahun yang berarti
bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan
pendidikan mereka hingga lulus D3. Pada periode yang sama, capaian
Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun tumbuh 0,112 poin per tahun.
Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk
mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya
manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak
terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku
utama pembangunan. Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun tahun 2023
mencapai 11,82 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata
penduduk Kota Madiun usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah
mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2).

Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan
yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya

sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. 25 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan
Tahun 2019 - 2023

No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

Tahun
2019

Tahun
2020

Tahun
2021

Tahun
2022

Tahun
2023

ASPEK PELAYANAN UMUM

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Pendidikan

Pendidikan Dasar

1.1.1

Angka partisipasi sekolah

135,75

113,75

119,83

119,83*

111,9

1.1.2

Rasio ketersediaan
sekolah /penduduk usia
sekolah per 10.000 penduduk

1:52

1:56

1:16

1:37

1:42

1.1.3

Rasio guru/murid

1:16

1:16

1:16

1:15

1:13

1.1.4

Rasio guru/murid per kelas
rata-rata

1:28

1:24

1:15

1:25

1:15

1.1.5

Angka Murni

SD/SMP

Partisipasi

135,45

174,89

130

114,99

107,1

1.2

Fasilitas Pendidikan

1.2.1

Sekolah pendidikan
kondisi bangunan baik

SD/MI

95,24%

98,48%

97,20%

89%

99,8%

1.2.2

Sekolah pendidikan SMP/Mts

98,68%

92,63%

99,5%

95%

99,7%

1.3

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.3.1

APK Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)

109%

95,61%

90,04%

198,27%

104,06%

1.4

Angka Putus Sekolah

1.4.1

Angka putus sekolah SD/MI,
SMP/MTs

0,7

1.4.2

Rata-rata Angka Putus Sekolah

0,7

1.5

Angka Kelulusan

1.5.1

Angka kelulusan SD/MT,
SMP/MTs

100

100

100

100

100

1.5.2

Melanjutkan dari SD/MI ke
SMP/MTs

111,35

100

100

100

100

1.5.3

Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/S2/S3.

96,1

96,83

97

99,6

93,3

1.5.4

Rata-rata Angka Kelulusan

100

100

100

100

100

1.6

Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.6.1

Pengolahan database informasi
pendidikan, dan evaluasi
pelaporan berbasis TIK

100

100

100

100

100

1.6.2

Satuan pendidikan semua
jenjang melaksanakan
manajemen berbasis sekolah
(MBS)

100

100

100

100

100

1.6.3

Tenaga Pendidik dan
Kependidikan yang mengikuti
Pelatihan Profesional

1.427

398

1.212

1.200

1.215

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun
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Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.25 diatas, selanjutnya
dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar dapat digunakan untuk
mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah
bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs.
Capaian Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2019 sebesar 135,75%.
Pada tahun 2020 capaian Angka Partisipasi Sekolah menurun sehingga
persentasenya menjadi sebesar 113,75%.

Tahun 2021 capaian Angka Partisipasi Sekolah sebesar 119,83
Secara umum Angka Partisipasi Sekolah ini menunjukkan bahwa semua
anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses
layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun
SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di
Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu
pendidikan  melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun. Capaian
sementara APS tahun 2022 119,83% dan 2023 sebesar 111,9%.

2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah
untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk
usia sekolah. Rasio ini adalah merupakan jumlah sekolah berdasarkan
jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk
tahun 2019 capaiannya adalah adalah sebesar 1:52 dan tahun 2020
meningkat secara signifikan menjadi 1:56. Ini menunjukkan bahwa
sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Madiun
sudah sangat mencukupi. Selain itu, dari tabel 2.16 dapat diketahui juga
bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada
tahun 2021 sebesar 1:16. Pada tahun 2022 rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usia sekolah sebesar 1:37 dan mengalami kenaikan
pada tahun 2023 menjadi 1:42. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada
jenjang pendidikan dasar menampung 42 siswa per 10.000 penduduk usia
sekolah pada tahun 2023.

3. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar

Rasio guru-murid merupakan rasio  yang digunakan
untukmengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio
guru murid pada tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah 1:16 dan untuk
tahun 2022 adalah 1:15, artinya bahwa satu orang guru menangani 15
siswa. Pada tahun 2023, rasio guru terhadap murid pendidikan dasar
mengalami penurunan menjadi 1:13 atau satu orang guru menangani 13

siswa.
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang
guru yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio paling sedikit
jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta
didik.

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun 2019
adalah 1:28 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata
siswa sebanyak 28 siswa. Capaian pada tahun 2019 adalah 1:24, tahun
2020 sedikit mengalami penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya.
Sedangkan pada tahun 2021 capaiannya adalah 1:15 yang artinya 1 guru
dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata siswa sebanyak 15
siswa. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.
Selanjutnya pada tahun 2022 rasio guru terhadap murid per kelas rata-
rata adalah 1:25 dan pada tahun 2023 adalah 1:15.

Dibandingkan dengan tahun 2022 rasio guru terhadap murid per
kelas rata-rata terdapat penurunan yaitu tahun 2023 1 (satu) orang guru
menangani 25 anak tetapi pada tahun 2023 satu orang guru menangani
15 anak, hal ini dikarenakan adanya perekrutan guru CPNS guru di Kota
Madiun. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri
Pendidikan nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan
Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tahun 2011 tentang penataan guru
Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap
gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu paling sedikit
20 peserta didik/kelas. Akan tetapi pada tahun 2022, rasio guru/murid
per kelas rata-rata mengalami peningkatan menjadi 1:25, sehingga 1
orang guru menangani 25 anak.

5. Angka Partisipasi Murni SD/SMP

Angka Partisipasi Murni adalah indikator pendidikan yang
digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat
pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama.
Angka Partisipasi Murni SD/SMP tahun 2019 yakni sebesar 135,45%.
Selanjutnya untuk tahun 2020 ke tahun 2021 Angka Partisipasi Murni
turun dari 174,89% menjadi 130% dan menurun 15,11 poin di tahun 2022
menjadi 114,99% dari tahun 2021. Pada tahun 2023, mengalami
penurunan menjadi 107,1%. Angka tersebut menunjukkan terdapat
sekitar 107,1% anak berusia 7-15 tahun yang bersekolah pada jenjang
pendidikan SD/MI di Kota Madiun.
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6. Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik
Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik

akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif.

Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik tahun

2019 hingga tahun 2021 persentasenya terus meningkat. Capaian pada

tahun 2019 adalah sebesar 95,24%, di tahun 2020 meningkat menjadi

98,48%, dan di tahun 2021 menjadi sebesar 97,20%, akan tetapi pada

tahun 2022 ini kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik

turun menjadi hanya sebesar 89%, hal ini terjadi karena untuk rehab serta
pembangunan hanya mengandalkan dana DAK dalam pelaksanaannya.

Dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 99,8%.

Kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan
baik tahun 2019 sebesar 98,68% dan mengalami penurunan sebesar
6,05% sehingga capaiannya menjadi 92,63 pada tahun 2020. Sedangkan
pada tahun 2021 kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi
bangunan baik mencapai 99,50%. Akan tetapi pada tahun 2022, kondisis
sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik hanya tercapai 95%,
yang berarti turun 4,50% dari tahun 2021. Namun kembali naik pada
tahun 2023 sebesar 99,70%.

7. Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini disini adalah
Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau
Taman Kanak-Kanak.

Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada
tahun 2019 adalah sebesar 109%, dan pada tahun 2020 capaian Angka
Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini mengalami penurunan
sebesar 13,39 sehingga menjadi 95,61%. Capaian tersebut lebih rendah
dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 capaian Angka
Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 90,04%.
Akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 Angka Pendidikan Kasar
Pendidikan Anak Usia Dini mengalami peningkatan secara signifikan
mencapai 108,23 poin sehingga menjadi 198,27% dan pada 2023 menjadi
104,06%.
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8. Angka putus sekolah pendidikan dasar dan rata-rata angka putus
sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar
pada 2019 adalah 0. Hal ini dapat diartikan bahwa Angka Putus sekolah
dan rata-rata putus sekolah di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus
sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari
akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari
pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS
dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2020 angka putus sekolah dan rata-rata
angka putus sekolah kembali muncul sebesar 0,7%, sedangkan pada
tahun 2021, 2022, dan 2023 sebesar 0. Hal tersebut dikarenakan
turunnya angka partisipasi sekolah.

9. Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) adalah
persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs
pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan
karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas
Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada
siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi siswa SD dan SMP baik yang
dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota.

Angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2019
sebesar 111,35%. Pada tahun 2020 capaian angka kelulusan melanjutkan
dari SD/MI ke SMP/MTs berhasil mencapai 100%. Sedangkan pada tahun
2021, 2022, dan 2023 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI
ke SMP/MTs mencapai 100%.

10. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga
merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan
tersebut wajib dipenuhi oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat
menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga dapat
melaksanakan tugas secara profesional.

Guru merupakan aset strategis yang dituntut terus mengalami
proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar (on going
formation) serta memiliki kemampuan untuk melihat ke depan. Itu semua
dapat terpenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi
pendidikannya. Kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja

guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran (learning agent).
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Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan
strategis sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran,
dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut,
selama kurun waktu 5 (lima) tahun, jenjang Pendidikan guru yang ada di

Kota Madiun sesuai pada tabel berikut:
Tabel 2. 26 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Kualifikasi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021 2022 2023

1 SMA 11 0 0 0 0

2 D1 4 0 0 0 0

3 D2 17 0 0 0 0

4 D3 6 19 32 7 50

5 DIV/S1 1.818 1.804 1.956 1.849 2.274

6 S2 116 93 102 125 108

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun
Sebagaimana termuat pada table 2.26 di atas, capaian guru yang

memenuhi kualifikasi D-IV/S1 pada tahun 2019 adalah 92,19 % dengan
jumlah guru sebanyak 1.818 orang. Pada tahun 2020 capaian guru yang
memenuhi kualifikasi meningkat menjadi 94,15%.

Pada tahun 2021 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebesar
93,59%. Capaian ini mengalami penurunan 0,566 poin dibandingkan
capaian tahun 2020, namun dari sisi jumlah guru mengalami kenaikan
sebanyak 152 orang. Tahun 2022 capaian guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV mencapai 93,33% dengan jumlah guru dengan
kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.849 orang. Terjadi penurunan dari sisi
capaian dan jumlah guru namun terjadi peningkatan dari sisi kualifikasi
pendidikan S2. Peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota
Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan
kualitas guru yang mengajar. Sedangkan pada tahun 2023 capaian guru
yang memenuhi kualifikasi sebanyak 2.274 orang dan terjadi penurunan
dari sisi kualifikasi pendidikan S2 dari 125 orang di tahun 2022 dan
menjadi 108 di tahun 2023.

11. Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan
berbasis TIK

Pengelolaan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK
merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang
memuat seluruh data dan informasi pendidikan tingkat kota secara terpadu.
Capaian pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi
pelaporan berbasis TIK pada tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah 100%.
Data dan informasi ini dipergunakan untuk mendukung pengambilan
kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan
penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel, dan

efisien.
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Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan
terkoneksi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dimana
semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru serta data peserta Ujian
Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Sejak
tahun 2015 hingga saat ini DAPODIK menjadi satu-satunya basis data
bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam
menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia
Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh
karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu
keharusan dan harus diupdate terus menerus.

Data tersebut harus diperbaharui setiap saat dengan sistem online
yang terkoneksi langsung dengan server Kementerian Pendidikan dan
kebudayaan dan diupload secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP
baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis web dan
terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

12. Sekolah semua jenjang melaksanakan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS)

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan
untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan MBS pada lembaga
sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari, yaitu:

a. Sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4
tahunan;
b. Sekolah menyusun Rencana Kerja tahunan dalam bentuk Rencana

Kegiatan dan Anggaran Sekolah; dan
c. Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kegiatan

dan Anggaran Sekolah harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah harus disetujui dalam rapat

Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite

sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Sekolah - sekolah di wilayah Kota Madiun memiliki dokumen Rencana
Kerja Sekolah dan Evaluasi Diri Sekolah. Dokumen tersebut selalu
diperbaharui setiap tahun anggaran dan tahun ajaran. Hal tersebut
ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah
melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari

tahun 2019 hingga tahun 2023.
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13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan

profesional

Capaian pada tahun 2019 sebanyak 1.427 guru dan sesuai dengan
target RPJMD. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengadaan CPNS
tahun 2019 sejumlah 76 orang guru. Pada tahun 2020 tenaga pendidik
yang mengikuti pelatihan professional menurun sangat drastis yaitu
menjadi 398 guru. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 capaian tenaga
pendidik yang mengikuti pelatihan professional mencapai 1.212 orang
guru dan 1.200 guru. Pada tahun 2023, capaian tenaga pendidik yang

mengikuti pelatihan professional mencapai 12.15 orang guru.

Dalam hal pelayanan Pendidikan dinas Pendidikan juga
menerapkan pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai
standar pelayanan minimal pada urusan wajib bidang Pendidikan, pada

tahun 2022 capaian indikator SPM tersebut sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 27 Capaian SPM Bidang Pendidikan, Tahun 2023

Jenis Pelayanan . . capaian
No. Indikator Pencapaian
Dasar 2023

Jumlah warga negara usia 7-15 tahun

1 Pendidikan Dasar | yang berpartisipasi dalam pendidikan 28.432
dasar (SD/MI, SMP/MTS)

Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun

. yang belum menyelesaikan pendidikan
Pendidikan
2 dasar dan atau menengah yang 320
kesetaraan o ) o
berpartisipasi dalam pendidikan

kesetaraan

. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun
Pendidikan anak

3 . yang berpartisipasi dalam pendidikan 5.395

usia dini

PAUD
Pendidikan dasar, | Rata-rata kemampuan literasi dan Bel
elum
4 | Kesetaraan dan numerasi siswa berdasarkan hasil ]
) o ) Tersedia
Anak Usia Dini asesmen Nasional

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

Informasi SPM Pendidikan berdasarkan surat Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, dan Teknologi Nomor: 5676/ MPK.A/PR.07.05/2023 tentang
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Agar ditambahkan indikator kinerja urusan bidang Pendidikan yang

merujuk pada indeks standar pelayanan minimal bidang Pendidikan yaitu:
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Tabel 2. 28 Capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan, Tahun 2022 dan 2023

Jenis
No. Pelayanan Indikator Pencapaian 2022 2023
Dasar
1 Pendidikan Rata-rata kemampuan Literasi
Sekolah Dasar | SD ' berdasarkan asesmen 85.99 89.06
nasional
Rata-rata kemampuan
Numerasi SD  berdasarkan 56,5 72,29
asesmen nasional
Iklim keamanan SD 75,13 74,97
Iklim kebhinekaan SD 61,66 72,73
Iklim inklusivitas SD 56,8 58,94
2 Pendidikan Rata-rata kompetensi Literasi
Sekolah SMP berdasarkan Asesmen 86,60 92,37
Menengah Nasional
Pertama Rata-rata kompetensi Numerasi
SMP Dberdasarkan Asesmen 63,34 73,74
Nasional
Iklim keamanan SMP 79,5 73,31
Iklim kebhinekaan SMP 62,99 70,88
Iklim inklusivitas SMP 54,3 58,26
3 Pendidikan Peningkatan Proporsi Jumlah
Anak Usia Dini | Satuan PAUD yang
Mendapatkan Minimal 90,79 91,03
Akreditasi B
Pertumbuhan Proporsi Guru Belum
PAUD Formal dengan tersedia 94,71
kualifikasi S1 / D IV

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun

b. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adakah salah satu layanan dasar yang wajib
disediakan selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit,
jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan
kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Persebaran jumlah
rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah

penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 29 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota
Madiun, 2019-2023

Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan
Tahun
Pustu per 1.000 Penduduk
2019 0,11
2020 0,11
2021 0,11
2022 0,12
2023 0,12

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun
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Sebagaimana termuat pada Tabel 2.29 di atas, selama tahun 2019
hingga tahun 2023, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu per
1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2019
sampai dengan 2020, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,11. Pada
tahun 2021, rasio sedikit mengalami peningkatan sehingga rasio jumlah
puskesmas, poliklinik dan putsu stabil di angka 0,35. Akan tetapi pada
tahun 2022 dan 2023 kembali mengalami peningkatan di angka 0,12
kembali. Berikut tren rasio Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per
1.000 penduduk di Kota Madiun tahun 2019-2023, yaitu sebagaimana
dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Gambar 2. 15
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per

jumlah penduduk yang dijabarkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2. 30 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di
Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun Dokter Tenaga Kesehatan Lainnya
2019 138,02 818,12
2020 171,93 1.094,71
2021 124,2 1.364,82
2022 129 1.414,77
2023 287,16 1.792,92

Sumber: Dunas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.30 di atas, rasio dokter dan
tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang

diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 56 -

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2022,
rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 138,02
hingga 129. Rasio tenaga kesehatan pada tahun 2019 hingga tahun 2022
berkisar antara 818,12 hingga 1.414,77 dan mengalami peningkatan pada
tahun 2023 menjadi 287,16 untuk rasio dokter dan 1.792,92 untuk rasio
tenaga kesehatan lainnya. Namun, secara keseluruhan rasio dokter
mengalami fluktuatif dan meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Rasio
tenaga kesehatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren

meningkat.
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Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

Gambar 2. 16
Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk
di Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sebagaimana yang termuat pada Gambar 2.16 di atas, setelah
mengetahui rasio puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan,

berikut tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun, yaitu
pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 31 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun

2019-2023
Rasio Jumlah
Tahun Jumlah Rumah Jumlah Rumah Sakit
Sakit Penduduk Terhadap 1.000
Penduduk

2019 8 210.115 0,0380
2020 8 209.950 0,0380
2021 8 201.452 0,0397
2022 8 201.760 0,0397
2023 9 202.544 0,0444

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun
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Sebagaimana termuat pada Tabel 2.31 di atas, selama tahun 2019
hingga tahun 2023 di Kota Madiun sebanyak 9 rumah sakit masih
beroperasi. Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun
2019 menuju 2020 di Kota Madiun mengalami kondisi yang stagnan pada
angka 0,0380. Pada pada tahun 2021 dan 2022 rasio meningkat menjadi
sebesar 0,0397. Dan peningkatan terjadi juga pada 2023 dimana rasio
rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung stabil dan mengalami
peningkatan sebesar 0,0047 menjadi 0,0444.

Salah satu aspek kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan
Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang
direpresentasikan oleh UHH saat lahir. UHH di Kota Madiun terus
meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini dapat dilihat pada gambar

sebagai berikut:
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73

72,81 72,83
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72,4
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Sumber: BPS Kota Madiun

Gambar 2. 17 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun Tahun
2019-2023 (tahun)

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa,
Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2022 sebanyak 1
kasus yang terjadi pada 27 kelurahan, dan 2 Kelurahan di Kota Madiun.
Dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 32 Jumlah Kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2023

. Kelurahan Tempat Waktu Kejadian
No Jenis Kasus KLB Kejadian Diketahui
1 Demam Berdarah 9 Kelurahan 14 Mei 2020 - 16
Dengue (DBD) Mei 2022

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun
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Selanjutnya kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka

kejadian KLB di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1.

meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan
kekebalan kelompok sehingga kasus penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi dapat ditekan/menurun;

meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi kepada seluruh
jejaring surveilans epidemiologi; dan

meningkatkan surveilans aktif rumah sakit guna kewaspadaan dini
dan respon.

Berikutnya yang harus diperhatikan adalah pelayanan kesehatan

ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun
2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 33 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun

2019 - 2023
No Uraian Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Ibu Hamil 2.643 | 2.614 | 2.490 | 2.470 | 2.450
p | Pelayanan Bumil Sesual 2.643 | 2.596 | 2.490 | 2.470 | 2.453
Standar
Persentase Pelayanan
3 Bumil Sesuai Standar 100 99,3 100 100 100,1
Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun
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Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun
Gambar 2. 18
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar
di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.33 dan Gambar 2.18 di atas,

terlihat bahwa capaian persentase pelayanan bumil sesuai standar di

tahun 2023 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standar sudah

mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah

mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan

terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun.
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Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)

melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Sedangkan,

Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus

Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target sebagai
berikut:
a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
b. optimalisasi kelas ibu hamil di puskesmas;
c. terjalin kerjasama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC
terpadu;
d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;
edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan
pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.
Penduduk Kota Madiun harus dapat mengakses pelayanan kesehatan
dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Kelurahan, maka peran
Kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan. Berikut terdapat

data kelurahan siaga pada Tahun 2023:

Tabel 2. 34 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun
Tahun 2019-2023

No Uraian Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1 | Jumlah Desa Siaga 27 27 27 27 27
2 | Jumlah Desa Siaga Puri 24 15 16 23 25
Persentase Kelurahan Siaga
3 AKtif Puri 88,89 | 55,55 | 59,26 | 85,19 | 92,59

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.34 di atas, jumlah desa siaga
puri setiap tahunnya dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan.
Sehingga, capaian persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat.
Berikut grafik tren peningkatan capaian kelurahan siaga aktif puri:
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Gambar 2. 19
Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023
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Sebagaimana termuat pada Gambar 2.19 di atas, terlihat bahwa
cakupan kelurahan siaga aktif di tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari 27
kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif
(Purnama dan Mandiri) Tahun 2022 sebesar 85,19% yaitu sebanyak 23
kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya
peningkatan 8 kelurahan dibandingkan tahun 2021. Capaian tersebut
dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan

kegiatan kelurahan siaga aktif;

2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan
siaga berstrata PURI; dan
3. kerjasama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan

pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai
induk UKBM di kelurahan.
Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu pada tahun 2019-2023 adalah

sebagai berikut:
Tabel 2. 35 Rasio Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

N Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
° ala 2019 2020 2021 2022 2023
1 [Jumlah Puskesmas 6 6 6 6 6
2 |Jumlah Pustu 18 18 18 18 18
Jumlah Penduduk 210.115 | 209.950 | 201.452 | 201.760 | 202.544
Rasio Jumlah Puskesmas,

4 |Poliklinik Dan Pustu Per 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12
1.000 Penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.35 di atas, terlihat bahwa dari
tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penambahan jumlah
Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas dan
Pustu per 1.000 penduduk pada tahun 2019 hingga tahun 2020 tidak ada
perubahan di kisaran 0,11. Rasio tersebut meningkat pada tahun 2021 -
2023 menjadi 0,35 dan tahun 2022 menjadi 0,119. Pada saat ini di setiap
kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa
Puskesmas dan rumah sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan cukup mudah. Kota Madiun terdapat 8 (delapan)
Rumah Sakit (RS) yaitu 2 (dua) RS Umum milik pemerintah, 1 (satu) RS
Paru milik pemerintah, 1 (satu) RS Umum milik TNI AD, 1 (satu) RS
Bersalin milik swasta serta 3 (tiga) RS Umum milik swasta, sehingga
kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah

terpenuhi:
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1. Jumlah Puskesmas Poned

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu PONED

(Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) terdapat 1 (satu)

Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo.

2. Rasio Rumah Sakit (RS) per 1.000 Penduduk

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, jumlah RS di Kota Madiun

sebanyak 8 RS dan 9 RS pada tahun 2023. Rasio RS di Kota Madiun

dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. 36 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
o Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
1 Rumah Sakit Milik 1 1 1
Pemerintah Kota ! !
2 Rumah Sakit Milik 1 1 1
Pemerintah Provinsi ! !
3 Rumah Sakit Milik 1 1 1
TNI/AD ! !
4 Rumah Sakit Swasta 3 3 3 3 4
5 Rumah Sakit Khusus 2 2 2 2 2
6 Jumlah Rumah Sakit 8 8 8 8 9
7 Jumlah Penduduk 210.115 | 209.950 | 201.452 | 201.760 | 202.544
8 Rasio Jumlah Rumah
Sakit Terhadap 1.000 0,0380 | 0,0380 | 0,0397 0,0397 0,04443

Penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.36 di atas, terlihat bahwa tahun

2019 dan 2020 rasio jumlah rumah sakit terhadap 1000 penduduk adalah

0,0380. Pada tahun 2021 dan 2022 rasio jumlah rumah sakit meningkat

menjadi 0,0397 dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk. Dan

kembali naik pada tahun 2023 sebesar 0,04443.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek

Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus

pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. 37 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek
Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN
No. | URUSAN/INDIKATOR KINERJA | Tahun | Tahun Tahun Tahun Tahun
PEMBANGUNAN DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
II | ASPEK PELAYANAN UMUM
A |Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
1 |Kesehatan
2.1 |Rasio Puskesmas dan Pustu per 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12
1.000 penduduk
2.2 Jumlah Puskesmas PONED 1 1 1 1 1
2.3 [Rasio jumlah rumah sakit per 0,0380 | 0,0380 | 0,0397 0,0397 0,0444
1.000 penduduk
2.4 |Rasio dokter per 100.000 138,02 | 171,93 116,9 129 287,16
penduduk
2.5 |Rasio tenaga kesehatan lainnya 818,12 |1.094,71| 132,83 1.414,77 | 1.792,92
per 100.000 penduduk
2.6 [Puskesmas berstandar ISO 0 0 0 0 0
2.7 |SOP Pelayanan 457 478 0 195 67
2.8 |Cakupan masyarakat miskin yang| 100 100 100 100 100
terlayani
2.9 |Cakupan kelurahan siaga aktif 100 100 100 100 100
2.10 [Persentase rumah tangga ber- 68,21 69 69,43 64,88 70,94
PHBS
2.11 |Cakupan kelurahan Universal 100 62,96 100 100 100
Child Immunization (UCI)
2.12 |Cakupan penemuan dan 100 100 48 100 100
penanganan penderita penyakit
DBD
2.13 |Angka kematian ibu per 100.000 | 39,53 0 126 42,42 0
kelahiran hidup
2.14 |Persentase rumah sehat 68,21 69 99,92 88,41 89,25
2.15 |Persentase penduduk yang 100 95,17 113 98,73 100,61
memiliki jaminan pra bayar
2.16 Jumlah kasus KLB 9 162 2 2 4
2.17 |Persentase penanganan penyakit 87,5 100 100 100 83,34
2.18 |Persentase kelurahan ber STBM 59,26 40,74 74,1 100 100
(Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat)
2.19 [Persentase ketersediaan obat dan 100 100 100 85 100
perbekalan kesehatan
2.20 [[Indeks Kepuasan Masyarakat 81,84 74,94 84,917 86,02 85,98
Dinas Kesehatan Kota Madiun
2.21 |Persentase pencapaian kinerja 100 100 100 S0 100
Badan Layanan Umum Daerah
2.22 [Persentase produk makanan 85,12 86,63 100 90,72 95

olahan Industri Rumah Tangga
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1 2 3 4 5 6 7
Pangan (IRTP) yang dinilai
memenuhi syarat
2.23 |Persentase sarana dan prasarana 100 100 100 100 100
rumah sakit yang sesuai standar
2.24 |Persentase penduduk yang di 104,67 | 90,25 118,4 110,81 110,62
skrining faktor resiko PTM
2.25 [Persentase kelurahan siaga aktif 88,89 55,55 59,26 85,19 92,59
berstrata PURI
2.26 Jumlah sarana pelayanan 408 502 550 252 161
kesehatan yang beroperasi sesuai
perundangan
2.27 |Persentase pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100,12
ibu hamil sesuai standar
2.28 |Persentase TTU dan TPM sehat 85,61 86,32 [TTU:95,3 [TTU:81 TFU: 95,7
TPM:95,2 (TPM: 96,67 TPP: 89,7
2.29 |Angka kematian bayi 6,32 4,32 3,8 4,2 5,1
2.30 |Angka kesehatan orang dengan 0,3 0,3 0,6 0,1 0,4
resiko terinfeksi kusta
2.31 [KM rumah sakit 80,35 80,19 83,39 88,94 89,56
2.32 |Capaian pemenuhan SPM Rumah | 78,26 81,52 79,35 88,17 89,13
Sakit Umum Daerah (RSUD)
2.33 |pPersentase desa ODF 100% 100% 100% 100% 100%
Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.37 di atas,

selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio Puskesmas dan Pustu per 1.000 penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat

adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan.
Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan pustu
di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama
tahun 2019 hingga tahun 2022, rasio jumlah puskesmas dan pustu per
1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2019
hingga tahun 2021, rasio berada di angka sebesar 0,11 meningkat sedikit

di tahun 2022 - 2023 menjadi 0,12.

2. Jumlah Puskesmas PONED

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di

Puskesmas berperan dalam menurunkan angka kematian ibu.
Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan
pelayanan PONED. Selama tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah

puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.
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3. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk

Selama tahun 2019 hingga tahun 2022 rumah sakit yang beroperasi
sebanyak 8 rumah sakit. Rumah sakit tersebut terdiri atas 1 (satu) rumah
sakit milik Pemerintah Kota Madiun, 1 (satu) rumah sakit milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) rumah sakit milik TNI/AD, 1
(satu) rumah sakit swasta, dan 1 (satu) rumah sakit khusus. Rasio rumah
sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada tahun 2019 dan 2020
sebesar 0,0380. Sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan
2022 sehingga nilainya mencapai 0,0397. Pada 2023 peningkatan juga
terjadi dan nilai rasio rumah sakit per 1.000 penduduk menjadi 0,0444.

4. Rasio dokter per 100.000 penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat
pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000
jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga
tahun 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar
antara 136,32 hingga 171,93. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020.
Secara keseluruhan dalam dua tahun terakhir rasio dokter menunjukkan
peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Adapun pada tahun 2022,
rasio dokter per 100.000 penduduk Kota madiun adalah 129 dan naik
pada 2023 menjadi 287,16.

5. Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk
menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga
kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan
bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2020, rasio tenaga kesehatan
lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 906,59
hingga 1.094,71. Rasio tenaga kesehatan yang terus meningkat
disebabkan adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya
pembinaan dan pengawasan yang semakin baik. Adapun pada tahun
2022, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota Madiun adalah
1.414,77.

6. Puskesmas berstandar ISO

Fungsi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat
adalah upaya promotif dan preventif terhadap risiko penyakit di tengah
masyarakat yang dilayani. Puskesmas berstandar ISO adalah Puskesmas
plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan.
Berdasarkan data, sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 belum

mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO.
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7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar dalam
melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada
pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota
Madiun tahun 2019 hingga 2020 berkisar antara 444 hingga 478. Angka
tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahun dan termasuk dalam
kriteria yang baik. Sedangkan pada tahun 2021, skor SOP Kota Madiun
tercatat sudah mencapai angka 0. Sedangkan pada tahun 2022 skor

mencapai 195 dan menurun menjadi 67 pada tahun 2023.

8. Cakupan masyarakat miskin terlayani

Tahun 2019 hingga tahun 2023, di Kota Madiun penanganan
masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung
oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di

Kota Madiun.

9. Cakupan kelurahan siaga aktif

Kelurahan siaga aktif adalah Kelurahan yang penduduknya dapat
mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan
pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Kelurahan. Kota Madiun
pada tahun 2019 hingga tahun 2022 cakupan kelurahan siaga aktif
sebesar 100% yang berarti seluruh Kelurahan aktif beroperasi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10. Persentase rumah tangga ber-PHBS

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat dimana setiap
anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Sementara pada tahun
2019 meningkat menjadi 68,21% dan pada tahun 2020 sedikit mengalami
peningkatan menjadi 69%. Setahun setelahnya pada tahun 2021, Rumah
Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota
Madiun sudah mencapai 69,43% dan sedikit menurun pada tahun 2022
menjadi 64,88% namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi
70,94. Penurunan capaian di tahun 2022 disebabkan adanya perubahan
definisi operasional penilaian pada indikator Tidak Merokok. Definisi
operasional dari "apabila tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun
keatas yang merokok didalam rumah” menjadi "tidak ada anggota rumah

tangga umur 10 tahun ke atas yang merokok".
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11. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization di Kota Madiun,
pada tahun 2019 dan 2019 telah mencapai 100%. pada tahun 2020
cakupan kelurahan Universal Child Immunization mengalami penurunan
sehingga cakupannya hanya sebesar 62,96%. Dengan demikian,
diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu
penyakit dapat diminimalisir. Adapun pada tahun 2021 hingga 2023,
cakupan kelurahan Universal Child Immunization di Kota Madiun kembali

mencapai 100%.

12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Penyelesaian dan  penanganan DBD  diperlukan untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama tahun 2019 hingga
tahun 2020 kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan
persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas
program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit,
puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya
penanganan yang cepat. Pada tahun 2023 penanganan kasus DBD di kota

Madiun juga mencapai 100%.

13. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas
kesehatan di masyarakat. Tahun 2019 dan tahun 2020 tidak tercatat
kasus kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 dan tahun 2022 tercatat
angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat 1 kematian
ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi Pada tahun 2021 terdapat
3 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup sehingga persentase pada
tahun 2021 adalah sebesar 126%. Namun, pada 2023 tercatat tidak ada
kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

14. Persentase rumah tangga sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang
sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat
tahun 2019 adalah 68,21% dan pada tahun 2020 sedikit mengalami
peningkatan menjadi 69%. Capaian pada tahun 2021 meningkat tajam
mencapai 99,92%, akan tetapi menurun menjadi 88,41% pada tahun
2022. Faktor melandasinya pandemi Covid-19 menyebabkan kesadaran
masyarakat untuk hidup sehat menurun. Namun, di tahun 2023, terjadi

peningkatan persentase rumah tangga sehat menjadi 89,25%.
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15. Persentase penduduk yang memiliki jaminan prabayar

Persentase penduduk yang memiliki jaminan prabayar Kota Madiun
tahun 2019 sebanyak 100%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar
4,73% sehingga menjadi 95,17%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun
telah memiliki Jaminan PraBayar. Tahun 2021, persentase penduduk
yang memiliki Jaminan PraBayar Kota Madiun telah mencapai 113%, dan
menurun menjadi 98,73% pada tahun 2022. Di tahun 2023, terjadi
peningkatan kembali pada persentase penduduk yang memiliki jaminan

prabayar menjadi 100,61%.

16. Jumlah Kasus KLB

KLB adalah timbulnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang
bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam waktu tertentu
dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
Jumlah kasus KLB di Kota Madiun tahun 2019 adalah 9 kejadian. Pada
tahun 2020 jumlah kasus KLB meningkat sangat drastis mengingat pada
2020 terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya
virus corona. Adapun berselang setahun saat 2021 hingga 2022 dimana
tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, jumlah KLB di Kota Madiun
mencapai 2 kejadian. Selanjutnya, di tahun 2023 jumlah kasus luar biasa

meningkat menjadi 4 kejadian.

17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun tahun 2019 adalah
87,5%. Pada tahun 2020-2022 pemerintah berhasil meningkatkan persentase
penanganan penyakit menjadi 100%. Adapun di masa tahun ketiga Covid-19
melanda Indonesia, pemerintah Kota Madiun mendapatkan persentase
penanganan penyakit sebesar 100%. Namun, pada tahun 2023, diketahui

terdapat penurunan persentase penurunan penyakit menjadi 83,34.

18. Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang
perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya
dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada tahun 2019
persentase kelurahan ber STBM Kota Madiun sebesar 59,26%. Sementara
pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula
menjadi 40,74%. Adapun pada tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai
74,1% dan telah mencapai 100% pada Tahun 2022 dan 2023.
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19. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang
memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun tahun
2019 hingga 2021 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Adapun pada tahun 2022, persentase ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan di Kota Madiun hanya mencapai 85% dan di tahun 2023
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun meningkat
menjadi 100%.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang
dilakukan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Madiun tahun 2019 sebesar 81,84. Pelayanan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kategori yang
sangat baik dalam dua tahun tersebut. Pada tahun 2020 IKM menurun
menjadi 74,94 yang artinya kategori pelayanan menurun menjadi baik. Sehingga
kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pada tahun 2021, 2022, dan 2023
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Madiun berturut-turut mencapai 84,917; 86,02; dan 85,98.

21. Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun tahun 2019 hingga 2021
telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun terbilang
baik hingga saat ini. Adapun pada tahun 2022 pencapaian kinerja BLUD
Kota Madiun turun secara signifikan menjadi hanya sebesar 50%.
Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut adalah tidak tercapainya
Bed Occupancy Rate (BOR), semakin banyak fasilitas kesehatan rawat inap
yang baru kasus covid yang tetap masih ada, meskipun memiliki tren
menurun, sehingga ketersediaan fasilitas untuk Covid-19 masih
dipersiapkan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Upaya
peningkatan: selalu berinovasi terkait layanan yang ada di rumah sakit dan
berupaya dalam pemanfaatan TT (Tempat Tidur) dengan melakukan analisa
dan evaluasi untuk penyediaan TT. Namun, pada 2023, pencapaian

kinerja BLUD Kota Madiun kembali meningkat signifikan menjadi 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 69 -

22. Persentase produk makanan lahan Industri Rumah Tangga Pangan

(IRTP) yang dinilai

IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di
tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi
otomatis. Kota Madiun tahun 2019 produk olahan IRTP yang telah
berhasil dinilai sebesar 85,12%, dan terus mengalami peningkatan pada
tahun 2020 yaitu sebesar 86,63%. Pada tahun 2021 produk olahan IRTP
Kota Madiun telah mencapai 100%, akan tetapi kembali menurun menjadi

90,72% pada tahun 2022.

Meskipun capaian tahun 2022 menurun, namun melebihi target dari yang
direncanakan sebesar 87,88. Kemudian, capaian pada tahun 2023,

meingkat menjadi 95%.

23. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar

Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan yang
mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman.
Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun tahun 2019

hingga 2023 telah memenuhi standar dengan capaian sebesar 100%.

24. Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM

Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM tahun 2019 sebesar
104,67%. Sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar
14,42% menjadi 90,25%. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 persentase
penduduk yang terkena faktor risiko PTM adalah sebesar 118,4% dan
110,81% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 110,62%.

25. Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI tahun 2019 sebesar
88,89%. Ada penambahan 2 (dua) kelurahan yang berstrata PURI pada
tahun 2019. Pada tahun 2022, persentase kelurahan siaga aktif berstrata
PURI di Kota Madiun sudah mencapai 23 kelurahan yang turun 1 (satu)
kelurahan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan persentase

85,19% dan 92,59 pada tahun 2023.
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26. Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai

perundangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai
perundangan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terus meningkat, yaitu
berkisar antara 369 hingga 550 sarana. Semakin meningkatnya sarana
pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang
terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan. Namun pada
Tahun 2022, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai
perundangan mengalami penurunan hampir 50% hingga mencapai 252
sarana. Namun pada tahun 2023, sarana pelayanan kesehatan yang
beroperasi sesuai perundangan sebesar 161 sarana kesehatan.
27. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun tahun 2019 hingga
tahun 2023 telah sesuai standar serta mendapatkan persentase sebesar
100%.
28. Persentase TTU dan TPM sehat

Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan
makanan (TPM) sehat mencapai pada tahun 2019 dan 2020 mengalami
peningkatan menjadi 85,61% dan 86,32%. Diharapkan tempat-tempat
umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan
kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko
penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan
pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan. Tahun
2021 persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan
makanan (TPM) yang sudah dalam kategori sehat di Kota Madiun sudah
mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM. Dan pada tahun 2022 (TTU) turun
menjadi 81% akan tetapi (TPM) meningkat menjadi 96,67%. Pada Tahun
2023 untuk TTU telah menggunakan istilah baru TFU (Tempat Fasilitas
Umum) dengan capaian 95,7% begitu pula dengan TPM disebut dengan
istilah baru TPP (Tepat Pengelolaan Pangan) dengan capaian 2023
mencapai 89,7%.
29. Angka kematian bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya
dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada tahun 2019,
angka kematian bayi di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 6,32,
selanjutnya pada tahun 2020 kembali menurun sehingga angka kematian
bayi menjadi sebesar 4,32. Angka kematian bayi yang terus menurun
akan berpengaruh pada angka keberlangsungan hidup bayi. Adapun
angka kematian bayi Kota Madiun pada tahun 2021 mencapai 3,8 dan
meningkat menjadi 4,2 pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada 2023

menjadi 5, 1.
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30. Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta
Penghitungan angka kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Kusta
menggunakan angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk, di Kota
Madiun capaiannya cenderung fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2022
merupakan capaian terendah diantara periode tahun 2019-2022 yaitu
mencapai 0,1 saja. Namun pada tahun 2023, mengalami peningkatan 0,3

basis menjadi 0,4 risiko orang terinfeksi kusta.

31. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan setiap
tahunnya mulai 83,39 pada tahun 2021, ini terjadi karena RSUD Kota
Madiun dalam penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk
menunjang kepuasan masyarakat. Capaian IKM pada tahun 2022
meningkat menjadi 88,94 serta kembali meningkat pada tahun 2023
menjadi 89,56.

32. Capaian SPM RSUD

Capaian standar pelayanan minimal pada RSUD Kota Madiun juga
cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada RSUD Kota
Madiun. Capaian SPM tahun tahun 2022 telah mencapai 88,17 dan
kembali meningkat pada 2023 menjadi 89,13.

33. Persentase Desa Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan/Open

Defecation Free (ODF)

Pemerintah Kota Madiun telah mencanangkan bebas Open
Defecation Free pada tahun 2014. Program unggulan untuk mendukung
pencapaian Open Defecation Free adalah program JAMBANISASI
(pembangunan jamban untuk masyarakat tidak mampu). Capaian
persentase desa Open Defecation Free di Kota Madiun pada saat ini

mencapai 100%.

Dalam hal pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana juga menerapkan pelayanan dasar
yang menjadi kewenangannya sesuai standar pelayanan minimal (SPM)
pada urusan wajib bidang Kesehatan, pada tahun 2023 capaian indikator

SPM tersebut sebagaimana tabel di bawah:
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Tabel 2. 38 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun, 2023

No. | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian C;y())zlsa n
Pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang 2.453
1 . . mendapatkan pelayanan
ibu hamil . orang
Kesehatan sesuai standar
Pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang 2.347
2 . . mendapatkan pelayanan
ibu hamil . orang
Kesehatan sesuai standar
Pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang 2.256
3 bavi baru lahir mendapatkan pelayanan oran
Y Kesehatan sesuai standar g
Pelayanan kesehatan Jumlah balita yang 9.099
4 bali mendapatkan pelayanan
alita . orang
Kesehatan sesuai standar
Jumlah anak usia pendidikan
Pelayanan kesehatan
. e dasar yang mendapatkan 31.582
S | pada usia pendidikan .
d pelayanan Kesehatan sesuai orang
asar
standar
Pelayanan kesehatan Jumlah penduduk usia produktif 126.836
6 ada usia produktif yang mendapatkan pelayanan oran
P P Kesehatan sesuai standar &
Pelayanan kesehatan Jumlah pendudulk usia lanjut 31.360
7 ada usia laniut yang mendapatkan pelayanan oran
p J Kesehatan sesuai standar &
Jumlah orang penderita
3 Pelayanan kesehatan hipertensi yang mendapatkan 42.970
penderita hipertensi pelayanan Kesehatan sesuai orang
standar
Pelayanan kesehatan Jurr}lah orang penderita diabetes
. . melitus yang mendapatkan 8.425
9 | penderita diabetes .
. pelayanan Kesehatan sesuai orang
melitus
standar
Jumlah Orang yang
Pelayanan kesehatan Mendapatkan Pelayanan
374
10 | orang dengan gangguan | Kesehatan Orang dengan oran
jiwa berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai &
Standar
Pelayanan kesehatan Jumlah orang terduga
tuberculusis yang mendapatkan 5.763
11 | orang terduga .
. pelayanan Kesehatan sesuai orang
tuberkulusis
standar
Pelayanan kesehatan
orang dengan resiko
terinfeksi virus yang Jumlah Orang Terduga
12 melemahkan daya Menderita HIV yang 6.664
tahan tubuh manusia Mendapatkan Pelayanan Sesuai orang
(Human Standar
Immunodeficiency
Virus)

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Informasi SPM Kesehatan, agar ditambahkan indikator kinerja
urusan Kesehatan yang merujuk pada indeks standart pelayanan minimal

bidang Kesehatan yaitu:
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Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Madiun Tahun 2023

No. | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Czl())zlg? n
1 Pelayanan Rumah Sakit Presentage . Rumah Sakit 100%
Terakreditasi
2 Pelayanan Puskesmas Presentase Puskesmas Tersedia o

. 100%
Obat Esensial
Presentase Puskesmas dengan 9
Jenis Tenaga Kesehatan sesuai 100%
standar
3 Pelayanan  Kesehatan | Prevalensi Obesitas pada 21
Obesitas penduduk usia >18 tahun
4 Pelayanan  Kesehatan | Jumlah Kecamatan yang 3
Penderita Malaria mencapai eliminasi malaria Kecamatan
S Presentase orang dengan HIV
Pelayar}an Kesehatan (ODHIV) baru ditemukan yang 75%
Penderita HIV .
memulai pengobatan ARV
6 | Pelayanan Kesehatan Prevalensi Wasting (Kurus dan 70,
Balita Sangat Kurus) pada balita °

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Data capaian pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan 3 (tiga)

Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 40 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 Kehidupan Sehat dan
Sejahtera Tahun 2023

2023
Kode Sumb = t
umber
Indikator Nama Indikator SDGs (2) Satuan (4) arge. -
(1) Data (3) Pencapaian | Realisasi (6)
(5)

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000
kelahiran hidup.

tenaga kesehatan terlatih; (b)
di fasilitas kesehatan.

3.1.1% Angka Kematian Ibu (AKI). Dinkes, PP ” 40 18 0
dan KB ° ’
3.1.2% Proporsi perempuan pernah
kawin umur 15-49 tahun yang
proses melahirkan | Dinkes, PP o
terakhirnya: (a) ditolong oleh| dan KB % oY U

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita
seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga
KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian

Balita 25 per 1000.

yang dapat dicegah, dengan

12 per 1000

3.2.1% (a) Angka Kematian Balita
(AKBa); (b) Angka Kematian | Dinkes, PP % 912 40
Bayi (AKB) per 1000 kelahiran| dan KB ¢ ’
hidup.

3.2.2* Angka Kematian Neonatal
(AKN) per 1000 kelahiran|p;
hidup. Dg‘;f;g P % 4,56 2,1
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3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang
terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per Dinkes. PP
1000 penduduk tidak dan K’B % 0,19 0,896
terinfeksi.
Jumlah kasus baru HIV
kasus 34 160
Presentase orang dengan
risiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan % 100 114,34
Deteksi Dini HIV sesuai
standart
3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per | Dinkes, PP y 3377 Tidak ada
100.000 penduduk. dan KB ° ? data
3.3.3*% Kejadian Malaria per 1000 |Dinkes, PP
orang. dan KB % <1 <1
3.3.3 (a) |Jumlah kabupaten/kota yang | Dinkes, PP
mencapai eliminasi malaria. dan KB 1 1
3.3.4* Insiden Hepatitis B per < 2% jumlah
100.000 penduduk. Dinkes, PP bumil
dan KB % diperiksa 0,67%
HbsAg
Jumlah kasus hepatitis B kasus
3.3.5* |Jumlah orang yang
memerlukan intervensi| ..
terhadap penyakit tropis yang Dglkes, PP| per 1(;)OC’10?<0 <1 0,45
terabaikan (a) Filariasis dan an KB pendudu
(b) Kusta.
3.3.5 (a) |Jumlah kabupaten/kota | pinkes. PP
dengan eliminasi kusta. e K’B Kecamatan 1 1
3.3.5 (b) Jumla}} kak')upaten/kota Dinkes, PP
endemis filariasis yang Kecamatan 1 1
Co . dan KB
mencapai eliminasi.

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak
menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan

kesejahteraan.

3.4.1 (a) |Persentase merokok | Dinkes, PP | Data tidak tersedia karena memerlukan
penduduk usia 10-18 tahun. dan KB survei

3.4.1 (b) |Prevalensi tekanan darah|Dinkes, PP o
tinggi. dan KB Yo 47,7 47,7
Persentase penderita
Hipertensi yang mendapatkan | Dinkes, PP o 100 6203
pelayanan dan KB ? ’
kesehatan sesuai standar

3.4.1 (c) |Prevalensi obesitas pada|Dinkes, PP .
penduduk umur 218 tahun. dan KB % Akl ek 2

3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobat
narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

an penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan

3.5.1 (a) |Jumlah penyalahguna napza|
yang mendapatkan pelayanan Dinkes, PP kasus 240
rehabilitasi medis. dan KB
3.5.1(b) |Jumlah yang mengakses|Dinkes, PP
layanan pasca rehabilitasi. dan KB kasus 240
3.5.2% Konsumsi alkohol (liter per
kapita) oleh penduduk umur
>15 tahun dalam satu tahun - orang S
terakhir.
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari
kecelakaan lalu lintas.
3.6.1* Angka kematian akibat cedera Polres
fatal kecelakaan lalu lintas. Madiun orang 26 20
Kota
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3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan
reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan
reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

3.7.1% Proporsi perempuan usia
reproduksi (15-49 tahun) yang| ..
memiliki kebutuhan keluarga Dinkes, PP % 63 76,27
. dan KB
berencana terpenuhi menurut
metode kontrasepsi modern.
3.7.2* Angka  kelahiran  remaja
(umur 10-14 tahun; umur 15-| .
19 tahun) per 1000 | Dinkes, PP % 4,6 7,23
. dan KB
perempuan di kelompok umur
yang sama.
3.7.2 Total Fertility Rate (TFR). i
@) otal Fertility Rate ( ) Dinkes, PP % <2,1 1,93
dan KB

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses
terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin
dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

3.8.1% Cakupan pelayanan | Dinkes, PP .
kesehatan esensial. dan KB Tidak ada data
3.8.1 (a) |Unmet Need Pelayanan | Dinkes, PP
Kesehatan dan KB % 7.5 4,74
3.8.2% Proporsi populasi dengan
pengeluaran rumah tangga
yang besar untuk kesehatan BPS Tidak ada data
sebagai bagian dari total
pengeluaran rumah tangga
atau pendapatan.
3.8.2 (a) |Cakupan Jaminan Kesehatan | Dinkes, PP
Nasional (JKN) dan KB, % 99 100,61
BPJS

3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian
kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

dan kesakitan

akibat bahan

3.9.3* |Angka kematian akibat | Dinkes, PP o
keracunan. dan KB Yo 0 0
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh
negara sebagai langkah yang tepat.
3.a.1* Persentase merokok pada|Dinkes, PP
penduduk umur 215 tahun. dan KB,
BPS
Dinkes PP .
dan KB Tidak Ada Data
BPS % Tidak ada 23,29
data

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak
menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap
obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement
and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh
ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual
terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses
obat bagi semua.

3.b.1*

Proporsi target populasi yang

secara berkelanjutan.

.2 | Dinkes, PP

telah mem'peroleh vaksin dan KB

program nasional.

Capaian Imunisasi Dasar Dinkes, PP

Lengkap (IDL) dan KB % 94,6 98,34
3.b.2* |Total Official Development

Assistant (ODA) untuk | Dinkes, PP . .

penelitian medis dan sektor| dan KB e

kesehatan dasar.
3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan

dengan paket obat esensial | Dinkes, PP o

yang tersedia dan terjangkau| dan KB % Y =
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3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan,
pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang
berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

3.c.1* dan distribusi | Dinkes, PP

dan KB

Kepadatan % 11,5 19,34

tenaga kesehatan

3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini,
pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

3.d.1* Regulasi kesehatan
internasional dan | Dinkes, PP SK ; ]
kesiapsiagaan darurat| dan KB
kesehatan.
C. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023
dilakukan guna mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan
pelayanan dasar. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja
Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 2. 41 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 - 2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN
No. [URUSAN/INDIKATOR KINERJA| TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
PEMBANGUNAN DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
II |ASPEK PELAYANAN UMUM
A |Urusan Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar
4 |Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
4.1 |Rasio rumah layak huni 99,95 99,95 99,66 99,58 99,72
4.2 |Rasio pemukiman layak huni 100 100 99,66 99,58 99,72
4.3 [Indeks Sarana Prasarana
Permukiman 85,69 87,12 89,22 90,55 94,05
4.4 |Luasan Kawasan Kumuh yang
Tertangani (Ha) 0 12,08 31,98 20,43 0,91

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.41 di

selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

atas,
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1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara
jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak
huni di Kota Madiun tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami
perkembangan fluktuatif. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak
penduduk yang memiliki rumah layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015
sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal
tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos
sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan.
Adanya usulan-usulan baru mengakibatkan jumlah perkembangan rasio
menjadi fluktuatif. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni pada

tahun 2023 sebagai berikut:

Jumlah rumah layak huni x 100%= 44.641 x 100% = 99,58%
Jumlah seluruh rumah 44.831

2. Rasio pemukiman layak huni

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, definisi dari Permukiman adalah bagian dari
lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan
yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai
penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan
pedesaan. Mengacu pada hal diatas tentang lingkungan permukiman
kumuh bahwa sampai dengan tahun 2022 sudah tertangani semua
sehingga ditingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman
Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni.

Adapun perhitungan Rasio permukiman layak huni sebagai berikut:

Luas permukiman layak huni x 100 = 44.641 x 100% = 99,58%

Luas wilayah permukiman 44.641

3. Indeks Sarana Prasarana Permukiman

Indeks Sarana Prasarana Permukiman adalah indikator yang
menjadi tujuan dari dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
penopang indikator ini adalah Indeks Perumahan Permukiman dan Indeks
Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Pemakaman. Untuk menghitung Indeks
perumahan terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu Persentase RTH yang
dikelola kondisi baik, persentase penerangan jalan yang dikelola, dan

persentase peningkatan fasilitas pemakaman.
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Selain itu untuk menghitung indeks pengelolaan PSU, RTH, PJU dan
Pemakaman terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu persentase Rumah
Layak Huni, Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Cakupan
Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Capaian Indeks
Sarana Prasarana Permukiman pada Tahun 2022 sebesar 90,55% dan
meningkat pada 2023 menjadi 94,05% dengan capaian cakupan
lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU 100% dengan

jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 41 perumahan.

Tabel 2. 42 Data Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman, 2019-2023

Jenis
Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
No. Pelayanan
2019 2020 2021 2022 2023
Dasar
Indeks Sarana
1 |Prasarana 85,69 87,12 89,22 90,55 94,05
Permukiman

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

4. Kawasan Kumuh yang Tertangani

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor:
360-401.206/193/2020 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
Kota Madiun, sebagaimana Keputusan tersebut telah ditentukan terdapat
sebesar 64,49 Ha untuk lokasi yang perlu peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selama tahun 2020 sampai
dengan tahun 2022 sudah terealisasi sebesar 63,58 Ha lokasi yang sudah
dilakukan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, sesuai dengan Berita Acara capaian pengurangan luasan kumuh
tahun 2022 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dengan rincian Tahun 2020
terealisasi sebesar 12,08 Ha, Tahun 2021 terealisasi sebesar 31,98 Ha dan

Tahun 2022 terealisasi sebesar 20,43 Ha.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2023 sebagaimana tabel

berikut:
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Tabel 2. 43 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Tahun 2023
. ) . Realisasi
No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian 2023
1 | Penyediaan & jumlah unit rumah rusak akibat 100%
rehabilitasi rumah yang | bencana yang akan
layak huni bagi korban direhabilitasi, dibangun kembali,
bencana Kab/Kota dan/atau direlokasi serta
rencana jumlah rumah tangga
yang mendapatkan bantuan
akses rumah darurat layak huni
sesuai rencana dalam dokumen
Rencana Aksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
2 | Fasilitasi penyediaan jumlah Rumah Tangga terkena 100%
rumah yang layak huni relokasi program pemerintah
bagi masyarakat yang daerah, sesuai dengan jumlah
terkena relokasi program | rencana Rumah Tangga dalam
pemerintah daerah rencana pemenuhan
kabupaten/kota
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
d. Pelayanan Sosial
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:
1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan
kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai
kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah

dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan
kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan;

4. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan; dan

5. meningkatkan  kualitas

manajemen  penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.
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Tabel 2. 44 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus
Pelayanan Sosial Tahun 2019- 2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN
No. | URUSAN/INDIKATOR KINERJA | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
PEMBANGUNAN DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023
II /ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
6 |[Sosial
6.1 |Sarana sosial seperti panti 16 16 16 16 16
asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi
6.2 Jumlah Penerima Bantuan 10.612 | 49.075 | 52.260 | 19.094 | 26.670
6.3 |[Penanganan penyandang 10.729 | 30.295 | 27.290 | 33.690 | 33.716
masalah kesejahteraan social
6.4 |Persentase PMKS yang tertangani|100,25%| 99,78% | 99,66% | 99,95% | 99,90%
6.5 PMKS yang memperoleh bantuan| 10.612 | 49.075 | 52.260 | 19.094 | 26.670
sosial
6.6 |Angka Kemiskinan 4,35 4,98 5,09 4,76 4,74
6.7 Indeks Gini 0,35 0,39 0,345 0,398 | 0,416
Sumber: BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun
Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.44 di atas,

selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti
rehabilitasi
Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada tahun 2019 hingga
2023 terdapat 16 lembaga sarana sosial, terdiri dari 15 Panti Asuhan dan
1 (satu) Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima
bantuan sosial permakanan sebanyak 8 (delapan) lembaga. Jumlah

bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah

masing-masing anak yang diasuh.

2. Jumlah penerima bantuan

Jumlah penerima bantuan di wilayah Kota Madiun pada tahun 2019
sebesar 10.612 orang. Peningkatan tajam jumlah penerima bantuan
terjadi pada tahun 2020. Jumlah penerima bantuan pada tahun 2020
mencapai 49.075. Penyebab kenaikan tersebut adalah terdapat tambahan

program bantuan dari pemerintah pada masa pandemi.
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Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan
memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan
data daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pemerintah Pusat.
Salah satu permasalahan dalam penyaluran bantuan adalah penerima
bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris. Hal ini
terjadi pada penerima Bansos Lansia non potensial. Dan pada tahun 2022
jumlah penerima bantuan telah menurun drastis menjadi 19.094 orang.
Namun, setelah adanya penurunan drastis tersebut, pada tahun 2023

kembali mengalami kenaikan menjadi 26.670 penerima bantuan.

3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
pada tahun 2019 sebesar 10.729. Tahun 2020 sebesar 30.295, dan
meningkat sebesar 33.690 pada tahun 2022. Tujuan dari penanganan
tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam
faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga berdampak pada upaya untuk
mencapai hidup layak. susah. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban
untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS (Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang dahulu disebut dengan PMKS.
Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1%
dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari
jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis
layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin)
sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa
bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi
beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam
meningkatkan pendapatan keluarga, Jumlah penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2023 sudah tertangani

sebesar 33.716.
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4. PMKS yang tertangani

Pada tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan
yaitu sebesar 0,20 poin dari tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai
10.729 orang atau sebesar 100,3%. Sebaliknya, pada tahun 2020 capaian
penanganan mengalami penurunan sebesar 0,20 poin dari tahun
sebelumnya menjadi sebesar 99,8%. Hal ini memang sangat mungkin
dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi
hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan
sosial asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan
penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang
memerlukan pelayanan sosial dengan rincian: 92 orang dengan gangguan
jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9
orang Lansia terlantar, 9 orang Anak jalanan dan 5 orang pemulung.
Sedangkan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 cakupan PMKS yang
tertangani berturut-turut sebesar 99,66%; 99,95%; dan 99,90%.

5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Data PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2023

ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu:
Tabel 2. 45 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2023

JENIS PMKS SATUAN | JUMLAH BANTUAN
Lanjut Usia Terlantar/ orang 216 | Tunai
Non potensial
Anak Terlantar orang 51 | Tunai (BLTD, BST,
PKH)
Fakir Miskin dengan orang
rincian:
Fakir Miskin KPM BPNT 8.761 | APBN
Fakir Miskin KPM PKH 5.399 | APBN
Fakir Miskin KPM BPNTD 4.513 | APBD
Jumlah 18.940

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.45 di atas, pada tahun 2023
jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 18.940 orang.
Jenis PMKM yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial
berupa bantuan uang tunai sebesar Rp8.212.500,00 per orang. Anak
terlantar juga mendapat bantuan berupa permakanan yang mana bantuan
tersebut langsung diberikan kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial di
Kota Madiun dengan total anggaran sebesar Rp1.638.130.000,00. Jumlah
penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PMKS fakir miskin dengan jumlah
16.645 orang, bantuan yang diterima berasal dari APBN sebanyak 13.752
orang dan dari APBD sebanyak 2.893 orang.
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0. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Sesuai data BPS
angka kemiskinan Kota Madiun tahun 2021 sebesar 5,09% atau sekitar
9.060 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp514.409,00/jiwa/bln).
Tahun 2023 angka kemiskinan kota madiun mengalami penurunan
sebesar 0,35 poin atau berada pada 4,74% atau sebanyak 8.490 penduduk
miskin. Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan
pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat ditujukan untuk
meningkatkan ekonomi masyarakat demi menurunkan angka kemiskinan
di Kota Madiun.

Tingkat Kemiskinan
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Gambar 2. 20 Perkembangan Angka kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Kota Madiun Tahun 2019-2023

7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio atau Indeks Gini menunjukkan kondisi ketimpangan
suatu daerah. Indeks Gini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Indeks
Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah. Indeks Gini
Kota Madiun pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif tercatat antara
angka 0,36 hingga 0,345 dengan demikian termasuk Kota dengan
ketimpangan sedang. Indeks Gini Kota Madiun pada tahun 2022
mengalami kenaikan menjadi sebesar sebesar 0,398 dan pada tahun 2023
juga mengalami kenaikan menjadi 0,416. Nilai tersebut masih dalam batas

ketimpangan sedang.
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Indeks Gini
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Gambar 2. 21 Perkembangan Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota
Madiun Tahun 2019-2023

Perkembangan Indeks Gini di Kota Madiun untuk Tahun 2020 dan
2022 lebih tinggi dari Nasional dan Provinsi Jawa Timur, hanya pada
Tahun 2021 dapat menduduki dibawah Nasional dan Provinsi Jawa
Timur.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Sosial, yang

diampu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Madiun Tahun 2023 sebagai berikut:
Tabel 2. 46 Bidang Sosial Kota Madiun, 2023

No. | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian C;%E;l; n

Rehabilitasi Sosial Jumlah Warga Negara

1 Dasar Penyandang Penyandang Disabilitas yang 117
Disabilitas Terlantar di | memperoleh rehabilitasi sosial
Luar Panti di luar panti
Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Terlantar yang

2 | Dasar Anak Terlantar di | memperoleh rehabilitasi sosial 613
luar panti di luar panti
Rehabilitasi Sosial Jumlah warga negara lanjut

3 dasar lanjut usia usia terlantar yang memperoleh 251
terlantar di luar panti rehabilitasi sosial di luar panti
Rehabilitasi Sosial Jumlah Warga Negara /
dasar tuna sosial gelandangan dan Pengemis

4 | khususnya yang memperoleh rehabilitasi 105
gelandangan dan sosial dasar tuna sosial di luar
pengemis di luar panti panti
Perl}ndungap dan Jumlah Warga Negara Korban
jaminan sosial pada B Kab /Kota yan

5 saat tanggap paska cricana fa ota yang 58
bencana baei korban men.'lperoleh. perlindungan dan

g

bencana Kab/Kota jaminan sosial

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun
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e. Pelayanan Tenaga Kerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di
Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi

yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan

masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang
Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk penanganan pengangguran
dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai
sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran
capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya
pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 47 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan
Tenaga Kerja Tahun 2019 -2023

ASPEK/FOKUS/ CAPAIAN
No BIDANG URUSAN/
PEIl\l\/I[g}\I?\IAGTSIE AII{\IH\E)E/;RE‘LAAH TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
2019 2020 2021 2022 2023
11 ASPEK PELAYANAN UMUM
B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
7 Tenaga Kerja
7.1 Angka} sengketa pengusahal 100 100 18 13 14
pekerja per tahun
7.2 Eg;g;‘at partisipast angkatan gq gco, | 63,63% | 66,87% | 66,85% | 69,29%
7.3 |[Pencari kerja yang ditempatkan| 85,52 73,04 79,15 91,76 92,43%
7.4 [Tingkat pengangguran terbuka | 4.01% 8,32% 8,15% 6,39% 5,85%
7.5 |[Keselamatan dan perlindungan | 15.976 | 23.294 | 25.218 | 25.505 | 28.150
7.6 |Perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap kebijakan| 100 100 0 0 0
pemerintah daerah
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun
Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.47 di atas,

selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:
1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa
antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era industrialisasi,
permasalahan sengketa pekerja dan pengusaha menjadi sebuah isu yang
kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian
sengketa yang cepat dan adil. Hubungan Industrial yang harmonis,
dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan
nilai- nilai Pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja

terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial.
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Kuatnya peranan mediator dari pemerintah dapat mencegah,
meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan
industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan
industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan
mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh
dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota
Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha
dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan
pengusaha di tahun 2019-2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat
terselesaikan dengan capaian kinerja 100% Penyelesaian pengaduan ini
dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama.

Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja
antara tahun 2019-2020 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun
jumlah kasus yang diselesaikan setiap tahun berbeda, pada tahun 2021
dan tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka
sengketa pengusaha pekerja per tahun. Dilihat dari data yang ada ternyata
angka sengketa hanya mencapai 18% pada tahun 2022 dan 13% pada
tahun 2021 dan14% pada tahun 2023 Dengan kata lain penurunan angka
sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat terjadi implementasi
Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di suatu
perusahaan. Namun pada tahun 2023, terdapat kenaikan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu
indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah
angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur
besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat
digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk
mendapatkan pekerjaan.

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja
yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang
tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. TPAK
tahun 2019 sebesar 66,86%. Pada tahun 2020 TPAK mengalami
peningkatan dari dua tahun sebelumnya menjadi 68,63%.

Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota
Madiun terealisasi sebesar 66,85%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang
dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja
sebanyak 67 orang yang terdiri atas mereka yang bekerja dan pengangguran.
Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja
yang terdiri atas usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan

lainnya.
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Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu tahun
2019-2023 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini dikarenakan
tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih
melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan
yang bisa mengembangkan ketrampilan serta menciptakan wirausaha
baru.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara
persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja
yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2019
sebesar 13,58 poin menjadi 85,52%. Pada tahun 2020 pencari kerja yang
ditempatkan menurun 12,44 poin dan angkanya menjadi sebesar 73,04%.
Hal tersebut disebabkan adanya pandemi COVID-19 dan sebagian besar
perusahaan atau pemberi kerja tidak melakukan rekruitmen tenaga kerja
baru. Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah
sebesar 79,15% dan pada tahun 2023 kembali secara signifikan di posisi
lebih dari 90% yaitu 92,43%, hal ini disebabkan pandemi yang sudah
dapat penanganan dan teratasi dengan baik sehingga perekonomian
perlahan berangsur normal karena perekrutan tenaga kerja baru pada

perusahaan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau pengangguran penuh adalah jumlah
penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang
mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT
merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah
angkatan kerja. Indikator ini berguna sebagai acuan pemerintah bagi
pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat
menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun
ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan
evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.
TPT Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan
untuk mengukur tingkat penggangguran. TPT pada tahun 2019 berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun adalah sebesar 4,01%. Pada
tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,32%. Peningkatan
TPT tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia
kerja (15 tahun lebih) dan tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi yang
berlangsung dan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian

kerja.
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Pada tahun kedua dan ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia. Angka
TPT di Kota Madiun mengalami penurunan 0,17 poin di tahun 2021 dan
penurunan 1,76 poin di tahun 2022. Data dari BPS untuk TPT Kota
Madiun pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 8,15% dan 6,39%, penurunan
tersebut terus terjadi sampai dengan tahun 2023 yang mencapai 5,85%.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka jika dibandingkan dengan
Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebelum pandemi covid-19 untuk Kota
Madiun berada di Bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur, akan tetapi
pada saat dan setelah pandemi covid-19 tingkat pengangguran terbuka

terkerek naik menjadi di atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur pada

Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2023.
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Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Kota Madiun Tahun 2029-2023

5. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan,
menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja meletakkan prinsip dasar
pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan
tersebut guna memberikan kenyaman dan keamanan bagi pekerja di lingkungan
pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia
yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang
mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus
sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan
kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial

tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.
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Kota Madiun selama tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan
jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Jumlah
penerima jaminan sosial tenaga kerja mengalami kenaikan mulai tahun
2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2019 jumlah pekerja yang
menerima jaminan sosial tenaga kerja sebesar 15.976, tahun 2020
terdapat kenaikan sebanyak 7.318 pekerja yang menerima jaminan sosial
tenaga kerja sehingga jumlahnya menjadi 23.294 pekerja, tahun 2022
jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah
mencapai 25.506 pekerja. Tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup
signifikan sebesar 2.644 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga
kerja sehingga jumlah penerima menjadi 28.150 pekerja.

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah
daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan
menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan
memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance.
Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat
(3), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/16/MEN/2001 tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, merupakan dasar
hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam
konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial
Pancasila, yang harus dipahami secara mendalam substansi dan
implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama
menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan
mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala
perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan
perjanjian bersama (PB). Meskipun sudah adanya PB yang disepakati
antara pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih
terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Untuk Kota
Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di
tahun 2019-2020 yang terdaftar dapat terselesaikan semua. Pada tahun
2021 dan 2022, permasalahan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti.
Hal itu terjadi mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah O, dalam
arti lain tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Kota Madiun yang
terjadi pada tahun 2021-2023.
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f. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai

sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar

menuju  harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan

mengembangkan pengarusutamaan gender dengan sasaran

meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan
hak-hak

Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator

meningkatnya  perlindungan anak dan perempuan.

kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 48 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun
Tahun 2019 - 2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN
No URUSAN/INDIKATOR
' KINERJA TAHUN TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023
DAERAH
II |ASPEK PELAYANAN UMUM
B |Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
8 |Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.1 |Persentase partisipasi
perempuan di lembaga 12,78 12,72 7,83 13,47 11,73
pemerintahan
8.2 |Rasio kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) 0,017 0,016 0,032 | 0,00023 [0,000204
8.3 |Persentase Penyelesaian
pengaduan perlindungan ' 100 100 100 100 100
perempuan dan anak dari
tindakan kekerasan
8.4 [Indeks Pemberdayaan 77,07 | 77,18 | 76,75 | 78,03 | 78,94
Gender
8.5 Indeks pembangunan 94,05 94,38 | 94,42 | 94,57 | 95,18
Gender
Sumber: BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun
Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.48 di atas,

selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1.

Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun ke
tahun. Untuk realisasi tahun 2019 sebesar 12,78%, tahun 2020 sebesar
12,72%, dan tahun 2021 sebesar 7,83%.

menyebabkan penurunan adalah pensiun, mutasi, ataupun meninggal

Beberapa alasan yang

dunia. Adapun pada tahun 2022 jumlah realisasi partisipasi perempuan
di lembaga pemerintah secara signifikan naik menjadi sebesar 13,47%, hal
ini dikarenakan terdapat mutasi masuk dan pengangkatan ASN. Namun,

pada tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 11,73%.
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2. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan
perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Realisasi
tahun 2019 sebesar 0,017. Pada tahun 2020 mengalami penurunan lebih
kecil sehingga menjadi 0,016. Rasio KDRT menggambarkan jika semakin
tinggi rasio maka kesadaran kaum perempuan untuk melapor apabila

terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun pada tahun 2021 jumlah KDRT di Kota Madiun mencapai 0,032
dan pada tahun 2022 turun signifikan menjadi 0,00023 dan pada tahun
2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,000204, hal ini dikarenakan
edukasi dan pendampingan di dalam keluarga telah berhasil dilakukan
lewat kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

3. Jumlah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu
tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 hingga tahun

2023 didata dan tertangani semuanya, sehingga capaiannya 100%.

4. Jumlah Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang
menunjukkan apakan perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG Kota Madiun tahun pada tahun
2019 adalah 77,07. Fluktuatif capaian terjadi tahun 2019 sampai dengan
2022. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam
pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin

baik dengan nilai pada tahun 2022 sebesar 78,03.

5. Jumlah Indek Pembangunan Gender (IPG)

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun tercatat
mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
Pada tahun 2019 nilai IPG sebesar 94,05. Nilai IPG tahun 2020 sebesar
94,38 dan tahun 2021 sebesar 94,42. Hal ini mengindikasikan bahwa
ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin
mengecil, dibuktikan dengan data di lapangan yang di dapat oleh BPS
bahwasannya IPG Kota Madiun sudah mencapai 94,57 pada tahun 2022.
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g. Pelayanan Perhubungan
Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas
pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja

sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 49 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan
di Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN TAHUN
No. | URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7

11 ASPEK PELAYANAN UMUM

B  |Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

14 |Perhubungan

14.1 Persentase Jumlah Pemasangan| 104% 94% 100% | 100% | 100%
rambu-rambu

14.2 Persentase Sarana dan Fasilitas| 100 90 93 98% 98%
LLAJ yang berfungsi Baik

14.3 IKM terhadap pelayanan| 85,08 85,9 | 85,903 | 87,289 | 87,36
pelayanan angkutan dan lalu
lintas

14.4 Presentase Perlengkapan Jalan 64% 67% 84% 100% | 100%

14.5 Kinerja Angkutan Umum 44% 35% 40% 70% 70%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.49 di atas,
selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:
1. Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu

Data menyatakan bahwasannya presentase jumlah pemasangan
rambu-rambu di Kota Madiun pada tahun 2019 sudah mencapai 104%.
kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan hanya tercapai realisasi
94%, akan tetapi dalam kurun waktu 3 tahun sampai tahun 2023 sudah
mencapai 100%. Adapun realisasi 2023 diperoleh dari:

p . _ Jumlah rambu yang terpasang tahun 2023 100%
ersentase = Jumlah Kebutuhan Rambu x 0

2
= — 0,
Persentase 5499 x 100%

Persentase = 100 %

2. Persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik

Persentase sarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
yang berfungsi baik pada Tahun 2023 adalah 98% sedangkan target pada
tahun 2023 adalah 100%. Lebih detailnya sebagaimana yang ditampilkan
pada tabel berikut:
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Tabel 2. 50 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota

Madiun Tahun 2021 - 2022

2022 | 2023
No NAMA JUMLAH [ JUMLAH |, | JUMLAH [ JUMLAH|
TOTAL BAIK TOTAL BAIK
1 [TRAFFIC LIGHT 30 30 100 30 30 100
2 [HALTE 12 10 83 12 11 91
3 lccrv 25 25 100 25 25 100
4 [WARNING LIGHT| 65 65 100 69 69 100
JUMLAH 132 130 98 136 135 98

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun

Adapun perhitungan persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang

berfungsi baik adalah sebagai berikut:

Jumlah sarpas LLA] tahun 2023 yang berfungsi baik

1009
Total Sarana dan Fasilitas LLAJ x o

Persentase =

P tase = 130 100%
ersentase = 1o X 0

Persentase = 98 %

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.50 di atas dapat dilihat
bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang yang berfungsi baik
selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun demikian untuk
persentase capaiannya pada tahun 2022 dan 2023 di angka 98%.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan
dan lalu lintas

IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2019
mencapai 85,08. Tahun 2020 IKM terhadap layanan angkutan dan lalu
lintas mencapai 85,9. Sedangkan pada tahun 2021 IKM masyarakat
kembali meningkat walau tidak signifikan dengan angka sebesar 85,903
dan pada terjadi peningkatan sebesar 1,457 poin dengan realisasi 87,360

di tahun 2023.

4. Persentase Perlengkapan Jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib
dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Jenis perlengkapan jalan yang
wajib tersedia berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat
lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman
pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk
sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan
lalu dan

lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan,

penyelenggaraan perlengkapan jalan.
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Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun sebesar 64%, dan
terdapat 67% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan
jalan pada periode tahun 2019 dan 2020. namun pada tahun 2022-2023,
persentase perlengkapan jalan di Kota Madiun sudah mencapai 100%. Hal
itu berarti semua jalan sudah dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan
jalan.

5. Kinerja Angkutan Umum

Adapun kinerja angkutan umum di Kota Madiun pada Tahun 2019
masih mencapai angka 44% dan justru turun menjadi 35% pada tahun
2020. Capaian tersebut menandakan belum optimalnya penggunaan
angkutan umum di Kota Madiun. Masyarakat lebih memilih menggunakan
kendaraan pribadi, hal tersebut menyebabkan minimnya penggunaan
angkutan umum. Selain itu pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19
yang membuat angkutan umum tidak beroperasi secara penuh. Dampak
kebijakan untuk angkutan umum gratis khusus Pendidikan membuat
kinerja angkutan umum pada tahun 2021 meningkat menjadi 40%, dan
pada tahun 2022 sampai dengan 2023 dapat terealisasi secara signifikan
mencapai 70% dikarenakan angkutan umum sudah beroperasi secara

penuh.

h. Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang persentase
Penduduk Berakses Air Minum
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga 2023, sekitar
lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum
atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019 sebesar 93,30%
penduduk dapat mengakses air minum, terus meningkat menjadi 100%

pada Tahun 2023.

Tabel 2. 51 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, Tahun 2019-2023

Tahun Penduduk Berakses Air Minum
2019 93,30
2020 96,58
2021 98,14
2022 98,17
2023 100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun
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Drainase merupakan infrastruktur dasar pelayanan pekerjaan
umum dan penataan ruang selain jalan, sistem drainase yang baik akan
memperlancar aliran air dan juga mencegah terjadinya penumpukan air
di permukaan tanah untuk masuk dalam selokan/saluran air. Persentase

draine baik yang ada di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 52 Persentase drainase dalam kondisi baik, Tahun 2019-2023

Uraian Tahun
2019 2020 2021 2022 2023

Jaringan Sistem 80,03 60,72 72,78 72,78 | 72,776
Drainase (Km)
Panjang Drainase 7,23 20,24 14,53 13,80 | 13,346
Tersumbat (Km)
Persentase Drainase 90,90 90,40 80,03 80,06 80,09
dalam Kondisi Baik

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Pekerjaan Umum
Tabel 2. 53 Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun, 2023

Jenis Pelayanan . . Realisasi
No Dasar Indikator Pencapaian 2023
Penyediaan jumlah warga negara yang
1 k'ebut‘uhan pOkOI.{ memperoleh kebutuhan pokok 100 %
air minum sehari- L . .
hari air minum sehari-hari
Penyediaan Jumlah warga negara yang
pelayanan memperoleh layanan
2 . Y 99,8%
pengolahan air pengolahan air limbah
limbah domestik domestik
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun
i. Pelayanan Pertanahan

Salah satu pelayanan urusan pertanahan adalah fasilitasi terkait
tanah yang bersengketa di Kota Madiun, pada kurun waktu tahun 2019
sampai dengan 2023 terdapat beberapa kali mediasi terkait konflik

masalah pertanahan yang ada di Kota Madiun.

Tabel 2. 54 Data Layanan Pertanahan, Tahun 2019 - 2023

No Tahun Jumlah Layanan Penyelesaian
o Medias dengen
2 2020 0 layanan _

. ! layanan kesepaicatin
ol I Medias dengen
i ® layanan kesepakatan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
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Pelayanan kepemudaan dan olah raga

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

kepemudaan dan olahraga Kota Madiun pada tahun 2019 sampai dengan

tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasarannya

berikut:
Tabel 2. 55 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan
dan Olah Raga di Kota Madiun Tahun 2019- 2023
ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN TAHUN
No URUSAN/INDIKATOR
" [KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH 2019 2020 | 2021 2022 2023
II |ASPEK PELAYANAN UMUM
B |Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
18 |Pemuda dan Olahraga
18.1 Jumlah organisasi 6 6 S S S
pemuda
18.2 Jumlah kegiatan 3 1 1 1 1
kepemudaan
18.3 |Gelanggang/ balai remaja 3 3 3 3 3
(selain milik swasta)
18.4 |Lapangan olahraga 83 83 83 83 83
18.5 Jumlah Organisasi Olah| 28 28 28 28 28
Raga
18.6 Jumlah Prestasi di Bidang 7 3 4 6 8
Pemuda dan Olah Ragal
Tingkat Nasional
18.7 |Jumlah Prestasi Olah Raga] 52 79 97 205 212
Tingkat Regional dan
Nasional
18.8 |Jumlah Peserta Olah Raga| 19.266 | 2.015 | 2.895 | 7.835 | 7.965
18.9 [Rasio Kondisi Sarpras| 100 100 100 100 100
Olah Raga yang layak

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut yaitu:

1.

Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun tahun 2023 sama

dengan tahun 2022 antara lain:

a.
b.

C.

Anggota KONI;
Anggota Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia;

OSIS Tingkat SMP dan SMA Kota Madiun;
Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun; dan

Anggota Dewan Kesenian.
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2. Jumlah kegiatan kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Seleksi,

Pembinaan, dan Pengiriman Paskibraka.

3. Gelanggang/ balai remaja

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun tahun 2019 sampai
dengan tahun 2021 berjumlah 3 (tiga) gelanggang/balai remaja. Pada
tahun 2023 tidak mengalami penambahan gelanggang/balai remaja yang
dikelola pemerintah Kota Madiun, yaitu:
a. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun;
b GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun;
C. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun;
d

Lapangan di setiap kelurahan Kota Madiun.

4. Lapangan olah raga

Jumlah lapangan olahraga yang tersebar di Kota Madiun tahun
2019 hingga tahun 2021 tidak mengalami perubahan, hingga saat ini
tahun 2023 masih berjumlah 83 lapangan.

5. Jumlah organisasi olahraga
Tahun 2023 jumlah organisasi olahraga tetap sama dengan kondisi

2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu terdapat 28 organisasi olahraga.

Tabel 2. 56 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2023

No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah
1 Bulu Tangkis 3 Klub | 15 Angkat Besi 3 Klub
2 [Tenis Lapangan 10 Klub | 16 Taekwondo 4 Klub
3 |[Renang 2 Klub | 17 Panjat Tebing 2 Klub
4 |Atletik 1 Klub | 18 Judo 1 Klub
S5 [Wushu 1 Klub | 19 Senam 4 Klub
6 |Pencak Silat 11 Klub | 20 Balap sepeda 1 Klub
7 |Catur 1 Klub | 21 Tinju 1 Klub
8 [Tenis Meja 1 Klub | 22 Menembak 1 Klub
9 |Panahan 1 Klub | 23 Karate 2 Klub
10 Basket 2 Klub | 24 Sepatu Roda 5 Klub
11 [Bola Volly 2 Klub | 25 Drumband 42 Klub
12 |Sepak Bola 23 Klub | 26 Bilyard 5 Klub
13 [Sepak Takraw 10 Klub | 27 |Sepak Bola Futsal| 12 Klub
14 |Gulat 1 Klub | 28 KONI 1 Klub

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun
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6. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga Tingkat Nasional

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah
memberangkatkan para atlet berprestasi untuk mengikuti berbagai
pertandingan di tingkat provinsi, nasional maupun internasional pada
tahun 2023. Cabang olahraga yang diberangkatkan diantaranya cabang
olahraga Kurasih, Angkat Besi, Panahan, Atletik, Judo, Karate, Memanabh,
Senam, Juyjitsu, Balap sepeda, Taekwondo, Barongsai, Bola Basket,
Drumband, UPHIL, Sepaktakraw, Tenis Lapangan dan masih banyak lagi
cabang olahraga lainnya.

Adapun perolehan medali untuk beberapa even Tingkat Provinsi,
nasional dan Internasional yaitu:

a. 3 Medali Internasional: 2 Medali Kurash, 1 Medali Karate (Thailand

dan Turkmenistan);

b. 4 Medali Popda Jatim XIII di Sidoarjo;

C. 5 Medali Peparda Jatim I di Sidoarjo;

d. 52 Medali Porprov VIII Jatim di Mojokerto, Sidoarjo, Jombang;
e. 5 Medali Kejurprov Senam;

f. 7 Medali Kejuaraan Pacitan Memanah IV-2023;

g. 1 Medali Kejurnas Karate;

h. 1 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabor Judo;

1 Medali UIN Walisongo Semarang Cup Cabor Karate;
1 Medali Jogja Open Cabang Olahraga Atletik;

[

—.

k. 20 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Jujitsu;

[um—

5 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Tekwondo;

m. 2 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Balap Sepeda;

n. 1 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Tenis Lapangan;
0. 4 Medali Kejurprov Piala Menpora Cabang Olahraga Pencak Silat;

p. 3 Medali Kejuaraan Open Pencak Silat;

q- 3 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olahraga Gulat;

r. 2 Medali POPNAS XVI Cabang Olahraga Sepak Takraw;

S. 1 Medali POMPROV Jatim 2023 Cabang Olahraga Sepak Takraw;

t. 1 Medali Kejurnas Tenis Lapangan di Semarang;

u. 9 Medali Kejuaraan Tinju Amatir se-Jawa Timur Piala Bupati Ngawi;
V. 2 Medali Kejuaraan antar Dojo se-dJawa Timur Tahun 2023 Cabor

JUJITSU;
w. 9 Medali Kejurda Atletik se-Jawa Timur Tahun 2023;
X. 3 Medali O2SN Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
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y. 1 Medali Kejuaraan UPHIL Kapolres Madiun Kota Tahun 2023;

Z. 1 Medali Kejuaraan Barongsai Tradisional Piala Walikota Madiun;

aa. 2 Medali Pencak Silat Malang Championship Tahun 2023;

bb. 1 Medali Pencak Silat Ngawi Championship Tahun 2023;

cc. 10 Medali Cabor Bola Basket (Wilis Basketball Competition Tahun
2023);

dd. 12 Medali Cabor Drumband (Lomba Unjuk Gelar Drumband Parade
Senja Kota Madiun Tahun 2023).

7. Jumlah prestasi olahraga tingkat regional dan nasional
Prestasi olahraga untuk tahun 2022 di tingkat nasional dan regional
sebanyak 205 prestasi. Tahun 2023 jumlah prestasi mengalami

peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 212 prestasi.

8. Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak
Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak Kota Madiun tahun 2019
sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100%. Adapun kondisi sarpras

olahraga di tahun 2023 juga mencapai 100%.

k. Pelayanan Kebudayaan

Bidang urusan kebudayaan menggambarkan seberapa banyak
pelestarian kebudayaan yang dikembangkan dan ditampilkan, hal ini
tidak lepas dari peranan group kesenian dalam mementaskan sebuah
pertunjukan sehingga menarik minat pemirsa sebagai pengunjung untuk
ikut berpartisipasi mengembangkan kebudayaan dan kesenian.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa kesenian yang telah
ditampilkan diantaranya: Reog, Ketoprak, dalang, wayang orang, teater
dan sanggar seni, selain itu terdapat juga Campur sari, Keroncong, Group
Hadroh, Group Band, dan Karawitan. Untuk kebudayaan sendiri telah ada
beberapa yang dipentaskan diantaranya Panembromo, Mocopat, dan

Upacara Adat.

1. Pelayanan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat
yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang
disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan
mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan

pendidikan.
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Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat
diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku
perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan. Layanan
perpustakaan menyediakan beberapa layanan seperti akses penggunaan

platfotm digital guna mengakses e-book, dasis data, dan jurnal online.

Tabel 2. 57 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2019-2023

. Tahun
No. Uraian Data 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. | Jumlah 37 36 36 217 218
Perpustakaan

yang dibina/
didampingi (unit)

2. | Jumlah Koleksi Buku| 51.986| 85.518 | 88.765| 90.674 | 98.396
(eksemplar)

3. | Jumlah Pengunjung 81.2841108.211| 56.178| 94.986 | 83.682
(orang)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan
penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah
perpustakaan masyarakat yang dibina pada tahun 2023 ada sebanyak
218 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum
pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung
mulai dari kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, hingga
mencapai 108.211 orang pengunjung di tahun 2020. Akan tetapi jumlah
pengunjung kembali landai selama kurun waktu 2 tahun terakhir hingga
di tahun 2023 menjadi 83.682, Hal ini dikarenakan untuk kunjungan

pada aplikasi perpustakaan online berkurang.

m. Pelayanan Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan adalah meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran urusan tersebut adalah terwujudnya stabilitas ketersediaan
pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka
mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Madiun menetapkan tujuan dalam rencana
strategis yaitu “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan
pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian”, dan
menetapkan sasaran strategis meningkatnya ketersediaan pangan dan

stabilnya produksi hasil pertanian dan perikanan”.
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Dengan demikian, penyelenggaran urusan pemerintahan bidang
pangan di Kota Madiun berorientasi untuk “memberdayakan masyarakat
untuk mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran “meningkatnya
ketersediaan pangan”. Indikator utama dalam mencapai tujuan
memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan
tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan
indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya
ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan
bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program
di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi
dan protein. Adapun perkembangan indikator kinerja pembangunan

daerah urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2. 58 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan
Kota Madiun Tahun 2019-2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG CAPAIAN
No. URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023
DAERAH
I | ASPEK PELAYANAN UMUM
B | Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pangan
9.1 | Regulasi ketahanan pangan ada ada ada ada ada
9.2 | ketersediaan pangan utama | 154,44 | 138,56 139 217 152
9.3 Ketersediaan Energi dan 138,63 | 138,63 | 126,77 | 126,77* | 132,23
Protein
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Berdasarkan tabel perkembangan tersebut di atas dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun

sebagai berikut:

a. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 501-401.113/67 /2017 tanggal

31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program

Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras

Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota

Madiun;
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b. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 520-401.113/110/2017
tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan
Kota Madiun;

C. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017
tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan
Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis
Sumber Daya Lokal Kota Madiun;

d. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017
tanggal 26 Mei 2017 tentang Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan
Lestari Kota Madiun;

e. Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun
Nomor: 188-401.113/01/2017 tanggal 24 November 2017 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan

Gizi Kota Madiun.

2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan
utama yaitu 154,44 kg/kapita/tahun yang diperoleh dari pembagian
jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk
2019 yaitu 210.147 jiwa. Ketersediaan pangan utama Tahun 2019 masih
memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/tahun.
ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar
15,88 poin. Adapun pada tahun 2021 ketersediaan bahan pangan utama
di Kota Madiun meningkat sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan
di tahun 2022 yang berada pada posisi 217 namun mengalami penurunan
pada tahun 2023 sebesar 65 basis poin menjadi 152. Lebih lanjut, rencana
Kota Madiun di tahun 2025 yaitu meningkatkan ketersediaan pangan
utama yang efektif dan efisien untuk mencapai ketahanan pangan
nasional, dengan meningkatkan produksi, menurunkan harga pangan dan
meningkatkan akses pangan bergizi sesuai dokumen RAD- PG. Hal ini dilakukan
dalam rangka mencapai swasembada pangan utama (beras, jagung, kedelai)
pada tahun 2025, meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen
secara berkelanjutan, memperkuat infrastruktur logistik dan rantai
pasokan pangan, meningkatkan akses petani terhadap pupuk, benih, dan
teknologi pertanian dan membangun ketahanan pangan di tingkat

komunitas.
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Dengan adanya rencana tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat
yang berkelanjutan baik dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari sisi
lingkungan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan kelestarian
ekosistem, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meminimalisir limbabh,
dari sisi ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani,
menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi
pedesaan, sedangkan dari sisi sosial dapat meningkatkan akses terhadap
pangan bergizi, menurunkan angka stunting dan kemiskinan, dan

memperkuat ketahanan pangan nasional.

3. Jumlah ketersediaan energi dan protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2019
adalah 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan
energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional
Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini adalah WNPG X
tahun 2012, yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan
sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di
tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari.

Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan
energi per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (138,63%).
Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari tahun 2019
telah melebihi standar (147,84%).

Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk tahun
2019 dan tahun 2020 sama yaitu 183,63. Sedangkan untuk tahun 2021
adalah sebesar 126,77% dan tahun 2022-2023 mengalami peningkatan
menjadi 132,23%.

n. Pelayanan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah
satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan dalam undang-
undang, Cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung
masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan
tentram dalam masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun akan memperkecil rasio petugas dan
jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satuan
Polisi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per kelurahan. Untuk mengetahui
besar cakupan petugas tahun 2023 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah
penduduk dapat dilihat pada gambar 2.22 dan 2.23 di bawah ini:
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Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Gambar 2. 23 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun
2019-2023

Rasio Satpol PP

53

2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Gambar 2. 24 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun
2019-2023

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.23 dan Gambar 2.24
di atas, rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama tahun 2019
sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi
terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 yakni meningkat dari 4,6 menjadi
5,3. Adapun pada tahun 2021 hingga 2023, angka rasio petugas Pol PP di

Kota Madiun di angka 6 (enam).
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Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga mengampu penanganan

kejadian kebakaran, pelayanan penanganan kebakaran ditunjukkan

dengan persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu

tanggap yang dicapai petugas pemadam kebakaran pada satuan polisi

pamong praja dan pemadam kebakaran di kisaran waktu 15 menit untuk

realisasi capaian setiap tahunnya.

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga

mencakup pelayanan kebencanaan, yang menjadi kewenangan dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas Bencana yang ditangani

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu Tahun

2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. 59 Intensitas Bencana di Kota Madiun, 2019-2023

No. Jenis Bencana Tahun
2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. | Banjir 23 17 5 5 15
2. | Angin Puting Beliung 66 33 27 57 77
3. | Kebakaran 36 29 14 20 70

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah

selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 60 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kota Madiun, Tahun 2023

Jenis Pelayanan . . Realisasi
No. Dasar Indikator Pencapaian 2023
Pelayanan Jumlah warga negara yang .
memperoleh layanan akibat dari
1 ketentraman dan 100%
. penegakan hukum perda dan
ketertiban umum
perkada

Pelayanan Jumlah warga negara yang

2 informasi rawan memperoleh layanan informasi 100%
bencana rawan bencana
Pelayanan Jumlah warga negara yang
pencehan dan memperoleh layanan

3 L . 100%
kesiapsiagaan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana | terhadap bencana
Pelayanan Jumlah warga negara yang

4 penyelamatan dan | memperoleh layanan 100%
evakuasi korban penyelamatan dan evakuasi ¢
bencana korban bencana
Pelayanan Jumlah warga negara yang

5 penyelamatan dan | memperoleh layanan 100%
evakuasi korban penyelamatan dan evakuasi ?
kebakaran korban kebakaran

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




- 106 -

0. Pelayanan Perizinan

Pada saat ini pengurusan perizinan sudah sangat efektif. Rata-rata

lama mengurus perizinan di Kota Madiun membutuhkan proses selama 5

(lima) hari kerja. Jumlah persyaratan yang harus dilengkapi jumlahnya

berbeda-beda sesuai perizinan yang akan diurus. Hal ini dapat dilihat

sesuai tabel di bawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan

beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada

survei lapangan.

Tabel 2. 61 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2023

Jumlah . . .
NO Uraian Lama Mgngurus Persyaratan Biaya Retribusi
Izin (dokumen) (Rp,00)
1 2 3 4 5
A [Pelayanan Perizinan
Non Berusaha
1 |Izin Pemakaian S (Lima) 3 (Tiga) Tidak Ada
Kekayaan Daerah
Bahu Badan Jalan
2 |lzin Pemakaian S (Lima) 4 (Empat) Tidak Ada
Kekayaan Daerah
Penurunan Trotoar
3 [lzin Pemakaian S (Lima) 3 (Tiga) Tidak Ada
Kekayaan Daerah
Gedung dan/atau
Lapangan
4 |Izin Pemakaian S (Lima) 4 (Empat) Tidak Ada
Kekayaan Daerah
Tanah dan/atau
Bangunan
S [lzin Pemakaian S (Lima) S (Lima) Tidak Ada
Kekayaan Daerah
Lahan Parkir
6 |Persetujuan S (Lima) 9 (Sembilan) Tidak Ada
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(PKKPR) non Berusaha
7 [lzin Penempatan S (Lima) 13 (Tiga Belas) Tidak Ada
Bangunan Reklame
8 |lzin Reklame Insidentil 5 (Lima) 5 (Lima) Tidak Ada
9 |Izin Reklame Permanen 5 (Lima) 9 (Sembilan) Tidak Ada
10 |Izin Praktik Psikolog 5 (Lima) 8 (Delapan) Tidak Ada
Klinis
11 |Izin Praktik Perawat 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
12 |Izin Praktik Bidan 5 (Lima) 7 (Tujuh) Tidak Ada
13 |lzin Praktik Tenaga 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Gizi
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1 2 3 4 5

14 [Izin Kerja Tenaga Gizi S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada

15 [lzin Praktik Apoteker S (Lima) 9 (Sembilan) Tidak Ada

16 [Izin Praktik Tenaga S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Teknis Kefarmasian

17 [Izin Praktik S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Fisioterapis

18 [Izin Kerja Fisioterapis S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada

19 [Izin Praktik Okupasi S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Terapis

20 [Izin Kerja Okupasi S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Terapis

21 [Izin Praktik Terapis S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Wicara

22 [Izin Kerja Terapis 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Wicara

23 |Izin Praktik Akupuntur 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Terapis

24 |Izin Kerja Tenaga 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Sanitarian

25 [Izin Kerja Perekam 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Medis

26 [Izin Praktik Teknisi 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Kardiovaskuler

27 |lzin Kerja Refraksionis 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Optisien

28 [Izin Kerja Optometris 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada

29 |Izin Kerja Teknisi Gigi 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada

30 [Izin Praktik Terapis S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Gigi dan Mulut

31 |Izin Praktik Penata 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Anestesi

32 |Izin Kerja Radiografer 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada

33 |Izin Praktik Ahli 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Teknologi
Laboratorium Medik

34 |lzin Praktik Fisikawan S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Medis

35 |lzin Praktik Ortotis S (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Prostetis

36 [Izin Praktik 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Elektromedis

37 [Izin Praktik Tenaga 5 (Lima) 7 (Tujuh) Tidak Ada
Kesehatan Tradisional
Interkontinental;

38 |Izin Praktik Teknisi 5 (Lima) 6 (Enam) Tidak Ada
Pelayanan Darah

39 [Izin Tukang Gigi 5 (Lima) 4 (Empat) Tidak Ada
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1 2 3 4 5
40 |lzin Praktik Dokter S (Lima) 7 (Tujuh) Tidak Ada
Hewan/Dokter Hewan
Spesialis
41 |lzin Penempatan S (Lima) 7 (Tujuh) Tidak Ada
Pedagang Pasar;
42 [Izin Promosi dalam S (Lima) 5 (Lima) Tidak Ada
Pasar;
43 [Izin Reklame dalam S (Lima) 4 (Empat) Tidak Ada
Pasar;
44 [Izin Pengelolaan Parkir S (Lima) 3 (Tiga) Tidak Ada
Pasar;
45 [Izin Pengelolaan Kamar S (Lima) 3 (Tiga) Tidak Ada
Mandi/ WC Pasar;
46 |Persetujuan Bangunan
dan Gedung (PBG);
-Fungsi Hunian 5 (Lima) 2 (Dua) L x Indeks
Lokalitas x SHST x
Indeks terintegrasi
x Indeks
Bangunan Gedung
Terbangun
-Fungsi Usaha 5 (Lima) 2 (Dua) L x Indeks
Lokalitas x SHST x
Indeks terintegrasi
x Indeks
Bangunan Gedung
Terbangun
-Fungsi Sosbud 5 (Lima) 2 (Dua) L x Indeks
Lokalitas x SHST x
Indeks terintegrasi
x Indeks
Bangunan Gedung
Terbangun
-Fungsi Keagamaan 5 (Lima) 2 (Dua) L x Indeks
Lokalitas x SHST x
Indeks terintegrasi
x Indeks
Bangunan Gedung
Terbangun
-Fungsi Campuran 5 (Lima) 2 (Dua) L x Indeks
Lokalitas x SHST x
Indeks terintegrasi
x Indeks
Bangunan Gedung
Terbangun
47 [Pencabutan Surat Izin 5 (Lima) 4 (Empat) Tidak Ada
Tenaga Kesehatan
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1 2 3 4 5
48 |Konsultasi Laporan 1 (Satu) 30 menit Tidak Ada
Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM);
49 |Pengaduan Perizinan 30 menit - Max 3 Konsultasi dan Tidak Ada
Berusaha dan Non Hari Pengaduan Secara
Berusaha; Langsung/Tatap
muka: 2 (Dua)
Konsultasi dan
Pengaduan Secara
Online: 3 (Tiga)
B [Pelayanan Perizinan
Berusaha
1 |Izin Penyelenggaraan S (Lima) 9 (Sembilan) Tidak Ada
Satuan Pendidikan
Dasar;
2 |lzin Penyelenggaraan 5 (Lima) 9 (Sembilan) Tidak Ada
PAUD dan Pendidikan
NonFormal,
3 |Perizinan Berusaha Sesuai Service UMK Perorangan: Tidak Ada

Berbasis Risiko yang
menjadi Kewenangan
DPMPTSP Kota
Madiun;

Level Agreement

3 (Tiga)

pada sistem OSS
berdasarkan

UMK Badan Usaha:

6 (Enam)

sektor

Non UMK: 6 (Enam)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

p- Pelayanan Perindustrian

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya

menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2022, kecamatan yang

memiliki jumlah industri terbanyak adalah Kecamatan Taman yaitu 11

industri yang hanya dapat menyerap tenaga kerja sebesar 238 orang.

Namun kecamatan Manguharjo dengan jumlah industri hanya sebanyak

9 industri mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar yaitu

sebanyak 4782 orang, yang juga merupakan penyerapan tenaga kerja

terbanyak dibanding kecamatan lain.

Tabel 2. 62 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di

Kota Madiun, Tahun 2019 - 2023

Industri Besar Sedang Tenaga Kerja
No. | Kecamatan
2019|2020 (2021 [2022] 2023 | 2019 | 2020|2021 [ 2022 | 2023
1 |Manguharjo| 5 5 6 9 12 | 1874 | 187428184782 | 4819
2 |Taman 10 9 10 | 11 13 345 | 325 | 412 | 238 | 271
3 |Kartoharjo 7 7 7 7 8 294 | 294 | 311 | 369 | 371
Jumlah 22 21 23 | 27 | 33 | 2513 |2493|3541|5389| 5461

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun
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q- Pelayanan Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan
perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan
ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan
masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan
kapasitas pasar, Jumlah pasar umum di Kota Madiun tahun 2023
terdapat 9 unit, pasar khusus 2unit dan pasar desa 6 unit dengan jumlah

pedagang tetap sebanyak 3.524 pedagang.

Tabel 2. 63 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, Tahun

2019-2023
Tahun

No. Sarana Perdagangan

2019 2020 2021 2022 2023
1. Pasar Umum 9 9 9 9 9
2. Pasar Khusus 3 2 2 2 2
3. Pasar Desa 6 6 6 6 6
4. Pedagang Tetap 3.485 3.555 3.143 | 3.320 | 3.524

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Madiun

r.

Pelayanan Kepariwisataan

Pelayanan kepariwisataan di Kota Madiun dilakukan dengan
mendata dan membina destinasi pariwisata untuk dikembangkan serta

mendata dan membina pelaku ekonomi kreatif, perkembangan data

jumlah destinasi pariwisata yang dibina sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 64 Data Jumlah Destinasi Pariwisata yang dibina, 2023

Tahun
No Destinasi Pariwisata

2023
1 | Lapak/ODTW 35 tempat
2 | THM/Karaoke 21 tempat
3 | Cafe 66 tempat
4 | Rumah Makan 68 tempat
S5 | Restoran 68 tempat
6 | Hotel 36 tempat

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Sedangkan data jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun

sebagaimana tabel di bawah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



-111 -

Tabel 2. 65 Pelaku Ekonomi Kreatif, 2023

No Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun
2023

1 | Seni Pertunjukan 25 Seni
2 | Fesyen 28 pelaku
3 | Kriya (kerajinan tangan) 12 pelaku
4 | Kuliner 66 pelaku
S | Fotografi 15 pelaku
6 | Musik 8 prlaku
7 | Periklanan 1 pelaku
8 | Seni Rupa 1 pelaku
9 | Film Animasi 1 pelaku

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Serta kontribusi pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat

sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 66 Kontribusi pada PDRB, 2023

Tahun
Uraian Data
2019 2020 2021 2022 2023
Kontribusi
Pariwisata 8,86 -7,98 3,21 9,96 6,93
terhadap PDRB

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

S. Pelayanan Kepegawaian

Fungsi pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berperan
penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian
penempatan dan promosi jabatan, dan dinamika kinerja ASN.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7
Tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi
penunjang pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja persentase
penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya serta Indeks
Profesionalitas ASN dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari
kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Capaian indek
profesionalitas asn dan persentase penempatan ASN sesuai dengan

kompetensinya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. 67 Pelayanan Kepegawaian, 2019-2023

. Capaian | Capaian | Capaian | Capaian | Capaian
No Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indeks
1 Profesionalitas ASN 72,03 46,49 49,72 79,88 83,38
Persentase
o |Penempatan ASN 17,25 | 34,38 71% | 63,22% | 67,82%
sesuai dengan
Kompetensinya
Sumber: BKPSDM Kota Madiun
t. Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan
mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka
mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan
dengan

sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan

kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan
informasi. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik yang digunakan Dinas
Komunikasi dan Informatika dalam untuk mengukur keberhasilannya

seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2. 68 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika, 2019-2023

. Capaian | Capaian | Capaian | Capaian | Capaian
No Indikator 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Tingkat
1 | Keterbukaan 87,10 87,25 97,33 99,25 96,71
Informasi Publik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

u. Pelayanan Statistik

Bidang urusan statistik daerah mempunyai tugas dan fungsi
pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil
pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar
dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang
mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data
kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan
indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan

aspek daya saing daerah.
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Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama
dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota
Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang
digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang
tersedia oleh Kota Madiun. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator
urusan statistik antara lain Buku Analisis ASPM (Analisa Situasi
Pembangunan Manusia) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua)
buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan

dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2. 69 Capaian Pelayanan Statistik, 2019-2023

. Capaian | Capaian Capaian | Capaian | Capaian
No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
1 Buku Analisis ada ada ada ada ada
ASPM
Buku Data ada ada ada ada ada
2
Sektoral
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
V. Pelayanan Persandian

Salah satu urusan wajib di luar pelayanan dasar yang perlu diatur
oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah
terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan
urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah telah dijelaskan terkait pembagian wurusan
pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan
Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan,
keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari
layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten
informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan
perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan
yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari
jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata
kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi

per bulannya.
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Tabel 2. 70 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika, 2019-2023

Capaian | Capaian | Capaian | Capaian | Capaian

No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Tingkat Keamanan
1 | Informasi - 65% 83,57% 96,74% 96,74%
Pemerintah

Sumber: Dinas KOmunikasi dan Informatika Kota Madiun

W. Pelayanan Perkoperasian

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang
koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat
digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan. Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang
dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau
koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023, persentase
koperasi aktif, jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di
Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan dan penurunan
diakibatkan jumlah koperasi yang mengalami penambahan dan
pengurangan selama kurun waktu tahun 2019-2023 sebagaimana

terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 71 persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2019-2023

Uraian Lelinitn
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Koperasi 308 155 156 156 156
Jumlah Koperasi 302 153 154 156 140
Aktif
persentase Koperasi 98,05 98,71 98,71% 100% | 89,74%
Aktif

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi
lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing
daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau
infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator

aspek daya saing daerah sebagai berikut:
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a. Fokus kemampuan ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator
ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Atas Harga
Berlaku (ADHB) maupun Atas Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan
ekonomi dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di
suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat pada
tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 72 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 (%)

Tahun Pertumbuhan Ekonomi
2019 5,69
2020 -5,34
2021 4,79
2022 5,52
2023 5,80
Sumber: BPS Kota Madiun
8
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Gambar 2. 25 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota
Madiun Tahun 2019-2023 (%)
Laju pertumbuhan ekonomi, Nasional, Provinsi dan Kota Madiun,
untuk kota madiun selalu di atas Provinsi dan Nasional, hanya saja pada
saat terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 perekonomian

Kota Madiun di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

8
6 5,69 5,52
4
2
0
5 2019 2021 2022
-4
-6

-5,34

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2023
Gambar 2. 26 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 (%)
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Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun selama periode 2020-2023
menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 hingga
2022 laju pertumbuhan mengalami peningkatan yang signifikan dari minus
3,39% pada tahun 2020 hingga mencapai minus 4,79% pada tahun 2021.
Data BPS menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun
meningkat dari 4,79% pada tahun 2021 menjadi 5,52% di tahun 2022 dan
pada tahun 2023 menjadi 5,8.

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada

tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 2. 73 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020 - 2023

Tahun
Lapangan Usaha Rata-rata
2020 | 2021 2022 2023

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 11,57 | -7,26 | -5,67 4,79 0,86
Pertambangan dan Penggalian -5,65 | -4,12 | -8,49 -5,53 -5,95
Industri Pengolahan -12,84| 7,10 2,17 7,98 1,10
Pengadaan Listrik dan Gas 1,98 2,95 7,95 5,38 4,57
e et Sampal | 56 | 628 | 350 | 421 | 47
Konstruksi -4,71 | -0,90 8,24 4,83 1,87
Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi dan persewaan Mobil dan -11,18| 10,16 | 7,98 5,60 3,14
Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan -4,38 | 7,17 16,90 11,64 7,83
:;eiiirler;illaan Akomodasi dan Makan 708 | 321 9,96 6.93 3,03
Informasi dan Komunikasi 16,12 | 4,75 5,94 6,17 8,25
Jasa Keuangan dan Asuransi -0,66 | 0,47 0,32 2,82 0,74
Real Estate 0,33 1,19 5,09 4.35 2,74
Jasa Perusahaan -3,18 | 0,77 5,26 6,12 2,24
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2223 | 0:99 | 043 | 051 | 079
Jasa Pendidikan 1,97 0,54 0,59 03,17 1,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,08 5,46 3,29 3,20 5,48
Jasa Lainnya -10,68| 4,08 12,11 9,39 3,73

PDRB -3,39 | 4,79 5,52 5,80 3,18

Sumber: BPS Kota Madiun
Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.73 di atas,

Pertumbuhan yang tinggi tahun 2022 berada pada sektor transportasi dan
pergudangan yang mencapai (16,9%), jasa lainnya sebesar (12,11%) dan
Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar (9,96%), hal ini ditopang
oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang

mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan.
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PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020-2023 Kota

Madiun sebagai berikut:

Tabel 2. 74 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 — 2023 (Milyar Rupiah)

. TAHUN
No Uraian
2020 2021 2022 2023
j | Pertanian, Kehutanan 120,59 108,70 110,35 121,77
dan Perikanan
Pertambangan dan 2,95 2,91 2,72 2,65
Penggalian
Industri Pengolahan 2.030,28 1.985,25 2.099,37 2340,47
gzr;gadaan Listrik dan 11,48 11,72 12,89 13,75
Pengadaan Air dan
S | Pengolahan Sampah, 30,4 32,65 34,76 36,82
Limbah & Daur Ulang
6 | Konstruksi 798,95 805,73 935,22 1005,19
Perdagangan Besar dan
7 | Eceran, Reparasi dan 3.311,32 | 3.712,41 | 4.216,70 | 4608,99
Persewaan Mobil dan
Motor
g | Transportasi dan 477,53 516,72 643,89 740,48
Pergudangan
g | Penyediaan Akomodasi 661,55 716,40 811,41 900,81
dan Makan Minum
10 | Informasi dan Komuniasi 2.172,16 2.296,07 2.435,44 2632,13
11 | Jasa Keuangan dan 1.423,02 | 1.462,62 | 1.583,93 | 1668,21
Asuransi
12 | Real Estate 381,91 388,09 413,30 438,04
13 | Jasa Perusahaan 97,71 100,68 108,69 117,38
Administrasi
14 | Pemerintahaan, . 452,66 447,71 454,35 465,47
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
15 | Jasa Pendidikan 1.109,27 1.113,54 1.135,80 1202,87
16 | Jasa Kesehatan dan 212,57 227,26 240,59 256,87
Kegiatan Sosial
17 | Jasa Lainnya 474,94 506,98 586,23 664,37
PDRB ‘ 13519,88 | 13.769,29 | 14.435,43 | 17256,23

Sumber: BPS Kota Madiun

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.74 di atas, sektor

terbesar pada tahun 2020 adalah sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar 3.311,32 miliar.

Sektor terbesar kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 2.172,16

miliar. Jika dilihat pada tahun 2023, PDRB ADHB tertinggi juga ditempati

oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil

dan motor sebesar 4.608,99, diikuti sektor informasi dan komunikasi

sebesar 2.632,13. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun

merupakan kota industri yang mendorong munculnya bisnis baru yang

dapat meningkatkan PDRB sektor lain.
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Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB menurut
lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 s/d 2023 sebagai
berikut:

Tabel 2. 75 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 - 2023 (Milyar Rupiah)

No Uraian TAHUN
2020 2021 2022 2023
] Perjcaman, Kehutanan dan 84,38 78.26 73,82 77.36
Perikanan
2 | Pertambangan dan Penggalian 2,08 1,99 1,82 1,72
3 | Industri Pengolahan 1.637,31| 1.532,38 | 1.565,69 | 1690,61
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 8,78 9,04 9,76 10,28
Pengadaan Air dan
S5 | Pengolahan Sampah, Limbah 23,34 24,80 25,67 26,75
& Daur Ulang
6 | Konstruksi 616,69 611,17 661,51 693,46
Perdagangan Besar dan
7 | Eceran, Reparasi dan 2.233,21] 2.460,08 | 2.656,42 | 2805,14
Persewaan Mobil dan Motor
8 | Transportasi dan Pergudangan 318,4 341,24 398,92 445,33
g | Penyediaan Akomodasi 514,6 | 531,10 | 583,98 | 624,48
Dan Makan Minum
10 | Informasi dan Komunikasi 1.940,86| 2.032,96 | 2.153,80 | 2286,79
11| Jasa Keuangan dan Asuransi 941,3 945,67 948,75 975,52
12| Real Estate 263,89 267,05 280,64 292,84
13| Jasa Perusahaan 74,9 75,48 79,45 84,31
Administrasi Pemerintahaan,
14 | Pertahanan dan Jaminan 315,18 312,05 310,70 312,28
Sosial Wajib
15| Jasa Pendidikan 783,82 788,06 792,75 817,91
1| Jasa Kesehatan dan Keglatan |, 55 40| 16156 | 167,10 | 172,55
Sosial
17| Jasa Lainnya 350,22 364,51 408,67 447,05
PDRB 10.262,44 | 10.537,70 |11764,40

Sumber: BPS Kota Madiun

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.75 di atas, PDRB
ADHK menunjukan bahwa pada tahun 2023, sektor yg tertinggi adalah
sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan
motor sebesar 2.805,14 miliar. Sektor terbesar kedua adalah sektor
informasi dan komunikasi sebesar 2.286,79 miliar. Jika dilihat pada tahun
2020 hingga 2023, PDRB ADHK tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan
besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, kemudian
disusul oleh sektor informasi dan komunikasi serta di posisi ke-tiga industri

pengolahan. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan PDRB ADHB, sektor
dengan PDRB ADHK terendah yaitu sektor pertambangan dan penggalian.
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Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan

Usaha sebagai berikut:

Tabel 2. 76 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 - 2023 (%)

Tahun Rata-
Lapangan Usaha
2020 | 2021 | 2022 2023 rata
PerFan1an, Kehutanan, dan 088 | 0,74 | 0,70 0,71 0.76
Perikanan
Pertambangan dan 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 0,02
Penggalian
Industri Pengolahan 14,74 | 15,3 | 13,27 13,56 14,22
Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 | 0,08 | 0,08 0,08 0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 0,22 0,22 0,22 0,21 0,22
Ulang
Konstruksi 5,8 5,48 5,91 6,83 6,01
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi dan
persewaan Mobil dan Sepeda 24,05 | 25,25 | 26,64 26,71 25,66
Motor
Transportasi dan
3,47 | 3,52 | 4,07 4,52 3,90
Pergudangan
Penyedlaa}n Akomodasi dan 4.8 4.87 | 5,13 529 5.01
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 15,78 | 15,62 | 15,39 15,25 15,51
Jasa Keuangan dan 10,33 | 9,55 | 10,01 | 9,67 9,89
Asuransi
Real Estate 2,77 | 2,64 | 2,61 2,54 2,64
Jasa Perusahaan 0,71 0,68 | 0,69 0,68 0,69
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 3,29 3,05 | 2,87 2,70 2,98
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 8,06 7,58 7,18 6,97 7,45
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 1,54 1,55 1,52 1,49 1,53
Jasa Lainnya 3,45 3,45 3,70 3,85 3,61
PDRB 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kota Madiun

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.76 di atas, sektor yang
paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata
kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,66% per
tahun. Dengan tren yang fluktuatif dalam kurun waktu 2020-2023,
kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus
meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai Kota

perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur.
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Kontribusi terbesar kedua adalah sektor informasi dan komunikasi
dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,51% per tahun dimana kontribusi
terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 15,78%. Adapun
dalam satu tahun terakhir tepatnya di tahun 2023, ternyata untuk sektor
yang memberikan dampak paling besar adalah perdagangan besar dan
eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor dengan angka
kontribusi sebesar 25,66%. Sektor informasi komunikasi memberikan
kontribusi terbesar kedua sebesar 15,51% dan sektor industri pengolahan
dengan kontribusi sebesar 14,22%. Selanjutnya, PDRB perkapita menurut
lapangan usaha 2020 s/d 2023 yaitu, sebagai berikut:

Tabel 2. 77 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.)
Tahun 2019 - 2023

TAHUN NILAI
2019 79,65
2020 69,46
2021 73,50
2022 79,81
2023 86,28

Sumber: BPS Kota Madiun

PDRB per kapita Kota Madiun menurut lapangan usaha selama
tahun 2019-2023 menunjukkan trend kenaikan pada angka 79,65 pada
tahun 2019 dan mengalami kenaikan 6,67 poin selama kurun waktu 5
tahun di angka 86,28 pada tahun 2023. namun mulai tahun 2022-2023
BPS tidak merilis data PDRB persektor.

Tingkat Inflasi Kota Madiun cenderung stabil. Perkembangan inflasi
di Kota Madiun tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada

gambar di bawah ini:

Sumber: BPS Kota Madiun
Gambar 2. 27
Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 (%)
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Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.27 di atas, dapat
dilihat bahwa pada tahun 2019 sebesar 2,20% dan 2020 di angka 1,86%.
Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 3,7
poin dari tahun 2021 sehingga inflasi Kota Madiun pada tahun 2022 di
angka 5,70% dan pada tahun 2023, terjadi penurunan inflasi menjadi
2,35%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga

bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya.

b. Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah /infrastruktur daerah salah satunya
dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di
Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi kewenangan Kota

Madiun.

Tabel 2. 78 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun Kon@isi Sedang Rusak Rusak Total
Baik Ringan Berat Jalan
2019 405,54 26,25 0 1,305 433,104
2020 413,100 31,6 0 1,93 450,885
2021 448,820 0 0 1,925 450,745
2022 411,955 17,580 1,751 2,199 433,485
2023 414,056 11,962 2,280 5,187 433,485

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun
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Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun

Gambar 2. 28
Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.78 dan Gambar 2.28
di atas, kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan
rusak berat. Selama tahun 2019 hingga tahun 2022 kondisi jalan
berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang

jalan dalam kondisi baik sepanjang 405,54 km pada tahun 2019.
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Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan
memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah
pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan
dengan sistem pemeliharaan rutin untuk kondisi jalan rusak ringan,
kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan
kondisi rusak berat dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau
dengan peningkatan jalan. Secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah
memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 terdapat penurunan
kualitas dari kondisi baik dari 448,820 km pada tahun 2021 turun menjadi
411,955 km pada tahun 2022. Akibat penurunan jumlah jalan kondisi baik
tersebut maka untuk jalan yang rusak sedang, rusak ringan dan rusak
berat mengalami kenaikan sebesar 17,580 km untuk jalan dengan rusak
sedang, 1,751 km untuk jalan dengan rusak ringan dan 2,199 km untuk
jalan dengan rusak berat.

Pada tahun 2023, kualitas jalan yang berkualitas baik mengalami
penurunan menjadi 414,056 dari tahun 2022. Lebih lanjut, panjang jalan
dengan kondisi rusak ringan mengalami peningkatan sepanjang 0,529 km
dari tahun 2022, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat

mengalami peningkatan sepanjang 2,988 km dari tahun 2022.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya
saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka
penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Madiun diarahkan
untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi
perdagangan dan perindustrian. Peningkatan tersebut akan menunjang
sasaran meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB
di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal
(investasi) di Kota Madiun diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perkembangan jumlah realisasi investasi di

Kota Madiun tahun 2019-2023 sebagai berikut:
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Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 2. 29
Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.29 di atas, dapat
dilihat bahwa pada tahun 2023 realisasi investasi yang masuk di Kota
Madiun tercatat sebesar 236 miliar atau melampaui target yang telah
ditetapkan senilai 194 miliar. Sesuai data yang masuk bahwa mayoritas
investasi disumbang dari sektor perdagangan sekitar 60% dan selebihnya

dari sektor perhotelan, restoran serta usaha jasa lainnya.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat

pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

83,71
82,27
81,93
80,88

2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: BPS Kota Madiun
Gambar 2. 30
Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.30 di atas, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan.
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Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen
penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan
Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun
tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan

sudah cukup baik dan dipertahankan dan ditingkatkan di masa
mendatang.

Tabel 2. 79 Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2019 - 2023

Indeks Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2019 2020 2021 2022 2023

IPM 80,88 | 81,93 | 82,27 | 83,02 83,71

Umur Harapan Hidup 72,75 72,81 72,83 73,13 73,44

Harapan Lama Sekolah 14,39 14,40 14,41 14,43 14,44

Rata-rata Lama Sekolah 11,13 11,14 11,37 11,67 11,82

Pengeluaran per kapita (Rp 000) | 16.040 | 16.018 | 16.095 | 16.503 | 17.115

Sumber: BPS Kota Madiun

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.79 di atas,
Perkembangan IPM dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023
mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 nilai IPM Kota Madiun mencapai 80,88
dan pada tahun 2023 mencapai 83,71. Kenaikan nilai IPM dapat diartikan
sebagai tanda pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan.
Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi diatas 80 poin, dan

menempati posisi tertinggi ketiga setelah Kota Malang dan Kota Surabaya
di Provinsi Jawa Timur.

72,29 72,91
2,14 2,75
2019 2020 2021 2022

m Kota Madiun Jawa Timur Nasional
Sumber: BPS Kota Madiun

Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota
Madiun Tahun 2019-2023

Sekedar menginformasikan, Indeks Pembangunan Manusia
Kota Madiun menduduki urutan ke-3 se Provinsi Jawa Timur setelah

Kota Surabaya dan Kota Malang, akan tetapi berada di atas Nasional dan

Provinsi Jawa Timur.
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2.2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan

dan realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk
melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Prioritas pembangunan
daerah di Kota Madiun berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh
pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang
dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan

yaitu, sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kota Madiun

lisasi Ki Pada T Realisasi
Kinerja dan Realisasi
e Capaian
Urusan/ Bidang Realisasi Capaian Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja ,ll.z;“m 2;/2:‘ Tingkat Capaian Kinerja |Kinerja dan| Perangkat
Kode Urusan/ Program/ Indikator Program/ ) ‘Target RPJMD pada Kinerja RP. JB:D s/d Anggaran RKPD Tahun dan Realisasi Anggaran (Akhir dan Realisasi Anggaran | Anggaran Daerah
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2019 s/d 2024 RKPD (2022) Berjalan yang di Evaluasi 1 I I N2 RKPD Tahun 2023 (%) Tahun Renstra PD s/d Tahun |RKPD yang| Penanggung
Kegiatan (2023) PAK PAK 2024 (%) di Evaluasi Jawab
Renja PD ’l‘za;:;;
Tahun
2024)
5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 ey 5% 14-6+12 e
L ) 3 " 100% 100% 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K (%) ‘(E}:)
1|12 PENGELOLAAN Wajib Belajar 9 Tahun % 100 (498.036.453.858,00( 100 | 86.482.747.671,00 100 [113.775.180.835,00| 100 (4.436.758.660,00| 100 (56.961.060.579,00| 100 (11.686.873.118,00 100 [10.552.763.546,00 100 (83.637.455.903,00 100% | 74% | 100 |170.120.203.574,00| 100% |34%
PENDIDIKAN
1[1|2 f2.01| [Fengelolaan Pendidikan g:;';;‘“l ¢ sekolah yang dikelola) -, 100 [291.026.365.524,00| 100 | 41.637.468.487,00] 100 | 76.114.604.735,00 100 |2.554.155.718,00| 100 |52.258.845.487,00 100 | 3.993.974.129,000 100 | 4.450.005.928,00| 100 |63.256.981.262,00 100% | 83% | 100 [104.894.449.749,00 100% |22%
Rehabilitasi Uumlah Ruang Kelas yan, Dinas
1|1 2 [2.01| 8 [Sedang/Berat Ruang [ Ruang yang Ruang | 238 | 82.575.157.150,000 0 16.688.221.564,00( 68 2.112.207.499,00 0 2.900.000,00| 28 437.954.868,00 17 486.894.929,00 17 188.682.262,00] 62 1.116.432.059,000 91% | 53% | 62 17.804.653.623,00 26% |22% S
Roiee irehabilitasi Sedang/Berat Pendidikan
1/1] 2 |2.01|16|Reng2daan Perlengkapan [Jumiah Perlengkapan Sekolah Unit | 9760 | 98.855.310.800,00{ 0 0,00 4880 | 49.427.655.400,00 0 48.388.866,00( 4600 | 49.130.202.330,00{ 0 13.795.000,00{ 0 141.916.652,00] 4600 | 49.334.302.848,00] 94% | 100% | 4600 | 49.334.302.848,00] 47% |50% [2naS
Sekolah lyang Tersedia [Pendidikan
Penyelengaraan Proses ;. 101 Satuan Pendidikan yang )
Belajar dan Ujian bagi B Satuan Dinas
1f1] 2 [2.01]23 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1 1.625.769.115,00[ 1 567.506.337,00] 1 253.281.000,00{ 0 60.480.790,00] 0 46.823.900,00, 0 65.126.000,00] 1 75.980.300,00] 1 248.410.990,00| 100% | 98% 1 815.917.327,00| 100% | 50% S
Peserta Didik (SDNO1 | 1o ons Pendidikan| Pendidikan
[Kartoharjo) J
ge?y.ﬂe‘;ga’%af‘ Prlfse.s Jumlah Satuan Pendidikan yang | i
1)1] 2 |2.01|oa|Belajar dan Ujian bagi y; .., e1engparakan Proses Belajar [, SatUan 1 627.626.723,00 1 267.294.129,00[ 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0,00, 0% 0% 1 267.294.129,00 100% | 43% [5285
Peserta Didik (SDN 02 ye engs: Yar Ipendidikan| g g g ’ g , Pendidikan
) dan Ujian
Kartoharjo)
Penyelengaraan Proses |,y satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi " Satuan Dinas
1f1] 2 [2.01]23 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1 816.135.500,00] 1 233.204.609,00 1 345.753.000,00 0 30.649.435,00, 0 71.805.717,00 0 109.722.000,00( 1 119.441.500,00[ 1 331.618.652,00| 100% | 96% 1 564.823.261,00| 100% | 69% S
Peserta Didik (SDN03 | oy ons Pendidikan| Pendidikan
Kartoharjo) J
Penyelengaraan Proses |5, 10101 Sauan Pendidikan yang ;
Belajar dan Ujian bagi Satuan . N . ., |Dinas
11| 2 |2.01f23[p, . Menyelenggarakan Proses Belajar 1 1.446.158.150,00| 1 638.098.670,00 1 293.566.000,00{ 0 73.486.091,00, 0 64.440.000,00 0 76.617.500,00] 1 66.031.700,00( 1 280.575.291,00| 100% | 96% 1 918.673.961,00| 100% | 64% S
eserta Didik (SDN 01 |3 SH/ 7 Pendidikan| Pendidikan
Klegen)
Penyelengaraan Proses |,y satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi " Satuan Dinas
1f1] 2 [2.01]23 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1 814.302.638,00] 1 344.351.068,00[ 1 189.916.000,00, 0 33.157.838,00, 0 30.424.000,00 0 42.498.000,00 1 55.550.000,00( 1 161.629.838,00| 100% | 85% 1 505.980.906,00| 100% | 62% S
Peserta Didik (SDN 02 3= oM Pendidikan| Pendidikan
Klegen)
Penyelengaraan Proses |5, 1011 Sauan Pendidikan yang ;
Belajar dan Ujian bagi Satuan . . . ., |Dinas
1/1] 2 [2.01)23(7 . Menyelenggarakan Proses Belajar 1 1.492.648.000,00| 1 651.805.673,00[ 1 306.973.000,00{ 0 53.815.359,00 0 88.955.939,00 0 46.011.000,00] 1 268.537.298,00 1 457.319.596,00| 100% | 149% | 1 1.109.125.269,00| 100% | 74% S
eserta Didik (SDN 03 |3 SH/ 7 Pendidikan| Pendidikan
Klegen)
Penyelengaraan Proses |5, 1011 Sauan Pendidikan yang ;
Belajar dan Ujian bagi Satuan . N . o, |Dinas
11| 2 |2.01f23[p, . Menyelenggarakan Proses Belajar 1 604.104.965,00{ 1 285.103.798,00[ 1 152.626.000,00{ 0 32.477.612,00, 0 23.241.000,00 0 55.023.300,00] 1 32.071.400,00] 1 142.813.312,00| 100% | 94% 1 427.917.110,00| 100% | 71% S
eserta Didik (SDN 04 |3 SH/ 7 Pendidikan| Pendidikan
Klegen)
Penyelengaraan Proses |10y satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
1[1] 2 [2.01]23 . Menyelenggarakan Proses Belajar U 1 1.420.023.320,00[ 1 593.264.987,00 1 334.228.000,00 0 83.815.161,00] 0 70.316.900,00 0 89.949.500,00] 1 78.110.000,00) 1 322.191.561,00] 100% | 96% 1 915.456.548,00| 100% | 64% S
Peserta Didik (SDN Oro - |1 Pendidikan| Pendidikan
(Oro Ombo) an Ljian
Penyelengaraan Proses |01 Satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan . N . o, |Dinas
1{1] 2 [2.01]2s{; . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1 555.464.400,00] 1 201.090.451,00 1 292.132.000,00{ 0 26.659.300,00] 0 71.856.220,00 0 107.177.250,00| 1 75.512.007,00] 1 281.204.777,00( 100% | 96% 1 482.295.228,00| 100% | 87% S
eserta Didik (SDN 01 |3 oot Pendidikan| Pendidikan
Rejomulyo) an Ll
Penyelengaraan Proses |\ 110y sauan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi " Satuan Dinas
1[1] 2 [2.01]23 . Menyelenggarakan Proses Belajar U 1 654.999.250,00{ 1 285.744.927,00] 0 0,000 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00, 0 0,00 0% | 0% 1 285.744.927,00| 100% | 44% S
Peserta Didik (SDN02 | /oy ons Pendidikan| Pendidikan
Rejomulyo) J
Penyelengaraan Proses |10 Satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan . N . o, |Dinas
1{1] 2 [2.01]2s{; . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1 881.297.450,00| 1 311.718.323,00[ 1 158.442.000,00{ 0 37.986.493,00, 0 31.700.208,00 0 34.027.400,00] 1 46.799.900,00 1 150.514.001,00| 100% | 95% 1 462.232.324,00| 100% | 52% S
eserta Didik (SDN 01 |3 oot Pendidikan| Pendidikan
Kanigoro) an Ui
Penyelengaraan Proses  |; 1o Satuan Pendidikan yang )
Belajar dan Ujian bagi ? Satuan Dinas
1f1] 2 [2.01]2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1 904.402.885,00 1 361.244.304,00[ 1 254.492.000,00{ 0 57.486.099,00 0 72.234.800,00 0 74.126.800,00 1 47.923.000,00] 1 251.770.699,00| 100% | 99% 1 613.015.003,00| 100% | 68% S
Peserta Didik (SDN02 | /o ons Pendidikan| Pendidikan
Kanigoro) J
Penyelengaraan Proses |,y satuan Pendidikan yang ;
Belajar dan Ujian bagi " Satuan Dinas
1f1] 2 [2.01]23 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1 1.257.517.533,00[ 1 394.778.543,00[ 1 226.001.000,00{ 0 47.321.649,00] 0 47.671.010,00, 0 60.138.000,00] 1 36.640.000,00] 1 191.770.659,00| 100% | 85% 1 586.549.202,00| 100% | 47% S
Peserta Didik (SDN03 | /oot Pendidikan| Pendidikan
Kanigoro) J
Penyelengaraan Proses  |; 1 Satuan Pendidikan yang A
Belajar dan Ujian bagi B Satuan o o o o, |Dinas
1f1] 2 [2.01]23 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1 573.640.200,00{ 1 260.952.121,00[ 1 162.225.500,00{ 0 39.527.691,00] 0 37.768.300,00 0 24.835.400,00 1 55.923.300,00( 1 158.054.691,00| 100% | 97% 1 419.006.812,00| 100% | 73% S
Peserta Didik (SDN dan Ujian Pendidikan| Pendidikan
Sukosari)
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5 6 7 8 9 10 11 12-849+10+11 e 14=6+12 e
1 2 3 4 16
Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp. K (%) |RP. (%) Rp. K(%) | o
Penyelengaraan Proses | ;1o satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01/23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 845.740.200,00 549.999.438,00 347.985.800,00| 56.165.377,00) 72.358.000,00) 92.953.500,00 113.957.000,00) 335.433.877,00| 100% | 96% 885.433.315,00 100% [105% S
Peserta Didik (SDN o it Pendidikan| Pendidikan
Pilangbango) N
Penyelengaraan Proses |5, 1.1 Satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01/23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.717.043.250,00) 507.316.550,00 160.295.500,00) 31.957.660,00 27.657.000,00) 39.057.800,00 51.962.500,00) 150.634.960,00[ 100% | 94% 657.951.510,00 100% |38% S
Peserta Didik (SDN 01 |3 = /.oh Pendidikan| Pendidikan
Tawangrejo) )
Penyelengaraan Proses ;10 Satuan Pendidikan yang )
Belajar dan Ujian bagi B Satuan o o o o, |Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 627.522.218,00 245.746.669,00 98.470.000,00| 26.909.710,00 24.897.000,00) 22.132.000,00 17.477.500,00 91.416.210,00[ 100% | 93% 337.162.879,00 100% |54% S
Peserta Didik (SDN 02 | “TEo Pendidikan| Pendidikan
|Tawangrejo) J
Penyelengaraan Proses |5\ 11oh Satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi b Satuan . o . ., |Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 824.560.240,00 307.705.791,00] 199.889.000,00) 36.291.395,00 44.940.675,00| 56.333.550,00 44.601.500,00 182.167.120,00[ 100% | 91% 489.872.911,00 100% |59% S
Peserta Didik (SDN dan Ujian Pendidikan| Pendidikan
Kelun)
Penyelengaraan Proses |, 10y satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi B Satuan Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.466.016.000,00) 659.610.345,00] 280.346.000,00| 69.391.800,00 57.708.449,00 38.446.000,00 111.503.735,00) 277.049.984,00( 100% | 99% 936.660.329,00 100% | 64% S
Peserta Didik (SDN 01 |3 <&/ o Pendidikan| Pendidikan
[Manguharjo) J
Penyelengaraan Proses |y, 101 Satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi b Satuan . N . ., |Dinas
2.01/23 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.282.983.113,00) 494.079.231,00] 271.700.000,00| 41.437.788,00 61.222.000,00 60.015.800,00 97.836.800,00 260.512.388,00 100% | 96% 754.591.619,00 100% |59% S
Peserta Didik (SDN 01 |3 < /E.oh Pendidikan| Pendidikan
Nambangan Lor) J
Penyelengaraan Proses |y, 101 Satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi b Satuan . o . _ |Dinas
2.01/23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 679.805.800,00 253.026.640,00] 198.418.000,00) 36.472.586,00 53.745.600,00) 55.663.200,00 49.481.600,00 195.362.986,00[ 100% | 98% 448.389.626,00 100% | 66% S
Peserta Didik (SDN 02 |3 < /E.oh! Pendidikan| Pendidikan
[Nambangan Lor) J
Penyelengaraan Proses |,y satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi B Satuan Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 722.877.300,00 309.850.400,00] 174.272.000,00) 19.999.298,00 39.999.555,00) 32.001.500,00 52.012.500,00) 144.012.853,00[ 100% | 83% 453.863.253,00| 100% | 63% S
Peserta Didik (SDN 01 |3 <&/ o Pendidikan| Pendidikan
[Madiun Lor) J
Penyelengaraan Proses |y, 10 Satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi b Satuan . N . ., |Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 581.275.495,00 235.440.527,00] 117.129.000,00) 25.720.917,00 25.798.900,00) 22.516.200,00 36.768.300,00 110.804.317,00[ 100% | 95% 346.244.844,00| 100% | 60% S
Peserta Didik (SDN 02 | = /E.oh Pendidikan| Pendidikan
Madiun Lor) J
Penyelengaraan Proses |10y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 2.690.392.875,00) 914.836.156,00] 436.862.000,00| 84.317.424,00 116.252.800,00f 94.776.900,00 88.771.600,00 384.118.724,00| 100% | 88% 1.298.954.880,00| 100% | 48% S
Peserta Didik (SDN 03 |3 <&/ o Pendidikan| Pendidikan
Madiun Lor) ]
Penyelengaraan Proses |10 satuan Pendidikan yang
Belajar dan Ujian bagi Satuan , , , ., [Dinas
2.01[23{, . Menyelenggarakan Proses Belajar 1.381.230.200,00 576.180.879,00] 238.571.000,00| 80.429.617,00 67.410.600,00 42.456.000,00| 35.791.000,00 226.087.217,00( 100% | 95% 802.268.096,00 100% | 58% oy
eserta Didik (SDN 04 |4 oot Pendidikan| Pendidikan
Madiun Lor) an B
Penyelengaraan Proses |1\, 10y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.757.643.500,00) 679.864.119,00] 333.674.000,00| 79.788.211,00 68.335.000,00) 96.414.500,00 79.257.000,00) 323.794.711,00[ 100% | 97% 1.003.658.830,00| 100% | 57% S
Peserta Didik (SDN 05 |3 < &/%o Pendidikan| Pendidikan
Madiun Lor) ]
Penyelengaraan Proses |,y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.069.337.553,00) 384.132.390,00] 402.896.000,00| 58.883.309,00) 59.880.874,00) 93.506.600,00 115.663.100,00) 327.933.883,00| 100% | 81% 712.066.273,00| 100% |67% S
Peserta Didik (SDN 01 |3 <&/ o Pendidikan| Pendidikan
Nambangan Kidul) ]
pemeengraan POt DumiaSatan Pendidiansong | 0
2.01[23{, . M, \ggarakan Proses Belajar 636.543.225,00 261.731.852,00] 0,00| 0,00 0,00| 0,000 0% [ 0% 261.731.852,00 100% |41% oy
eserta Didik (SDN 02 |4 oot Pendidikan| Pendidikan
Nambangan Kidul) an L
Penyelengaraan Proses |,y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.325.577.395,00) 488.989.852,00] 250.832.000,00| 71.484.150,00 24.655.200,00) 69.925.600,00 52.374.200,00) 218.439.150,00 100% | 87% 707.429.002,00 100% |53% S
Peserta Didik (SDN 03 |3 <o Pendidikan| Pendidikan
Nambangan Kidul) J
Penyelengaraan Proses |01 Satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan , , . ., |Dinas
2.0123], . Menyelenggarakan Proses Belajar e 590.204.715,00 208.956.729,00] 173.282.000,00f 36.385.908,00 33.597.226,00 34.867.500,00 62.913.500,00) 167.764.134,00( 100% | 97% 376.720.863,00| 100% | 64% S
eserta Didik (SDN 04 |4 oot Pendidikan| Pendidikan
Nambangan Kidul) an Yy
Penyelengaraan Proses |\ 10y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.188.359.986,00) 437.433.343,00] 279.104.000,00| 48.105.814,00 47.674.000,00| 64.899.500,00 94.639.250,00 255.318.564,00] 100% | 91% 692.751.907,00 100% |58% S
Peserta Didik (SDN 01 |3 <o Pendidikan| Pendidikan
Winongo) J
Penyelengaraan Proses |y, 1.1 satyan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan , , . _ |Dinas
2.0123], . Menyelenggarakan Proses Belajar e 591.994.750,00 220.656.086,00] 176.350.000,00f 26.148.550,00 28.598.000,00) 24.972.400,00 31.002.600,00 110.721.550,00 100% | 63% 331.377.636,00 100% | 56% S
eserta Didik (SDN 02 [3 oot Pendidikan| Pendidikan
Winongo) an Fpal
Penyelengaraan Proses |10 Satuan Pendidikan yang ;
Belajar dan Ujian bagi ; Satuan , ) . o, |Dinas
2.0123], . Menyelenggarakan Proses Belajar e 520.047.600,00 242.301.443,00] 162.976.000,00f 31.239.330,00 35.128.700,00) 32.461.000,00 59.136.000,00) 157.965.030,00[ 100% | 97% 400.266.473,00 100% | 77% S
eserta Didik (SDN o i Pendidikan| Pendidikan
Ngegong) an tpal
Penyelengaraan Proses |\ 1.y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.240.373.150,00) 542.276.450,00 243.546.000,00| 60.288.300,00 69.199.707,00) 64.400.800,00 45.887.200,00 239.776.007,00 100% | 98% 782.052.457,00 100% | 63% S
Peserta Didik (SDN dan Ujians Pendidikan| Pendidikan
Patihan)
Penyelengaraan Proses  |; 1 Satuan Pendidikan yang A
Belajar dan Ujian bagi B Satuan o, o, o o, |Dinas
2.01(23 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 636.210.350,00 206.577.524,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,000 0% | 0% 206.577.524,00 100% |32% S
Peserta Didik (SDN 01 | < o0 Pendidikan| Pendidikan
Pangongangan) J

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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5 6 7 8 9 10 11 12-849+10+11 e 14=6+12 e
1 2 3 4 16
Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp. K (%) |RP. (%) Rp. K(%) | o
Penyelengaraan Proses | ;1o satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01/23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.319.842.468,00) 491.223.503,00] 446.426.000,00| 76.234.988,00 0 111.032.829,00) 143.724.500,00) 107.533.000,00) 438.525.317,00| 100% | 98% 929.748.820,00 100% |70% S
Peserta Didik (SDN 02 |3 = /oh Pendidikan| Pendidikan
Pangongangan) N
Penyelengaraan Proses |5, 1.1 Satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01/23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 734.403.705,00 275.276.921,00] 189.465.000,00) 28.488.684,00 0 22.471.000,00) 41.993.900,00 89.886.100,00 182.839.684,00[ 100% | 97% 458.116.605,00 100% | 62% S
Peserta Didik (SDN o it Pendidikan| Pendidikan
Sogaten) )
Penyelengaraan Proses ;10 Satuan Pendidikan yang )
Belajar dan Ujian bagi B Satuan o o o o, |Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.703.057.863,00) 678.309.267,00 436.181.000,00 101.668.410,00| 0 110.557.600,00f 87.765.500,00 133.184.800,00) 433.176.310,00 100% | 99% 1.111.485.577,00| 100% | 65% S
Peserta Didik (SDN 01 dan Ujian Pendidikan| Pendidikan
|Taman)
Penyelengaraan Proses |5\ 11oh Satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi b Satuan . o . ., |Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 591.181.585,00 239.492.326,00] 133.440.000,00) 23.870.232,00 0 40.876.200,00| 28.272.000,00 37.691.100,00 130.709.532,00 100% | 98% 370.201.858,00 100% |63% S
Peserta Didik (SDN 02 |3 = o Pendidikan| Pendidikan
[Taman)
Penyelengaraan Proses |5, 101 Satuan Pendidikan yang )
Belajar dan Ujian bagi B Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 926.315.350,00) 375.853.318,00] 196.679.000,00) 39.394.030,00( 0 37.785.280,00) 38.833.000,00 59.908.600,00) 175.920.910,00 100% | 89% 551.774.228,00 100% | 60% S
[Peserta Didik (SDN 03 dan Ujian Pendidikan| [Pendidikan
|Taman)
Penyelengaraan Proses |y, 101 Satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi b Satuan . . . ., |Dinas
2.01/23 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.271.157.983,00) 531.291.579,00 284.316.000,00| 77.931.722,00[ 0 39.325.000,00) 70.209.000,00 94.752.049,00 282.217.771,00] 100% | 99% 813.509.350,00 100% |64% S
Peserta Didik (SDN 01 |3 < /E.oh Pendidikan| Pendidikan
Pandean) J
Penyelengaraan Proses |y, 101 Satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi b Satuan . N . o, |Dinas
2.01/23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.628.458.950,00) 591.271.444,00 350.290.000,00| 54.654.202,00[ 0 81.733.800,00) 80.635.500,00 113.674.506,00) 330.698.008,00[ 100% | 94% 921.969.452,00 100% |57% S
Peserta Didik (SDN 02 |3 < /.oh! Pendidikan| Pendidikan
Pandean) J
Penyelengaraan Proses |,y satuan Pendidikan yang !
Belajar dan Ujian bagi B Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.821.835.770,00) 743.668.972,00] 244.879.000,00| 62.897.456,00 0 69.090.000,00) 64.516.600,00 29.514.000,00 226.018.056,00[ 100% | 92% 969.687.028,00 100% | 53% S
Peserta Didik (SDN o Uitan, Pendidikan| Pendidikan
[Banjarejo) J
Penyelengaraan Proses |y, 10 Satuan Pendidikan yang :
Belajar dan Ujian bagi b Satuan . N . o, |Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 909.208.700,00) 348.626.820,00) 224.045.000,00| 20.878.373,00 0 17.356.000,00| 41.940.100,00| 135.430.200,00) 215.604.673,00] 100% | 96% 564.231.493,00 100% |62% S
Peserta Didik (SDN 01 |3 < /E.oh Pendidikan| Pendidikan
Mojorejo) )
Penyelengaraan Proses |10y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01[2 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 2.020.594.865,00) 822.092.388,00] 405.178.000,00| 79.225.823,00 0 57.092.500,00 135.878.000,00f 126.408.200,00) 398.604.523,00] 100% | 98% 1.220.696.911,00| 100% | 60% S
Peserta Didik (SDN 02 |3 < &/%o Pendidikan| Pendidikan
Mojorejo) !
Penyelengaraan Proses |10 satuan Pendidikan yang
Belajar dan Ujian bagi Satuan o N o o, [Dinas
2.0123], . Menyelenggarakan Proses Belajar 1.491.199.660,00) 620.675.810,00] 277.056.600,00| 59.478.018,00[ 0 43.959.500,00| 60.660.300,00 102.489.800,00) 266.587.618,00( 100% | 96% 887.263.428,00| 100% | 59% oy
eserta Didik (SDN 01 |4 472 Pendidikan Pendidikan
Manisrejo) an sl
Penyelengaraan Proses |1\, 10y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 1.193.113.263,00) 439.903.435,00] 238.968.000,00| 53.350.491,00[ 0 36.900.000,00 59.478.500,00 67.974.549,00) 217.703.540,00 100% | 91% 657.606.975,00| 100% |55% S
Peserta Didik (SDN 02 |3 < &/%o Pendidikan| Pendidikan
Manisrejo) ]
Penyelengaraan Proses |,y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 924.425.620,00) 356.922.821,00] 165.087.000,00) 31.564.000,00( 0 54.471.500,00 39.383.500,00 61.996.500,00) 187.415.500,00[ 100% | 114% 544.338.321,00 100% |59% S
Peserta Didik (SDN 03 |3 <&/ o Pendidikan| Pendidikan
Manisrejo) ]
Penyelengaraan Proses |10 Satuan Pendidikan yang
Belajar dan Ujian bagi [\, Satuan o o o ., [Dinas
2.01[23{, . \ggarakan Proses Belajar 1.329.776.983,00) 499.730.711,00] 223.445.000,00| 45.778.605,00( 0 33.093.300,00 56.907.350,00 63.231.550,00) 199.010.805,00[ 100% | 89% 698.741.516,00 100% | 53% oy
eserta Didik (SDN 04 |4 42 Pendidikan Pendidikan
Manisrejo) an Ll
Penyelengaraan Proses |,y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 681.716.075,00 278.141.493,00] 151.303.000,00) 27.259.947,00( 0 20.897.000,00) 33.901.000,00 61.844.000,00) 143.901.947,00 100% | 95% 422.043.440,00 100% |62% S
Peserta Didik (SDN 01 |3 = /o Pendidikan| Pendidikan
Demangan) J
Penyelengaraan Proses |01 Satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan o N . ., |Dinas
2.0123], . Menyelenggarakan Proses Belajar e 695.837.800,00 268.598.436,00] 175.762.000,00f 42.107.066,00( 0 41.018.000,00| 37.820.000,00 47.065.670,00 168.010.736,00[ 100% | 96% 436.609.172,00 100% | 63% S
eserta Didik (SDN 02 |4 o™ Pendidikan Pendidikan
Demangan) an Yy
Penyelengaraan Proses |\ 10y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 917.353.700,00) 289.219.368,00] 187.140.000,00) 40.031.663,00 0 38.406.500,00 46.594.200,00| 37.952.200,00 162.984.563,00( 100% | 87% 452.203.931,00| 100% |49% S
Peserta Didik (SDN 01 [ SH/-2H Pendidikan| Pendidikan
Josenan)
Penyelengaraan Proses |10 Satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan o o . ., |Dinas
2.0123], . Menyelenggarakan Proses Belajar e 743.765.750,00 301.098.233,00] 213.101.000,00| 33.470.240,00( 0 37.687.000,00 38.944.000,00 64.710.100,00) 174.811.340,00[ 100% | 82% 475.909.573,00 100% | 64% S
eserta Didik (SDN 02 |4 o™ Pendidikan Pendidikan
Josenan) an Ui
Penyelengaraan Proses |10 Satuan Pendidikan yang ;
Belajar dan Ujian bagi ; Satuan o N . ., |Dinas
2.0123], . Menyelenggarakan Proses Belajar e 570.522.200,00 216.435.746,00) 116.239.000,00f 17.483.320,00( 0 19.843.900,00| 26.033.700,00 25.204.000,00) 88.564.920,00( 100% | 76% 305.000.666,00 100% | 53% S
eserta Didik (SDN 03 |4 o™ Pendidikan Pendidikan
Josenan) an Ui
Penyelengaraan Proses |\ 1.y satuan Pendidikan yang .
Belajar dan Ujian bagi ! Satuan Dinas
2.01(23] . Menyelenggarakan Proses Belajar e 666.400.850,00 301.984.506,00] 148.714.000,00) 26.011.719,00( 0 33.945.700,00) 37.517.950,00 47.355.750,00 144.831.119,00 100% | 97% 446.815.625,00 100% | 67% S
Peserta Didik (SDN o Uiians Pendidikan| Pendidikan
Kejuron) J
Penyelengaraan Proses |, 1.1 satyan Pendidikan yang )
Belajar dan Ujian bagi B Satuan o, o o ,, [Dinas
2.01(23 . Menyelenggarakan Proses Belajar e 743.524.001,00 266.198.014,00 148.079.000,00 24.037.201,00( 0 30.090.400,00) 33.176.600,00 52.111.100,00) 139.415.301,00[ 100% | 94% 405.613.315,00 100% | 55% S
Peserta Didik (SDN dan Ujian Pendidikan| Pendidikan
Kuncen)
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- 129

5 6 7 8 9 10 11 12-849+10+11 e 14-6+12 e
1 2 3 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K (% :
(%)
Pembinaan Minat, Bakat [, 4Miah Siswa yang Mengikuti Dinas
2.0125] o Minat, Ajang Kompetisi/Lomba Akademik| Siswa | 152 1.989.882.561,00( 0 551.228.279,00| 50 550.112.336,00 0,00, 5 18.515.500,00 15 176.083.000,00[ 15 215.940.000,00| 35 410.538.500,00] 70% | 75% | 35 961.766.779,00 23% | 48% S
dan Kreativitas Siswa [ (218 MORPETSH. < Pendidikan
[Jumlah Sekolah Menengah Dasar
; \ i ’ . ’
2.01[2g|Pembinaan K ! [vang Di n Pembinaan Satuan | gg 2.899.439.479,00| 73 1.036.631.258,00| 73 646.979.700,00) 38.770.000,00 14 78.242.500,00| 36 289.963.500,00 36 143.991.950,00] 92 550.967.950,00| 126% | 85% | 165 1.587.599.208,00 98% | 55% |2inas
dan Manajemen Sekolah [Kelembagaan dan manajemen  |Pendidikan| Pendidikan
sekolah
Pengelolaan Dana BOS "

2.01 Dasar (SDN 01 [/umlah Sekolah Dasar yang Satuan | 1.361.331.205,00] 1 1 332.640.000,00) 0,00 0 0,00 © 0,00 1 0,00 1 0,00 100% | 0% 1 0,00 100% | 0% |Pinas
Kartoharjo) [Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 lah Dasar (SDN 02  [Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 186.121.000,00| 1 0,000 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0% 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pinas
Kartohario Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
[Pengelolaan Dana BOS "

2.01 Dasar (SDN 03 [/umlah Sekolah Dasar yang Satuan | 241.847.199,00 1 0,00 1 105.930.000,00 0,00 0 o 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00 100% | 0% |Pinas
Kartoharjo) Dana BOS Pendidikan| [Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 01 [/umlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 1.379.371.864,00[ 1 0,00 1 340.560.000,00) 0,00 © 0,00, © 0,00 1 0,000 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pinas
legen) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 02 [/umlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 507.036.708,00( 1 0,00 1 127.710.000,00 0 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pinas
legen) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
[Pengelolaan Dana BOS .

2.01 Dasar (SDN 03 [/umlah Sekolah Dasar yang Satuan | 1.375.300.090,00| 1 0,00 1 332.640.000,00 o o 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00 100% | 0% |Pinas
Klegen) Mengelola Dana BOS Pendidikan| [Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 04  [/umlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 352.440.245,00( 1 0,00 1 85.140.000,00) 0 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pinas
legen) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
[Pengelolaan Dana BOS .

2.01 Dasar (SDN Oro -|/umlah Sekolah Dasar yang Satuan | 1.007.030.738,00| 1 0,00 1 254.429.900,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 0,00 100% | 0% 1 0,00 100% | 0% |Pinas
Oro Ombo) Mengelola Dana BOS Pendidikan| [Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 01 [/umlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 398.707.900,00( 1 0,00 1 145.530.000,00 0,00 © 0,00, © 0,00 1 0,000 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pinas
Rejormlyo) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS

2.01(20[Sekolah Dasar (SDN 02 [ymiah Sekolah Basar yang Satuan | 210.566.734,00 1 0,00 o 0,00 o o 0,00 0 0,00 o 0,00 0% | 0% 1 0,00 100% | 0% [PIPas
Rejormlyo) engelola Dana Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 Dasar (SDN 01 Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 317.975.817,00| 1 0,00 1 70.290.000,00) 0,00 © 0,00, 0 0,00 1 0,000 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pinas
Kemigoro) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS

2.01(29[Sckolah Dasar (SDN 02 [32mIah Sexolah Dasar yang Satuan | 653.166.856,00 1 0,00 1 151.470.000,00) 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [P
Kanigoro) engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 Dasar (SDN 03 Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 666.340.000,00] 1 0,00 1 155.430.000,00) 0 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pinas
Kemigoro) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS

2.01|29|Sekolah Dasar (SDN pumiah Sckolah Dasar yang Satuan | 136.920.960,00[ 1 0,00 1 27.720.000,00) 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [P
Sukosari) engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS

2.01|29|Sekolah Dasar (SDN pumiah Sckolah Dasar yang Satuan | 810.829.745,00 1 0,00 1 211.860.000,00) 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [P
Pilangbango) engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 Dasar (SDN 01 Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 650.610.000,00| 1 0,00 1 155.430.000,00) 0,00 © 0,00, 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pinas
Freawangrejo) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS

2.01(20[Sekolah Dasar (SDN 02 [ymiah Sekolah Dasar yang Satuan |- 393.122.000,00] 1 000 1 89.100.000,00) 0,00 0 0,00 o 0,00 1 1 0,00 100% | 0% | 1 0,00 100% | 0% [PIPas
Frawangreio) engelola Dana Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN Jumlah Sekolah Dasar yang s 1 685.080.000,00| 1 0,00 1 168.300.000,00) 0,00 © 0,00, 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pnas
elon) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 Dasar (SDN 01 [sumIah Sekolah Dasar yang Satuan | 1.144.606.416,00 1 0,00 1 272.250.000,00 0,00 ©0 0,00 © 0,00 1 1 0,00 100% | 0% | 1 0,00| 100% | 0% [
Mangahatio) engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS i

2.01 Dasar (SDN 01 [sumIah Sekolah Dasar yang Satuan | 1.213.735.431,00] 1 0,00 1 291.060.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [P
Nambangan Lor) ana BOS Pendidikan endidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 02 Jumlah Sekolah Dasar yang s 1 568.397.516,00| 1 0,00 1 131.670.000,00) 0,00 © 0,00, 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pnas
Nambangan Lor) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 Dasar (SDN 01 [sumIah Sekolah Dasar yang Satuan | 463.541.623,00] 1 0,00 1 109.890.000,00 0,00 ©0 0,00 © 0,00 1 1 0,00 100% | 0% | 1 0,00| 100% | 0% DS
Madtion Lon engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 02 Jumla{‘ ISEkmh Dasar yang Satuan 1 467.280.632,00| 1 0,00 1 97.020.000,00] 0,00 0 0,00, 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% D‘“z?d,k
Madion Lon Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 Dasar (SDN 03 [yumiah Sexolah Dasar yang Satuan |, 1.976.731.875,00 1 0,00 1 514.800.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% | 1 0,00 100% | 0% [PInas
Madtion Lor engelola Dana Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS "

2.01 Dasar (SDN 04 [Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan | 1.335.635.734,00] 1 0,000 1 302.940.000,00 0,00 0 0,00 © 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00 100% | 0% |Pinas
Madiun Lor) [Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
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Pengelolaan Dana BOS "

2.01 lah Dasar (SDN 05 [Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1.808.562.919,00] 0,00 459.360.000,00| 0,00 0,00 0,00] 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pnas
Madiun Log Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 lah Dasar (SDN 01 [Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 495.630.000,00) 0,00 203.940.000,00| 0,00 0,00] 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pinas
Nembangen Kidul Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS "

2.01 Dasar (SDN 02 [yumiah Sexolah Dasar yang Satuan 366.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% | 0% 0,00 100% | 0% [PiAS
Nambangan Kidul) [Mengelola Dana B Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 lah Dasar (SDN 03 [Jumiah Sekolah Dasar yang Satuan 1.300.663.667,00] 0,00 306.900.000,00| 0,00 0,00 0,00] 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pinas
Nembangen Kidul Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS "

2.01 Dasar (SDN 04 |/umlah Sekolah Dasar yang Satuan 507.233.195,00 0,00 117.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% | 0% 0,00 100% | 0% |Pinas
[Nambangan Kidul) Mengelola Dana BOS Pendidikan| [Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 01 [/umlah Sekolah Dasar yang Satuan 1.291.500.034,00 0,00 319.770.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pinas
Wiengol Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 02 [/umlah Sekolah Dasar yang Satuan 214.680.414,00) 0,00 53.460.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pinas
Wiengel Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
[Pengelolaan Dana BOS .

2.01 Dasar (SDN Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 641.206.911,00 0,00 158.400.000,00 o 0,00 0,00 0,00 100% | 0% 0,00 100% | 0% |Pinas
Ngegong) Mengelola Dana BOS [Pendidikan| [Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 1 Dasar (SDN Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1.227.110.001,00 0,00 277.200.000,00) 0 0,00 0,00 100% | 0% 0,00 100% | 0% [Pinas
Patihon) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
[Pengelolaan Dana BOS .

2.01 Dasar (SDN 01  [Juumiah Sexolah Dasar yang Satuan 289.330.411,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00 0,00 0,00 0% | 0% 0,00 100% | 0% [PinAS
[Pangongangan) [Mengelola Dana B Pendidikan| [Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 02 [/umlah Sekolah Dasar yang Satuan 1.214.421.200,00 0,00 340.560.000,00) 0,00 © 0,00 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pinas
Passenkaraan) Mengelola Dana BOS Pendidikan Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 1 Dasar (SDN Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 685.468.854,00) 0,00 170.280.000,00 0 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pinas
Sogaten) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
[Pengelolaan Dana BOS )

2.01 Dasar (SDN 01 Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1.724.835.446,00| 0,00 426.690.000,00) 0 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pinas
Framan) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS

2.01(29[Sckolah Dasar (SDN 02 [32mIah Sexolah Dasar yang Satuan 308.756.904,00) 0,00 75.240.000,00 o 0,00 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [P
Framan) engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
[Pengelolaan Dana BOS )

2.01 Dasar (SDN 03 Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 429.224.595,00) 0,00 87.120.000,00) 0 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pinas
Freman) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS

2.01(29[Sckolah Dasar (SDN 01 [32mIah Sexolah Dasar yang Satuan 1.370.034.373,00) 0,00 323.512.500,00 o 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [P
Pandean) engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS

2.01(29[Sckolah Dasar (SDN 02 [32mIah Sexolah Dasar yang Satuan 1.305.983.252,00) 0,00 316.800.000,00) o 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [P
Pandean) engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 Dasar (SDN Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1.664.737.234,00] 0,00 396.000.000,00) 0 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pinas
Bangarcio) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS

2.01(29[Sckolah Dasar (SDN 01 [32mIah Sexolah Dasar yang Satuan 412.569.814,00 0,00 109.890.000,00) o 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [P
Mojoreio) engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 02 Jumlah Sekolah Dasar yang s 2.033.786.533,00 0,00 484.110.000,00| 0 0,00] 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pnas
Mojoreio) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS i

2.01 Dasar (SDN 01 [umIah Sekolah Dasar yang Satuan 1.342.721.683,00) 0,00 325.710.000,00 o 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% DA
Manisrejo) engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS i

.01 Dasar (SDN 02 [sumIah Sekolah Dasar yang Satuan 1.194.921.165,00) 0,00 303.930.000,00 o 0,00 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [
Manisrejo) engelola Dana BOS Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 03 Jumlah Sekolah Dasar yang s 660.715.887,00) 0,00 167.310.000,00| 0 0,00] 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pnas
Menisreio) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS |1, 1. selcolah Dasar yan Satuan Dinas

2.01 Dasar (SDN 04  [L 8 Oe 0 o e Y1 ua 1.329.776.983,00 302.501.921,00) 186.120.000,00) 0 0,00 0,00| 100% | 0% 302.501.921,00( 100% | 23% [Luoo%
Manisrejo) engelola Dana Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 ) Dasar (SDN 01 Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 528.032.241,00) 0,00 121.770.000,00| 0 0,00] 0,00 100% | 0% 0,00| 100% | 0% [Pnas
Demengan) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS i

2.01 Dasar (SDN 02 [yumiah Sexolah Dasar yang Satuan 645.505.865,00 0,00 160.380.000,00) 0 0,00 0,00 100% | 0% 0,00 100% | 0% [PInas
Demangan) engelola Dana Pendidikan| endidikan
Pengelolaan Dana BOS i

2.01 Dasar (SDN 01  [yumiah Sekolah Dasar yang Satuan 709.974.598,00 0,00 170.280.000,00) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 100% | 0% 0,00] 100% | 0% [Pinas
Josenam lengelola Dana rendidikan| ‘endidikan
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Pengelolaan Dana BOS "

2.01 lah Dasar (SDN 02 [Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 695.845.597,00| 1 0,00 1 174.240.000,00, 0 0,00 0 0,00, 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pnas
osenan) Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 lah Dasar (SDN 03 [Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 352.574.199,00| 1 0,00 1 74.250.000,00, 0 0 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pinas
Josenan) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS "

2.01 Dasar (SDN pumlah Sekolah Dasar yang Satuan | 211.540.137,00 1 0,000 1 37.620.000,000 0 0,00 0 0,00 © 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00 100% | 0% [PiAS
Kejuron) [Mengelola Dana B Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS )

2.01 lah Dasar (SDN Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan 1 304.930.859,00| 1 1 83.160.000,00| 0 0 0 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% [Pinas
uneen) Mengelola Dana BOS Pendidikan| Pendidikan
[Pengelolaan Pendidikan e —— lolal

2.02| [Sekolah Menengah e ngan bal yangiiks % 100 [161.131.292.315,00| 100 | 33.078.920.957,00| 100 | 27.248.006.062,00 100 |1.835.458.882,00 100 | 4.605.151.802,00 100 | 5.860.967.750,00| 100 | 3.423.620.453,00| 100 |15.725.198.887,00| 100% | 58% | 100 | 48.804.119.844,00| 100% | 10%

[Pertama
Rehabilitasi umlah Gedung Sekolah yan, Dinas

2.02(13|Sedang/Berat Gedung " Sedung yang unit 154 | 56.979.002.100,00 8 10.543.297.687,00| 6 3.288.125.572,00 0 600.000,00{ 2 834.316.158,00] 3 | 2.239.836.112,000 3 93.443.150,00, 8 3.168.195.420,00| 133% | 96% | 16 13.711.493.107,00| 10% |24% S
oot Direhabilitasi Sedang/Berat Pendidikan

2.02|27|Eengadaan Perlengkapan |Jumlah Perlengkapan Sekolah Paket 2 13.537.484.000,00| 0 5.760.125.666,00[ 1 3.975.043.026,000 0 10.812.000,00| 0 1.814.987.000,00[ 0 1.345.412.100,00( 0 507.835.000,00 0 3.679.046.100,00] 0% | 93% 0 0.430.171.766,00| 0% | 70% [Pinas
Sekolah lyang Tersedia Pendidikan
[Penyelengaraan Proses  |Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas

2.02(36|Belajar dan Ujian bagi ~ [Mengikuti Proses Belajar dan o 1522 3.810.408.799,00| 1 1.551.907.818,00| 761 1.000.814.000,00, 0O 125.157.088,00] 0 111.639.435,00, 0 205.597.010,00| 750 482.349.688,00| 750 924.743.221,00] 99% | 92% | 751 2.476.651.039,00| 49% | 65% S
Peserta Didik (SMPN 1) _|Ujian Didik Pendidikan
[Penyelengaraan Proses |[Jumlah Peserta Didik yang beserta Dinas

2.02[36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan i | 1498 | 4.250.981.150,00| 1 1.272.640.260,00| 749 649.743.000,00 0 137.402.366,00] 0 147.357.252,00, 0 176.867.653,00| 747 151.419.183,00 747 613.046.454,00( 100% | 94% | 748 1.885.686.714,00 50% | 44% [pine
Peserta Didik (SMPN 2)  [Ujian 1oL endidixan
[Penyelengaraan Proses  |Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas

2.02(36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan o 1112 2.563.605.100,00| 1 1.033.753.227,00| 556 566.869.000,00( 0 149.263.100,00] 0 179.981.500,00 0 110.937.200,00| 557 110.798.659,00 557 550.980.459,00( 100% | 97% | 558 1.584.733.686,00| 50% | 62% S
Peserta Didik (SMPN 3)  |Ujian Didik Pendidikan
[Penyelengaraan Proses  |[Jumlah Peserta Didik yang Peserta binas

2.02(36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan ser 1720 | 3.365.787.950,00 1 1.087.659.419,00| 860 503.332.000,00( 0 111.779.327,00, 0 106.951.000,00{ 0 127.586.480,00| 826 123.807.680,00 826 470.124.487,00] 96% | 93% | 827 1.557.783.906,00 48% |46% S
Peserta Didik (SMPN 4)  |Ujian Didik Pendidikan
[Penyelengaraan Proses |[Jumlah Peserta Didik yang beserta Dinas

2.02(36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan Ser 844 2.825.050.505,00| 1 1.033.988.934,00| 422 780.283.000,00{ 0 235.981.698,00 0 179.087.119,00 0 147.898.766,00| 416 202.976.692,00| 416 765.944.275,00 99% | 98% | 417 1.799.933.209,00 49% | 64% S
Peserta Didik (SMPN 5)  |Ujian Didik Pendidikan
[Penyelengaraan Proses  |[Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas

2.02(36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan e | 1280 | 3.130.943.545,00 1 1.127.995.264,00 615 725.546.500,00] 0 100.617.863,00] 0 173.023.400,00 0 172.970.160,00| 619 195.385.500,00| 619 641.996.923,00( 101% | 88% | 620 1.769.992.187,00 50% | 57% o8
Peserta Didik (SMPN 6)  |Ujian Didil Pendidikan
Penyelengaraan Proses  |Jumlah Peserta Didik yang peserta Dinas

2.02|36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan Didik | 1444 |  3.154.598.650,00| 1 1.003.621.544,00| 722 667.390.000,00{ 0 95.681.050,00] 0 181.641.300,00 0 174.289.960,00| 738 170.948.200,00 738 622.560.510,00{ 102% | 93% | 739 1.626.182.054,00| 51% | 52% [pio9% .
Peserta Didik (SMPN 7)  |Ujian
[Penyelengaraan Proses  |[Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas

2.02(36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan e | 1052 2.251.651.760,00| 1 812.830.413,00 526 324.372.000,00 0 41.296.050,00] 0 87.242.150,00 0 63.081.760,00 1 108.734.250,00[ 1 300.354.210,00] 0% | 93% | 2 1.113.184.623,00| 0% | 49% [pi 8¢
Peserta Didik (SMPN 8)  |Ujian Didil Pendidikan
Penyelengaraan Proses  |[Jumlah Peserta Didik yang Ppeserta Dinas

2.02|36|Belajar dan Ujian bagi ~ [Mengikuti Proses Belajar dan bk | 870 3.291.187.255,00| 1 1.159.016.434,00| 435 701.484.000,00{ 0 233.776.748,00 0 139.781.000,00 0 123.679.000,00| 411 183.846.874,00 411 681.083.622,00( 94% | 97% | 412 1.840.100.056,00 47% | 56% [poo9% .
Peserta Didik (SMPN 9) _ [Ujian
Penyelengaraan Proses  |Jumlah Peserta Didik yang Ppeserta Dinas

2.02|36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan Didik | 1034 | 3.872.945.545,00| 1 1.399.971.609,00| 517 860.520.000,00{ 0 158.461.741,00, 0 169.370.850,00 0 204.300.775,00| 521 278.264.790,00| 521 810.398.156,00| 101% | 94% | 522 2.210.369.765,00( 50% |57% |ty
Peserta Didik (SMPN 10) |Ujian
[Penyelengaraan Proses  |[Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas

2.02(36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan e | 1300 | 3.059.069.867,00| 1 1.164.175.567,00 650 672.148.000,00{ 0 142.089.184,00] 0 175.377.700,00 0 180.351.960,00| 673 155.703.000,00 673 653.521.844,00( 104% | 97% | 674 1.817.697.411,00 52% |59% o8
Peserta Didik (SMPN 11) |Ujian Didil Pendidikan
Penyelengaraan Proses  |Jumlah Peserta Didik yang Ppeserta Dinas

2.02|36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan Dk | 1162 3.151.822.350,00 1 1.030.026.026,00| 581 378.161.000,00{ 0 74.420.311,00 0 110.405.750,00{ 0 68.559.860,00| 552 100.514.630,00 552 353.900.551,00] 95% | 94% | 553 1.383.926.577,00| 48% | 44% [pio9% .
Peserta Didik (SMPN 12) |Ujian
[Penyelengaraan Proses  |[Jumlah Peserta Didik yang Pesorta Dinas

2.02(36|Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan e | 1384 | 2.706.472.233,000 1 1.032.464.876,00| 692 441.302.000,00 0 129.783.460,00] 0 113.933.288,000 0 99.187.044,00| 678 69.140.000,00| 678 412.043.792,00] 98% | 93% | 679 1.444.508.668,00 49% | 53% [p1 88
Peserta Didik (SMPN 13) [Ujian Didil Pendidikan
Penyelengaraan Proses |[Jumlah Peserta Didik yang Peserta Dinas

2.02(36Belajar dan Ujian bagi  [Mengikuti Proses Belajar dan Dk | 648 2.061.109.818,00 0 747.433.240,00| 324 375.477.000,00 0 88.336.896,00] 0 68.618.900,00 0 88.603.710,00| 312 109.209.157,00 312 354.768.663,00 96% | 94% | 312 1.102.201.903,00| 48% | 53% [pi 9%,
Peserta Didik (SMPN 14) |Ujian
Penyiapan dan Tindak _ [Jumlah Satuan Pendidikan

2.02[37[,2niut Bvaluasi Satuan - |Mlenengah Pertama yang Siap Satuan | g, 1.149.551.220,00| 48 433.054.202,00 23 212.633.000,00] 0 0,00 0 0,00 0 1.770.000,00] 23 98.486.000,00{ 23 100.256.000,00 100% | 47% | 71 533.310.202,00 77% | 46% |2inas

endidikan Sekolah Dievaluasi dan n Pendidikan| Pendidikan
Menengah Pertama Rekomendasi
Pembinaan Minat, Bakat |12l Siswa yang Mengikuti Peserta Dinas

2.02 n Minat, Ajang Kompetisi/Lomba Akademik| ©<>¢T 210 2.432.946.145,00] 0 624.749.445,00 105 494.740.000,00{ 0 0,00 2 11.438.000,00 53 330.038.200,00 50 94.014.000,00 105 435.490.200,00| 100% | 88% | 105 1.060.239.645,00| 50% | 44% S
dan Kreativitas Siswa [ (218 MORPESH .« Didik Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan [2UT12h Sekolah Menengah Satuan Dinas

2.02|41 - 8420 |pertama yang Dilaksanakan o 384 731.221.199,00| 48 260.209.326,00 23 559.017.964,00( 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 186.744.000,000 0 186.744.000,00] 0% | 33% | 48 446.953.326,00 13% | 61% S
dan Manajemen Sekolah [,cr 0 ¥4 Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS _ |[Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas

2.02(42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana e 1 3.832.568.089,00| 1 0,00 1 920.020.000,00{ 0 0 0 0,00 1 1 0,00| 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% S
ertama (SMEN 1) Pos Pendidikan| Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS _ [Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas

2.02(42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana [, 280080 | 1 4.112.545.132,00 1 0,00/ 1 906.273.800,00{ 0 0 0 1 1 0,00| 100% | 0% 1 0,00| 100% | 0% |gio8e.
Pertama (SMPN 2) BOS
Pengelolaan Dana BOS  |[Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas

2.02|42|Sekolah Menengah [pertama yang Mengelola Dana s 1 2.790.811.881,00[ 1 0,00} 1 671.550.000,00( O 0 0 0,00 1 1 0,00 100% 0% 1 0,00 100% | 0% Pendidik
Pertama (SMPN 3) BOS Pendidikan| endidikan
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5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 13;(1)3{/07 * 14=6+12 15;1)8‘{/05 x
1 2 3 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%) K Rp. K(%) | o
Pengelolaan Dana BOS  [Jumlah Sekolah Menengah Satu Di
2.02|42[Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana atuan 1 4.053.654.362,00| 1 0,00 1 1.040.600.000,00] 0 0 0 0,00 1 1 0,00 100% | 0% 1 0,00 100% | 0% [2™2@s
Pendidikan| Pendidikan
Pertama (SMPN 4) BOS
[Pengelolaan Dana BOS _ |[Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas
2.02|42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana e 1 2.242.713.042,00| 1 0,00 1 510.620.000,00, 0 0 0 1 1 0,00 100% [ 0% 1 0,00 100% | 0% S
Pendidikan| Pendidikan
Pertama (SMPN 5) 0s
Pengelolaan Dana BOS  [Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas
2.02|42|Sekolah Menengah [pertama yang Mengelola Dana P 1 3.154.450.000,00[ 1 0,00} 1 744.150.000,00( O 0 0 0,00 1 1 0,00 100% 0% 1 0,00 100% | 0% e
Pendidikan| Pendidikan
Pertama (SMPN 6) BOS
[Pengelolaan Dana BOS _ |[Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas
2.02|42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana e 1 3.611.337.628,00| 1 0,00 1 873.620.000,00( 0 0 0 1 1 0,00 100% [ 0% 1 0,00 100% | 0% S
Pendidikan| Pendidikan
Pertama (SMPN 7) 0s
Pengelolaan Dana BOS  [Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas
2.02|42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana e 1 2.605.484.500,00] 1 0,00 1 642.510.000,00( 0 0 0 1 1 0,00 100% [ 0% 1 0,00 100% | 0% S
Pendidikan| Pendidikan
[Pertama (SMPN 8) BOs
[Pengelolaan Dana BOS _ |[Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas
2.02|42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana ! 1 2.119.498.805,00| 1 1 525.140.000,00] 0 0 0 1 1 0,00 100% [ 0% 1 0,00 100% | 0% S
Pendidikan| Pendidikan
Pertama (SMPN 9) 0s
[Pengelolaan Dana BOS _ |[Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas
2.02|42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana ! 1 2.525.322.623,00] 1 0,00 1 435.351.200,00( 0 0 0 1 1 0,00 100% [ 0% 1 0,00 100% | 0% S
Pendidikan| Pendidikan
Pertama (SMPN 10) BOS
[Pengelolaan Dana BOS  |Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas
2.02|42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana e 1 3.114.222.499,00| 1 0,00 1 787.710.000,00( 0 0 0 1 1 0,00 100% [ 0% 1 0,00 100% | 0% S
Pendidikan| Pendidikan
[Pertama (SMPN 11) BOs
[Pengelolaan Dana BOS _ |[Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas
2.02|42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana ! 1 3.159.122.827,00| 1 0,00 1 706.640.000,00( 0 0 0 1 1 0,00 100% [ 0% 1 0,00 100% | 0% S
Pendidikan| Pendidikan
Pertama (SMPN 12) BOS
[Pengelolaan Dana BOS  |Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas
2.02|42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana e 1 3.746.431.814,00] 1 0,00 1 839.740.000,00( 0 0 0 1 1 0,00 100% [ 0% 1 0,00 100% | 0% S
Pendidikan| Pendidikan
Pertama (SMPN 13) BOs
[Pengelolaan Dana BOS _ |[Jumlah Sekolah Menengah Satuan Dinas
2.02|42|Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana ! 1 1.728.289.922,00] 1 0,00 1 467.080.000,00( 0 0 0 1 1 0,00 100% [ 0% 1 0,00 100% | 0% S
Pendidikan| Pendidikan
Pertama (SMPN 14) BOS
[Pengelolaan Pendidikan |persentase sekolah yang dikelola o
2:03| |snak Usia Dini (PAUD)  |dengan batk % 100 | 40.521.510.039,00| 100 | 10.398.743.289,00| 64 9.421.140.038,00 0 44.048.060,00 0 65.971.290,000 O | 1.810.200.980,00 O | 2.548.992.365,000 O | 4.469.212.695,000 0% | 47% | 100 | 14.867.955.984,00 100% |11%
2.03|13|Fenyelenggaraan Proses \Jumlah Peserta Didik PAUD yang | Peserta | 55, 1.274.367.075,00, 0 515.091.938,00| 175 386.444.038,000 0 21.004.060,00 15 39.550.290,00, 0 80.678.980,00| 56 78.691.690,00 71 219.925.020,00| 41% | 57% | 71 735.016.958,00| 20% | 58% [Pnas
Belajar PAUD Mengikuti Proses Belajar Didik Pendidikan
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Pengembangan Karir Kependidikan yang Mendapatkan
2.03|16] Ilze“d‘d‘k dan Tenaga Fasilitasi Kenaikan } Orang | 4000 | 13.995.000.000,00( 1990 |  6.384.715.050,00[ 1000 3.600.000.000,00( 0 0,00 ©0 0,00 500 | 1.709.700.000,00] 500 | 1.683.000.000,00] 1000 | 3.392.700.000,00{ 100% | 94% | 2990 9.777.415.050,00] 75% | 70% [2inas
ependidikan pada Pangkat/Golongan, Pemberian Pendidikan
Satuan Pendidikan PAUD [Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
Pembinaan Kelembagaan |/ Wmiah PAUD yang Dilaksanakan | .0 Dinas
2.03(17] - Pembinaan Kelembagaan dan e 326 | 20.829.242.964,00( 0 3.498.936.301,00( 163 1.011.796.000,00 6 23.044.000,00( 8 26.421.000,00( 6 19.822.000,00( 6 787.300.675,00| 26 856.587.675,000 16% | 85% | 26 4.355.523.976,00| 8% |21% S
dan Manajemen PAUD | 27 L2000 Pendidikan| Pendidikan
2.031g/Peneclolaan Dana BOP - |Jumiah PAUD yang Mengelola Satuan | 65 | 4422900.000,00[ 0O 0,00 163 | 4.422.900.000,00 0 0,00 ©0 0,000 ©0 0,00 o 0,00 © 000 0% | o% | o 0,00 0% | 0% [Dnas
ana BOP Pendidikan| Pendidikan
2.04) [Pengelolaan Pendidikan ‘;:;';’,‘f’f'f %e";::i: :“‘,‘-‘J“"""’ % 100 | 5.357.285.980,00( 100 | 1.367.614.938,00( 100 991.430.000,00/ 100 3.096.000,00, 0 31.092.000,00 0 21.730.259,000 0 130.144.800,00 100 186.063.059,00( 100% | 19% | 100 | 1.553.677.997,00( 100% | 3%
Penyelenggaraan Proses |10y peserta Didik yang Peserta Dinas
2.04/12|Belajar 3 ' 525 3.748.309.230,00 175 710.888.046,00| 175 178.000.000,00( 0 1.856.000,00[ 8 4.234.000,00, 5 484.500,00 163 119.140.800,00( 176 125.715.300,00( 101% | 71% | 351 836.603.346,00| 67% |22% S
Mengikuti Proses Belajar Didik Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sekolah
Pembinaan Kelembagaan |y .ol /Kesetaraan yang Satuan Dinas
2.04{16|dan Manajemen Sekolah [t 150 1.208.176.750,00] 0 656.726.892,00 75 85.000.000,00] 8 1.240.000,00| 11 26.858.000,00] 14 21.245.759,00] 20 11.004.000,00 53 60.347.759,00 71% | 71% | 53 717.074.651,00 35% | 59% .
ilaksanakan Pembinaan Pendidikan| Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan 5
Kelembagaan dan Manajemen
[Pengelolaan Dana BOP _ |[Jumlah Sekolah Satuan binas
2.04/17|Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang e 4 400.800.000,00( 0 0,00 4 728.430.000,00( 0 0,00 0 0,000 0 0,000 © 0,00l © 0,000 0% | 0% 0 0,00 0% | 0% S
Pendidikan| Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan _ |Mengelola Dana BOP
EROGRANM Prosentase Sekolah
P NGAN N =D % 100 | 14.695.824.830,00| 100 | 3.266.779.999,00| 100 | 4.807.339.116,00| 100 | 214.244.000,00 100 | 1.462.267.023,00| 100 | 919.252.957,00| 100 | 1.687.913.993,00| 100 | 4.283.677.973,00 100% | 89% | 100 | 7.550.457.972,00| 100% |51%
KURIKULUM
il sekolah yang
2.01| [Muatan Lokal berkurikulum sesuai standar % 100 | 12.339.730.672,00 100 | 2.837.367.118,00| 100 | 3.550.447.213,00 100 | 158.635.000,00| 100 | 1.068.049.808,00 100 | 402.936.457,00, 100 | 1.567.238.193,00, 100 | 3.196.859.458,00( 100% | 90% | 100 | 6.034.226.576,00 100% |26%
didi Dasar mutu
[Penyusunan Kompetensi |[Jumlah Kompetensi Dasar Muatan| binas
2.01| 1 |Dasar Muatan Lokal Lokal Pendidikan Dasar yang Dokumen | 2 4.914.744.274,00 0 1.059.827.000,00| 1 1.550.038.223,00 0 115.609.500,00| 0 631.755.500,00( 0 53.316.000,00[ 1 562.118.850,00( 1 1.362.799.850,00| 100% | 88% 1 2.422.626.850,00( 50% | 49% [ o0
Pendidikan Dasar Tersusun endidikan
Penyusunan Silabus {5, 10h Silabus Muatan Lokal Dinas
2.01| 2 [Muatan Lokal Pendidikan an Dokumen | 2 3.900.453.830,00 0 777.593.247,00 1 1.112.630.191,00, 0 39.190.500,00] 0 314.154.800,00 0 76.694.780,00| 1 581.470.343,00 1 1.011.510.423,00| 100% | 91% 1 1.789.103.670,00 50% | 46% S
Do Pendidikan Dasar yang Tersusun Pendidikan
[Pelatihan Penyusunan _|[Jumlah Penyusun Kurikulum binas
2.01| 4 |Kurikulum Muatan Lokal [Muatan Lokal Pendidikan Dasar Orang | 192 3.524.532.568,00| 0 999.946.871,00( 96 887.778.799,00( 0 3.835.000,00[ 9 122.139.508,00| 27 272.925.677,00( 61 423.649.000,00( 97 822.549.185,00 101% | 93% | 97 1.822.496.056,00 51% | 52% [porqe
Pendidikan Dasar lyang Meningkat Kompetensinya
[Penetapan Kurikulum
[Muatan Lokal Ipersentase sekolah yang
2.02| [Pendidikan Anak Usia [berkurikulum sesuai standar % 100 | 2.356.094.158,00( 100 429.412.881,00| 100 | 1.256.891.903,00| 100 | 55.609.000,00( 100 | 394.217.215,00( 100 [ 516.316.500,00, 100 120.675.800,00| 100 | 1.086.818.515,00 100% | 86% | 100 | 1.516.231.396,00| 100% |46%
Dini dan Pendidikan mutu
Penyusunan Silabus [Jumlah Silabus Muatan Lokal
2.02| o |[Muatan Lokal Pendidikan [Pendidikan Anak Usia Dini dan | o1 men | o 2.356.094.158,00 429.412.881,00[ 1 1.256.891.903,00 0 55.609.000,00( 0 394.217.215,00, 0 516.316.500,00| 0 120.675.800,00[ 0 1.086.818.515,000 0% | 86% 0 1.516.231.396,00| 0% | 64% |2inas
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Pendidikan
Pendidikan Nonformal __[Tersusun
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Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

[UPAYA KESEHATAN

Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Persentase indikator SPM

5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 IR 14-6+12 IS5
2 3 4 100% 100% 16
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)[RP.(%)| K Rp. K(%) ‘(E}:)
EROGR AN DIDIK Persentase Tenaga Pendidik
[DAN TENAGA a‘gl % 60 8.517.875.000,00| 100 2.550.039.077,00, 65 1.609.200.000,00| 305.844.400,00( O 264.725.200,000 O 411.403.100,000 O 521.842.500,00, O 1.503.815.200,00, 0% 93% 100 4.053.854.277,00( 167% | 48%
KEPENDIDIKAN yang
[Pemerataan Kuantitas
dan Kualitas Pendidik
dan T
didikan bagi Ipersentase tenaga pendidik dan
Satuan Pendidik tenaga kependidikan yang % 100 8.517.875.000,00( 100 2.550.039.077,00, 66 1.609.200.000,00 305.844.400,00 264.725.200,000 O 411.403.100,000 O 521.842.500,00, O 1.503.815.200,00, 0% 93% 100 4.053.854.277,00| 100% | 18%
Dasar, PAUD, dan e
Pendidikan Nonformal /
Perhitungan dan .
Pemetaan Pendidik dan  [2UTIah Dokumen Hasil
Py Perhitungan dan Pemetaan
[Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Dinas
1 |Satuan Pendidikan o Dokumen 12 5.998.350.000,00] O 2.120.645.943,00, 6 750.000.000,00 0,00 239.022.200,00| 2 399.487.100,00( 2 101.876.000,00| 5 740.385.300,00| 83% 99% 5 2.861.031.243,00| 42% |48% P
[Kependidikan Satuan Satuan [Pendidikan
[Dasar, PAUD, dan o
L [Pendidikan Dasar, PAUD, dan
[Pendidikan L
[Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
[Nonformal/Kesetaraan
[Penataan Pendistribusian .
Pendidik dan Tenaga Jumlah Laporan Hasil
P A Pelaksanaan Penataan
Kependidikan bagi Pendistribusian Pendidik dan Dinas
2 [Satuan Pendidikan s 3a Laporan 4 2.519.525.000,00] 0O 429.393.134,00] 2 859.200.000,00] 305.844.400,00] 25.703.000,00, O 11.916.000,00] 0 419.966.500,00] 1 763.429.900,00( 50% 89% 1 1.192.823.034,00| 25% |(47% P
ITenaga Kependidikan Satuan [Pendidikan

[PROGRAM PEMENUHAN

Disediakan

[PERORANGAN DAN (Standar Pelayanan Minimal) % 77 |325.400.392.418,00 74 (134.894.306.710,00( 75 [100.394.234.912,00| 5.994.295.925,00| 15.024.115.008,00| 0 [23.580.785.211,00( 75 [51.505.104.796,00( 75 [96.104.300.940,00( 100% | 96% | 75 [230.998.607.650,00 97% |71%
UPAYA KESEHATAN  [Kesehatan mencapai target
MASYARAKAT
[Penyediaan Fasilitas
y SPM
untuk UKM dan UKP  |Kesehatan Rujukan Mencapai % |90,22 [151.350.541.487,00] O | 31.768.284.694,00| 89 | 41.262.774.488,00| 52.132.525,00) 2.444.633.748,000 0 | 6.043.748.719,000 91 [31.411.342.437,00| 91,4 (39.951.857.429,00| 103% | 97% | 91 | 71.720.142.123,00( 101% |47%
Kewenangan Daerah ITarget
[Kabupaten/Kota
| jumlah sarana, prasarana dan Dinas
. Kesehatan,
Rehabilitasi dan alat kesehatan yang telah e oot
Pemeliharaan Rumah  |dilakukan program rehabilitasi Unit 5 7.985.985.425,00 1 2.523.905.777,00| 1 546.652.000,00 0,00) 0 52.083.750,00] 1 485.453.250,00 1 537.537.000,00( 100% | 98% | 2 3.061.442.777,00 40% | 38% |5 ¢
: Penduduk dan
Sakit (RSUD) dan pemeliharaan oleh rumah
Keluarga
sakit
Berencana
Dinas
Jumlah Sarana, Prasarana dan Kesehatan,
o [Rehabilitasi dan Alat Keschatan yang Telah Unit 2 493.258.160,00| 0 0,00 1 246.629.080,00) 0,00 1.192.000,00 0 1.192.000,00] 1 236.077.800,00] 1 238.461.800,00] 100% | 97% | 1 238.461.800,00] 50% | 48% [Pengendalian
emeliharaan Puskesmas [Dilakukan Rehabilitasi dan Penduduk dan
Pemeliharaan Oleh Puskesmas Keluarga
Berencana
Dinas
Pengadaan Sarana Jumlah sarana di fasilitas Keschatan, |
12|Fasilitas Pelayanan pelayanan kesehatan yang Unit 5 79.232.096.871,00] 2 3.152.084.550,00| 3 22.862.791.500,00) 0,00) 0 | 2.236.832.500,00 1 | 20.625.958.976,00 1 | 22.862.791.476,00( 33% | 100% | 3 26.014.876.026,00| 60% | 33% |5 ¢
Kesehatan (RSUD) disediakan Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengadaan Prasarana - Kesehatan,
dan Pendukung Fasilitas [JWMI1ah prasarana fasilitas . Pengendalian
kesehatan yang Unit 37 7.948.077.781,00| 10 689.570.000,00| 198 1.934.320.134,00 0,00) 171 740.043.050,00] 2 1.336.772.500,00| 173 | 2.076.815.550,00] 87% | 107% | 183 2.766.385.550,00| 495% | 35%
Pelayanan Keschatan [ @4a%an Penduduk dan
(RSUD) Keluarga
Berencana
Dinas
l’z‘;‘s‘fggf::/ﬁ:t Jumlah Alat Kesehatan/Alat Kesehatan,
Penunjang Medik Pef‘““la“g Med‘}lf Fasilitas Unit 778 8.614.795.149,00[ 4 3.062.971.023,00 778 2.136.931.017,00) 1.417.000,00| 118 396.554.527,00| 32 109.521.200,00| 1042 | 1.477.815.712,00| 1192 | 1.985.308.439,00| 153% | 93% | 1196 5.048.279.462,00 154% | 59% Pe“ierédakl‘g“
Fasilitas belayanan Pelayanan Kesehatan yang Penduduk dan
Disediakan Keluarga
Kesehatan
Berencana
Dinas
Fengadaan /2112: Jumlah alat kesehatan/alat Kesehatan,
14{Penunjang Medik penunjang medik fasilitas Unit 33 23.849.613.724,00| 20 4.789.029.316,00| 57 3.828.686.000,00) 0,00) 51 1.266.000,000 6 3.288.686.000,00( 57 3.280.952.000,00| 100% | 86% | 77 8.078.981.316,00| 233% | 34 |[Lengendalian
Fasilitas Pelayanan pelayanan kesehatan yang Penduduk dan
Kesehatan (RSUD) disediakan Keluarga
Jumlah Penyediaan dan Dinas
Pemeliharaan Alat Uji dan Kesehatan,
Pengadaan dan Koloras: ot Unit Dermatin b o
Pemeliharaan Alat Pasilitas Kesehatan oA | Unit 1238 327.919.763,00[ 52 199.919.966,00 619 158.439.200,00) 0,00 0,00[ 456 115.316.000,00] 163 14.824.200,00[ 619 130.140.200,00( 100% | 82% | 671 330.060.166,00] 54% |101%[po&en e R
Kalibrasi Regional/Regional Maintainance Keluarga
Center Berencana
Dinas
Kesehatan,
Pengadaan Obat, Vaksin [/umiah Obat dan Vaksin yang Paket 50 10.564.863.586,00| 2 6.283.509.847,00[ 25 2.904.515.327,00) 35.554.435,00) 629.205.346,00| 5 679.035.793,00| 14 1.251.736.622,00] 25 2.595.532.196,00| 100% | 89% | 27 8.879.042.043,00] 54% | 849, [Fengendalian

Penduduk dan
Keluarga
[Berencana
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5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 13;(1)3{/07 * 14=6+12 15;1)3‘{/05 x
1 2 3 4 16
K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K(%) | @y
Dinas
Kesehatan,
Pengadaan Obat, Vaksin [Jumlah obat dan vaksin yang Pengendalian
2.0116 Hma Paket 8 10.499.233.022,00) 11.067.294.215,000 6 5.712.640.227,00 0 0,00 1 1.395.402.000,00) 1.983.857.051,00, 6 2.319.303.939,00, 6 5.698.562.990,00| 100% | 100% | 12 16.765.857.205,00| 150% [160%
(RSUD) disediakan Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Kesehatan,
2.0117|Pengadaan Bahan Habis |Jumlah Bahan Habis Pakai yang Paket 8 1.303.580.006,00) 0,000 4 651.790.003,00, 0 0,00/ 0 0,00, 2 81.928.000,00 2 338.433.698,00| 4 420.361.698,00 100% | 64% 4 420.361.698,00] 50% | 329 [Lengendalian
Pakai Disediakan Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Pemeliharaan Rutin dan Dinas
[Berkala Alat lJumlah Alat Kesehatan/Alat Kesehatan,
2.01|20|Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Unit | 167 208.760.000,00) 0,00 162 104.380.000,00{ 0 15.161.090,00| 36 22.279.875,00 50 19.345.375,00] 77 30.939.740,00| 163 87.726.080,00 101% | 84% | 163 87.726.080,00 98% | 429, |Fengendalian
[Penunjang Medik Layanan Kesehatan yang [Penduduk dan
Fasilitas Pelayanan ITerpelihara Sesuai Standar Keluarga
Kesehatan [Berencana
Pemeliharaan Rutin dan Dinas
Berkala Alat
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Kesehatan,
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pengendalian
2.01[20[Penunjang Medik Jang Unit 30 27.642.000,00) 0,00 15 27.642.000,00) 15 3.024.000,00 0 0,00, 15 3.024.000,00] 100% | 11% | 15 3.024.000,00 50% | 11% [1C"&
Fasilitas belayanan Layanan Kesehatan yang Penduduk dan
Terpelihara Sesuai Standar Keluarga
Kesehatan (Puskesmas
] Berencana
Manguharijo)
[Pemeliharaan Rutin dan Dinas
ﬁ:;t;l:t:r}jt\lat [Jumlah Alat Kesehatan/Alat Kesehatan,
2.01|20{Penunjang Medik Penunjang Medik Fasilitas Unit 30 54.940.000,00) 0,000 15 27.470.000,00] 0 0,00 0 0,00 3 4.548.000,00] 12 0,00 15 4.548.000,00{ 100% | 17% | 15 4.548.000,00| 50% | 8% [Pengendalian
Fasilitas Pelayanan Layan_an Kese] atap yang [Penduduk dan
ITerpelihara Sesuai Standar Keluarga
Kesehatan (Puskesmas
[Berencana
Ngegong)
Pemeliharaan Rutin dan Dinas
Berkala Alat
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Kesehatan,
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pengendalian
2.01[20[Penunjang Medik Jang Unit 30 58.736.000,00) 0,00 15 29.368.000,00 0 0,00 0 0,00 2 3.060.000,00] 13 0,00, 15 3.060.000,00] 100% | 10% | 15 3.060.000,00 50% | 5% [rc"&
Fasilitas Pelayanan Layanan Kesehatan yang Penduduk dan
Terpelihara Sesuai Standar Keluarga
Kesehatan (Puskesmas b
: erencana
Sukosari)
[Pemeliharaan Rutin dan Dinas
Berkala Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Kesehatan,
Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pengendalian
2.01[20[Penunjang Medik Layan;n  eachtan Sang Unit 36 60.814.000,00) 0,00 18 30.407.000,00 0 0,00 0 0,00 3 5.676.000,00] 15 0,00 18 5.676.000,00] 100% | 19% | 18 5.676.000,00( 50% | 9% [por&ercaten
Fasilitas Pelayanan Terpelihara Sesuai Standar Keluarga
Kesehatan (Puskesmas
" Berencana
Tawangrejo)
Pemeliharaan Rutin dan Dina
Berkala Alat S
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Kesehatan,
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pengendalian
2.01[20[Penunjang Medik Lo e Unit 30 62.572.000,00) 0,00 15 31.286.000,00 0 0,00 0 0,00 2 7.020.000,00] 17 0,00, 19 7.020.000,00| 127% | 22% | 19 7.020.000,00( 63% | 11% [Cn&niE T
Fasilitas Pelayanan yanan Kesehatan yang endudulc dan
Terpelihara Sesuai Standar Keluarga
Kesehatan (Puskesmas b
chate crencana
Banjarcjo)
Pemeliharaan Rutin dan Dinas
[Berkala Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Kesehatan,
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pengendalian
2.01[20[Penunjang Medik Layan;n  eachntan ang Unit 30 57.654.000,00) 0,00 15 28.827.000,00 0 0,00 0 0,00, 9 0,00 3 5.340.000,00] 12 5.340.000,00 80% | 19% | 12 5.340.000,00( 40% | 9% [por&enaten
Fasilitas Pelayanan Terpelihara Sesuai Standar Keluarga
Kesehatan (Puskesmas
Berencana
Demangan)
[Penyediaan Layanan
[Kesehatan untuk UKM [Persentase Indikator SPM
2.02| |dan UKP Dasar i % 79 174.049.850.931,00) 103.126.022.016,00| 75 | 59.131.460.424,000 O [5.942.163.400,00[ O [12.579.481.260,00 O (17.537.036.492,00 92 [20.093.762.359,00 92 [56.152.443.511,00 123% | 95% | 92 [159.278.465.527,00| 116% |92%
ITingkat Daerah ITarget
/Kota
Dinas
Jumlah Ibu Hamil yang Kesehatan,
Pengelolaan Pelayanan . . . o, |Pengendalian
2.02| 1 ! Mendapatkan Pelayanan Orang | 4980 |  8.454.617.574,00 6.907.810.478,00| 2490 883.311.400,00| 567 10.745.600,00| 598 12.268.400,00| 678 14.458.400,00[ 610 840.230.000,00| 2453 877.702.400,00] 99% | 99% | 2453 7.785.512.878,00| 49% | 92%
Keschatan Ibu Hamil Keoeharon Sesuat Siodar Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Ibu Hamil yang Keschatan, |
2.02 1 |Kesehatan Ibu Hamil ~ [Mendapatkan Pelayanan Orang | 870 52.064.000,00) 0,00| 435 26.032.000,00 0 0,00 0 0,00| 254 8.976.000,00| 181 16.956.000,00| 435 25.932.000,00| 100% | 100% | 435 25.932.000,00 50% | 50% [por&encatan
(Puskesmas Manguharjo) [Kesehatan Sesuai Standar
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Ibu Hamil yang Keschatan, |
2.02| 1 |Kesehatan Ibu Hamil ~ [Mendapatkan Pelayanan Orang | 596 60.850.400,00) 0,00| 298 30.425.200,00 0 0,00 0 0,00| 214 19.230.000,00 298 11.148.000,00| 298 30.378.000,00] 100% | 100% | 298 30.378.000,00 50% | 50% [por&encaan
(Puskesmas Ngegong) ~ [Kesehatan Sesuai Standar
Keluarga
Berencana
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1 2 3 4 - - 16
K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K(%) | @y
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |[Jumlah Ibu Hamil yang g::ez‘;;aa'l‘;an
2.02| 1 |Kesehatan Ibu Hamil ~ [Mendapatkan Pelayanan oOrang | 820 45.336.000,00) 0,00 410 22.668.000,00 0 0,00 0 0,00| 309 15.962.000,00 228 6.706.000,00| 537 22.668.000,00| 131% | 100% | 537 22.668.000,00 65% | 50% [+ ¢
g ‘ Penduduk dan
(Puskesmas Sukosari)  [Kesehatan Sesuai Standar
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Ibu Hamil yang g::ez‘;;aa'l‘;an
2.02 1 |Kesehatan Ibu Hamil ~ [Mendapatkan Pelayanan Orang | 596 43.580.800,00) 0,00| 298 21.790.400,00 0 0,00 0 0,00| 224 14.029.600,00 298 7.760.800,00] 298 21.790.400,00| 100% | 100% | 298 21.790.400,00 50% | 50% [pengencatan
(Puskesmas Tawangrejo) [Kesehatan Sesuai Standar
Keluarga
Berencana
Dinas
[Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Ibu Hamil yang g:;e:xivldaa?;an
2.02| 1 |Kesehatan Ibu Hamil ~ [Mendapatkan Pelayanan Orang | 1044 77.901.600,00) 0,00| 522 38.950.800,00] 0 0,00 0 0,00| 398 25.212.400,00| 523 13.737.600,00 523 38.950.000,00] 100% | 100% | 523 38.950.000,00 50% | 50% [por&ea tan
(Puskesmas Banjarejo) Kesehatan Sesuai Standar
Keluarga
[Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Ibu Hamil yang gs:e:zg’a'l‘i’an
2.02| 1 |Kesehatan Ibu Hamil ~ [Mendapatkan Pelayanan Orang | 974 48.741.600,00) 0,00| 487 24.370.800,00) 367 16.728.000,00 487 7.578.400,00| 487 24.306.400,00] 100% | 100% | 487 24.306.400,00 50% | 50% [pergencatan |
(Puskesmas Demangan) [Kesehatan Sesuai Standar
Keluarga
Berencana
[Dinas
Jumlah Tbu Bersalin yang Keschatan,
[Pengelolaan Pelayanan o, o, o, o, [Pengendalian
2.02( 2 % |Mendapatkan Pelayanan Orang | 4754 216.109.197,00) 83.993.550,00| 2377 49.007.200,00| 642 10.929.600,00| 573 5.683.600,00| 519 15.288.400,00 613 15.005.600,00| 2347 46.907.200,00 99% | 96% | 2347 130.900.750,00 49% | 61%
Kesehatan Ibu Bersalin N [Penduduk dan
Kesehatan Sesuai Standar
Keluarga
[Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Bayi Baru Lahir yang gs:e:zg’a'l‘i’an
2.02| 3 |[Kesehatan Bayi Baru  [Mendapatkan Pelayanan Orang | 4528 231.292.367,00) 120.023.180,00| 2264 84.232.800,00| 498 7.168.000,00 542 5.218.000,00 667 42.072.800,00[ 549 16.920.000,00| 2256 71.378.800,00| 100% | 85% | 2256 191.401.980,00| 50% | 83% [per&enratan
Lahir Kesehatan Sesuai Standar
Keluarga
Berencana
Dinas
. Kesehatan,
Jumlah Balita yang Mendapatkan :
Pengelolaan Pelayanan Pengendalian
2.02| 4 . Pelayanan Kesehatan Sesuai Orang | 18436 729.476.345,00) 104.322.020,00( 9218 242.621.000,00 0 0,00 0 0,00| 7002 33.054.000,00| 2097 202.885.910,00{ 9099 235.939.910,00] 99% | 97% | 9099 340.261.930,00 49% | 47%
Kesehatan Balita Ead Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Balita yang Mendapatkan g:;e}e‘ig"a'l‘i’an
2.02| 4 |Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Orang | 3746 7.500.000,00] 0,00| 1873 3.750.000,00{ 0 0,00 0 0,00| 1574 0,00 299 3.650.000,00 1873 3.650.000,00] 100% | 97% | 1873 3.650.000,00( 50% |49% [, E 1
(Puskesmas Manguharjo) [Standar .
eluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan ~ [Jumlah Balita yang Mendapatkan g:;e}e‘ig"a'l‘i’an
2.02| 4 |[Keschatan Balita Pelayanan Keschatan Sesuai Orang | 2128 9.800.000,00] 0,00| 1064 4.900.000,00] 0 0,00 0 0,00| 841 200.000,00| 1064 4.450.000,00| 1064 4.650.000,00] 100% | 95% | 1064 4.650.000,00( 50% | 47% [,EE 1
(Puskesmas Ngegong)  [Standar K
eluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Balita yang Mendapatkan Keschatan, |
2.02| 4 |Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Orang | 2082 11.400.000,00 0,00| 1041 5.700.000,00{ 0 0,00 0 0,00| 790 2.000.000,00 1041 3.700.000,00| 1041 5.700.000,00| 100% | 100% | 1041 5.700.000,00( 50% | 50% [por&era ten
(Puskesmas Tawangrejo) [Standar
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |[Jumlah Balita yang Mendapatkan Kesehatan, |
2.02| 4 |Keschatan Balita Pelayanan Keschatan Sesuai Orang | 4220 22.700.000,00) 0,00| 2110 11.350.000,00) 1832 0,00| 2110 11.350.000,00| 2110 11.350.000,00| 100% | 100% | 2110 11.350.000,000 50% | 50% [por&e e BT
(Puskesmas Demangan) [Standar K
eluarga
Berencana
Dinas
Jumlah Anak Usia Pendidikan Kesehatan,
Pengelolaan Pelayanan fry, . vano Mendapatkan Pengendalian
2.02| 5 [Kesehatan pada Usia yang P ) Orang | 63944 232.979.349,00) 118.018.750,00( 31972 97.973.500,00[31098| 736.000,00{31102 4.226.000,00/31167 18.066.000,00 415 66.780.892,00| 31167 89.808.892,00 97% | 92% |31167 207.827.642,00| 49% | 89% [1C"
na Pelayanan Kesehatan Sesuai Penduduk dan
Pendidikan Dasar
[Standar Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Anak Usia Pendidikan Keschatan,
.02| 5 [Kesehatan pada Usia - Dasar yang Mendapatkan Orang | 7182 12.600.000,00 0,00| 3591 6.300.000,000 0 0,00 0 0,00| 3784 2.500.000,00| 3591 3.500.000,00| 3591 6.000.000,00{ 100% | 95% | 3591 6.000.000,00] 50% | 489 [Fengendalian
Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Sesuai Penduduk dan
(Puskesmas Manguharjo) [Standar Keluarga
Berencana
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1 2 3 4 16
K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K(%) | @y
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Anak Usia Pendidikan Kesehatan,
2.02| 5 [Kesehatan pada Usia Dasar yang Mendapatkan Orang | 15448 18.800.000,00) 0,00| 7724 9.400.000,00 0 0,000 0 0,00 7724 8.600.000,00| 7724 800.000,00| 7724 9.400.000,00[ 100% | 100% | 7724 9.400.000,00] 50% | 50% [Pengendalian
Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Sesuai Penduduk dan
(Puskesmas Ngegong) [Standar Keluarga
[Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Anak Usia Pendidikan Kesehatan,
.02/ 5 [Kesehatan pada Usia Dasar yang Mendapatkan Orang | 4096 6.400.000,00) 0,00| 2048 3.200.000,00] 0 0,00 0 0,00[ 2015 2.400.000,00| 2048 800.000,00| 2048 3.200.000,00| 100% | 100% | 2048 3.200.000,00] 50% | 509 [Fengendalian
Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Sesuai Penduduk dan
(Puskesmas Tawangrejo) [Standar Keluarga
Berencana
Dinas
[Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Anak Usia Pendidikan Kesehatan,
2.02| 5 [Kesehatan pada Usia Dasar yang Mendapatkan Orang | 15210 12.400.000,00 0,00| 7605 6.200.000,000 0 0,000 0 0,000 0 0,00| 7678 6.200.000,00| 7678 6.200.000,00( 101% | 100% | 7678 6.200.000,00( 50% | 500 |Fengendalian
[Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Sesuai [Penduduk dan
(Puskesmas Banjarejo) [Standar Keluarga
[Berencana
[Dinas
[Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Anak Usia Pendidikan Kesehatan,
2.02| 5 [Kesehatan pada Usia Dasar yang Mendapatkan Orang | 15508 13.200.000,00 0,00| 7754 6.600.000,00| 7476 0,00| 7754 6.600.000,00| 7754 6.600.000,00( 100% | 100% | 7754 6.600.000,00{ 50% | 50 [Fengendalian
Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Sesuai Penduduk dan
(Puskesmas Demangan) ~[Standar Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Penduduk Usia Produktif gs:e:zg’a'l‘i’an
2.02| 6 |[Kesehatan pada Usia  |yang Mendapatkan Pelayanan Orang 22032 977.855.817,00) 330.652.500,00(114664 56.621.200,00[33284 4.872.000,00[31923 7.670.000,0034894 29.399.200,00(126836| 10.340.000,00(126836| 52.281.200,00 111% | 92% [126836 382.933.700,00{ 55% | 39% [Lor&:
Produktif Keschatan Sesuai Standar enduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas
peniolan ST e s Produie e
2.02( 6 an p lyang Mendapatkan Pelayanan Orang | 40652 21.168.000,00) 0,00| 20326 10.584.000,00, 0 0,00 0 0,0022437 3.742.000,00 0 6.242.000,00| 22437 9.984.000,00] 110% | 94% |22437 9.984.000,00| 55% | 47% [ ¢
Produktif (Puskesmas ~ [208 FEndapatiar be oy Penduduk dan
Sukosari) esehatan Sesual Standar Keluarga
Berencana
Dinas
pensiaee S umian Pendudu Usia P
2.02| 6 anp lyang Mendapatkan Pelayanan Orang | 51050 9.300.000,00] 0,00] 25525 4.650.000,00, 0 0,00 0 0,00[20756 3.700.000,00| 27508 950.000,00| 27508 4.650.000,00] 108% | 100% | 27508 4.650.000,00| 54% | 50% [
Produktif (Puskesmas  [Y° 08 & FHEba Har oo Penduduk dan
Banjarejo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Penduduk Usia Lanjut Keschatan, |
2.02( 7 |[Kesehatan pada Usia  |yang Mendapatkan Pelayanan Orang | 57194 198.979.120,00) 63.884.400,00| 28597 50.753.600,00 0 368.000,00| 5028 8.643.600,00[20200) 18.446.000,00| 11160 13.940.000,00| 36388 41.397.600,00| 127% | 82% |36388 105.282.000,00| 64% | 53% [porECRE AR
Lanjut Keschatan Sesuai Standar Kehuarza
Berencana
Dinas
Keschatan pada Usia. | [Jumiah Penduduk Usia Lanjut Pengendatian
2.02| 7| 65¢ P lyang Mendapatkan Pelayanan Orang | 9654 5.184.000,00) 0,00| 4827 2.592.000,00{ 0 0,00 © 0,00[ 2889 0,00| 4862 2.392.000,00| 4862 2.392.000,00] 101% | 92% | 4862 2.392.000,00] 50% | 46% | "8
Lanjut (Puskesmas echatan Seatat Standiar Penduduk dan
Manguharjo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan ||\ o0 pe ik Usia Lanjut Keschatan,
2.02| 7 [Kesehatan pada Usia lyvang Mendapatkan Pelayanan Orang | 6314 7.728.000,00) 0,00 3157 3.864.000,00] 0 0,00 0 0,00[ 2530 3.864.000,00 3226 0,00 3226 3.864.000,00| 102% | 100% | 3226 3.864.000,00] 51% | 50% [Fengendalian
Lanjut (Puskesmas e i e e Penduduk dan
[Ngegong) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan | ;v pe i duk Usia Lanjut Keschatan,
Keschatan pada Usia . , o o, |Pengendalian
2.02[ 765 lyang Mendapatkan Pelayanan Orang | 7958 12.316.000,00) 0,00| 3979 6.158.000,00{ 0 0,00 0 0,00| 3729 6.008.000,00 0 0,00 3729 6.008.000,00 94% | 98% | 3729 6.008.000,00| 47% | 49%
Lanjut (Puskesmas e hatan Seatet Stania Penduduk dan
Sukosari) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan | ;v pe i duk Usia Lanjut Kesehatan,
2.02| 7 |Kesehatan pada Usia lyang Mendapatkan Pelayanan Orang | 6532 14.880.000,00) 0,00| 3266 7.440.000,000 0 0,000 0 0,00 2977 7.440.000,00| 3335 0,00 3335 7.440.000,00[ 102% | 100% | 3335 7.440.000,00] 51% | 50 [Fengendalian
Lanjut (Puskesmas e hatan Seatet Stania Penduduk dan
Tawangrejo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan |\ -k Usia Laniat Kesehatan,
Kesehatan pada Usia N Pengendalian
2.02 ¢ lyang Mendapatkan Pelayanan Orang | 15848 2.000.000,00) 0,00| 7924 1.000.000,00, 0 0,00 0 0,00| 7437 1.000.000,00| 8267 0,00 8267 1.000.000,00| 104% | 100% | 8267 1.000.000,00| 52% | 50%
Lanjut (Puskesmas e e e Penduduk dan
Banjarejo) Keluarga
Berencana
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13=12/7 x 15-14/5 x
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 14=6+12
100% 100%
1 2 3 4 b 00% -
K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K(%) | @y
P lol Pel Dinas
Kzrs‘fg:t:';ag:mri‘z“ Jumlah Penduduk Usia Lanjut Kesehatan,
2:02| 7 |Lanjut (Puskesmas yang Mendapatkan Pelayanan Orang | 14846 10.664.000,00 0,00| 7423 5.332.000,00f 4969 5.332.000,00( 7549 0,00 7549 5.332.000,00( 102% | 100% | 7549 5.332.000,00| 51% | S0% |Fengendalian
Kesehatan Sesuai Standar Penduduk dan
[Demangan) Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Penderita Hipertensi yang Kesehatan,
2.02| 8 |Kesehatan Penderita Mendapatkan Pelayanan Orang (137946 37.098.149,00) 11.829.900,00( 68973 13.548.000,00, 0 0,00 0 0,00/34875 4.174.000,00| 8095 7.974.000,00| 42970 12.148.000,00| 62% | 90% |42970 23.977.900,00 31% | 65% [Lengendatian
Hipertensi Keschatan Sesuai Standar Penduduk dan
Keluarga
Berencana
N . Dinas
[Pengelolaan Pelayanan ‘]{;Ttli: P::;T\?elfx dzla:til:fx Kesehatan},
202 9 g?sghf‘a‘];lpf?d““a Pelayanan schatan Seonai Orang | 16286 92.677.318,00) 25.780.850,00( 8143 202.012.000,00( 0 0,00 0 0,00( 7641 1.250.000,00| 784 191.083.200,00| 8425 192.333.200,00( 103% | 95% | 8425 218.114.050,00( 52% [235% ﬁ:gg’i‘;ﬁi‘:‘;n
1abetes Melitus
[Standar Keluarga
[Berencana
Dinas
[Pengelolaan Pelayanan gslr;l::a?lr;rég eyha;irll\/lg?::patkan Kesehatan,
2.02(10[Kesehatan Orang dengan dengyan Gangeuan Jiwa g Orang | 676 458.160.742,00 144.091.390,00| 338 64.735.000,00| 110 11.972.000,00| 104 7.980.000,00 105 16.040.800,00 374 26.706.400,00 374 62.699.200,00| 111% | 97% | 374 206.790.590,00] 55% | 45% [Pengendalian
Gangguan Jiwa Berat ' Penduduk dan
Sesuai Standar Keluarga
Berencana
[Dinas
ieng}e]lolaa% Pelayinan g’ulmlah Or?(ng 3;‘ang Mgndapatkan Kesehatan,
esehatan Orany lengan elayanan Kesehatan Oran; i
2.02/100 0 an Jiwa e dengan Gangguan Jiwa e Orang | 120 6.000.000,00) 0,00 60 3.000.000,00( 0 0,000 0 0,00{ 59 0,00 63 3.000.000,00{ 63 3.000.000,00 105% | 100% | 63 3.000.000,00{ 53% |50% ﬁ:gg’i‘;ﬁ‘:‘;n
(Puskesmas Manguharjo) [Sesuai Standar Keluarga
[Berencana
Dinas
ll:engglolaar:) Pelayznan gulmlah Or;ng yang Mendapatkan Kesehatan,
esehatan Orang dengan |Pelayanan Kesehatan Orany i
2.02(10| G0 pan Jiwa et dengyan Gangguan Jiwa g Orang 74 2.000.000,00 0,00 37 1.000.000,00( 0 0,00 © 0,00 45 700.000,00] 45 300.000,00 45 1.000.000,00 122% | 100% | 45 1.000.000,00[ 61% | 50% gzggﬂﬁi‘zn
(Puskesmas Ngegong)  [Sesuai Standar Keluarga
Berencana
Dinas
ieng;lolaar:) Pelay:nan gulmlah Or?(ng yane M(e)ndapatkan Kesehatan,
esehatan Orang dengan [Pelayanan Kesehatan Oran; i
2.02{10] 00 i Jiva et dené’m Gamggaan Jiwa Bt Orang | 78 2.000.000,00] 0,00 39 1.000.000,00| O 0,00 0 0,00 35 500.000,00( 41 500.000,00] 41 1.000.000,00| 105% | 100% | 41 1.000.000,00| 53% | 50% :Egﬂﬁi‘zn
(Puskesmas Tawangrejo) [Sesuai Standar Keluarga
Berencana
Dinas
Ilzengﬁlolaarg Pelayznan .l.lulmlah Or;ng yang Méndspatksn Kesehatan,
esehatan Orang dengan |Pelayanan Kesehatan Oran "
2.02/101 508 e Jiwa et dengyan Gangguan Jiwa Bt Orang | 152 3.000.000,00] 0,00 76 1.500.000,00[ 0 0,00 0 0,00( 77 1.050.000,00] 81 450.000,00] 81 1.500.000,00] 107% | 100% | 81 1.500.000,00] 53% |50% giggﬁzﬁ‘zn
(Puskesmas Banjarejo)  |Sesuai Standar Keluarga
Berencana
Dinas
Ilzengﬁlolaarg Pelayznan .l.lulmlah Or;ng yang Méndspatksn Kesehatan,
esehatan Orang dengan |Pelayanan Kesehatan Oran "
2.02/10 o an Jiwa Berat |dengan Gangguan Jiwa Berat Orang | 146 3.000.000,00 0,00 73 1.500.000,00| 50 0,00 80 1.500.000,00 80 1.500.000,00] 110% | 100% | 80 1.500.000,00( 55% | 50% [pengendatian
(Puskesmas Demangan) [Sesuai Standar Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Orang Terduga Menderita Kesehatan,
2.02(11|Kesehatan Orang Terduga[Tuberkulosis yang Mendapatkan | Orang | 10152 537.735.225,00) 205.543.070,00| 5076 53.440.000,00 0 0,00 0 8.312.000,00( 2072 24.458.000,00| 3691 17.522.000,00| 5763 50.292.000,00| 114% | 94% | 5763 255.835.070,00] 57% |48 |Fengendalian
ITuberkulosis Pelayanan Sesuai Standar Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Pengelolaan Pel Dinas
Keonaton Ora :é’ﬁ.:f;‘uga Jumlah Orang Terduga Menderita Kesehatan,
2,02 11 e losis (Puskesmas [Tuberkulosis yang Mendapatkan | Orang | 388 2.600.000,00) 0,00( 194 1.300.000,00 0 0,00 0 0,00 177 100.000,00{ 395 1.150.000,00{ 395 1.250.000,00] 204% | 96% | 395 1.250.000,00| 102% | 48% Ee“ge“dall‘a“
Manauhan Pelayanan Sesuai Standar enduduk dan
anguharjo) Keluarga
Berencana
Pengelolaan Pel Dinas
K‘Z‘s‘ff‘:t:':)r;:g;‘:fg‘uga Jumlah Orang Terduga Menderita Kesehatan,
2,02 11 osis (Puskeemas [Tuberkulosis yang Mendapatkan | Orang | 280 3.500.000,00 0,00[ 140 1.750.000,00( 0 0,00 © 0,00 164 1.200.000,00 254 550.000,00| 254 1.750.000,00| 181% | 100% | 254 1.750.000,00] 91% | 50% [Pengendalian
Pelayanan Sesuai Standar Penduduk dan
Necgong) Keluarga
Berencana
Pengelolaan Pel Dinas
Keonaton Ora :gﬁ.:f:uga Jumlah Orang Terduga Menderita Kesehatan,
2,02 11 e losis (Puskesmas [Tuberkulosis yang Mendapatkan | Orang | 334 2.000.000,00) 0,00[ 167 1.000.000,00 0 0,00 0 0,00 290 400.000,00, 0 600.000,00] 290 1.000.000,00] 174% | 100% | 290 1.000.000,00| 87% |50% ge“ge“dall‘a"
Skosari Pelayanan Sesuai Standar enduduk dan
ukosari) Keluarga
Berencana
Pengelolaan Pel Dinas
K‘;‘s‘ff‘:t:':)r;:;ifg‘uga Jumlah Orang Terduga Menderita Kesehatan,
2,02 11l e osis (Prskeemas [Tuberkulosis yang Mendapatkan | Orang | 216 2.700.000,00 2,00[ 108 1.350.000,00( 0 0,00 © 0,00 94 700.000,00] 113 550.000,00] 113 1.250.000,00[ 105% | 93% | 113 1.250.002,00] 52% | 46% [Pengendalian
I g Pelayanan Sesuai Standar Penduduk dan
awangrejo) Keluarga
Berencana
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5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 e 14=6+12 e
1 2) 3 4 16
K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K(%) | @y
Dinas
Pengelolaan Pelayanan | ;o4 i e Menderita Kesehatan,
Kesehatan Orang Terdugal A Pengendalian
2.02|11] . ITuberkulosis yang Mendapatkan Orang 324 4.500.000,00 0,00 162 2.250.000,00] O 0,00 O 0,00 0O 550.000,00( 356 950.000,00| 356 1.500.000,00| 220% | 67% 356 1.500.000,00| 110% | 33%
Tuberkulosis (Puskesmas Pelayanan Sesuai Standar [Penduduk dan
Banjarejo) Y Keluarga
[Berencana
[Dinas
Pengelolaan Pelayanan |4 i e Menderita Kesehatan,
Kesehatan Orang Terdugal A Pengendalian
2.02|11] . Tuberkulosis yang Mendapatkan Orang 432 6.000.000,00 0,00[ 216 3.000.000,00] 305 1.450.000,00| 563 1.550.000,00( 563 3.000.000,00| 261% | 100% 563 3.000.000,00[ 130% | 50%
Tuberkulosis (Puskesmas Pelayanan Sesuai Standar [Penduduk dan
[Demangan) Y Keluarga
[Berencana
Dinas
[Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Orang Terduga Menderita g:;e};:;:?i’an
2.02(12|Kesehatan Orang dengan |HIV yang Mendapatkan Pelayanan | Orang 11560 1.841.578.687,00 349.536.712,00( 5780 199.463.200,00 50 9.800.000,00| 3100 58.829.000,00| 2200 19.248.000,00| 6664 48.471.200,00 6664 136.348.200,00| 115% | 68% | 6664 485.884.912,00( 58% |26% Penguduk dan
Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar
Keluarga
[Berencana
[Dinas
Pengelolaan Pelayanan |1 1o 0o rerdugn Menderita Kesehatan,
Kesehatan Orang dengan Pengendalian
2.02|12] Risiko Terinfeksi HIV HIV yang Mendapatkan Pelayanan Orang 964 7.682.400,00 0,00 482 3.841.200,00] O 0,00 O 0,00[ 281 1.495.600,00| 524 1.845.580,00( 524 3.341.180,00| 109% | 87% 524 3.341.180,00[ 54% |43% Penduduk dan
(Puskesmas Manguharjo) [S6Suai Standar Keluarga
[Berencana
Dinas
[Pengelolaan Pelayanan lJumlah Orang Terduga Menderita Kesehatan},
Kesehatan Orang dengan [Pengendalian
2.02(12] 5> : R HIV yang Mendapatkan Pelayanan | Orang 1016 2.200.000,00 0,00| 508 1.100.000,00[ 0O 0,00 0O 0,00| 353 400.000,00| 507 700.000,00| 507 1.100.000,00| 100% | 100% | 507 1.100.000,00| 50% | 50%
Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar [Penduduk dan
(Puskesmas Sukosari) Keluarga
[Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan |1 1o o rerdugn Menderita Kesehatan,
Kesehatan Orang dengan Pengendalian
2.02|12] Risiko Terinfeksi HIV HIV yang Mendapatkan Pelayanan Orang 684 1.000.000,00 0,00 342 500.000,00( O 0,00 O 0,00{ 312 250.000,00| 389 250.000,00] 389 500.000,00( 114% | 100% | 389 500.000,00| 57% | 50% Penduduk dan
(Puskesmas Tawangrejo) |>cSuai Standar Keluarga
[Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan |1 1o oo o Nenderita Keschatan,
Kesehatan Orang dengan Pengendalian
2.02|12] e . : HIV yang Mendapatkan Pelayanan Orang 1164 22.000.000,00] 0,00| 582 11.000.000,00} 418 5.500.000,00| 509 5.500.000,00[ 509 11.000.000,00| 87% 100% 509 11.000.000,00| 44% | 50%
Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar [Penduduk dan
(Puskesmas Demangan) Keluarga
[Berencana
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Dokumen Hasil E]na;man
Kesehatan bagi Penduduk|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan P::een falian
2.02(13|pada Kondisi Kejadian bagi Penduduk pada Kondisi Dokumen 0 688.060.500,00 528.285.500,00, O 0,00[ 0O 0,00 0O 0 0,000 © 0,00[ © 0,00 0% 0% 0 528.285.500,00(#DIV/0! 77% &
L n S . " . Penduduk dan
uar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Keluarga
(Puskesmas Manguharjo) [Standar B &
erencana
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Dokumen Hasil E]na;man
Kesehatan bagi Penduduk|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan P::een falian
2.02(13|pada Kondisi Kejadian bagi Penduduk pada Kondisi Dokumen 0 584.016.000,00 474.871.000,00( O 0,00[ 0O 0,00 0O 0,00[ O 0,000 © 0,00[ © 0,00 0% 0% 0 474.871.000,00(#DIV/0!f 81% &
L n S . " . Penduduk dan
uar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai
Keluarga
(Puskesmas Ngegong) Standar B
erencana
Pengelolaan Pelayanan  |[Jumlah Dokumen Hasil Dinas
Kesehatan bagi Penduduk|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan o oot
2.02(13|pada Kondisi Kejadian bagi Penduduk pada Kondisi Dokumen 4 692.405.000,00 612.165.000,00] o 0,00 0O 0,00 0O 0,00 0O 0,00 0 - [ 0,00[ 0% 0% 4 612.165.000,00| 100% | 88% 2
> . [Penduduk dan
[Luar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Keluarga
(Puskesmas Sukosari)  [Standar &
[Berencana
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Dokumen Hasil Dinas
n Kesehatan,
Kesehatan bagi Penduduk|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pengendalian
2.02(13|pada Kondisi Kejadian bagi Penduduk pada Kondisi Dokumen 4 576.500.820,00 512.909.800,00, O 0,00[ O 0,00 0 0,00[ O 0,000 © 0,00[ O 0,00 0% 0% 4 512.909.800,00( 100% | 89% &
N S . " . Penduduk dan
Luar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai
‘ Keluarga
(Puskesmas Tawangrejo) [Standar B
erencana
Pengelolaan Pelayanan  |[Jumlah Dokumen Hasil Dinas
Kesehatan bagi Penduduk|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan e
2.02(13|pada Kondisi Kejadian bagi Penduduk pada Kondisi Dokumen 4 511.661.000,00] 386.482.500,00 o 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 0 0,00 o0 0,00[ 0% 0% 4 386.482.500,00| 100% | 76% 2
N > . " . [Penduduk dan
Luar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai
) Keluarga
(Puskesmas Banjarejo)  [Standar
[Berencana
Pengelolaan Pelayanan  |[Jumlah Dokumen Hasil E;Z:iatan
Kesehatan bagi Penduduk|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pengendalian
2.02(13|pada Kondisi Kejadian bagi Penduduk pada Kondisi Dokumen 4 545.045.000,00 444.537.000,00( O 0,00[ O 0,00 0O 0,00[ O 0,000 © 0,00[ © 0,00 0% 0% 8 444.537.000,00( 200% | 82% &
N o . " . Penduduk dan
Luar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai
Keluarga
(Puskesmas Demangan) [Standar B
erencana
[Dinas
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Dokumen Hasil Keschatan, |
2.02(15|Kesehatan Gizi [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 6 603.791.602,00] 4.309.797.930,00 3 1.488.729.800,00| O 2.208.000,00f 0O 30.602.000,00[ 1 66.154.400,00] 2 1.357.967.249,00] 3 1.456.931.649,00| 100% | 98% 3 5.766.729.579,00| 50% [955% 2
Masyarakat Gizi Masyarakat Penduduk dan
Keluarga
[Berencana
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5 6 7 8 9 10 11 12-849+10+11 e 14=6+12 e
1 2 3 4 16
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K (%) |RP. (%) Rp. K (%) ‘(E}:)
Dinas
pengelaan Plianen i Dokumen s e
2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 706.579.250,00 536.216.250,00 583.664.600,00) 20.700.000,00 62.190.000,00) 82.455.000,00 388.644.350,00 553.989.350,00 100% | 95% 1.090.205.600,00| 50% |154%]; "%
Masyarakat (Puskesmas [2265° %20 @2 Penduduk dan
Manguharjo) Y Keluarga
Berencana
Dinas
pengelaan Plianen i Dokumen st e
2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 660.298.800,00 518.257.950,00 614.653.800,00 25.140.000,00 110.265.000,00) 97.755.000,00 373.096.000,00 606.256.000,00| 100% | 99% 1.124.513.950,00| 50% [170%]; "%
Masyarakat (Puskesmas [2265° %20 @2 Penduduk dan
[Ngegong) Y Keluarga
Berencana
Dinas
penatlaa Hatanan | umia ket e
2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 696.963.210,00( 1 694.038.180,00 739.242.200,00 24.150.000,00 148.695.000,00f 131.130.000,00f 349.230.600,00 653.205.600,00 100% | 88% 1.347.243.780,00| 81% |[193%]; ¢
Masyarakat (Puskesmas [¢,2~65° %80 Penduduk dan
Sukosari) 1z Y Keluarga
[Berencana
Dinas
pengelaan Plianen i Dokumen s e
2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 546.383.130,00) 546.301.130,00) 570.850.600,00) 24.000.000,00) 92.835.000,00| 66.240.000,00| 381.848.550,00) 564.923.550,00| 100% | 99% 1.111.224.680,00| 80% [203%], < &
Masyarakat (Puskesmas [(,569° %81 /@2 Penduduk dan
Tawangrejo) Y Keluarga
Berencana
[Dinas
penalaa et umia ket e
2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 1.041.364.070,00) 971.369.680,00 1.028.370.800,00) 44.580.000,00 108.600.000,00f 313.005.000,00| 561.658.000,00 1.027.843.000,00] 100% | 100% 1.999.212.680,00| 80% 1929 ¢
[Masyarakat (Puskesmas Gizi Masyarakat [Penduduk dan
[Banjarejo) Y Keluarga
[Berencana
Dinas
pengelaan Planen i Dokumen s e
2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 735.674.980,00) 735.407.980,00 849.704.400,00 0,00) 220.125.000,00) 157.725.000,00) 471.237.100,00) 849.087.100,00 100% | 100% 1.584.495.080,00| 80% [215%], "
Masyarakat (Puskesmas |5 69° %80 @2 Penduduk dan
Demangan) Y Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Dokumen Hasil Keschatan, |
2.02|16|Keschatan Kerja dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 651.887.986,00 601.530.320,00 207.449.500,00 34.896.000,00 48.023.000,00 14.689.000,00| 89.778.500,00 187.386.500,00[ 100% | 90% 788.916.820,00( 50% [121%]; &
Olahraga Kerja dan Olahraga Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Keschatan Kerja dan | [Jumiah Dokumen Hasil Pengendatian
2.02[16] o> <1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 55.924.000,00) 0,00| 27.962.000,00 0,00 0,00| 4.912.000,00 23.004.000,00 27.916.000,00[ 100% | 100% 27.916.000,00| 50% | 50% [CE°"
Olahraga (Puskesmas  [p 2" Py v oo Penduduk dan
Manguharjo) I 8 Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan [ o il Keschatan,
Kesehatan Kerja dan Pengendalian
2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 30.280.000,00 0,00| 15.140.000,00 0,00 0,00| 14.940.000,00| 200.000,00) 15.140.000,00 100% | 100% 15.140.000,00( 50% |50%
Olahraga (Puskesmas [ 2o o) v oo Penduduk dan
Ngegong) ) & Keluarga
Berencana
Dinas
onchatan Kerjadan | [Jumiah Dokumen Hasil Pengendatan
2.02 J Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 1.200.000,00 0,00] 600.000,00) 0,00 0,00| 400.000,00) 200.000,00) 600.000,00| 100% | 100% 600.000,00 50% | 50% |p,c
Olahraga (Puskesmas [, 218° 2 990 & %or Penduduk dan
Sukosari) J & Keluarga
Berencana
Dinas
Kochatan Kerja den | [Jumiah Dokumen Hasi Pengendatian
2.02 ] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 14.499.200,00 0,00] 7.249.600,00 0,00 0,00| 5.014.000,00 2.234.000,00) 7.248.000,00 100% | 100% 7.248.000,00] 50% | 50% | "
Olahraga (Puskesmas [, 218° ° %80 = W28 Penduduk dan
Tawangrejo) J & Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan | oo sl Kesehatan,
Kesehatan Kerja dan Pengendalian
2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 65.932.000,00 0,00] 32.966.000,00) 0,00 0,00| 20.206.000,00 12.760.000,00 32.966.000,00[ 100% | 100% 32.966.000,00( 50% |50%
Olahraga (Puskesmas [, 218° 2 990 & %er Penduduk dan
Banjarejo) ) a8 Keluarga
Berencana
Dinas
Koschatan Kerja don | [Jumiah Dokumen Hasi Pengendaiian
2.02 ] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 78.270.600,00 0,00] 39.135.300,00 2.650.000,00 36.460.000,00) 39.110.000,00 100% | 100% 39.110.000,00 50% | 50% [
Olahraga (Puskesmas [, 218 ° %80 = W88 Penduduk dan
Demangan) I & Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan | Jumiah Doluumen Hasil Pengendaan
2.02 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 2.046.882.964,00) 848.111.507,00 115.042.400,00) 1.668.800,00 4.618.400,00 26.189.600,00 65.251.900,00) 97.728.700,00 100% | 85% 945.840.207,00| 50% |46%
[Kesehatan Lingkungan [ 2388 820 Penduduk dan
& Keluarga
Berencana
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Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |[Jumlah Dokumen Hasil g:rsne:;tiaarlli’an
2.02(17|Kesehatan Lingkungan [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 15.167.600,00] 0,00 7.583.800,00] 0,00 0,00 1.837.000,00] 2.112.000,00 3.949.000,00| 100% | 52% 3.949.000,00[ 50% |26% Peniuduk dan
(Puskesmas Manguharjo) |Lingkungan Keluar;
ga
[Berencana
[Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |[Jumlah Dokumen Hasil g:rsne:;tiaarlli’an
2.02(17|Kesehatan Lingkungan [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 25.048.000,00] 0,00 12.524.000,00} 0,00 0,00 12.184.000,00 340.000,00] 12.524.000,00( 100% | 100% 12.524.000,00( 50% | 50% Peniuduk dan
(Puskesmas Ngegong) Lingkungan
Keluarga
[Berencana
Dinas
[Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Dokumen Hasil g:;e:xivldaa?;an
2.02(17|Kesehatan Lingkungan  |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 35.846.800,00 0,00] 17.923.400,00 0,00 0,00 7.125.000,00]| 7.772.500,00] 14.897.500,00| 100% | 83% 14.897.500,00 50% |42% Penguduk dan
(Puskesmas Sukosari) Lingkungan
Keluarga
[Berencana
[Dinas
[Pengelolaan Pelayanan l[Jumlah Dokumen Hasil g;rsle}gzéﬁ:l]i’an
2.02|17|Kesehatan Lingkungan [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 43.038.000,00] 0,00 21.519.000,00 0,00 0,00 15.148.500,00] 5.492.000,00 20.640.500,00[ 100% | 96% 20.640.500,00| 50% |48% Peniuduk dan
(Puskesmas Tawangrejo) [Lingkungan Keluar,
ga
[Berencana
Dinas
[Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Dokumen Hasil g:;e:xivldaa?;an
2.02|17|Kesehatan Lingkungan [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 19.587.800,00] 0,00 9.793.900,00} 0,00 0,00 7.879.100,00] 1.681.500,00] 9.560.600,00| 100% | 98% 9.560.600,00[ 50% | 49% Penguduk dan
(Puskesmas Banjarejo) Lingkungan
Keluarga
[Berencana
Dinas
[Pengelolaan Pelayanan l[Jumlah Dokumen Hasil g;rsle}gzéﬁ:l]i’an
2.02|17|Kesehatan Lingkungan [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | Dokumen 16.126.600,00) 0,00 8.063.300,00] 2.019.000,00] 5.769.100,00] 7.788.100,00| 100% | 97% 7.788.100,00| 50% |48% Peniuduk dan
(Puskesmas Demangan)  [Lingkungan Kel
eluarga
[Berencana
Dinas
[Pengelolaan Pelayanan ~ |Jumlah Dokumen Hasil g:rs.egséaa?{an
2.02(18|Promosi Kesehatan [Pengelolaan Pelayanan Promosi Dokumen 256.867.200,00 0,00 128.433.600,00 0,00 0,00 85.406.400,00| 43.027.200,00] 128.433.600,00( 100% | 100% 128.433.600,00[ 50% | 50% Penguduk dan
(Puskesmas Manguharjo) [Kesehatan
Keluarga
[Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Dokumen Hasil g::e;:gﬁan
2.02(18|Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Dokumen 254.361.200,00 0,00] 127.180.600,00 0,00 0,00 82.670.000,00 44.504.800,00] 127.174.800,00| 100% | 100% 127.174.800,00[ 50% | 50% Pemgiuduk dan
(Puskesmas Ngegong) Kesehatan Kel
eluarga
[Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  [Jumlah Dokumen Hasil g::e;:gﬁan
2.02(18|Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Dokumen 204.752.800,00 0,00] 102.376.400,00 0,00 0,00 59.946.000,00 42.418.000,00] 102.364.000,00| 100% | 100% 102.364.000,00( 50% | 50% Pemgiuduk dan
(Puskesmas Sukosari)  |Kesehatan Kel
eluarga
[Berencana
[Dinas
[Pengelolaan Pelayanan ~ |Jumlah Dokumen Hasil g:rs.egséaa?{an
2.02(18|Promosi Kesehatan [Pengelolaan Pelayanan Promosi Dokumen 202.776.000,00 0,00 101.388.000,00 0,00 0,00 64.352.000,00] 37.036.000,00] 101.388.000,00( 100% | 100% 101.388.000,00[ 50% | 50% Penguduk dan
(Puskesmas Tawangrejo) [Kesehatan
Keluarga
[Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |[Jumlah Dokumen Hasil oot
2.02(18|Promosi Kesehatan [Pengelolaan Pelayanan Promosi Dokumen 133.076.800,00 0,00] 66.538.400,00 0,00 0,00 47.224.000,00 13.554.400,00 60.778.400,00| 100% | 91% 60.778.400,00 50% | 46% Peniuduk dan
(Puskesmas Banjarejo)  [Kesehatan Kel
eluarga
Berencana
[Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Dokumen Hasil g:rsnefel:(t:l:rll;an
2.02(18|Promosi Kesehatan [Pengelolaan Pelayanan Promosi Dokumen 170.942.400,00 0,00 85.471.200,00] 21.578.400,00] 63.892.800,00 85.471.200,00( 100% | 100% 85.471.200,00( 50% | 50% Peniuduk dan
(Puskesmas Demangan) |Kesehatan
Keluarga
[Berencana
Dinas
Kesehatan,
2.02[0[Pcngclolaan Surveilans | Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 2.615.586.425,00) 2.390.680.825,00 112.452.800,00 3.000.000,00 54.113.200,00) 28.125.200,00) 10.614.400,00) 95.852.800,00] 100% | 85% 2.486.533.625,00] 50% |95% [Fengendalian
esehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Penduduk dan
Keluarga
Berencana
[Dinas
. Kesehatan,
Pengelolaan Surveilans | ;14 Dokumen Hasil [Pengendalian
2.02|20|Kesehatan (P Lol S il Kesehat: Dokumen 19.628.000,00] 0,00 9.814.000,00} 0,00 0,00 0,00 7.014.000,00 7.014.000,00| 100% | 71% 7.014.000,00| 50% | 36% P i duk d:
Manguhario) Pengelolaan Surveilans Kesehatan enduduk dan
Keluarga
[Berencana
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1 2 3 A 100% 100% G
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Dinas
. Kesehatan,
Pengelolaan Surveilans | 10p polcumen Hasil Pengendalian
2.02|20|Kesehatan (Pt : Dokumen | 4 5.300.000,00) 0,00 2 2.650.000,00] 0 0,00 0 0,00 1 2.000.000,00 2 350.000,00 2 2.350.000,00 100% | 89% 2 2.350.000,00[ 50% | 44% |78
Necsong) Pengelolaan Surveilans Kesehatan Penduduk dan
gegong Keluarga
Berencana
Dinas
. Kesehatan,
Pengelolaan Surveilans |1 1op polcumen Hasil Pengendalian
2.02|20|Kesehatan (Pt : Dokumen | 4 18.400.000,00) 0,00 2 9.200.000,00( 0 0,00 0 0,00 1 4.800.000,00 1 2.000.000,00| 2 6.800.000,00 100% | 74% 2 6.800.000,00 50% | 37% |,S"&
Sukosan) Pengelolaan Surveilans Kesehatan Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas
. Kesehatan,
Pengelolaan Surveilans [Jumlah Dokumen Hasil [Pengendalian
2.02[20|Kesehatan (Pt h Dokumen | 4 14.907.200,00) 0,00 2 7.453.600,00, 0 0,00 © 0,000 ©0 1.900.000,00[ 2 3.853.600,00] 2 5.753.600,00 100% | 77% 2 5.753.600,00| 50% | 39% [ "
IT: N Pengelolaan Surveilans Kesehatan [Penduduk dan
‘awangrejo)
Keluarga
[Berencana
Dinas
. Kesehatan,
Pengelolaan Surveilans |5,y Dokumen Hasil Pengendalian
2.02|20|Kesehatan (Pt : Dokumen | 4 6.400.000,00 0,00 2 3.200.000,00, 0 0,00 0 0,00 1 1.500.000,00[ 2 150.000,00] 2 1.650.000,00[ 100% | 52% 2 1.650.000,00[ 50% | 26% |78
Banjareio) Pengelolaan Surveilans Kesehatan Penduduk dan
Keluarga
Berencana
[Dinas
. Kesehatan,
Pengelolaan Surveilans [Jumlah Dokumen Hasil [Pengendalian
2.02[20|Kesehatan (Pt h Dokumen | 4 18.400.000,00) 0,00 2 9.200.000,00| 0 2.800.000,00 2 1.000.000,00| 2 3.800.000,00 100% | 41% 2 3.800.000,00] 50% |21% [ "
Pengelolaan Surveilans Kesehatan [Penduduk dan
[Demangan)
Keluarga
[Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan,
2,021 Kesehatan Orang dengan |Kejiwaan (ODMK) yang Orang | 678 72.696.000,00) 0,00 339 36.348.000,00| 281 0,00 307 0,00| 319 0,00, 55 34.730.200,00| 374 34.730.200,00| 110% | 96% | 374 34.730.200,00] 55% | 480 [Fengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa |Mendapatkan Pelayanan Penduduk dan
(ODMK) Keschatan Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan Pelayanan  |Jumlah Penyalahguna NAPZA Keschatan, |
2.02(22|Keschatan Jiwa dan lyang Mendapatkan Pelayanan Orang | 676 619.564.467,00 168.101.932,00| 338 55.294.000,00| 275 4.800.000,00( 293 7.200.000,00| 319 29.791.200,00 55 11.072.000,00 374 52.863.200,00 111% | 96% | 374 220.965.132,00] 55% | 36% [por&eriC e
NAPZA Kesehatan endudui dan
Keluarga
Berencana
Dinas
penelolaa Pelayan|umia penalabguna NAPZA e
2.02[22 05 lyang Mendapatkan Pelayanan Orang | 120 2.000.000,00 0,00 60 1.000.000,00( 0 0,00 0 0,00 ©0 200.000,00| 60 800.000,00] 60 1.000.000,00[ 100% | 100% | 60 1.000.000,00| 50% | 50% [,
(Puskesmas Penduduk dan
- Kesehatan
Manguharjo) Keluarga
Berencana
Dinas
penelolaa PelayanLumia penalabguna NAPZA e
2.02[22 05 lyang Mendapatkan Pelayanan Orang 74 200.000,00) 0,00[ 37 100.000,00, 0 0,00 0 0,00 ©0 50.000,00 37 50.000,00{ 37 100.000,00 100% | 100% | 37 100.000,00[ 50% | 50% |, &
(Puskesmas s hatan Penduduk dan
Ngegong) Keluarga
Berencana
Dinas
evchatan Jiwa gan | [Jumiah Penyalahguna NAPZA Pengendatan
2.02(22) lyang Mendapatkan Pelayanan Orang 78 4.800.000,00 0,00[ 39 2.400.000,00] 0 0,00 © 0,00 12 1.200.000,00 39 1.200.000,00 39 2.400.000,00 100% | 100% | 39 2.400.000,00 50% | 50% |p,S"
NAPZA (Puskesmas Penduduk dan
. Kesehatan
Tawangrejo) Keluarga
Berencana
Dinas
Pelayanan Kesehatan ~ [Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan, |
2.02|25|Penyakit Menular dan  [Kesehatan Penyakit Menular dan | Dokumen | 4 780.919.926,00 811.306.938,00) 2 475.514.250,00( 0 19.165.000,00[ 0 20.006.000,00[ 2 114.493.100,00( 0 221.133.700,00( 2 374.797.800,00 100% | 79% 2 1.186.104.738,00) 50% [152%pc &8 R
ITidak Menular Tidak Menular
Keluarga
Berencana
Dinas
peyanan Kessbaen  Lumian Dokumen Hasi Playaan
2.02|25|P Y Kesehatan Penyakit Menular dan | Dokumen | 2 108.877.600,00) 0,00 1 54.438.800,00( 0 0,00 © 0,000 0 21.863.200,00[ 1 28.931.600,00( 1 50.794.800,00[ 100% | 93% 1 50.794.800,00 50% | 47% .S
Tidak Menular N Penduduk dan
. | |Tidak Menular
(Puskesmas Manguharjo) Keluarga
Berencana
Dinas
';:fy:l:i“&';:zel:f?;] Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan E::e}e‘:é‘:?i'a o
2.02|25], oY Kesehatan Penyakit Menular dan | Dokumen | 2 57.416.000,00) 0,00 1 28.708.000,00[ 0 0,00 © 0,00 ©0 17.454.000,00( 1 10.654.000,00( 1 28.108.000,00[ 100% | 98% 1 28.108.000,00| 50% | 49% | "
ITidak Menular I Penduduk dan
idak Menular
(Puskesmas Ngegong) Keluarga
Berencana
Dinas
pelyanan Kessbaen Lt Dokumen Hasi Playaan
2.02|25|P 1Y Kesehatan Penyakit Menular dan | Dokumen | 2 69.904.000,00 0,00 1 34.952.000,00( 0 0,00 © 0,00 1 25.352.000,00( 0 9.100.000,00 1 34.452.000,00[ 100% | 99% 1 34.452.000,00( 50% | 49% | CP&
Tidak Menular N Penduduk dan
. |Tidak Menular
(Puskesmas Sukosari) Keluarga
Berencana
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1 2 3 4 - - 16
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K(%)[RP. (%)| K Rp. K(%) |
Dinas
i:lnay:;f'&fjj:f?;‘ lJumlah Dokumen Hasil Pelayanan g:;ez‘;;aa'l‘;an
2.02|25], 1" Kesehatan Penyakit Menular dan | Dokumen | 2 83.505.600,00| 0 0,000 1 41.752.800,00) 0,000 0 0,00 29.328.000,00) 11.824.800,00, 1 41.152.800,00| 100% | 99% 1 41.152.800,00| 50% | 49% |78
Tidak Menular ) Penduduk dan
. |Tidak Menular
(Puskesmas Tawangrejo) Keluarga
Berencana
Dinas
i:lnay:;f'&fjj:f?;‘ lJumlah Dokumen Hasil Pelayanan g:;ez‘;;aa'l‘;an
2.02|25], 1" Kesehatan Penyakit Menular dan | Dokumen | 2 93.940.000,00 0 0,000 1 46.970.000,00) 0,000 0 0,00 29.129.600,00| 16.690.400,00, 1 45.820.000,00| 100% | 98% 1 45.820.000,00| 50% | 49% |78
Tidak Menular ) Penduduk dan
. Tidak Menular
(Puskesmas Banjarejo) Keluarga
Berencana
Dinas
i::y:lfi?‘]?/[]:;iel::tda; lJumlah Dokumen Hasil Pelayanan g:;e:xivldaa?;an
2.02[25[ 1" Kesehatan Penyakit Menular dan | Dokumen | 2 70.928.000,00 0O 0,000 1 35.464.000,00) 7.682.000,00| 27.082.000,00] 1 34.764.000,00| 100% | 98% 1 34.764.000,00| 50% | 49% [P
ITidak Menular N [Penduduk dan
ITidak Menular
(Puskesmas Demangan) Keluarga
[Berencana
Dinas
) Jumlah Dokumen Hasil Kesehatan,
Pengelolaan Jaminan ; . N o . |Pengendalian
2.02[2 Pengelolaan Jaminan Kesehatan | Dokumen | 72 | 112.527.707.750,00] 0 64.377.775.524,00| 36 33.448.581.200,00 5.558.928.100,00| 15 | 10.385.381.900,00) 7.965.948.000,00) 8.040.294.580,00| 36 | 31.950.552.580,00| 100% | 96% | 36 96.328.328.104,00( 50% | 86%
Keschatan Masyarakat [ ~i8° 0 25% Penduduk dan
Y Keluarga
Berencana
Pengambilan dan | jumlah Spesimen Penyakit Dinas
Pengiriman Spesimen 2 SDesIm. ! Kesehatan,
[Penyakit Potensial KLB kel Potensial Kejadian Luar Biasa [Pengendalian
2.02[2 - (KLB) ke Laboratorium Paket 2 832.000,00| 0 0,000 1 416.000,00) 0,000 0 0,00 89.700,00) 326.300,00] 1 416.000,00 100% | 100% | 1 416.000,00| 50% | 50%
Laboratorium : ! Penduduk dan
. B [Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional e/ v Keluarga
. [Didistribusikan
(Puskesmas Manguharjo) [Berencana
Pengambilan dan Jumlah Spesimen Penyakit Dinas
Pengiriman Spesimen & Spestr : Kesehatan,
Penyakit Potensial KLB ke| 0tensial Kejadian Luar Biasa Pengendalian
2.02[2 yakit © (KLB) ke Laboratorium Paket 2 332.800,00] 0O 0,000 1 166.400,00) 0,000 0 0,00 83.200,00) 0,000 1 83.200,00| 100% | 50% 1 83.200,00] 50% | 25% |, &
Laboratorium ‘ ! Penduduk dan
; g Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional LJLLean/ Keluarga
Didistribusikan
(Puskesmas Ngegong) Berencana
Pengambilan dan Jumlah Spesimen Penyakit Dinas
Pengiriman Spesimen il Rorad Kesehatan,
[Penyakit Potensial KLB ke|0tensial Kejadian Luar Biasa Pengendalian
2.02[2 - (KLB) ke Laboratorium Paket 2 832.000,00] 0 0,000 1 416.000,00) 0,000 0 0,00 332.800,00) 0,000 1 332.800,00 100% | 80% 1 332.800,00| 50% |40%
Laboratorium : Penduduk dan
. Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional Didistrbuasikan Keluarga
(Puskesmas Sukosari) Berencana
Pengambilan dan Jumlah Spesimen Penyakit Dinas
Pengiriman Spesimen S ; Kesehatan,
benoaicit Potencial KLB ke|[Potensial Kejadian Luar Biasa Pengendalian
2.02[2 yaxit (KLB) ke Laboratorium Paket 2 832.000,00] 0 0,00 1 416.000,00) 0,00 0 0,00| 166.400,00) 0,00/ 1 166.400,00 100% | 40% 1 166.400,00[ 50% | 20% |, &
Laboratorium ‘ ! Penduduk dan
; g Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional : p Keluarga
. |Didistribusikan
(Puskesmas Tawangrejo) Berencana
Pengambilan dan Jumlah Spesimen Penyakit Dinas
Pengiriman Spesimen S ; Kesehatan,
benoaicit Potencial KLB ke|[Potensial Kejadian Luar Biasa Pengendalian
2.02[2 yaxit (KLB) ke Laboratorium Paket 2 998.400,00[ 0 0,00 1 499.200,00) 0,00/ 0 0,00 249.600,00 83.200,00 1 332.800,00 100% | 67% 1 332.800,00| 50% | 33% [,
Laboratorium ‘ ! Penduduk dan
; g Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional Dicistbosikan Keluarga
(Puskesmas Banjarejo) Berencana
Pengambilan dan Jumlah Spesimen Penyakit Dinas
Pengiriman Spesimen il Rorad Kesehatan,
[Penyakit Potensial KLB ke|0tensial Kejadian Luar Biasa Pengendalian
2.02[2 - (KLB) ke Laboratorium Paket 2 832.000,00] 0 0,000 1 416.000,00) 259.500,00) 0,000 1 259.500,00 100% | 62% 1 259.500,00| 50% |31%
Laboratorium : Penduduk dan
. Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional e/ Keluarga
Didistribusikan
(Puskesmas Demangan) Berencana
Dinas
: Kesehatan,
Operasional Pelayanan 5, 1.1 pokumen Operasional Pengendalian
2.02(33|Py (Pust Dokumen | 18 3.126.467.523,00 10 4 2.113.717.000,00 0,00 © 0,00| 1.316.598.885,00) 646.113.381,00( 4 1.962.712.266,00] 100% | 93% | 14 1.962.712.266,00| 78% | 63%
Pelayanan Puskesmas Penduduk dan
Demangan)
Keluarga
Berencana
Dinas
penyetenggaraan Jumlah Dokcumen Hosil Pengendatan
2.02[29) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota | Dokumen [ 20 1.295.071.863,00, 0 539.957.240,00| 10 324.109.600,00) 17.674.000,00[ 3 25.062.000,00| 54.925.500,00) 101.906.000,00( 9 199.567.500,00, 90% | 62% 9 739.524.740,00 45% | 57%
Kabupaten/Kota Sehat ~ [oV¢ Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas
: Kesehatan,
Operasional Pelayanan 5.\ 1.1 pokumen Operasional Pengendalian
2.02(33|Py (Pust Dokumen | 8 2.434.428.833,00 0 1.263.061.021,00 4 2.108.353.500,00 0,00 © 1.263.252.696,00) 674.449.462,00( 4 1.937.702.158,00] 100% | 92% 4 3.200.763.179,00 50% [131%
° Pelayanan Puskesmas Penduduk dan
Manguharjo)
Keluarga
Berencana
Dinas
. Kesehatan,
Operasional Pelayanan ;.\, pokumen Operasional Pengendalian
2.02[33|Py (P o . Dokumen | 8 2.779.172.501,00( 0 1.429.027.262,00( 4 1.663.487.100,00 0,000 0 0,00 1.046.834.854,00| 586.946.826,00] 4 1.633.781.680,00( 100% | 98% 4 3.062.808.942,00 50% [110%[porS0 e SR
Ngegong) i
Keluarga
Berencana
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5 6 7 8 9 10 11 12-849+10+11 e 14-6+12 e
1 2 3 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K(%) | @y
Dinas
Operasional Pelayanan ;.. 1.1 pokumen Operasional g:rsne:;tiaarlli’an
2.02[33[P Py P Dokumen | 18 3.162.640.296,00| 10 1.256.410.415,00 4 1.844.816.500,00, 0 0,00 0 0,00 4 1.157.385.844,00, 0 608.308.669,00 4 1.765.694.513,00| 100% | 96% | 14 3.022.104.928,00 78% | 96% |1
Sukosari Pelayanan Puskesmas Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Operasional Pelayanan | ;.. 1.1 pokumen Operasional g:rsne:;tiaarlli’an
2.02[33]Py Py oy anan P Dokumen | 18 1.359.336.366,00[ 10 1.461.344.103,00 4 1.744.300.500,00, 0 0,00 0 0,00, 3 1.107.161.947,00, 4 579.310.064,00 4 1.686.472.011,00 100% | 97% | 14 3.147.816.114,00] 78% [232%[p €A 1En
Tawangrejo) Y
Keluarga
Berencana
Dinas
Operasional Pelayanan [Jumlah Dokumen Operasional g:;e:xivldaa?;an
2.02(33]Py (Pusk o P Dokumen | 18 2.529.704.450,00| 10 252.601.234,00 4 2.320.312.000,00 0 0,00 0 0,00 3 1.395.125.666,00| 4 841.244.062,00 4 2.236.369.728,00] 100% | 96% | 14 2.488.970.962,00( 78% | 98% [ EE e
Banjarejo) 13 Pu [Penduduk dan
Keluarga
[Berencana
Dinas
Operasional Pelayanan  |[Jumlah Dokumen Operasional gs:e:zg’a'l‘i’an
2.02(34|Fasilitas Kesehatan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Dokumen | 14 8.511.906.005,00] 0 6.369.502.674,00 7 2.376.233.374,00 2 23.467.500,00] 3 950.007.760,00{ 1 1.876.000,00] 1 1.146.393.584,00| 7 2.121.744.844,00| 100% | 89% | 7 8.491.247.518,00( 50% |[100%| CnEenrelan
Lainnya Lainnya
Keluarga
Berencana
Dinas
[Pelaksanaan Akreditasi lJumlah Fasilitas Kesehatan yan; g:;e:xivldaa?;an
2.02(35(Fasilitas Kesehatan di rastita, Yang | ynit 12 1.339.514.898,00( 0 167.884.419,00( 6 220.947.900,00 0 0,00 0 0,000 0 0,00 6 191.905.400,00[ 6 191.905.400,00| 100% | 87% | 6 359.789.819,00| 50% | 27% [ ¢
ITerakreditasi di Kabupaten/Kota [Penduduk dan
Kabupaten/Kota
Keluarga
[Berencana
[nvestigasi Awal Kejadian Dinas
ITidak Diharapkan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Kesehatan,
2.0236|(Kejadian Ikutan Pasca |Awal Kejadian Tidak Diharapkan |y ooy | o 400.000,00( 0 0,000 1 200.000,00, 0 0,000 0 0,000 0 0,000 1 0,000 1 0,00 100% | 0% 1 0,00 50% | 0% |Pengendalian
Imunisasi dan Pemberian |(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Penduduk dan
Obat Massal) (Puskesmas [dan Pemberian Obat Massal) Keluarga
Manguharjo) Berencana
[nvestigasi Awal Kejadian Dinas
ITidak Diharapkan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Kesehatan,
2.02|36|(Kejadian lkutan Pasca |Awal Kejadian Tidak Diharapkan Laporan 2 500.000,00 0 0,00 1 250.000,00 0 0,00 © 0,00, 0 0,00 1 100.000,00| 1 100.000,00{ 100% | 40% 1 100.000,00| 50% | 209 [Fengendalian
Imunisasi dan Pemberian |(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Penduduk dan
Obat Massal) (Puskesmas [dan Pemberian Obat Massal) Keluarga
Ngegong) Berencana
[nvestigasi Awal Kejadian Dinas
ITidak Diharapkan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Kesehatan,
2.02[36|(Kciadian lkutan Pasca |Awal Kejadian Tidak Dibarapkan | 1 poran | o 500.000,00 0 0,00 1 250.000,00 0 0,00 0 0,00 1 250.000,00] 0 0,00 1 250.000,00] 100% | 100% | 1 250.000,00] 50% | 50% |[Fengendalian
munisasi dan Pemberian |(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Penduduk dan
Obat Massal) (Puskesmas [dan Pemberian Obat Massal) Keluarga
Sukosari) Berencana
[nvestigasi Awal Kejadian Dinas
ITidak Diharapkan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Kesehatan,
2.02[36f(Kciadian lkutan Pasca |Awal Kejadian Tidak Dibarapkan | 1 poran | o 400.000,000 0 0,00 1 200.000,00 0 0,00 0 0,000 0 0,00 1 200.000,00] 1 200.000,00] 100% | 100% | 1 200.000,00] 50% | 50% |[Fengendalian
munisasi dan Pemberian |(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Penduduk dan
Obat Massal) (Puskesmas [dan Pemberian Obat Massal) Keluarga
[Tawangrejo) Berencana
[nvestigasi Awal Kejadian Dinas
ITidak Diharapkan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Kesehatan,
2.02|36|(Kejadian lkutan Pasca |Awal Kejadian Tidak Diharapkan Laporan 2 2.400.000,00( 0 0,00 1 1.200.000,00| 0 0,00 © 0,00 1 1.200.000,00[ 1 0,000 1 1.200.000,00{ 100% | 100% 1 1.200.000,00] 50% | 50% |Pengendalian
Imunisasi dan Pemberian |(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Penduduk dan
Obat Massal) (Puskesmas [dan Pemberian Obat Massal) Keluarga
Banjarejo) Berencana
Investigasi Awal Kejadian Dinas
ITidak Diharapkan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Keschatan,
2.0236|(Keadian Ikutan Pasca  |Awal Kejadian Tidak Diharapkan |y ooon | o 1.000.000,00{ 0 0,00 1 500.000,00| 0 0,00 1 500.000,00 1 500.000,00{ 100% | 100% | 1 500.000,00] 50% | 50% [Fengendalian
[munisasi dan Pemberian |(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Penduduk dan
Obat Massal) (Puskesmas [dan Pemberian Obat Massal) Keluarga
Demangan) Berencana
Dinas
Pengelolaan pelayanan  [Jumlah orang dengan Kesehatan,
2.02|aq|cesehatan orang dengan |Tuberkulosis yang mendapatkan Orang 40 1.500.000,00[ 0 0,00 20 750.000,00| 16 200.000,00[ 20 150.000,00[ 20 350.000,00[ 100% | 47% | 20 350.000,00] 50% | 23% [Fengendalian
Tuberkulosis (Puskesmas [pelayanan kesehatan sesuai Penduduk dan
[Demangan) standar Keluarga
Berencana
Dinas
e FR—— e
2.02(42|kesehatan Malaria 8 yang P Orang 2 200.000,00{ 0 0,00/ 1 100.000,00) 0 0,00 0 0,00, 0 0,000 0% [ 0% 0 0,00 0% | 0% [5EP
pelayanan kesehatan malaria Penduduk dan
(Puskesmas Demangan)
Keluarga
Berencana
) Dinas
Penyediaan dan Jumlah P“;.I‘C Safeql’(cle{“er g:sc Kesehatan,
Pengelolaan Sistem 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Pengendalian
2.02(38] e O e et Terintegrasi Dengan Rumah Sakit | Unit 2 2.782.000.026,00| 100 1.452.599.900,00[ 1 683.036.000,00 0 81.194.800,00] 0 192.926.400,00 1 97.918.000,00 0 301.934.000,00 1 673.973.200,00( 100% | 99% | 101 2.126.573.100,00 5050% | 76% [pECE 18R
Dararat Torpads (SpGDT)|Palam Satu Sistem Penanganan Keluarga
P Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) &
Berencana
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5 8 10 11 12-849+10+11 e 14=6+12 e
1 2 3 4 16
K Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%) K Rp. K(%) | o
Dinas
Pengelolaan pelayanan  |Jumlah orang dengan Kesehatan,
2.02]ag|lccschatan orang dengan [Tuberkulosis yang mendapatian Orang 58 2.000.000,00) 0,00[ 29 1.000.000,00) 0,00 0,000 0 0,00[ 28 1.000.000,00 28 1.000.000,00] 97% | 100% | 28 1.000.000,00] 48% | 509 [Fengendalian
Tuberkulosis (Puskesmas |pelayanan kesehatan sesuai Penduduk dan
Manguharjo) standar Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan pelayanan  |Jumlah orang dengan Kesehatan,
2.02]ag|lccschatan orang dengan [Tuberkulosis yang mendapatian Orang 38 2.000.000,00) 0,00[ 19 1.000.000,00) 0,00 18 700.000,00[ 21 300.000,00[ 21 1.000.000,00 111% | 100% | 21 1.000.000,00] 55% | 50% [Fengendalian
Tuberkulosis (Puskesmas |pelayanan kesehatan sesuai Penduduk dan
Ngegong) standar Keluarga
Berencana
Dinas
[Pengelolaan pelayanan  |Jumlah orang dengan Kesehatan,
2.02|aq|cesehatan orang dengan |Tuberkulosis yang mendapatkan | 0 2 2.000.000,00) 0,00 1 1.000.000,00) 0,00 0,00 0 400.000,00 1 500.000,00 1 900.000,00] 100% | 90% | 1 900.000,00] 50% | 45% [Fengendalian
|Tuberkulosis (Puskesmas [pelayanan kesehatan sesuai [Penduduk dan
Sukosari) standar Keluarga
[Berencana
Dinas
[Pengelolaan pelayanan  |Jumlah orang dengan Kesehatan,
2.02/40) ,llﬁzfe‘;iizs‘;:";g dengan mbe‘k“bslisy:}?i;e;“iz?ﬂ‘a“ Orang 26 800.000,00 0,00[ 13 400.000,00| 0,00 0,00[ 10 150.000,00[ 13 250.000,00[ 13 400.000,00[ 100% | 100% | 13 400.000,00[ 50% | 50% gzggﬂﬁi‘zn
Tawangrejo) standar Keluarga
Berencana
[Dinas
[Pengelolaan pelayanan  |Jumlah orang dengan Kesehatan,
2.02|aq|esehatan orang dengan |Tuberkulosis yang mendapatkan | .0 | o4 1.000.000,00 0,00 12 500.000,00) 0,00 0,00 0 50.000,00 37 200.000,00] 37 250.000,00] 308% | 50% | 37 250.000,00] 154% | 25% |Fengendalian
|Tuberkulosis (Puskesmas [pelayanan kesehatan sesuai [Penduduk dan
[Banjarejo) standar Keluarga
[Berencana
Dinas
Pengelolaan pelayanan  |Jumlah orang dengan Kesehatan,
2.02/40) ,llﬁzfe‘;iizs‘;:";g dengan mbe‘k“bslisy:}?i;e;“iz?ﬂ‘a“ Orang 40 1.500.000,00 0,00[ 20 750.000,00| 16 200.000,00[ 20 150.000,00( 20 350.000,00[ 100% | 47% | 20 350.000,00[ 50% |23% gzggﬂﬁfzn
Demangan) standar Keluarga
Berencana
Dinas
el FT——— e
2.02[42[kesehatan Malaria 8 yang D Orang 10 200.000,00} 0,00 5 100.000,00) 0,00 0,00, 0 0,000 0 0,000 © 0,00 0% 0% 0 0,00 0% | 0% &
pelayanan kesehatan malaria Penduduk dan
(Puskesmas Manguharjo)
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan pelayanan |5, 1k orang yang mendapatian Pengendatian
2.02(42|kesehatan Malaria e Yo P Orang 2 200.000,00) 0,00 1 100.000,00) 0,00) 0,000 0 0,00 0 0,00, 0 0,000 0% | 0% 0 0,00 0% | 0% &
eschatan malaria Penduduk dan
(Puskesmas Ngegong) K
eluarga
Berencana
Dinas
Pengelolaan pelayanan |5, 1k orang yang mendapatian Pengendatian
2.02(42|kesehatan Malaria e e P Orang 2 200.000,00) 0,00 1 100.000,00) 0,00) 0,000 0 0,00 0 0,00, 0 0,000 0% | 0% 0 0,00 0% | 0% &
; eschatan malaria Penduduk dan
(Puskesmas Sukosari) K
eluarga
Berencana
Dinas
el FT—— e
2.02[42[kesehatan Malaria 8 yang D Orang 2 200.000,00} 0,00 1 100.000,00) 0,00 0,00, 0 0,000 0 0,000 © 0,00 0% 0% 0 0,00 0% | 0% &
. |pelayanan kesehatan malaria Penduduk dan
(Puskesmas Tawangrejo)
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengelolan pelayanan |1, 1k orang yang mendapatkan pengendatian
2.02(42|keschatan Malaria ! Orang 2 200.000,00) 0,00/ 1 100.000,00) 0,00) 0,000 0 0,00 0 0,00l 0 0,000 0% | 0% 0 0,00 0% | 0%
@ pelayanan kesehatan malaria Penduduk dan
(Puskesmas Banjarejo)
Keluarga
Berencana
2.02[42[Pengelolaan pelayanan  [Jumlah orang yang mendapatkan | Orang 2 200.000,00) 0,00 1 100.000,00) 0 0,00| 0,00 0 0,00 0% | 0% 0 0,00 0% | 0% |Dinas
kesehatan Malaria pelayanan kesehatan malaria Kesehatan,
(Puskesmas Demangan) Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
0
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[Jumlah Dokumen Hasil

F dan F
[Sumber Daya Manusia Kesehatan

) 84‘83&000300 42A419‘000‘00 1&071‘000‘00 24348.000)00 T I 42419.000)00 5

[Dinas
[Kesehatan,
[Pengendalian
[Penduduk dan
[Keluarga
[Berencana

Penlgembanga"rr) Mutudan ;o Sumber Daya Manusia E:::am

'll‘eknis Sumber Daya K Tingkat Daerah [Pengenda 1"an
2.03| 1 Manusia Kesehatan Kabupaten/Kota yang Orang 1000 795.029.682,00| 0 299.658.250,00( 500 851.226.000,00| 98 47.153.000,00 72 39.347.850,00| 430 243.751.000,00[ 15 376.545.024,00| 615 706.796.874,00[ 123% | 83% 615 1.006.455.124,00( 62% [127% Penduduk dan

y Ditingkatkan Mutu dan

ITingkat Daerah Kompetensinya [Keluarga

[Kabupaten/Kota P Y [Berencana

[Bimbingan Teknis dan [Dinas

[Supervisi Pengembangan [Jumlah Dokumen Hasil [Kesehatan,

dan P Upaya imbi Teknis dan Supervisi [Pengendalian
2.03| 1 Kesehatan Bersumber. Upaya Kesehatan Bersumber Dayal Dokumen 2 84.468.000,00, 0 0,00 1 42.234.000,00[ 0O 0,00 0 0,00[ O 21.742.000,00] 1 20.492.000,00[ 1 42.234.000,00( 100% | 100% 1 42.234.000,00( 50% | 50% Penduduk dan

[Daya Masyarakat (UKBM) [Masyarakat (UKBM) [Keluarga

(P [Berencana

[Bimbingan Teknis dan [Dinas

[Supervisi Pengembangan |Jumlah Dokumen Hasil [Kesehatan,
2.03| 1|dan Pelaksanaan Upaya 3‘;’;‘;:‘5“ Teknis dan S“PZ;"];s;ya D 2 228.824.000,00{ 0 0,000 1 114.412.000,00{ 0 0,00[ 0 0,00 0 50.462.400,00 1 60.082.000,00{ 1 110.544.400,00{ 100% | 97% | 1 110.544.400,00] 50% | 48% [Pengendalian

[Daya Masyarakat (UKBM) |Masyarakat (UKBM) [Keluarga

(P Sukosari) [Berencana

Bimbingan Teknis dan Dinas

[Supervisi Pengembangan |Jumlah Dokumen Hasil [Kesehatan,

dan Pelaksanaan Upaya |Bimbingan Teknis dan Supervisi [Pengendalian
2.03 Kesehatan Bersumber. Upaya Kesehatan Bersumber Dayal Dokumen 2 146.504.000,00| O 0,00 1 73.252.000,00] O 0,00 O 0,00[ O 41.114.000,00( 1 29.588.000,00[ 1 70.702.000,00| 100% | 97% 1 70.702.000,00( 50% | 48% Penduduk dan

[Daya Masyarakat (UKBM) |Masyarakat (UKBM) Keluarga

(P T i [Berencana

[Bimbingan Teknis dan [Dinas

[Supervisi Pengembangan [Jumlah Dokumen Hasil [Kesehatan,

[dan Pelaksanaan Upaya [Bimbingan Teknis dan Supervisi [Pengendalian
2.03[ 1 Kesehatan Bersumber. Upaya Kesehatan Bersumber Dayal Dokumen 2 126.379.800,00| O 0,00 1 63.189.900,00] 0 0,00 O 0,00[ O 41.485.600,00( 1 20.240.400,00[ 1 61.726.000,00| 100% | 98% 1 61.726.000,00( 50% | 49% Penduduk dan

[Daya Masyarakat (UKBM) [Masyarakat (UKBM) [Keluarga

(Puskesmas Banjarejo) [Berencana

[Bimbingan Teknis dan Dinas

[Supervisi Pengembangan |Jumlah Dokumen Hasil [Kesehatan,
2.03 1|dan Pelaksanaan Upaya 3‘;:;:‘53“ Teknis dan S“P:;‘;’j;ya D 2 69.668.000,00{ 0 0,00 1 34.834.000,00) 14.760.000,00] 1 18.274.000,00 1 33.034.000,00 100% | 95% | 1 33.034.000,00( 50% | 479 [Pengendatian

[Daya Masyarakat (UKBM) |Masyarakat (UKBM) [Keluarga

(P D [Berencana

Fasilitas

[PROGRAM SEDIAAN [Farmasi, Industri Rumah Tangga

o e e e % 89 902.553.576,00( 87 199.805.941,00 88 91.395.000,000 0 | 15.656.200,00 0 16.614.000,00 88 10.280.800,00 89 33.160.300,00] 88,5 |  75.711.300,00 101% | 83% | 89 275.517.241,000 99% [31%

MAKANAN MINUMAN [Depot Air Minum (DAM) sesuai

[Standar

2.01

-

[Pengendalian dan
[Pengawasan serta Tindak
[Lanjut Pengawasan
[Perizinan Apotek, Toko
(Obat, Toko Alat
[Kesehatan, dan Optikal,
[Usaha Mikro Obat
[Tradisional (UMOT)

[Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko
|Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

Dokumen

802.237.581,00| 0O

170.733.551,00)

58.600.000,00]|

15.656.200,00

4.714.400,00|

0,00

24.214.700,00

44.585.300,00]

100%

76%

215.318.851,00]

50%

27%

Dinas
[Kesehatan,
[Pengendalian
[Penduduk dan
[Keluarga
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Pengendalian dan
[Pengawasan serta Tindak

[Jumlah Dokumen Hasil

[Peningkatan Upaya
[Promosi Kesehatan,

d i, Kemitraan dan
[Pemberdayaan
[Masyarakat

[Bimbingan Teknis dan
[Supervisi Pengembangan
[dan Pelaksanaan Upaya
[Kesehatan Bersumber
[Daya Masyarakat (UKBM)

[PROGRAM

[Jumlah Dokumen Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan Masyarakat

[Jumlah Dokumen Hasil
Bimbingan Teknis dan Supervisi

Dokumen

[Upaya K er Dayal|
Masyarakat (UKBM)

1.175.985.504,00]

4.699.119.600,00]

OLAAN
DAYA AIR (SDA)

74.397.300.310,00]

524.341.318,00] 1 543972‘036,00 28,58&800,00 17395,400,00 7&406,590,00 349969‘691,00 474.358.481,00| 100% 99&699‘799,00

1.660.995.470,00]

2.349.559.800,00]|

7.384.071.500,00 =

136.766.000,00)

146.056.500,00

557.922.000,00]

394.840.487,00

460A156A700,00

2.317.745.985,00|

1A162A901A285,00

2.102.528.923,00

4.367.062.206,00 m

7.010.488.116,00}

100%

3.978.741.455,00]

14.394.559.616,00|

Lanjut Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan Dinas
Penerbitan Sertifikat Laik [serta Tindak Lanjut Pengawasan Kesehatan,
1|2| 4 |2.04| 1 |Higiene Sanitasi Tempat Pe“‘?'b‘?*}“ﬁi;r:ﬁ;““ Laik Higiene | , | 6 100.315.995,00/ 0 29.072.390,00[ 3 32.795.000,00, 0 11.899.600,00 2 10.280.800,00] 1 8.945.600,000 3 31.126.000,00| 100% | 95% 3 60.198.390,00 50% | 60% gz:‘lﬁz‘;ﬁhg‘;n
(TPM) antara lain Jasa Makanan (TPM) antara lain Jasa [Keluarga
[Boga, Rumah Boga, Rumah Makan/Restoran [Berencana
[Makan /Restoran dan dan Depot Air Minum (DAM)
[Depot Air Minum (DAM)
[PROGRAM [Persentase Upaya Kesehatan
[PEMBERDAYAAN IBersumberdaya Masyarakat
1|25 MASYARAKAT BIDANG. |(UKBM) yang mengatami % 63 | 5.875.105.104,00] 61 | 2.185.336.788,00| 63 | 2.893.531.836,000 O | 165.352.800,00| 575.317.400,00 47 538.563.290,00| 17 | 1.512.870.976,000 64 | 2.792.104.466,00 102% | 96% | 64 | 4.977.441.254,00| 101% |85%
KESEHATAN kenaikan strata

[Dinas
[Kesehatan,
[Pengendalian
[Penduduk dan
[Keluarga
[Berencana

[Dinas
[Kesehatan,
[Pengendalian
[Penduduk dan
[Keluarga
[Berencana

1{3| 3 [2.01

[Penyusunan

[Jumlah R K

1 [Kebijakan, Strategi dan
|Teknis SPAM

Strategi dan Teknis SPAM yang
disusun

Dokumen

101.669.000,00)

21.269.000,00]|

20.095.000,00)

20.095.000,00]|

100%

20.445.000,00)

e . . . [Dinas Pekerjaan
1[3[ 2 |2.01 a?;['n aBan‘if‘“s‘““ J“m]a];‘kz}'f;‘i.'::s‘?mpa Banjir Unit 4 1.193.190.630,00 2 1.902.455.750,00] 2 235.100.000,00( 0 0,00) 0,000 0 11.739.360,00( 2 217.438.470,00( 2 229.177.830,00 100% | 97% | 4 2.131.633.580,00| 100% |179%|Umum dan
P! v yang ! [Penataan Ruang
. . . . [Dinas Pekerjaan
1[3] 2 [2.01[38 gz::"f‘;:‘.‘irsm‘““ J“mlaél‘.;‘;‘;:‘ﬂ‘:;"mp“ Banjir Unit 4 12.130.350.000,00 0 0,00 2 2.123.400.000,00] 0 0,00 0,000 0 153.250,000 4 2.116.700.000,00 4 2.116.853.250,00] 200% | 100% | 4 2.116.853.250,00| 100% | 17% [Umum dan
P! N yang [Penataan Ruang
s . N . [Dinas Pekerjaan
1f3] 2 [2.01 462‘3:“:;‘5“‘/ Restorasi g?:iﬁ;‘faﬁ::sgi*/‘b{f:fwasi KM 6 57.769.028.780,00| 3 11.082.479.830,00[ 0,5 3.927.242.500,00, 0 26.647.500,00) 56.833.080,00 0 1.947.246.200,00 1.765.460.736,00, 0 3.796.187.516,00, 0% | 97% | 3 14.878.667.346,00| 50% |26% [Umum dan
& [Penataan Ruang
Operasi dan B Stasiun Pompa Banjir [Dinas Pekerjaan
1[3] 2 [2.01 liharaan Stasiun ““‘]"ID’. A e hara | Unit 2 3.304.730.900,00 0 1.946.962.266,00[ 1 1.098.329.000,00, 0 119.409.000,00) 338.007.407,00 0 143.390.113,00( 1 267.463.000,00 1 868.269.520,00| 100% | 79% | 1 2.815.231.786,00| 50% | 85% [Umum dan
[Pompa Banjir [yang Diop P [Penataan Ruang
[PROGRAM
EENGELDLARNIDAN [Persentase rumabh t: ra yan;
1j3(3 PENGEMBANGAN e ey E] % 100 101.669.000,00 100 350.000,00( 100 21.269.000,00, 0 0,00 0,00 0 0,00 100 20.095.000,00 100 20.095.000,00| 100% | 94% | 100 20.445.000,00( 100% |20%
SISTEM PENYEDIAAN lavacy mbanjeigiiis
AIR MINUM
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5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 13;33{: * 14=6+12 15;1)3‘{/05 *
1 2 3 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%) K Rp. K(%) | o
PROGRAM
6 EENGELOCABNIDAN [eraitire g ah % 95 [134.163.438.030,00] O | 34.284.565.104,00| 80,09 | 16.872.319.750,00 O | 300.098.789,00] O | 1.669.794.797,00 O | 5.498.142.959,000 80 | 8.879.923.928,00] 80 [16.347.960.473,00( 100% | 97% | 80 | 50.632.525.577,00 84% |38%
PENGEMBANGAN dalam kondisi baik
SISTEM DRAINASE
[Pengelolaan dan
[Pengembangan Sistem
[Drainase yang panjang
61201 | ang Longsung  |dalam kondiet baik % 95 (134.163.438.030,000 O | 34.284.565.104,00| 80,09 | 16.872.319.750,000 O | 300.098.789,00[ O | 1.669.794.797,00 O | 5.498.142.959,00 80 | 8.879.923.928,00 80 [16.347.960.473,00 100% | 97% | 80 | 50.632.525.577,00| 84% |12%
[dengan Sungai dalam
[Daerah /Kota
i::{ ’:i:zagt?;t??‘:i:n lJumlah Rencana, Kebijakan, Dinas Pekerjaan
6201 [ 1| o reinase  [Strategi dan Teknis Sistem Dokumen | 32 4.696.654.000,00| 15 1.000.354.668,00| 20 934.450.000,00( 0 0,00 0 0,000 0 0,00, 20 762.260.900,00] 20 762.260.900,00( 100% | 82% | 35 1.762.615.568,00| 109% | 38% [Umum dan
Perkotaan Drainase Perkotaan yang Disusun Penataan Ruang
; - - Dinas Pekerjaan
6 [2.01| 5 [Pembangunan Sistem  |Panjang Saluran Drainase M 16 | 115.844.751.460,00| O 29.276.886.437,00 100 | 13.295.841.000,00( O 0,000 0 884.947.707,00, 0 5.080.802.619,00| 100 | 7.134.177.600,00[ 100 | 13.099.927.926,00( 100% | 99% | 100 | 42.376.814.363,00| 625% | 37% [Umum dan
Drainase Perkotaan Perkotaan yang Dibangun Penatasn Ruang
Operasi dan ) ) . Dinas Pekerjaan
6 [2.01| 9 |Pemeliharaan Sistem Panjang Saluran Drainase yang M 16 13.622.032.570,00 0 4.007.323.999,00| 100 2.642.028.750,00| 19 300.098.789,00| 25 784.847.090,00| 19 417.340.340,00 37 983.485.428,00| 100 | 2.485.771.647,00| 100% | 94% | 100 6.493.095.646,00 625% | 48% |Umum dan
Drainase Dioperasikan dan Dipelihara Penataan Ruang
8 EROGR AN N A T AN 25 sentaseiBenaunariSesnas % 100 | 40.224.620.052,00| 100 | 35.346.724.111,00( 100 | 46.306.881.500,00 0 2.592.100,000 0 | 3.706.682.200,00 O [13.506.869.100,00( 100 (25.682.678.555,00, 100 |42.898.821.955,00( 100% | 93% | 100 | 78.245.546.066,00 100% [195%
[BANGUNAN GEDUNG __|Ketentuan
[Penyelenggaraan
Gedung di
|Wilayah Daerah
Eabupaten/Kota, Persentase bangunan gedung
8(2.01( [Pemberian Izin s canal Letontuan % 100 | 40.224.620.052,00( 100 | 35.346.724.111,00( 100 | 46.306.881.500,00 O 2.592.100,000 0 | 3.706.682.200,000 O [13.506.869.100,00( 100 [25.682.678.555,00| 100 (42.898.821.955,00 100% | 93% | 200 | 78.245.546.066,00| 200% |107%|
Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik|
[Fungsi Bangunan
Gedung
[Penyelenggaraan
Penerbitan Izin | Jumlah Penyelenggaras
Mendirikan Bangunan ~ [oo 00 8 SEVESO8BRTEA
(IMB), Sertifikat Laik [Penerbitan Persyargtsm Baqgunan . .
Fungsi (SLF), Peran Gedung (PBG), Sertifikat Laik Dinas Pekerjaan
8[2.01| 1,218 ) Fungsi (SLF), peran Tim Profesi | Dokumen | 200 321.200.000,00( 140 300.000.000,00| 5 242.900.000,00( 0 2.592.100,00[ 0 0,00 2 86.581.700,00( 3 135.504.500,00( 5 224.678.300,00( 100% | 92% | 145 524.678.300,00( 73% [163%[Umum dan
Tenaga Ahli Bangunan [, i€ .
Gechug: (TABG) (AR (TPA), Pendataan Bangunan Penataan Ruang
Pondataon Banaunan  |Gedung, serta Implementasi
Gedung, serta & SIMBG
Implementasi SIMBG
Perencanaan,
Pembangunan, Jumlah Dokumen Perencanaan, Dinas Pekerjaan
8 [2.01 2Ee“ga‘”asa“’da" Pembangunan, Pengawasan dan | ) nen | 16 39.903.420.052,00 0 35.046.724.111,00 40 46.063.981.500,000 0 0,00[ 2 3.706.682.200,00( 0 | 13.420.287.400,00] 39 | 25.547.174.055,00 41 | 42.674.143.655,00( 103% | 93% | 41 77.720.867.766,00| 256% |195%|Umum dan
emanfaatan Bangunan |Pemanfaatan Bangunan Gedung b
enataan Ruang
Gedung Daerah Dacrah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
[ L LY. Persentase Bangunan Sesuai
9 [BANGUNAN DAN P o % 100 | 34.437.976.602,00| 100 | 29.410.240.642,00| 100 | 12.877.487.200,00, O [1.305.498.400,00 O | 3.065.002.864,00 0 | 3.063.499.500,00, 100 | 4.884.272.454,00( 100 [12.318.273.218,00 100% | 96% | 100 | 41.728.513.860,00 100% [121%|
LINGKUNGANNYA
[Penyelenggaraan
9[2.01) [i¥ daciiE Gl % 100 | 34.437.976.602,00 100 | 29.410.240.642,00| 100 | 12.877.487.200,00 O (1.305.498.400,000 O | 3.065.002.864,00 O | 3.063.499.500,00, 100 | 4.884.272.454,00 100 |12.318.273.218,00( 100% | 96% | 200 | 41.728.513.860,00| 200% |36%
[Daerah /Kota
Jumlah Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Cagar
Penataan Bangunan dan |Budaya dan Tradisional Dinas Pekerjaan
9 [2.01[3 [ o o e Bersejarah, Kawasan Pariwisata, | Kawasan | 108 | 33.837.976.602,00| 68 | 29.410.240.642,00 27 12.197.807.500,00 27 | 1.252.570.400,00( 27 | 2.858.731.850,00] 27 | 2.985.249.500,00 27 | 4.550.311.454,00| 27 | 11.646.863.204,00] 100% | 95% | 95 41.057.103.846,00| 88% [121%[Umum dan
grung: Kawasan Sistem Perkotaan Penataan Ruang
Nasional dan Kawasan Strategis
Lainnya
[Jumlah Pemeliharaan Bangunan
dan Lingkungan di Kawasan
bemeliharaan Bangunan |C2gar Budaya dan Tradisional Dinas Pekerjaan
9 [2.01| 4 | o Bersejarah, Kawasan Pariwisata, | Kawasan | 27 600.000.000,00{ 0 0,00 27 679.679.700,00| 27 52.928.000,00| 27 206.271.014,00| 27 78.250.000,00| 27 333.961.000,00] 27 671.410.014,00( 100% | 99% | 27 671.410.014,00| 100% |112%|Umum dan
giung; Kawasan Sistem Perkotaan Penataan Ruang
Nasional dan Kawasan Strategis
Lainnya
PROGRAM Persentase jalan dalam kondisi
10| PENYELENGGARAAN | “7o0% " % 96 [367.274.907.819,00( 95 | 94.576.529.244,00| 95,5 | 34.139.050.650,000 O [1.298.291.000,00/ O [11.795.911.889,000 O [10.576.708.708,000 95 | 8.077.978.499,000 95 [31.748.890.096,000 99% | 93% | 100 |126.325.419.340,00| 104% |34%
[JALAN
Jalan jalan dalam kondisi
102.01 _— % 96 [367.274.907.819,00| 95 | 94.576.529.244,00| 95,5 | 34.139.050.650,00, O [1.298.291.000,00( O (11.795.911.889,00, O [10.576.708.708,000 95 | 8.077.978.499,00| 95 |[31.748.890.096,000 99% | 93% | 190 [126.325.419.340,00| 198% | 9%
penyusunan Rencana, |, 144 Dojumen Hasil
Kebijakan, dan Strategi e dvts don La binas Pel
Pengombangan Jaringan [Pclaksanaan Advis dan Layanan inas Pekerjaan
10[2.01 1 Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan| Dokumen | 40 5.776.092.300,00| 22 3.353.806.698,00| 1 341.114.450,00 0 0,00 0 0,000 0 29.800.000,00| 10 181.450.000,00 10 211.250.000,00{ 1000% | 62% | 32 3.565.056.698,00| 80% | 62% [Umum dan
|Jalan serta Perencanaan \poy ;" Bimbingan Teknis Penataan Ruan,
[Teknis Penyelenggaraan |pe ,oclojaan Peg\ endalian’ ¢
Ualan dan Jembatan 8 &
[Pembebasan Luas Lahan yang Tersedia untuls Dinas Pekerjaan
10[2.01 2 [Lahan/Tanah untuk Penyelenggal}:aaf\]alan M2 1000 | 90.825.007.130,00( 0 0,00| 1500 316.258.000,00( 0 0,00 © 2.575.509,00] 0 0,000 © 191.269.366,00( 0 193.844.875,000 0% | 61% | © 193.844.875,000 0% | 0% [Umum dan
Penyelenggaraan Jalan Penataan Ruang
L . Dinas Pekerjaan
10[2.01| 4 [Survey Kondisi Jumlah Data dan Informasi Dokumen | 8 1.720.268.700,00 4 403.919.593,00] 1 408.600.000,00{ 0 0,00 0 0,00 0 2.765.065,00 1 400.700.000,00{ 1 403.465.065,00] 100% | 99% | 5 807.384.658,00] 63% |47% [Umum dan
|Jalan/Jembatan ITerkait Kondisi Jalan/Jembatan Penataan Ruang
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5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 13;(1)3‘{/07 * 14=6+12 15;1)3‘{/05 *
1 2 3 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K(%) | @y
Dinas Pekerjaan
10[2.01| 5 [Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun KM 7 | 109.884.119.582,00[ 2,4 | 41.653.863.306,00| 1,5 1.726.277.000,00) 0,00 0 39.200.000,00) 680.232.573,00| 1,5 993.526.500,00 1,5 | 1.712.959.073,00 100% | 99% | 4 43.366.822.379,00| 56% | 39% [Umum dan
Penataan Ruang
belebaran Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Dinas Pekerjaan
10[2.01( 7 [ e Pelebaran dengan Menambah KM 4 50.650.594.800,00| 0 8.699.111.649,00| 2 12.366.408.000,00) 0,00 0 1.397.260.380,00) 5.971.254.590,00] 2 3.149.451.790,000 2 | 10.517.966.760,00 100% | 85% | 2 19.217.078.409,00| 50% | 38% [Umum dan
J Lajur Penataan Ruang
. . . Dinas Pekerjaan
10[2.01 1052‘1";;1“‘"”‘""’“ Berkala g:;‘f;‘:f;:ﬁ‘gj:ﬁfggfﬁ:“ KM 12 79.976.239.815,00( 7,5 | 28.175.619.935,00( 1,5 13.419.746.000,00) 649.766.000,00| 0,5 | 8.989.036.000,00 3.638.283.119,00) 1,5 103.290.000,000 2 | 13.380.375.119,00 133% | 100% | 10 | 41.555.995.054,00( 79% |52% |[Umum dan
Penataan Ruang
) ] Dinas Pekerjaan
10[2.0111[Pemeliharaan Rutin Jalan| ggg;?f;::g::ifgﬁ;ka“ KM 34 16.457.503.992,00, 0 7.914.488.533,000 6 4.059.337.200,00) 648.525.000,00[ 2 1.269.790.000,00) 250.369.445,00 6 1.746.210.843,00( 8 3.914.895.288,00 133% | 96% 8 11.829.383.821,00 24% | 72% |[Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
10[2.01{12|Pembangunan Jembatan [Panjang Jembatan yang Dibangun| M2 56 11.034.685.500,00] 0 3.722.623.025,00| 10 1.063.670.000,00) 0,00 0 0,00 2.543.433,00 1 978.980.000,00 1 981.523.433,00 10% | 92% 1 4.704.146.458,00| 2% | 43% [Umum dan
[Penataan Ruang
bemeliharaan Rutin Panjang Jembatan yang Dinas Pekerjaan
10[2.01{19[jSmEIhar Dilakukan Pemeliharaan Secara Y8 240 950.396.000,00| 25 653.096.505,00 10 437.640.000,00) 0,00 3 98.050.000,00) 1.460.483,00] 10 333.100.000,00 13 432.610.483,00| 130% | 99% | 38 1.085.706.988,00| 16% |114%|Umum dan
Rutin Penataan Ruang
PROGRAM Persentase pelaku jasa
11 NGAN JASA i yang i % 96,5 | 2.193.400.000,00 75 488.598.895,00| 77,98 986.419.000,00| 1.750.700,00, 0 124.435.000,00) 137.402.886,00] 79 436.163.406,00 79 699.751.992,00 101% | 71% | 100 | 1.188.350.887,00| 104% |54%
KONSTRUKSI standar kompetensi
'T’enyelenggaraan |[Jumlah tenaga trampil
11/2.01 Tenaga e e e ko N orang | 700 | 1.096.700.000,00| 175 222.811.000,00( 100 207.669.000,00| 0,00 o 12.000.000,00 137.402.886,00) 100 17.550.000,00( 100 166.952.886,00| 100% | 80% | 275 389.763.886,00( 39% |[15%
|Terampil Konstruksi yang
Pelaksanaan Pelatihan %“";:f;i;‘ﬂifafﬁg K;_r;('fr“;‘:l‘j Dinas Pekerjaan
11[2.01| 4 [Tenaga Terampil iy e Eaten P oOrang | 700 1.096.700.000,00| 160 222.811.000,00 100 207.669.000,00) 0,00 0 12.000.000,00) 137.402.886,00 100 17.550.000,00| 100 166.952.886,00| 100% | 80% | 260 389.763.886,00| 37% | 36% [Umum dan
Konstruksi S1au alls yang Penataan Ruang
Mengikuti Pelatihan
=
5:::‘;::;::::“’"“ Persentase pelaku jasa
11[2.03| (0% nal (Non Kecil dan |EoRStruksi yang memenuhi % 95 1.096.700.000,00, 0 265.787.895,00| 95 7178.750.000,00| 1.750.700,00, 0 112.435.000,00) 0,00 95 418.613.406,000 95 532.799.106,00 100% | 68% | 95 798.587.001,00 100% |49%
standar kompetensi
Kecil)
Pembinaan dan Jumlah peserta yang mengikuti Dinas Pekerjaan
11/2.03(3 g‘:&‘;‘fﬁs;‘fﬁ’;’:“as ;Z’;‘:;ﬂ‘;z‘g‘:g“anpg;‘:i‘?::‘a Orang | 200 1.096.700.000,00[ 75 265.787.895,00[ 80 778.750.000,00) 1.750.700,00( 0 112.435.000,00) 0,00, 80 418.613.406,00 80 532.799.106,00| 100% | 68% | 155 798.587.001,00| 78% | 73% [Umum dan
Konstruksi Konstruksi Penataan Ruang
EROGRAM Persentase ketaatan terhadaj
12| PENYELENGGARAAN = P % 100 | 7.583.600.000,00 100 | 1.760.804.995,00 100 | 1.075.860.000,00) 18.448.912,00( 0 66.136.128,00) 27.337.574,00) 100 | 808.058.806,00 100 | 919.981.420,00 100% | 86% | 100 | 2.680.786.415,00| 100% |35%
PENATAAN RUANG
'T’enetapan Rencana
[t B AT |[Jumlah dokumen tata ru:
12(2.01| |(RTRW) dan Rencana ang Dokumen| 4 5.181.600.000,00( 2 1.016.243.251,00, 1 732.000.000,00| 12.125.862,00( 0 42.392.480,00 6.913.106,000 1 584.274.130,000 1 645.705.578,00( 100% | 88% | 3 1.661.948.829,00 75% |12%
Rinci Tata Ruang YenkLetanERTy
(RRTR) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persctujuan
Substansi, Evaluasi, Jumlah Dokumen Persetujuan Dinas Pekerjaan
12[2.01 1 [Konsultasi Evaluasi dan |Substansi, Evaluasi dan Dokumen| 4 1.497.800.000,00| 2 779.745.527,00| 1 177.000.000,00) 6.573.630,00] 0 26.916.210,00) 4.632.350,00] 1 123.746.906,00[ 1 161.869.096,00| 100% | 91% | 3 941.614.623,00| 75% | 63% [Umum dan
Penctapan RTRW Penctapan RTRW Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
[Pelaksanaan Persetujuan
Substansi, Evaluasi, lJumlah Dokumen Persetujuan Dinas Pekerjaan
12[2.01| 2 [Konsultasi Evaluasi dan  [Substansi, Evaluasi dan Dokumen| 3 2.078.500.000,00| 1 236.497.724,00[ 1 555.000.000,00 5.552.232,00| 0 15.476.270,00) 2.280.756,00] 1 460.527.224,00] 1 483.836.482,00| 100% | 87% | 2 720.334.206,00| 67% | 35% [Umum dan
Penctapan RRTR Penctapan RRTR Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
Penctapan Kebijakan )
datam rangka Jumlah Dokumen Kebijakan Dinas Pekerjaan
12|2.01( 3 [ e penataan  |Perda/Perkada selain RTRW Dokumen| 2 1.228.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00, 0 0,00/#DIV/0lj4DIV/0Y O 0,00| 0% | 0% [Umum dan
Ruang Kabupaten/Kota Penataan Ruang
alisasi K 1 dan [Jumlah Dokumen Sosialisasi Dinas Pekerjaan
122.01[4 ii.r:;;i gﬁ;‘;‘r‘éa“g' g:xfg::;s;‘ dﬁ;?f;‘dang Dokumen| 2 376.800.000,00] 0 0,00 o 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 o 0,00[#DIv/01#DIV/0| O 0,00 0% | 0% |Umum dan
Penataan Ruang Penataan ruang Penataan Ruang
[Koordinasi dan
12(2.03 f,i‘m‘]“"“i"h“:l . Ruang | Dok 4 829.600.000,00( 2 300.753.178,00) 1 140.000.000,00) 5.893.050,00, O 19.325.680,00| 10.057.443,00 1 90.872.934,000 1 126.149.107,00| 100% | 90% | 3 426.902.285,00( 75% |15%
[Daerah /Kota
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan ; .
Sinkronisasi Sinkronisasi Pemanfaatan Ruan; Dinas Pekerjaan
12[2.03| 1 [Pemanfaatan Ruang o tul Invectasi dan & | Dokumen| 4 829.600.000,00{ 2 300.753.178,00| 1 140.000.000,00) 5.893.050,00] 0 19.325.680,00) 10.057.443,00, 1 90.872.934,00 1 126.149.107,00| 100% | 90% | 3 426.902.285,00| 75% | 51% [Umum dan
luntuk Investasi dan Penataan Ruang
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
[Koordinasi dan
Sinkronisasi
12l2.0 IDokumen Pengendalian o
4| b et Farris Dokumen| 4 1.572.400.000,00, 2 443.808.566,00) 1 203.860.000,00| 430.000,00, O 4.417.968,00 10.367.025,00 1 132.911.742,000 1 148.126.735,00) 100% | 73% | 3 591.935.301,00( 75% | 9%
[Pemanfaatan Ruang
[Daerah /Kota
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dinas Pekerjaan
12[2.04 2 i;’x‘]k;‘;‘]fga:l‘(:;‘:;}xi:‘ §;’;§;‘$§:i‘$§’“}:§$§;” Dokumen| 4 1.572.400.000,00 2 443.808.566,00] 1 203.860.000,00 430.000,00 0 4.417.968,00 10.367.025,000 1 132.911.742,00 1 148.126.735,00] 100% | 73% | 3 591.935.301,00] 75% | 38% [Umum dan
Bidang Penataan Ruang [Penataan Ruang Penataan Ruang
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PROGRAM
PENGEMBANGAN :nnmtmnl’ensembﬂnm -ﬂ 12.869.561.000,01 3.837.032.0‘78,0 2.477.810.500,0 21 oo1.soe,oo 664.489.908,0 836.968.452,0 750.035.70: n 2.468.495.563,0 6.305.527.64 -
PERUMAHAN rum

[Pendataan Rumah Sewa
Milik Masyarakat, Rumah
Susun dan Rumah

(Operasional dan
[Pemeliharaan
[Lingkungan Perumahan
pada Relokasi Program
[Kabupaten /Kota

[Fasilitasi Pengelolaan
[Kelembagaan dan

1|42 |2:05) 1 pe ik /Penghuni Rumah
[Susun

1as PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

Jumlah Dokumen Data Rumah
Sewa Milik Masyarakat, Rumah
Susun, dan Rumah Khusus

[Jumlah Rumah pada Lokasi
Relokasi Program Kabupaten/Kota
lyang Dilaksanakan Operasional
dan Pemeliharaan

8.081.261.000,00]

329.015.900,00 86.150.000,00]| 1.445.900,00 86.150.000,00 79.800.000,00 1.519.300,00 168.915.200,00 497.931.100,00 9

2.457.795.366,00]

2.295.210.500,00]|

215.055.602,00]

577.889.908,00)

666.292.052,00)

744.596.351,00]

2.203.833.913,00|

100%

4.661.629.279,00

[Permukiman

[Dinas

Permukiman

[Dinas
|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi [Perumahan
[Pengelolaan Kelembagaan bagi Laporan 2 4.249.950.000,00( 100 1.050.220.812,00] 1 96.450.000,00, O 500.000,00] O 450.000,00] 1 90.876.400,00[ O 3.920.050,00] 1 95.746.450,00( 100% | 99% 101 1.145.967.262,00( 5050% | 27% |Rakyat dan
[Pemilik /Penghuni Rumah [Kawasan

[Permukiman
Brosen =5 % 100 | 26.376.615.983,00| 100 | 12.296.029.861,00 99,5 5.901.801.600,00, O 44.364.000,00( O 2.335.806.550,000 O 942.511.115,00, 100 | 2.632.397.770,00, 100 | 5.955.079.435,00| 101% | 101% | 100 | 18.251.109.296,00| 100% |69%

asan
lIpermukiman yang tidak kumuh

[Penyediaan Prasarana,
[Sarana, dan Utilitas
[Umum di Perumahan
luntuk Menunjang Fungsi
[Hunian

[Jumlah Lokasi Perumahan yang
Disediakan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum yang
[Menunjang Fungsi Hunian

lokasi

96.514.035.970,00]

40.753.492.553,00|

22.957.447.900,00]

1.628.169.110,00]

7.571.567.080,00]|

8.251.840.111,00|

5.455.790.546,00)

22.907.366.847,00]

100%

100%

63.660.859.400,00

200%

[Dinas
[Survei dan Penetapan lJumlah Hasil Survei dan [Perumahan
1[4] 3 [2.02| 1 [Lokasi Perumahan dan  [Penetapan Lokasi Perumahan dan | Dokumen| 4 751.286.000,00] 2 298.400.100,00 1 95.000.000,00| 0 0,00 0 0,00 1 66.426.000,00 0 28.490.700,00 1 94.916.700,00 100% | 100% | 3 393.316.800,00| 75% | 52% [Rakyat dan
[Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh [Kawasan
[Permukiman
[Penyusunan Rencana Dinas
|Tapak (Site Plan) dan |[Jumlah Rencana Tapak (Site Plan pe ahan
1]4| 3 [2.03| 1 %&‘}Eﬂgmee"“g Design, {SEB]DG"Q‘IE‘.‘@“";?“E Des‘gf‘ D 12 1.239.264.343,00, 8 613.140.600,00[ 3 236.996.000,00] 0 4.196.000,00 0 9.736.000,000 0 8.765.000,00( 3 183.851.200,00] 3 206.548.200,00| 100% | 87% | 11 819.688.800,00| 92% | 66% [Rakyat dan
Peremajaan /P Permukiman Kumuh I;awas;g
[Permukiman Kumuh ermuikiman
[Dinas
. . . N [Perumahan
1f4| 3 [2.08| 2 f:;l:l““::nf“mahmak ;:;gﬁ;:;:ﬂmak Layak Huni | e 320 8.603.895.000,00 0 4.174.395.050,00[ 160 2.222.940.600,00] 19 8.391.000,00] 67 | 1.992.898.250,00 38 40.106.900,00 32 330.393.120,00] 156 | 2.371.789.270,00 98% | 107% | 156 6.546.184.320,00| 49% | 76% |Rakyat dan
[Kawasan
[Permukiman
[Pelaksanaan E;?; ahan
1[4| 3 [2.03| 6 lgngaran /a‘l;eremajaan 'B‘i‘rfmpa‘}"“l “k;’]gia;:] g:rm“hya“g ha 16,41 | 15.782.170.640,00( 0 7.210.094.111,00( 16,41 3.346.865.000,00( 0 31.777.000,00, 0 333.172.300,00| 16,41 827.213.215,00, 0 2.089.662.750,00| 16,41 | 3.281.825.265,00| 100% | 98% | 16 10.491.919.376,00| 100% | 66% [Rakyat dan
[Permukiman Kumuh Kawasax}
[Permukiman
[PROGRAM
[PENINGKATAN IProsentase Peningkatan
1l4{5 [PRASARANA, SARANA  [Prasarana,Sarana dan Utilitas % 100 | 96.514.035.970,00| 100 | 40.753.492.553,00| 100 | 22.957.447.900,00 O [1.628.169.110,00| 50 | 7.571.567.080,00 O | 8.251.840.111,00| 50 | 5.455.790.546,00| 100 [22.907.366.847,00| 100% | 100% | 200 | 63.660.859.400,00| 200% | 66%
[DAN UTILITAS UMUM  [Umum (PSU)
(PSU)

66%

[Dinas
[Perumahan
[Rakyat dan
[Kawasan
[Permukiman
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» 13=12/7 x _ 15-14/5x
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 il 14=6+12 g
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K(%) | @y

;:m?;.ﬁ’rm EEDLE
KETENTERAMAN DAN _|(Ketertiban, Ketentraman dan % 97 | 32.800.164.000,00( 82 | 2.967.792.281,00| 97 | 11.032.938.311,00( 97 | 744.669.042,00, 99 | 1.306.689.500,00 99 | 2.304.326.926,000 0 | 3.348.205.920,00 99 | 7.703.891.388,00| 102% | 70% | 99 | 10.671.683.669,00| 102% |33%
KETERTIBAN UMUM Keindahan) yang diselesaikan
Jumlah SDM atuan Polisi
penaninas QUL iy e, Seutn
2.01) [Ketertiban Umum dalam ;:;'::di “"g’l::bm’yl ‘:"“i ‘t Sany Orang | 156 | 27.331.861.000,00( 0 2.269.026.467,000 78 | 7.981.051.762,000 78 | 538.597.750,00, 78 | 892.558.000,00 78 | 1.094.085.290,00 O | 2.453.372.950,000 78 | 4.978.613.990,00 100% | 62% | 78 | 7.247.640.457,00| 50% |18%
1 (Satu) Daerah e aemm
[Kabupaten/Kota Ketertiban Umum
Pencegahan Gangguan
lJumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan [Ketenteraman dan Ketertiban "
Ketertiban Umum Melaluil = 8 EBREr C80 | S0 o0 Satuan Polisi
2,01 1 |Peteksi Dini dan Cegah  |pyo o). "Dini dan Cegah Dini, Kasus 80 4.776.694.000,00( 0 2.269.026.467,00[ 40 1.313.413.000,00( 10 162.929.250,00[ 10 304.073.250,00, 10 285.029.040,00[ 10 411.058.800,00| 40 1.163.090.340,00( 100% | 89% | 40 3.432.116.807,00] 50% | 72% [Famons Praja
Dini, Pembinaan dan [ €% Dini can —egan bin dan Pemadam
Penyuluhan, Pelaksanaanfyc) oo oo Patroliy;en amanan, Kebakaran
Patroli, Pengamanan, dan|® @ Ls8nean € ot & 4
Pengawalan 8!
gzrx?ndj:r?r]l(il:jteraman Jumlah Kasus Gangguan
dan %(gelertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi
berdasarkan Perda dan Umum berdasarkan Perda dan [Pamong Praja
2.01(2 ! Perkada Melalui Penertiban dan Kasus | 550 6.889.813.000,00 0 275 720.060.000,00| 67 96.479.750,00| 108 183.060.000,00 141  262.288.000,00| 246 164.188.000,00 246 706.015.750,00{ 89% | 98% | 246 706.015.750,00| 45% | 10%
[Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan [dan Pemadam
Penertiban dan : [Kerusuhan Massa yang Dilakukan Kebakaran
[Penanganan Unjuk Rasa Penindakan
[dan Kerusuhan Massa !
Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi
2.01| 3 |Ketentraman dan Penyelenggaraan Ketenteraman, | oy umen | 16 541.871.000,00 0 8 152.772.000,00| 1 0,00 1 19.847.500,00 2 18.373.000,00, 4 74.743.750,000 8 112.964.250,00| 100% | 74% 8 112.964.250,000 50% |219% |Famone Praja
Ketertiban Umum serta  [Ketertiban Umum dan dan Pemadam
Perlindungan Masyarakat [Perlindungan Masyarakat Tingkat Kebakaran
[Tingkat Kabupaten/Kota |Kabupaten/Kota
[Pemberdayaan [Jumlah Dokumen yang Memuat Satuan Polisi
Perlindungan Masyarakat [Hasil Pemberdayaan Perlindungan Pamong Praia
2.01 4 |dalam rangka Masyarakat dalam rangka Dokumen | 12 13.597.631.000,00| 0 6 5.481.931.762,00 5 217.452.750,00] 1 327.667.250,00] 3 427.815.250,00, 0 1.763.632.400,00, 9 2.736.567.650,00] 150% | 50% | 9 2.736.567.650,00] 75% |20% |(AT1O08 M
Ketentraman dan Ketenteraman dan Ketertiban
" Kebakaran
Ketertiban Umum Umum
Peningkatan Kapasitas
SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan [Jumlah SDM Satuan Polisi Satuan Polisi
2.01|5 ‘T):i:faiﬁgg;ynfsymka‘ ithﬁ'éi‘;’g‘ziﬁ:s}s:;:;a“t yang Orang | 156 1.525.852.000,00( 0 78 312.875.000,00( 40 61.736.000,00 165 57.910.000,000 122[  100.580.000,00) 39.750.000,00| 165 259.976.000,00 212% | 83% | 165 259.976.000,00| 106% | 17% g:g“;zi Z;?;
Pelaksanaan Tugas yang |Ditingkatkan Kapasitasnya Kebakaran
Bernuansa Hak Asasi
Manusia
kan P |Jumlah L F
Daerah /Kota [ 4Dk
2.02) | herat Peraturan Daerah dan Peraturan | Dokumen| 24 | 4.698.434.000,00 0 698.765.814,00| 4 3.040.808.549,000 3 | 206.071.292,00( 4 414.131.500,00 4 | 1.210.241.636,00 0 894.832.970,00 4 | 2.725.277.398,00 100% | 90% | 4 3.424.043.212,00| 17% |58%
|Bupati/Walikota yang dapat
(Bupati/Wali Kota 4 sesuai SOP
) Jumlah Laporan Hasil )
Soseai vl s Sosaiasi Sauen rlet
2.02( 1 . |Penegakan Perda/Perkada kepada | Dokumen| 8 1.603.945.000,00( 0 698.765.814,00 4 2.392.746.805,00] 3 189.921.292,00] 0 189.293.500,00{ 1 1.072.461.600,00, 0 739.892.970,00 4 2.191.569.362,00] 100% | 92% | 4 2.890.335.176,00| 50% |180%
Peraturan Bupati/Wali  [yoro8 S8r Fete dan Pemadam
Kota Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kebakaran
Jumlah Laporan Pelaksanaan —
penananan A2 [Penanganin s Plangairan s roel
2.02(3 g Peraturan Daerah dan Peraturan | Laporan | 24 3.094.489.000,00 0 12 648.061.744,00 3 16.150.000,00 3 224.838.000,00] 3 137.780.036,00| 4 154.940.000,00 13 533.708.036,00] 108% | 82% | 13 533.708.036,00| 54% | 17% 8 Mray
Dacrah dan Peraturan |10 MR PASTE8 GO e Al dan Pemadam
Bupati/Wali Kota Sesuai Sop 8 AP 8 Kebakaran
Penyidik Pegawai
y
2.03 [Pegawai Negeri Sipit (Negeri Sipil (PPNS) % 80 769.869.000,000 0 0,00 100 11.078.000,00 0 0,00 o0 0,00 o0 0,00 o© 0,00 o 000 0% | 0% | © 0,00 0% | 0%
(PPNS) Kabupaten/Kota yang
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Peningkatan Satuan Polisi
Pengembangan Kapasitas [<2Pasitas Pejabat PPNS dalam Pamong Praja
2.03 1 ’ Mendukung Penyelenggaraan Laporan | 24 769.869.000,00] 0 0,00 12 11.078.000,00, 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,00, 0 0,000 0% | 0% 0 0,00 0% | 0%
dan Karier PPNS Ketortibon D dar dan Pemadam
Ketenteraman Masyarakat serta Kebakaran
Penegakan Perda dan Perkada
[EROGRAM Persentase Korban Bencana
PENANGGULANGAN Yang Ditangani % 100 | 7.346.744.000,00| 100 | 2.619.857.996,00] 100 | 1.396.582.000,00 O | 196.288.300,00( O 374.174.182,00[41,54| 392.203.800,00( 58 364.209.120,00 99,54 | 1.326.875.402,00( 100% | 95% | 100 | 3.946.733.398,00| 100% |54%
BENCANA
y jumlah
2.01) [Rawan Bencana yang memperoleh layanan % 100 784.445.000,00| 100 216.833.073,00 100 61.133.000,00 O 0,000 o 0,00 100 51.656.000,000 0 5.750.000,00 100 57.406.000,00( 100% | 94% | 100 274.239.073,00| 100% | 7%
/Kota rawan bencana
Penyusunan Kajian L Badan
2.01| 1 [Risiko Bencana Jumlah Dokumen Kajian Risiko | o | o 255.000.000,00] 0 49.883.400,00[ 0 0,00, 0 0,00 0 0,00, 0 0,000 0 0,000 © 0,00 0% 0% 0 49.883.400,00 0% | 20% |Penanggulangan

Kabupaten/Kota

Bencana yang Dilegalisasi

[Bencana Daerah
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5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13;(1)3‘{/07 * 14=6+12 15;1)3‘{/05 *
1 2 3 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%) K Rp. K(%) | o
l[Jumlah Orang yang Mendapatkan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi
i, Komunikasi, |dan Edukasi (KIE) Rawan Bencanal
Informasi dan Edukasi ~ [Kabupaten/Kota (Per Jenis Badan
2.01| 2|(KIE) Rawan Bencana  [Bencana) Secara Tatap Muka Orang | 600 529.445.000,00[ 0 166.949.673,00| 300 61.133.000,00( 0 0,00 0 0,00 300 51.656.000,00( 0 5.750.000,00 300 57.406.000,00| 100% | 94% | 300 224.355.673,00| 50% |42% |[Penanggulangan
Kabupaten/Kota (Per  [kepada Penduduk yang Tinggal di Bencana Daerah
Jenis Bencana) Dacrah Rawan Bencana Sesuai
lJenis Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnya
[Pelayanan Pencegahan P:m'::: je':oleh lﬁe nd::uk
2.02| |(dan Kesiapsiagaan yang P yan % 100 | 5.970.049.000,00( 100 | 2.215.882.587,00( 100 | 1.182.035.000,000 O | 134.215.000,00/42,83| 348.154.182,00( 6,17 | 306.502.800,00 51 334.159.120,00, 100 | 1.123.031.102,00( 100% | 95% | 100 | 3.338.913.689,00| 100% |19%
|Terhadap Bencana terhadap bencana
[Penyusunan Rencana lJumlah Dokumen Rencana [Badan
2.02| 1 |Penanggulangan Bencana |[Penanggulangan Bencana yang | Dokumen | 2 100.000.000,00[ 0 0,00 1 50.000.000,00[ 0 0,00 © 50.000.000,00| 1 0,000 © 0,00 1 50.000.000,00[ 100% | 100% | 1 50.000.000,00| 50% | 50% [Penanggulangan
Kabupaten/Kota Dilegalisasi [Bencana Daerah
] Jumlah Warga Negara dan
Pelatihan Pencegahan [, o0 &1 T 788 OBATH <8 Badan
2.02| 2 |dan Mitigasi Bencana P yang veng! .| Orang | 400 568.603.000,00[ 0 279.838.220,00[ 200 85.633.000,00( 0 0,00 0 26.000.000,00| 200 41.969.000,00( 0 13.330.520,00[ 200 81.299.520,00 100% | 95% | 200 361.137.740,00| 50% |64% |[Penanggulangan
Kabupaten/Kota gelanhan Pencegahan dan Mitigasi B e
encana
penyediaan Peralatan {1 peralatan Penyelamatan Badan
2.02| 4 | Crineuns Diri bagi Individu Warga Negara, Unit 10 38.080.000,00( 0 0,00 8 16.636.000,00( 0 1.015.000,00[ 4 15.620.182,00( 0 0,000 © 0,00 4 16.635.182,00( 50% | 100% | 4 16.635.182,00( 40% | 44% [Penanggulangan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Keluarga, maupun Petugas [Bencana Daerah
[Penguatan Kapasitas Jumlah Kawasan yang Bodan
2.02| 6 |KaWasan untuk Ditingkatkan Kapasitasnya dalam | . ocan | 12 388.686.000,00 0 133.631.207,00| 8 47.613.000,00, 0 0,000 7 36.239.000,00( 0 5.533.800,00( 1 3.050.000,00 8 44.822.800,00| 100% | 94% 8 178.454.007,00| 67% | 46% |Penanggulangan
Pencegahan dan Pencegahan dan Kesiapsiagaan B e
Kesiapsiagaan Bencana
[Pengembangan Kapasitas [Jumlah Personil TRC yang [Badan
2.02| 8 [Tim Reaksi Cepat (TRC) ~[Dikembangkan Kapasitas Teknis | Orang 74 4.676.790.000,00( 0 1.802.413.160,00 37 888.600.000,00( 8 133.200.000,00| 0 199.800.000,00( 0 259.000.000,00[ 11 296.600.000,00[ 19 888.600.000,00( 51% | 100% | 19 2.691.013.160,00( 26% |58% [Penanggulangan
[Bencana Kabupaten/Kota|dan Manajerialnya [Bencana Daerah
Badan
2.02| g |Penyusunan Rencana  |Jumlah Dokumen Rencana Dokumen | 2 100.000.000,00/ 0 0,000 1 50.000.000,00( 0O 0,000 0 0,00, 0 0,00 © 0,000 0 0,00 0% 0% 0 0,00/ 0% | 0% [Penanggulangan
Kontijensi Kontinjensi yang Dilegalisasi Bencana Daerah
Gladi Kesiansiazann Jumlah Aparatur dan Warga Badan
2.02(101 e o e e Negara yang Mengikuti Gladi Orang | 600 97.890.000,00( 0 0,00[ 300 43.553.000,00 0 0,00 300 20.495.000,00[ 0 0,000 © 21.178.600,00[ 300 41.673.600,00[ 100% | 96% | 300 41.673.600,00| 50% | 43% [Penanggulangan
P Kesiapsiagaan [Bencana Daerah
'T’e]ayannn Persentase jumlah penduduk
[Penyelamatan dan lyang memperoleh layanan o o
2.08] o et Korban S engelamatan dan cvakansi % 100 492.250.000,00| 100 187.142.336,00( 100 103.064.000,00 0 42.073.300,00| 75 16.020.000,00( 10 24.045.000,00( 15 13.950.000,00 100 96.088.300,00( 100% | 93% | 100 283.230.636,00| 100% |20%
[Bencana korban bencana
Pencarian, Pertolongan “];‘i’tm::hé‘:bgﬁ %":g 2‘;?2‘5‘1 Badan
2.03| 3 |dan Evakuasi Korban [ J@mH et 20 0n8 PR Orang 24 160.950.000,00( 0 0,00[ 12 80.475.000,00[ 4 19.485.000,00 18 16.020.000,00( 0 24.045.000,00( 0 13.950.000,00[ 18 73.500.000,00 150% | 91% | 18 73.500.000,00| 75% | 46% [Penanggulangan
ievakuasi Per Jenis Kejadian
[Bencana Kabupaten/Kotap =+ Bencana Daerah
[Penyediaan Logistik [Jumlah Korban Bencana yang Badan
2.03| 4 [Penyelamatan dan Mendapatkan Distribusi Logistik Orang 24 331.300.000,00) 187.142.336,00| 12 22.589.000,00( 8 22.588.300,00 0 0,000 © 0,000 o 0,000 8 22.588.300,000 67% | 100% | 8 209.730.636,00| 33% | 63% |Penanggulangan
Evakuasi Korban Penyelamatan dan Evakuasi Bonenss Decsah
Bencana Kabupaten/Kota|Korban Bencana
[Penataan Sistem Dasar Persentase tersusunnya sistem
2.04| |Penanggulangan ya % 100 100.000.000,00( 0 0,00/ 100 50.350.000,00 O 20.000.000,00[ 20 10.000.000,00( 50 10.000.000,00 30 10.350.000,00 100 50.350.000,00( 100% | 100% | 100 50.350.000,00 100% |50%
Bemeana dasar penanggulangan bencana
Jumlah Dokumen Penanganan
Pascabencana Kabupaten,/Kota
penanganan Melalui Pengkajian Kebutuhan [Badan
2.04| 6 |Pascabencana Pasea Bencana (ITU PASNA) Dokumen | 2 100.000.000,00[ 0 0,00 1 50.350.000,00[ 0 20.000.000,00( 0 10.000.000,00( 0 10.000.000,00( 1 10.350.000,00( 1 50.350.000,00[ 100% | 100% | 1 50.350.000,00| 50% | 50% [Penanggulangan
Kabupaten/Kota Roncans Rehabiiitasi dan Bencana Daerah
Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
PROGRAM
PENCEGAHAN,
HENANGC I AN [Pelayanan Penyelamatan dan
PENYELAMATAN Y o % 100 | 7.545.254.000,00| 100 | 2.116.274.766,00] 100 | 1.123.228.000,00, 50 | 181.159.850,00 50 245.046.100,00( 100 | 214.929.620,00 0 434.335.400,00, 100 | 1.075.470.970,00( 100% | 96% | 200 | 3.191.745.736,00| 200% |42%
KEBAKARAN DAN Evakuasi Korban Kebakaran
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
[Pencegahan,
[Pengendalian, Persentase Penanganan
[Pemadaman, Pencegahan, Pengendalian,
201 | eanan B-::: A =—n % 100 | 6.941.154.000,00 100 | 2.068.909.906,00( 100 | 1.064.655.000,00 100 | 181.159.850,00( 100 | 245.046.100,00 100 | 214.929.620,00, O 386.334.400,00, 100 | 1.027.469.970,00| 100% | 97% | 200 | 3.096.379.876,00| 200% |15%
bah dan dan
[Kebakaran dalam [Daerah Kabupaten/Kota
[Daerah Kabupaten/Kota
[Jumlah Dokumen NSPM Satuan Polisi
Pencegahan Kebakaran [, “han P . . o
2.01| 1 |dalam Daerah e'gcaig a“d le“a“gg“ a}:‘gar‘ Dokumen | 12 5.409.480.000,00| 0 1.620.841.670,00| 6 699.128.000,00] 2 102.421.100,00| 1 145.281.600,00 1 140.407.500,00, 2 295.089.400,00| 6 683.199.600,00{ 100% | 98% 6 2.304.041.270,00| 50% |43% dam"“g :‘Ja
Kabupaten Kota Kebakaran dalam Daeral an Pemadam
Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Kebakaran
Pemadaman dan Jumlah Laporan Hasil Satuan Polisi
Pengendalian Kebakaran |Lc/aksanaan Kegiatan Pamong Praja
2.01| 2 [ e ek Kesiapsiagaan Petugas Piket dan | Laporan | 12 1.531.674.000,00( 0 448.068.236,00 6 365.527.000,00( 2 78.738.750,00| 1 99.764.500,00 1 74.522.120,00( 2 91.245.000,00( 6 344.270.370,00 100% | 94% 6 792.338.606,00] 50% | 52% |( 2 IP08 CUA
[Pemadaman Kebakaran dalam
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Kebakaran
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Kebakaran

5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 e 14=6+12 e
1 2 3 4 = = 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K (%) [RP. (%) K Rp. (%) | B
1/s{ 4 [2.02 B % 20 604.100.000,00] 90 47.364.860,00 90 58.573.000,00 0 0,00 o 0,00 o 0,00 90 48.001.000,00 90 48.001.000,00] 100% | 82% | 180 95.365.860,00| 200% | 8%
[Jumlah Dokumen yang Memuat
Data Satuan Polisi
Pendataan Sarana Bangunan/Gedung/Lingkungan [Pamong Praja
1|5 4 |2.02| 1 [Prasarana Proteksi ; Dokumen | 12 604.100.000,00{ 0 47.364.860,00] 6 58.573.000,00 0 0,00 0 0,00 0 000 6 48.001.000,00 6 48.001.000,00 100% | 82% | 6 95.365.860,00( 50% | 16% | o)
Prasarana | vang Dipersyaratkan Harus an Pemadam
Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran

[PROGRAM Persentase PSKS yang berperan

1|6 2 PEMBERDAYAAN aktif dalam Pemberdayaan % 66 | 15.258.928.296,00( 58 | 6.270.189.257,00) 58 3.868.748.450,000 O | 218.067.200,00| 0 524.292.285,000 O | 1.928.272.550,00| 58,33 | 951.284.024,00 58,33 | 3.621.916.059,00| 101% | 94% | 58 | 9.892.105.316,00| 88% |65%
sosIAL Sosial
[Pengembangan Potensi
1/6| 2 [2.03 ::‘::l"'):‘:rﬁ"‘“m“ [Persentase PSKS yang dibina % 66 | 15.258.928.296,00( 0 6.270.189.257,00) 58 3.868.748.450,000 O | 218.067.200,00| 0 524.292.285,000 O | 1.928.272.550,00| 58,33 | 951.284.024,00 58,33 | 3.621.916.059,00| 101% | 94% | 58 | 9.892.105.316,00| 88% |24%
[Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan [Jumlah Orang Mendapat E::;efg:;l;n
16| 2 [2.03| 1 [Fotensi Pekerja Sosial Peningkatan Kapasitas Pekerja oOrang | 733 1.044.015.417,00( 305 556.089.123,00| 214 692.969.400,00 43 67.428.400,00 209 119.850.500,00, 0 74.405.000,00| 0 395.935.694,00 252 657.619.594,00| 118% | 95% | 557 1.213.708.717,00| 76% [116%|Perempuan dan
Masyarakat Kewenangan [Sosial Masyarakat Kewenangan por:
erlindungan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota P
[Peningkatan Kemampuan [Jumlah Tenaga Kesejahteraan Dinas Sosial,
Potensi Tenaga Sosial Kecamatan Kewenangan Pemberdayaan
1[6| 2 |2.03| 2 [Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota yang Meningkat | Orang 6 268.742.380,00[ 0 46.662.800,00| 3 60.155.800,00( 0 7.023.800,00 3 16.175.700,00( 0 11.058.700,00 0 23.973.980,00( 3 58.232.180,00 100% | 97% | 3 104.894.980,00| 50% | 39% |Perempuan dan
Kecamatan Kewenangan |Kapasitasnya Kewenangan Perlindungan
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota Anak
[Peningkatan Kemampuan Dinas Sosial,
[Potensi Sumber lJumlah Keluarga yang Meningkat [Pemberdayaan
1[6| 2 |2.03| 3 [Kesejahteraan Sosial Kapasitasnya Kewenangan Keluarga | 10 968.296.730,00( 0 133.773.300,00 5 199.425.600,00 0 7.458.300,00[ 5 59.919.700,00( 0 31.358.000,000 0 81.717.300,00( 5 180.453.300,00 100% | 90% | 5 314.226.600,00( 50% | 32% [Perempuan dan
Keluarga Kewenangan [Kabupaten/Kota [Perlindungan
Kabupaten /Kota [Anak
[Peningkatan Kemampuan Dinas Sosial
Potensi Sumber Jumlah Lembaga Kesejahteraan Pemberdayasn
1l6| 2 [2.03 izf:gnaé‘;gii“f:s‘i“m E"S‘al.ya"g ?‘;““gkat . Lembaga | 28 12.977.873.769,00, 0 5.533.664.034,00[ 14 2.916.197.650,00| 0 136.156.700,00 14 328.346.385,00, 0 1.811.450.850,00( 0 449.657.050,00| 14 2.725.610.985,00| 100% | 93% | 14 8.259.275.019,00| 50% | 64% |[Perempuan dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kz’;:‘d““ga“
Kabupaten/Kota
[PROGRAM Persentase PMKS yang
1l6| 4 REHABILITASI SOSIAL |mendapatkan pelayanan % 100 | 7.798.657.826,00, 0 3.701.956.379,00( 100 | 3.011.758.543,000 O | 587.204.900,00, 0 229.295.650,000 O | 1.034.740.660,00 100 100 | 1.851.241.210,00| 100% | 61% | 100 | 5.553.197.589,00| 100% |71%
SOS]
g’eh"ﬂ“’"' ::m‘l |Persentase Penyandang
asar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
1/6(4 (2.01| |Anak Terlantar, Lanjut [ o~ Gehn"““'d‘ n::f;i:nll’ engemis| % 100 | 5.429.261.451,00( 100 | 3.144.409.097,00| 100 | 2.466.492.063,000 0 | 522.697.600,00| 0 102.653.250,00 O 934.705.960,00, 100 100 | 1.560.056.810,00| 100% | 63% | 100 | 4.704.465.907,00| 100% |29%
U‘? Tf FEFTTS (A .. |yang mendapatkan rehabilitasi
di Luar Panti Sosial __[*°513!
Jumlah Orang yang Mendapatkan Dinas Sosial,
Pemenuhan Kebutuhan [Pemberdayaan
1[6[ 4 |2.01| 1 |Penyediaan Permakanan [Permakanan Sesuai dengan Orang | 650 1.205.594.772,00 231 593.345.301,00 165 166.548.000,00] 24 31.076.000,00( 24 35.623.800,00 44 36.720.000,00 53 28.832.000,00 145 132.251.800,00( 88% | 79% | 376 725.597.101,00( 58% |60% [Perempuan dan
Standar Gizi Minimal Kewenangan Perlindungan
Kabupaten/Kota Anak
| sumilah Orang yang Menerima Dinas Sosial, |
. Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Y
1[6| 4 |2.01| 2 |Penyediaan Sandang yang Tersedia dalar 1 Tahun Orang | 183 212.607.726,00 83 39.969.400,00[ 60 52.967.043,00 27 15.843.700,00[ 0 0,00[ 15 0,00 23 36.900.800,00( 65 52.744.500,00 108% | 100% | 148 92.713.900,00| 81% | 44% [Perempuan dan
Perlindungan
Kewenangan Kabupaten/Kota P
Jumlah Orang yang Mendapatkan PD::Tjefg:;:le’m
1]6] 4 [2.01| 3 [Penyediaan Alat Banty ~ [Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga | 0 | 43 208.135.881,00| 23 38.842.000,00| 13 35.457.200,00| 7 25.594.900,00] 0 0,00 1 3.500.000,00 8 2.920.000,00| 16 32.014.900,00| 123% | 90% | 39 70.856.900,00| 91% | 34% [Perempuan dan
Sesuai kebutuhan Kewenangan Perlindungan
Kabupaten/Kota Anak
Dinas Sosial,
pemberian Pelayanan _ |/mlah Orang yang Mendapatkan [Pemberdayaan
1l6| 4 |2.01] 4 eran b e Ay Pelayanan Reunifikasi Keluarga Orang | 47 149.330.000,00( 28 53.181.500,00 12 42.300.000,00 0 4.263.000,00[ 4 0,00 1 640.000,00 115 36.054.000,00[ 120 40.957.000,00( 1000% | 97% | 148 94.138.500,00| 315% | 63% [Perempuan dan
Reunifikasi Keluarga ;
Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan
Anak
Dinas Sosial,
Pemberian Bimbingan  [Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Pemberdayaan
1/6| 4 |2.01( 5 |Fisik, Mental, Spiritual, |Mental, Spiritual dan Sosial Orang | 317 286.874.095,00| 236 73.640.000,00| 62 10.100.000,00, 0 2.100.000,00| 1 0,00 41 2.050.000,00] 110 4.350.000,00 152 8.500.000,00| 245% | 84% | 388 82.140.000,00| 122% | 29% |Perempuan dan
dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan
Anak
[Pemberian Bimbingan ;. 1.1 pegerta Bimbingan Sosial
Sosial kepada Keluarga . .
Seua kepada Keluarga Penyandang Dinas Sosial,
[Penyandang Disabilitas ~ [:P% % : o erd,
roriantar. Al Disabilitas Terlantar, An: [Pemberdayaan
16| 4 |2.01| 6 o et Usia |Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Orang | 1153 2.844.425.390,00| 630 2.223.332.496,00( 270 1.978.852.820,00| 114 | 432.542.000,00| 230 39.646.950,00| 223 866.199.960,00( 11 506.247.600,00| 578 | 1.844.636.510,00 214% | 93% | 1208 4.067.969.006,00| 105% |143%|Perempuan dan
Terlantar, Smla serta Gelandangan Pengemis dan Perlindungan
; .. |Masyarakat Kewenangan Anak
(Gelandangan Pengemis [, G558 0 | OO0
dan Masyarakat P
Dinas Sosial,
Pemberian Layanan l[Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemberdayaan
1fo] 4 [2.01{10f ST Tt Y Pelayanan Kedaruratan Orang | 195 522.293.587,00( 69 122.098.400,00( 60 180.267.000,00 13 11.278.000,00[ 3 27.382.500,00[ 6 25.596.000,00( 3 63.311.000,00( 25 127.567.500,00( 42% | 71% | 94 249.665.900,00( 48% | 48% [Perempuan dan
[Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan
[Anak
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5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 13;(1)3{/07 x 14=6+12 15;1)8‘{/05 *
1 2 3 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K (% :
(%)
[Rehabilitasi Sosial
EenyandangiMasalaty Persentase PMKS lainnya bukan
Kesejahteraan Sosial |, 3 HIv/AIDS dan NAPZA di
2.02| |(PMKS) Lainnya Bukan Luar Panti Sosial yang % 100 2.369.396.375,00| 100 557.547.282,00| 100 545.266.480,00, O 64.507.300,00, O 126.642.400,000 O 100.034.700,00 100 227.067.900,00, 100 518.252.300,00| 100% | 95% 100 1.075.799.582,00| 100% |22%
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti mendapatkan rehabilitasi sosial
Sosial
[Dinas Sosial,
Pemberian Layanan \Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemberdayaan
2.02| 2 Kedaruratan Y Pelayanan Kedaruratan Orang 90 876.874.045,00| 53 279.834.742,00| 25 191.360.500,00; O 16.359.000,00 4 22.800.000,00( 10 23.790.000,00| 0 90.300.000,00( 14 153.249.000,00( 56% 80% 67 433.083.742,00[ 74% |49% |Perempuan dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan
Anak
l[Jumlah Orang yang Mendapatkan Dinas Sosial,
[Pemenuhan Kebutuhan [Pemberdayaan
2.02( 3 |Penyediaan Permakanan |Permakanan Sesuai dengan Orang 660 371.144.640,00| 345 99.428.400,00| 250 95.736.800,00, O 13.472.800,00| 160 30.639.200,00| 123 20.209.200,00 19 31.144.800,00 302 95.466.000,00| 121% | 100% 647 194.894.400,00( 98% | 53% |Perempuan dan
[Standar Gizi Minimal Kewenangan [Perlindungan
Kabupaten/Kota [Anak
Jumlah orang yang Menerima E;‘rf;f;:“:;n
. pakaian dan kelengkapan lainnya Y
2.02| 4 |Penyediaan Sandang ang Tersedia dalam 1 tahun Orang 315 202.048.254,00| 220 40.117.640,00| 50 20.250.900,00, 0O 1.340.000,00| 34 11.604.400,00, O 0,00[ 16 4.254.000,00] 50 17.198.400,00( 100% | 85% 270 57.316.040,00[ 86% | 28% |Perempuan dan
Kewenangan Kabu aten/Kota Perlindungan
& P Anak
|[Jumlah Orang yang Mendapatkan E:;?s;g:n:;n
. |Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga . y A
2.02( 5 |Penyediaan Alat Bantu N Orang 53 71.878.700,00| 14 14.142.000,00 20 10.774.900,00, 0O 0,00 0O 0,00[ 20 0,00 o 30.425.100,00, 20 30.425.100,00| 100% | 282% 34 44.567.100,00( 64% | 62% |Perempuan dan
sesuai Kebutuhan Kewenangan .
[Perlindungan
[Kabupaten/Kota Anak
[Jumlah Orang yang Mendapatkan Dinas Sosial,
Penyediaan Perbekalan [Pemenuhan Kebutuhan [Pemberdayaan
2.02| 6 e s . |Perbekalan Kesehatan di Luar Orang 230 137.967.546,00| 10 7.898.500,00 100 26.051.380,00, O 3.003.500,00| 85 12.110.800,00( 15 10.887.500,00] 0 0,00 100 26.001.800,00( 100% | 100% 110 33.900.300,00| 48% |25% |Perempuan dan
Kesehatan di Luar Panti |p, (j kewenangan Perlindungan
[Kabupaten/Kota [Anak
[Dinas Sosial,
[Pemberian Bimbingan |Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, [Pemberdayaan
2.02( 7 |Fisik, Mental, Spiritual, |Mental, Spiritual dan Sosial Orang 417 369.946.190,00| 360 91.860.000,00| 135 69.200.000,00] 0 10.700.000,00| 160 17.850.000,00| 101 15.700.000,00 91 23.550.000,00| 352 67.800.000,00| 261% | 98% 712 159.660.000,00( 171% | 43% |Perempuan dan
[dan Sosial [Kewenangan Kabupaten/Kota [Perlindungan
[Anak
Dinas Sosial,
Pemberian Alses ke [Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemberdayaan
2.02(10|Layanan Pendidikan dan Y Orang 155 243.917.000,00, 0 0,00[ 75 117.792.000,00[ O 19.632.000,00| 75 29.448.000,00| 75 29.448.000,00] 0 39.264.000,00( 75 117.792.000,00( 100% | 100% 75 117.792.000,00( 48% | 48% |Perempuan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kesehatan Dasar Perlindungan
Kabupaten/Kota
[Anak
Dinas Sosial,
pemberian Pelayanan  |Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemberdayaan
2.02(12] R A Y Pelayanan Reunifikasi Keluarga Orang 58 95.620.000,00| 16 24.266.000,00| 18 14.100.000,00, 0 0,00[ 4 2.190.000,00[ O 0,000 © 8.130.000,00[ 4 10.320.000,00| 22% 73% 20 34.586.000,00( 34% | 36% |Perempuan dan
eunifikasi Keluarga :
Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan
[Anak
[PROGRAM Persentase PMKS yang
[PERLINDUNGAN DAN 'mendapatkan perlindungan dan % 91 46.549.372.750,00( 93 | 21.877.440.297,00| 99,66 | 11.248.468.350,00, O [2.386.333.150,00[ O 2.723.963.800,000 O 814.798.600,00( 94,87 [ 5.673.028.350,00( 94,87 (11.598.123.900,00, 95% | 103% 95 33.475.564.197,00| 104% | 72%
IJAMINAN SOSIAL sosial
Pemeliharaan Anak- Ipersentase anak terlantar yang
2.01] Anak Terlantar 'mendapatkan perlindungan % 95 33.922.800,00 92 2.656.647,00, 95 4.270.000,000 O 100.000,00 O 350.000,00, O 550.000,00, 62,5 1.700.000,00( 62,5 2.700.000,00| 66% | 63% 155 5.356.647,00| 163% | 8%
sosial
Dinas Sosial,
penjangkauan Anak-Anak|/umlah Anak-Anak Terlantar yang Pemberdayaan
2.01| 1 T 1" t Dijangkau Kewenangan Orang 78 15.516.000,00( 20 2.100.000,00| 15 1.660.000,00] 0O 100.000,00| 4 250.000,00, 3 250.000,00 0 610.000,00] 7 1.210.000,00| 47% 73% 27 3.310.000,00| 35% |21% |Perempuan dan
erlantar Kabupaten/Kota Perlindungan
[Anak
Dinas Sosial,
Ruiuken Anak-Anak Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Pemberdayaan
2.01(2 Tet"]lantar [Mendapat Rujukan Kewenangan Orang 64 17.544.800,00 6 556.647,00| 8 2.410.000,00[ 0O 0,00 0 100.000,00( 2 200.000,00, 3 1.090.000,00[ 5 1.390.000,00| 63% 58% 11 1.946.647,00| 17% | 11% [Perempuan dan
Kabupaten/Kota Perlindungan
[Anak
Dinas Sosial,
g:;‘f::;:‘;;‘: Terhadap |y 11ah Anak Terlantar yang Pemberdayaan
2.01(3 Pemeliharaan Anak [Terpantau dan Terpelihara Orang 64 862.000,00] O 0,00 8 200.000,00] 0 0,00[ 1 0,00 3 100.000,00f © 0,00[ 4 100.000,00| 50% 50% 4 100.000,00| 6% 12% |Perempuan dan
I Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan
erlantar Anak
[Pengelolaan Data Fakir |persentase fakir miskin yang
2.02| [Miskin Cakupan Daerah (mendapatkan perlindungan dan % 100 | 46.515.449.950,00| 100 | 21.874.783.650,00( 100 | 11.244.198.350,00| O |2.386.233.150, o 2.723.613.800,000 O 814.248.600,00, 100 | 5.671.328.350,00/ 100 (11.595.423.900,00( 100% | 103% | 100 | 33.470.207.550,00| 100% |25%
/Kota sosial
Dinas Sosial,
Pendataan Fakir Miskin [Jumlah Fakir Miskin Cakupan Pemberdayaan
2.02( 1 |Cakupan Daerah [Daerah Kabupaten/Kota yang Orang |73.412 4.926.741.250,00|37599 1.582.922.800,00| 24685 917.583.200,00| 1376 81.413.600,00[30889 196.869.400,00, O 216.574.600,00( 26188 398.039.400,00| 58453 892.897.000,00( 237% | 97% |[96052 2.475.819.800,00| 131% | 50% [Perempuan dan
Kabupaten/Kota Didata Perlindungan
[Anak
Dinas Sosial,
Pengelolaan Data Fakir  |Jumlah Keluarga yang Pemberdayaan
2.02( 2 |Miskin Cakupan Daerah |Mendapatkan Pengentasan Fakir Keluarga | 8000 3.456.501.280,00] 0O 1.099.805.650,00| 4000 452.052.550,00| 873 123.458.150,00|30889 124.326.000,00, O 1.100.000,00| 4988 130.920.000,00| 36750 379.804.150,00| 919% | 84% |36750 1.479.609.800,00| 459% | 43% [Perempuan dan
[Kabupaten/Kota Miskin Kabupaten/Kota Perlindungan
[Anak
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5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 13;(1)3{/07 x 14=6+12 15;1)8‘{/05 x
1 2) 3 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%)|RP. (%)| K Rp. K(%) | @y
lJumlah keluarga penerima Dinas Sosial,
asilitasi Bantuan Sosial |manfaat (KPM) yang mendapatkan Pemberdayaan
2.02( B[ oluneen. [pantuan sosial kesejahteraan Keluarga | 8000 | 37.702.271.930,00[23154| 19.095.517.300,00 4000 |  9.847.017.600,00 873 | 2.178.811.800,00{ 3726 | 2.389.927.800,00| 1135 596.574.000,00| 4988 | 5.131.954.950,00| 10722 | 10.297.268.550,00 268% | 105% | 33876 | 29.392.785.850,00| 423% | 78% |[Perempuan dan
3 €2 |keluarga kewenangan Perlindungan
kabupaten/kota Anak
Dinas Sosial,
Fasilitasi Bantuan é‘;:‘tf:nogj:gexeb“aiagi‘ﬁ: omi Pemberdayaan
2.02 4 [Pengembangan Ekonomi 87 HaR Pereempansan Orang | 112 420.935.490,00( 0 96.537.900,00[ 56 27.545.000,00 0 2.549.600,00] 0 12.490.600,00, 0 0,00 56 10.414.000,00 56 25.454.200,00] 100% | 92% | 56 121.992.100,00] 50% | 28% |Perempuan dan
Masyarakat Kabi aton/Kota & Perlindungan
P Anak
Persentase perlindungan dan
:gmm e ‘t’:r;‘;‘;‘;’“di‘:‘s;fsﬁd:e‘:fm bagi % 100 | 2.787.910.815,00 100 859.482.294,00 100 657.016.300,00( 0 54.220.500,00, O 86.195.400,00, O 162.592.700,00| 100 254.884.900,00 100 557.893.500,00 100% | 85% | 100 | 1.417.375.794,00| 100% |51%
korban bencana
Perlindungan Sosial
2.01) [Korban G | frorkanle yang o, 100 377.739.777,00( 100 41.241.910,00 100 78.209.900,00, 0 4.184.500,00, O 2.192.100,00, O 1.986.300,00 100 16.797.700,00( 100 25.160.600,00| 100% | 32% | 100 66.402.510,00| 100% | 7%
X i A apat e b .739.777, .241.910, .209.900, .184.500, .192.100, .986.300, .797.700, .160.600, b b .402.510,
/Kota
|[Jumlah Orang yang Mendapatkan E::sjg:;?;n
2.01 1 [Penyediaan Makanan .?s:;‘;i‘;‘l‘)“:rjr’;lt gﬁ;ﬂ;’;xﬁsa Orang | 7200 151.530.373,00 3700 21.213.910,00| 300 39.282.600,00( 0 4.184.500,00( 0 2.192.100,00[ 75 1.986.300,00| 0 1.620.400,00( 75 9.983.300,00( 25% | 25% | 3775 31.197.210,00| 52% |21% |Perempuan dan
, y - [Perlindungan
[Kewenangan Kabupaten/Kota Anak
[Jumlah Orang yang Mendapatkan ) -
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya E;?:;f;:]?én
. lyang Tersedia pada Masa Tanggap Y
2.01 2 |Penyediaan Sandang rat (Pengungsian) dan Pasca | Orang | 2600 68.951.724,00| 1250 15.178.000,00[ 300 15.177.300,00, O 0,00 0 0,000 0 0,00 75 15.177.300,00 75 15.177.300,00| 25% | 100% | 1325 30.355.300,00| 51% | 44% |Perempuan dan
Bencana Kenenangon Perindungan
Kabupaten/Kota
[Jumlah Korban Bencana yang E::sjg:;?;n
2.01 5 [Pelavanan Dukungan ysﬁ‘gsggﬁﬂv’iﬁ‘;;‘?“k““ga" Orang | 50 157.257.680,00] 20 4.850.000,00] 15 23.750.000,00] 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 o 0,00 0% | 0% | 20 4.850.000,00] 40% | 3% |Perempuan dan
- . [Perlindungan
[Kabupaten/Kota Anak
'r’enyelenggnraan
yang
2.02] y T % 100 | 2.410.171.038,00| 100 818.240.384,00/ 100 578.806.400,00, 0 50.036.000,00, O 84.003.300,000 0 160.606.400,000 100 | 238.087.200,000 100 | 532.732.900,00| 100% | 92% | 100 | 1.350.973.284,00 100% |22%
Siaga
[Kabupaten/Kota
Jumlah Kampung yang Dinas Sosial,
Koordinasi, Sosialisasi ~ [Melaksanakan Koordinasi, Pemberdayaan
2.02| 1 |dan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung | 2 438.160.580,00( 0 164.808.100,00 1 135.615.200,00 0 0,00 0 0,000 ©0 0,00 1 120.459.200,00[ 1 120.459.200,00| 100% | 89% 1 285.267.300,00| 50% | 65% [Perempuan dan
Kampung Siaga Bencana [Kampung Siaga Bencana Perlindungan
Kewenangan Kabupaten/Kota Anak
[Jumlah Orang yang Dinas Sosial,
Koordinasi, Sosialisasi ~ [Melaksanakan Koordinasi, Pemberdayaan
2.02| 2 |dan Pelaksanaan Taruna [Sosialisasi dan Pelaksanaan Orang | 106 1.972.010.458,00[ 46 653.432.284,00 30 443.191.200,00| 17 50.036.000,00| 22 84.003.300,00] 30 160.606.400,00| 30 117.628.000,00 30 412.273.700,00| 100% | 93% | 76 1.065.705.984,00| 72% | 54% [Perempuan dan
Siaga Bencana Taruna Siaga Bencana Perlindungan
Kewenangan Kabupaten/Kota Anak
PROGRAM Persentase Pengelolaan Taman
PENGELOLAAN TAMAN [makam Pahlawan dalam kondisi % 100 722.680.670,00 100 244.600.150,00( 100 182.250.086,00, 0 24.283.942,00, 0 29.151.630,00, 0 81.342.310,00, 100 33.581.366,00, 100 168.359.248,00| 100% | 92% | 100 412.959.398,00( 100% |57%
MAKAM PAHLAWAN [baik
[Pemeliharaan Taman Persentase Pemenuhan
2101 | [ [ekanEstra K""""‘”’“.;:::“M":k‘;m % 100 722.680.670,00| 100 244.600.150,00 100 182.250.086,00 O 24.283.942,000 0 29.151.630,00 O 81.342.310,00( 100 33.581.366,00) 100 168.359.248,00 100% | 92% | 100 412.959.398,00| 100% |23%
paten/Kota
Dinas Sosial,
Pemeliharaan Taman g“:li: ]f"::m ya"‘f Tr”r‘:‘e:“h‘ Pemberdayaan
2.01| 2 [Makam Pahlawan Meak:m ?,a‘;ﬂa&aa:“ a fama Makam | 1932 722.680.670,00[ 0 244.600.150,00( 966 182.250.086,00( 0 24.283.942,00 966 29.151.630,00| 966 81.342.310,000 0 33.581.366,00| 966 168.359.248,00( 100% | 92% | 966 412.959.398,00( 50% |57% [Perempuan dan
Nasional Kabupaten/Kota Perlindungan
Kabupaten/Kota
Anak
Rata - Rata Capaian Kinerja| _106%]
Rata - Rata Anggaran| 90%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi
Kinerja dan
Anggaran Realisasi
Urusan/ Bidang Realisasi Capaian Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja RP.;.‘::::":/ a Tingkat Capaian Ki?‘:':;::n Perangkat
Kode Urusan/ Program/ Indikator Program/ Satuan 'Target RPJMD pada Tahun| Kinerja RPJMD s/d Anggaran RKPD Tahun dan Realisasi Anggaran 2024 (Akhir] Kinerja dan Realisasi Anggaran Daerah
Kegi / Sub Kegi / Sub Kegi 2019 s/d 2024 RKPD (2022) Berjalan yang di 1 1 m v RKPD Tahun 2023 (%) Tahun Anggaran Renstra PD RKPD yang di| Penanggung
Kegiatan Evaluasi (2023) PAK PAK s/d Tahun 2024 (%) yang Jawab
Pelaksanaa Evaluasi
n Renja PD ‘Tahun 2023
Tahun
2024)
5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 e 14=6+12 15=14/5 x 100%]
1 2 3 4 K (%] RP. 16
K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. ) | ok Rp. K (%) |RP. (%)

(%)

EROGRANM rsentase jumlah peserta
PELATIHAN KERJA |Persentase ju pese:

27|38 B ihan yang % 35 | 4.375.201.450,00| 23 | 1.466.880.398,00| 30 | 2.093.811.800,000 0 | 24.060.000,00 0 495.023.700,00 0 53.678.600,00 30 [1.272.344.833,000 30 1.845.107.133,00/100% 88% | 100 | 3.311.987.531,00| 286% | 76%
kompetensi

TENAGA KERJA

::E;’l:::an [Jumlah peserta pelatihan
27| 3 [2.01] U ait ketrampilan yang mengikuti Orang 440 | 4.120.201.450,00( 310 | 1.401.868.963,00| 150 | 2.071.802.000,00( O 23.362.000,00 45 487.062.900,00 o 53.678.600,00, 192 [1.260.770.833,00| 192 1.824.874.333,00/128%| 88% | 502 | 3.226.743.296,00| 114% | 44%
Ko: |Uji Kompetensi
mpetensi
[Proses Pelaksanaan
[Pendidikan dan Dinas Tenaga

lJJumlah Tenaga Kerja yang

[Pelatihan Keterampilan| Kerja, Koperasi

2 7]3[201| 1 ]pe S b s Koo Mendapat Pelatihan Berbasis Orang 370 | 4.120.201.450,00] 220 | 1.401.868.963,00( 180 | 2.071.802.000,00 0 23.362.000,00| 45 487.062.900,00) 0 53.678.600,00 192 | 1.260.770.833,00 192 1.824.874.333,00{107%| 88% | 412 | 3.226.743.296,00] 111% | 78% [;=05 BOPS
e J [Kompetensi pada Tahun n
lberdasarkan Klaster [Dan Menengah
Kompetensi
[Pembinaan Lembaga
273 [2.02] [P Kerja [Prosentase LPKS yang berijin % 20 55.000.000,00 0 65.011.435,00 20 10.054.800,00, 0O 698.000,00 60 7.960.800, [ 0,00 25 0,00 25 8.658.800,00125%| 86% | 25 73.670.235,00 125% | 16%
[Swasta
Dinas Tenaga
2| 7|3 |2.02| 1 [Pembinaan Lembaga Jumlah Lembaga Pelatihan Lembaga | 62 55.000.000,00] 8 65.011.435,00] 27 10.054.800,00 0 698.000,00 30 7.960.800,000 0 0,00 0 0,00 30 8.658.800,00{111%| 86% | 38 73.670.235,00] 61% | 1349 [KeTa, Koperasi
[Pelatihan Kerja Swasta |Kerja Swasta yang Dibina [Usaha Kecil
Dan Menengah
P |Jumlah Perusahaan yang
2| 7 | 3 |2.05] l‘;‘:‘e‘:f'_h“ﬁ"““ EoEiat l':‘;""‘lp‘?:’l“:‘::l‘,'::::‘i dan | Perusahaan| 60 200.000.000,00, O 0,00 30 11.955.000,00( 0O 0,000 o0 0,00 o 0,00, 30 11.574.000,000 30 11.574.000,00(100%| 97% | 30 11.574.000,000 50% | 6%
/Kota P ivitas Tenaga Kerja
Pengulcuran Jumlah Dokumen Hasil Dinas Tenaga
2| 7| 3 |2.08| 1 [Kompetensi dan Pengukuran Produktivitas dan | 1 men 2 200.000.000,00( 0 0,00 1 11.955.000,00( 0 0,000 o 0,00 0 0,00 1 11.574.000,00) 1 11.574.000,00[100%| 97% | 1 11.574.000,00 50% | 6% |Keta Koperasi
Produktivitas Tenaga [Daya Saing Tenaga Kerja di Usaha Kecil
Kerja [Tingkat Daerah Dan Menengah
PROGRAM Persentase Pencari Kerja Yang
274 TAN i melalui % 15 | 2.101.667.296,00, 0 647.047.989,00( 15 170.900.000,000 0 | 40.889.400,000 © 61.146.000,00 11,879 26.604.000,00( 63,13 38.723.950,00 11,879 167.363.350,00( 79% | 98% | 12 814.411.339,000 79% | 39%
TENAGA KERJA informasi bursa kerja
Jumlah pencari kerja yang
274208 |pone Rera melalui Orang 1140 | 2.101.667.296,00 752 | 647.047.989,00( 150 | 170.900.000,00[ O | 40.889.400,000 O 61.146.000,0 158 26.604.000,00 249 38.723.950,00, 249 167.363.350,00(166%| 98% | 1001 | 814.411.339,00| 88% | 8%
i bursa kerja
Operasionai Aplikasi [Jumiah Data dan Informasi Ko, Kopecasi
2| 7|4 |2.08] 1|7P PIKas! | ang Dihasilkan Aplikasi Dokumen 4 745.829.416,00 2 266.498.867,00| 1 102.931.575,00| 0 31.888.800,00 0 20.106.000,00) 0 20.004.000,00[ 1 29.249.650,00) 1 101.248.450,00/100%| 98% | 3 367.747.317,00] 75% | 49% [; N BOP
[nformasi Pasar Kerja [Y°f ‘ ! Usaha Kecil
e [informasi Pasar Kerja Online Dan Menengah
Jumlah Pencari dan Pemberi Dinas Tenaga

Pelayanan dan

Kerja yang Terdaftar dalam Kerja, Koperasi

2| 7| 4 |2.03| 2 [Penyediaan Informasi p. > S Orang 1288 1.355.837.880,00| 788 380.549.122,00( 200 67.968.425,00| 23 9.000.600,00] 213 41.040.000,00] 307 6.600.000,00| 361 9.474.300,00] 361 66.114.900,00|181%| 97% | 1149 446.664.022,00[ 89% 33% )
. " asar Kerja Melalui Sistem [Usaha Kecil
Pasar Kerja Online ; ;
Online (Karir Hub) Dan Menengah
[PROGRAM [Persentase Perusahaan Yang
2(7|5 HUBUNGAN [Mengesahkan Peraturan % 16 7.712.488.490,00, O 3.066.043.264,00| 16 3.207.508.890,00, O 270.046.000,00| o 301.045.542,00 () 304.125.864,00| 16 602.277.166,00 16 1.477.494.572,00/100%| 46% | 16 4.543.537.836,00| 100% | 59%
INDUSTRIAL
[Pengesahan
Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran
[Perjanjian Kerja Jumlah perusahaan yang
27 | 5 [2.01f untuk bimbi PP P 100 1.878.698.170,00, O 696.946.716,00, 60 9.050.000,00( O 3.462.000,00| o 0,00 o 0,00 50 5.588.000,00 50 9.050.000,00( 83% |100%( 50 705.996.716,00( 50% 0%
[Perusahaan yang [dan PKB
[Hanya Beroperasi
dalam 1 (Satu) Daerah|
Kabupaten/Kota
Jumlah Perusahaan yang
Melaksanakan Pengesahan Dinas Tenaga
Pengesahan Peraturan [Peraturan Perusahaan yang Kerja, Koperasi
2| 7| 5|2.01| 1 [Perusahaan bagi Xait d. b yang Perusahaan 70 791.480.550,00| 30 266.309.350,00| 15 3.462.000,00| 15 3.462.000,00 o 0,00 8 0,00 [ 0,00 23 3.462.000,00|153%(100%| 53 269.771.350,00| 76% 34% a-]hy p'l
Perusahaan ITerkait dengan Hubungan [Usaha Kecil
Industrial dan Terdaftar di [Dan Menengah
|WLKP Online
Penyclenggaraan Jumlah Data dan Informasi
X Sarana HI (PP/PKB, Struktur Dinas Tenaga
[nformasi Sarana Skala Upah, dan LKS Bipartit) Kerja, Koperasi
2| 7 | 5|2.01| 3 [Hubungan Industrial pan, D! Laporan 2 1.087.217.620,00, O 430.637.366,00 1 5.588.000,00( O 0,00 o 0,00 0 0,00 1 5.588.000,00 1 5.588.000,00[100%|100% 1 436.225.366,00| 50% 40% Ja, Bope
B " N dan Pekerja yang Terdaftar Usaha Kecil
an Jaminan Sosial N
sebagai Peserta Jamsostek sertal Dan Menengah

Tenaga Kerja serta

Pengupahan Pengupahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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[Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan

[Jumlah Perkara Perselisihan

Dinas Tenaga

[PROGRAM
[PENGARUSUTAMAAN

|Persentase Alokasi Anggaran

2| 7| 5(2.02| 2 |Perusahaan yang o Perkara 60 423.042.880,00[ 30 168.007.417,00[ 15 35.460.000,00, O 4.400.000,00 8 6.600.000,00] 12 6.600.000,00 o 17.803.200,00) 20 35.403.200,00[133%|100%| 50 203.410.617,00| 83% 48% Kerja, Kopc?rasi
Berakibat/Berdampak [V208 Terselesaikan [Usaha Kecil
[pada Kepentingan di 1 Dan Menengah
(satu) Daerah
[Kabupaten /Kota
Pelaksanaan Jaminan 1" Program Dinas Tenaga
N n |[Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kerja, Koperasi
2| 7| 5]2.02| 5 [Sosial Tenaga Kerja [dan Fasilitas Keseiah Orang 18066 | 5.410.747.440,00| 9066 | 2.201.089.131,00(10000| 3.162.998.890,00| 576 262.184.000,00[ 4413 294.445.542,00 604 297.525.864,00( 7987 578.885.966,00 13580 1.433.041.372,00/136%| 45% |22646| 3.634.130.503,00| 125% | 67% Usaha Kecil
dan Fasilitas oo rasilitas Kescjahteraan Dan Menengah
[Kesejahteraan Pekerja ckerja an Meneng:

Sosialisasi

[Partisipasi Perempuan
di Bidang Politik,
[Hukum, Sosial dan
[Ekonomi

[JJumlah Dokumen Hasil
ialisasi Peningl

Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial
[dan Ekonomi Kewenangan
[Kabupaten /Kota

270'129'736’00 78-248'90&00 34.946'000'00 31-362-000’00 31362.000’00 109.610.900’00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(GENDER DAN IAPBD di ARG % 100 1.773.093.674,00, 18 729.300.156,00| 100 | 1.319.598.350,00( O 207.291.150,00| o 303.667.340,00 o 289.126.850,00| 100 252.653.374,00| 100 1.052.738.714,00/100%| 80% | 100 | 1.782.038.870,00( 100% | 101%
[PEMBERDAYAAN yang
[PEREMPUAN
K P [Jumlah Dokumen Hasill Dinas Sosial,
(oordinasi dan P " o [Pemberdayaan
Sinkronisasi [Koordinasi dan §mkromsasl Perempuan
2| 8]2]2.01| 1 Perumusan Kebijakan [Perumusan Kebijakan Dokumen 64 470.005.554,00 0 223.248.788,00( 32 72.834.400,00| 12 62.843.550,00 20 0,00 0 2.806.400,00 0 6.875.854,00] 32 72.525.804,00/100%(100%| 32 295.774.592,00[ 50% 63% ldan
P [Pengarustamaan Gender (PUG) :
elaksanaan PUG Perlindungan
[Kewenangan Kabupaten/Kota Anak
[Koordinasi dan [Jumlah Dokumen Hasil Eﬁ;g:izn
Sinkronisasi [Koordinasi dan Sinkronisasi Perem uai’-n
2[ 8|2 (2.01| 2 |Pelal PUG Pelaksanaan Pengarustamaan Dokumen 68 254.292.689,00 0 68.463.750,00| 34 23.043.000,00, O 0,00 34 11.572.500,00] 0 11.192.500,00 o 18.205.000,00 34 40.970.000,00[100%|178%| 34 109.433.750,00| 50% 43% dan P
[Kewenangan Gender (PUG) Kewenangan Perlind:
Kat 1/Kota Kab /Kota erindungan
- [Anak
lJJumlah Perangkat Daerah yang
[Mengikuti Advokasi Kebijakan Dinas Sosial,
dvokasi Kebij 1 dan Pend: i Pemberdayaan
[dan Pend. F Pengar Perangkat o o o o, |Perempuan
2| 8]2]2.01|3 Pelaksanaan PUG Gender (PUG) Termasuk Daerah 34 290.575.678,00 0 52.878.600,00| 34 30.217.000,00| O 0,00 34 17.875.000,00] 0 2.000.000,00 o 10.013.000,00 34 29.888.000,00[100%| 99% | 34 82.766.600,00 100% | 28% dan
termasuk PPRG [Perencaan Pembangunan Perlindungan
Responsif Gender (PPRG) |Anak
[Kewenangan Kabupaten/Kota
|JJumlah Perangkat Daerah yang . .
Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Dinas Sosial, |
falisasi ij p - engan Perangkat Perempuai’l
2| 8|2 |2.01| 4 [Pelaksanaan PUG Gender (PUG) Termasuk Daerah 34 153.626.508,00[ O 23.032.950,00( 34 10.898.000,00, 0 9.253.000,00 34 0,00 0 980.000,00 0 0,00 34 10.233.000,00[100%| 94% | 34 33.265.950,00| 100% | 22% ldan
|Termasuk PPRG [Perencaan Pemb: an Perlindungan
[Responsif Gender (PPRG) Anak &
[Kewenangan Kabupaten/Kota

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
[Perempuan
[dan

Perlindungan
|Anak



- 157 -

[Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
[Penyediaan Layanan
[Rujukan Lanjutan bagi

[Perempuan Korban
Kekerasan
[Kewenangan
[Kabupaten /Kota

lJJumlah Layanan Tindak Lanjut
[Pengaduan yang Memerlukan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Ibagi Perempuan Korban
[Kekerasan Kewenangan
[Kabupaten /Kota

799.587.270,00]

323.543.291,00| 20

155.906.600,00)

25.900.000,00

39.000.000,00)

38.700.000,00

52.150.000,00]

gf]m“"b‘gkej)":';;‘apai‘zj Jumlah sumber Daya Lembaga Dinas Sosial,
: Lembaga [pevedia Layanan Pemberdayaan
[Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Perempuan
2 2.03| 2 |Pemberdayaan [ewenangan Kabupaten, Kota Orang 1380 334.463.509,00| 308 96.860.518,00| 580 | 1.124.879.950,00(127 | 135.194.600,00 170 220.078.840,000 130 272.147.950,00| 338 217.559.520,00( 765 844.980.910,00(132%| 75% | 1073 941.841.428,00] 78% | 282% |4
Perempuan lyang Mendapat Peningkatan Perlindungan
[Kewenangan Kapasitas Anak
Kabupaten/Kota
[Pengembangan ; )
[Komunikasi, Informasi |Jumlah Dokumen Komunikasi Dinas Sosial, |
dan Edukasi (KIE) Informasi dan Edukasi (KIE) berorn uai
2 2.03| 3 |Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Dokumen 2 0 186.566.650,00| 1 22.780.000,00( 0 0,00 1 22.779.000,00 0 0,00 0 0,00) 1 22.779.000,00{100%[100%| 1 209.345.650,00( 50% [#DIV/0l TP
Perempuan [Kewenangan Kabupaten/Kota Periindungan
Kewenangan lvang Tersedia Anak &
[Kabupaten /Kota
[PROGRAM |Persentase Penanganan
2 PERLINDUNGAN [Pengaduan Tindak Kekerasan % 100 | 1.266.150.020,00 0 470.692.851,00 100 | 231.711.580,00 0 49.388.000,000 0 73.866.880,00) o 42.592.000,00 100 64.492.000,00 100 230.338.880,00[100%| 99% | 100 | 701.031.731,00| 100% | 55%
Perempuan
[Koordinasi dan
Sinkronisasi lJJumlah Dokumen Hasil Dinas Sosial
[Pelaksanaan [Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberd ;
Kehii ngram P Kehii Pem erdayaan
2 2.01| 1 |dan Kegiatan Program dan Kegiatan Dokumen 2 218.091.655,00( 0 85.110.713,00[ 1 36.390.980,00( 0 0,00 1 32.024.880,00 0 2.100.000,00[ O 1.050.000,00 1 35.174.880,00{100%| 97% | 1 120.285.593,00 50% | 55% |jormPHAn
P Ki P A
|Terhadap Perempuan [Terhadap Perempuan i;?kndmgm
[Lingkup Daerah [Kewenangan Kabupaten/Kota
[Kabupaten /Kota
|Advokasi Kebijakan Dinas Sosial,
dan Pendaml:_»ingan ‘I{d‘;:‘tl;:f ;ﬁi‘s?;;ah yang [Pemberdayaan
2 2.01[2 I;:ry:za‘l‘]:;rh“d““g“ Pendampingan Layanan Pg::fh‘“ 27 110.420.955,00, 0 29.583.735,00 27 31.896.000,00 27 21.696.000,000 0 1.050.000,00) 0 0,00 0 9.150.000,00] 27 31.896.000,00|100%|100%| 27 61.479.735,00 100% | 56% g:f’“p““"
P Perlindungan Perempuan "
K Kabupaten/Kota Perlindungan
[Kabupaten/Kota ™ P! [Anak

Dinas Sosial,
[Pemberdayaan
[Perempuan
dan
Perlindungan
[Anak

Dokumen

ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Penygdiaan !(ebutuhan |JJumlah Perempuan dalam Dinas Sosial,
Spesifik bagi N . .
Situasi Darurat dan Kondisi
Perempuan dalam [Khusus Kewenangan Perempuan
2| 2.03( 3 |Situasi Darurat dan Kabupaten /Kota & Orang 73 138.050.140,00| 44 32.455.112,00( 12 7.518.000,00( 4 1.792.000,00 6 1.792.000,00] 3 1.792.000,00 0 2.142.000,00] 13 7.518.000,00|108%(100%| 57 39.973.112,00| 78% 29% B P
[Kondisi Khusus upaten/Kota yang an.
Kevenangar + endapatan Pemenutan perindcngen
[Kabupaten/Kota cbutuhan Spes
[Penguatan Jejaring . .
lantar Lembaga lJJumlah Dokumen Hasil Dinas Sosial,
N P Pemberdayaan
[Penyedia Layanan [Penguatan Jejaring Antar Perempuan
2| 2.03( 4 |Perlindungan [Lembaga Penyedia Layanan Dokumen 2 91.177.890,00[ 0O 24.723.910,00, 1 8.658.770,00[ O 8.308.770,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 1 8.308.770,00|100%| 96% 1 33.032.680,00| 50% 36% dan P
[Perempuan [Perlindungan Perempuan "
Perlindungan
K [Kew K: n/Kota Anak
[Kabupaten /Kota
[PROGRAM
[PENINGKATAN |Persentase RT yang memiliki
2 KUALITAS data keluarga berkualitas % 30 523.507.579,00( 16 198.220.440,00| 20 295.700.300,00( O | 116.289.300,00| o 49.279.000,00| o 72.211.000,00| 39,6 15.852.000,00, 39,6 253.631.300,00(198%| 86% | 40 451.851.740,00| 132% | 86%
[ KELUARGA
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|Advokasi Kebijakan n Dinas Sosial,
H mendapat Advokasi dan
dan Pendampingan . Pemberdayaan
luntuk Mewujudkan KG| chdampingan Keluarga untuk | pe o1 Perempuan
. [Mewujudkan Kesetaraan 34 188.575.962,00, 0 60.304.130,00| 34 82.969.300,00| 34 81.417.300,00 0,00] 0,00 [ 1.200.000,00] 34 82.617.300,00/100%(100%| 34 142.921.430,00 100% | 76%

dan Perlindungan ; Daerah dan
Gender (KG) dan Perlindungan )

|Anak Kewenangan lAnak Kewen: Perlindungan

Kabupaten/Kota ewenangan Anak
[Kabupaten/Kota

Eelaksapaap  lyumilan k P i, Dinas Sosial,

} [Edukasi (KIE) Kesetaraan [Pemberdayaan
danvEdukasl KG dan Gender (KG) dan Perlindungan [Perempuan
[Perlindungan Anak lAnak bagi Keluarga Dokumen 2 678.830.237,00] O 64.655.980,00] 1 163.810.000,00, O 31.572.000,00 25.842.000,00] 64.269.000,00 0 410.000,00| 1 122.093.000,00|100%| 75% 1 186.748.980,00[ 50% 28% ldan
zzé:el,(,:l:ga?;a [Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan
Kabupaten,/ Kota ang Tersedia |Anak

[Peningkatan Kapasitas
[Sumber Daya Lembaga
[Penyedia Layanan

i Kualitas

l[Jumlah sumberdaya Lembaga
[Penyedia Layanan Peningkatan
[Kualitas Keluarga yang

[Keluarga Tingkat
[Daerah
[Kabupaten /Kota

[Kapasitas Keluarga
[Kewenangan Kabupaten/Kota

73.260.330,00]

48.921.000,00]

3.300.000,00)

23.437.000,00)

7.942.000,00)

14.242.000,00

48.921.000,00)

101%)|

122.181.330,00

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
[Perempuan
[dan
Perlindungan
|Anak

[SISTEM DATA
(GENDER DAN ANAK

T Data
lgender dan anak

974.733.426,

296.146.003,00

108.891.900,00|

42.228.500,00

18.823.000,00|

102.384.500,00|

398.530.503,00]

[Koordinasi dan
Sinkronisasi

[Jumlah Dokumen Hasil
[Koordinasi dan Sinkronisasi

[Pemenuhan Hak Anak
[Kewenangan

[Kabupaten /Kota

1 Pemenuhan Hak
|JAnak Kewenangan
[Kabupaten/Kota

242.238.865,00) 74.521.851,00 43.237.900,00

18.346.300,00

14.350.600,00]

9.568.000,00)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

42264.900,00 116.786.751,00

Dinas Sosial,
Gonder dan Anak i~ [Jumlah Dolcumen Data Gender erempuon
Kewenangan dan An_ak Kabupaten/Kota yang| Dokumen 4 484.367.892,00( 0 113.965.403,00( 2 45.649.900,00, 0 280.000,00 30.840.500,00] 8.172.000,00 [ 4.185.000,00| 2 43.477.500,00|100%| 95% 2 157.442.903,00| 50% 33% dan
Kab [Tersedia .
abupaten/Kota Perlindungan
[Anak
[Penyajian dan - Dinas Sosial,
[Pemanfaatan Data :;um]ah Dokumen Penyajian [Pemberdayaan
Gender dan Anak an Pemanfaatan Data Gender Perempuan
2 dalam Kelembagaan [dan Anak dalam Kelembagaan Dokumen 4 490.365.534,00 0 182.180.600,00( 2 63.242.000,00] 0 8.406.000,00 11.388.000,00] 24.475.000,00 0 14.638.000,00 2 58.907.000,00{100%| 93% 2 241.087.600,00[ 50% 49% ldan
B Data di Kewenangan "
Data di Kewenangan Kabupaten,/Kota Perlindungan
[Kabupaten /Kota |Anak
[PROGRAM |Persentase Lembaga yang
[PEMENUHAN HAK  [aktif dalam Pemenuhan Hak % 42,2 | 1.872.636.980,00( 12,5 570.788.556,00|22,43| 264.553.110,00 O 25.876.300,00)| 70.329.400,00| 101.782.710,00| 42,2 61.458.714,00( 42,2 259.447.124,00(188%| 98% | 42 830.235.680,00( 100% | 44%
IANAK (PHA) |Anak

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
[Perempuan
[dan
Perlindungan

|Anak
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Dinas Sosial,

[Koordinasi dan
Sinkronisasi
Ko

[JJumlah Dokumen Hasil
[Koordinasi dan Sinkronisasi

2 [P
|Terhadap Anak

[Kewenangan

[Kabupaten /Kota

P
ITerhadap Anak Kewenangan
[Kabupaten/Kota

6.000.000,00)

Penyediaan L]'}y;”ﬁz‘s Jumlah Analk {Z’;ﬁn an Pemberdayaan
2| 8|6 (2.02| 1 |Hidup Anak [Peningkatan Kualitas Hidup Orang 335 384.540.695,00| 135 103.307.796,00| 100 22.583.900,00| 0 0,00 0 0,00] 100 22.535.000,00 [ 0,00] 100 22.535.000,00|100%(100%| 235 125.842.796,00 70% 33% Perempuan
Kewenangan lAnak Kewenangan borlindungan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Anak &
[Koordinasi dan
Boenststyumian Dokumen as D St
ceana Koordinasi dan Sinkronisasi betemotian
2| 8]6(2.02| 2 Peni " ingk Dokumen 2 552.063.000,00] O 186.577.085,00[ 1 84.178.800,00] O 3.530.000,00 0 49.158.800,00 1 17.134.000,00 o 12.371.414,00 1 82.194.214,00|100%| 98% 1 268.771.299,00| 50% 49% P
eningkatan Kualitas Hidup Anak [dan
Hidup Anak Tingkat eup Perlindungan
P Kewenangan Kabupaten/Kota ®
[Daerah [Anak
[Kabupaten/Kota
[Pengembangan
[Komunikasi, Informasi |Jumlah Dokumen Komunikasi Dinas Sosial
[dan Edukasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdas a;n
[Pemenuhan Hak Anak |Pemenuhan Hak Anak bagi Perem, uai’l
2| 8 | 6 |2.02| 3 [bagi Lembaga Penyedia [Lembaga Penyedia Layanan Dokumen 4 492.138.250,00[ 2 132.059.654,00( 1 76.211.600,00] 0 4.000.000,00 0 6.820.000,00] 1 28.783.600,00 0 34.922.500,00 1 74.526.100,00|100%| 98% 3 206.585.754,00[ 75% 42% ldan P
[Layanan Peningkatan |Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan
[Kualitas Hidup Anak |Anak Kewenangan Anak &
ITingkat Daerah [Kabupaten/Kota
[Kabupaten /Kota
ﬁz?fruf\;ananejarmg Jumlah Dokumen Hasil Dinas Sosial,
N [Penguatan Jejaring Antar Pemberdayaan
[Penyedia Layanan Lembaga P dia La P
2| 8| 6 |2.02| 4 [Peningk Kualitas  [/o™°282 e“? a‘ﬂw yHaf“i"“ Dokumen 2 201.656.170,00( 0 74.322.170,00| 1 38.340.910,00] 0 0,000 o 0,00 1 23.762.110,000 0 14.164.800,00 1 37.926.910,00[100%| 99% | 1 112.249.080,00| 50% | 56% de'emp““"
Hidup Anak Tingkat [ ha ltas Hidup an.
Dacrah nak Kewenangan Perlindungan
Kabupaten/Kota [Kabupaten/Kota |Anak
EROGRAM |Persentase kasus kekerasan
2(8|7 [PERLINDUNGAN lterhadap anak % 0,04 837.693.179,00( 1 236.916.170,00| 0,04 82.817.640,00, 0 1.350.000,00| o 7.760.000,00 o 65.852.240,00( 0,0126 3.105.000,00| 0,0126 78.067.240,00| 32% | 94% | 1,013 314.983.410,00| 2532% | 38%
[KHUSUS ANAK

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
[Perempuan

d.

an
Perlindungan

|Anak

[Koordinasi dan

Sinkronisasi lJJumlah Layanan Tindak Lanjut Dinas Sosial,

P P yang Memerlukan Pemberdayaan
2| 8| 7 |2.02] 2 [Pendampingan Anak  |Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan 24 63.180.000,00, 0 25.410.080,00 12 5.750.000,00[ 0 1.350.000,000 0 1.350.000,00) 4 1.350.000,00| 14 1.700.000,00] 14 5.750.000,00|117%)|100%| 14 31.160.080,00] 58% | 499 [Ferempuan

lvang Memerlukan |bagi Anak yang Memerlukan [dan

[Perlindungan Khusus |Perlindungan Khusus Perlindungan

[Kewenangan [Kewenangan Kabupaten/Kota |Anak

[Kabupaten /Kota

[Penguatan Jejaring

antar Lembaga lJumlah Dokumen Hasil Dinas Sosial,

[Penyedia Layanan [Penguatan Jejaring Antar Pemberdayaan
o| 8|7 |2.00| 4 [Anak yang Lembaga Penyedia Layanan Dokumen 2 338.017.341,000 0 65.759.956,00| 1 28.399.900,00] 0 0,000 o 0,00 1 26.071.900,000 0 0,00 1 26.071.900,00[100%| 92% | 1 91.831.856,000 50% | 27% [-erempuan

[Memerlukan |JAnak yang Memerlukan [dan

[Perlindungan Khusus |Perlindungan Khusus Perlindungan

[Kewenangan [Kewenangan Kabupaten/Kota |Anak

[Kabupaten/Kota

2[ 8|7 (2.03| 3

[Koordinasi dan
Sinkronisasi
[Penguatan Jejaring
lantar Lembaga
[Penyedia Layanan
|Anak yang
[Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

[Jumlah Dokumen Hasil
[Koordinasi dan Sinkronisasi
[Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia Layanan
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota

Dokumen

174.744.218,00]

0

26.864.920,00]

1

22.355.930,00, 0

0,00 0

410.000,00

19.204.930,00]

0

1.405.000,00]

21.019.930,00(100%| 94%

47.884.850,00| 50%

27%

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
[Perempuan
[dan

Perlindungan
|Anak
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4.379.600.000,00

54.881.600,00]

320.537.650,00

n 499'880‘150,00

2.624.688.416,00

[Penyediaan Informasi Dinas
2 2.01 1 [Hlarga Pangan dan [nformasi Harga Pangan dan Laporan 20 235.150.000,00[ 8 52.953.650,00| 3 12.662.000,00, 0 0,00 1 9.705.000,00) 1.786.800,00] 1 534.000,00) 3 12.025.800,00[100%)| 95% | 11 64.979.450,00| 55% | 289 [Sctabanan
[Neraca Bahan [Neraca Bahan Makanan [Pangan dan
k Pertanian
Penyediaan Pangan [Pangan berbasis sumber daya E:tlaaﬁanan
2| 2.01( 2 |Berbasis Sumber Daya N Laporan 2 717.816.000,00] O 406.811.815,00( 1 317.889.500,00, O 4.050.000,00 0 45.916.000,00] 14.981.000,00 1 241.574.250,00] 1 306.521.250,00|100%| 96% 1 713.333.065,00[ 50% 99%
Lokal lokal yang tersedia [Pangan dan
Pertanian
> 1an Stok, stok kan dan E::;ianan
2| 2.01( 4 [Pasokan dan Harga i] Dokumen 16 267.000.000,00( 8 115.931.649,00( 4 29.769.000,00, O 0,00 0 7.350.000,00] 7.350.000,00 4 15.068.400,00 4 29.768.400,00/100%(100%| 12 145.700.049,00| 75% 55% P. d.
Pangan arga pangan angan dan
[Penyusunan dan Dinas
p 2.04] 1 ;z:z‘:;i?g:;g; per g’;ﬁ; Konsumsi Pangan Per | pojumen | 8 195.050.000,00] 7 74.337.580,00 1 23.553.000,00] 0 19.271.100,00, 0 1.098.800,00) 000 1 2.937.000,00 1 23.306.900,00{100%| 99% | 8 07.644.480,00| 100% | 50% g:;fg‘;n::n
[Kapita Per Tahun Pertanian
[Pemberdayaan
[Masyarakat dalam Ju‘m lah ]‘:e;{l:;:;:fgli::? d. Dinas
2| 2.04( 2 i{onsumsi Pangan [Penganekaragaman Konsumsi Laporan 6 2.964.584.000,00| O 1.474.773.572,00, 3 128.498.000,00| O 3.600.000,00 0 33.470.000,00] 30.763.800,00 1 60.424.000,00 2 128.257.800,00| 67% [100%| 2 1.603.031.372,00| 33% 54% g:ntal;in;:n
nsL, ans! Pangan Berbasis Sumber Daya gan
Berbasis Sumber Daya Pertanian
Lokal
[PROGRAM
2 KERAWANAN rawan pan, g:: ety % 22 60.000.000,00, O 0,00, 25 39.730.000,00, O 3.200.000,00| o 4.800.000,00 10.010.700,00| 25 14.463.000,00 25 32.473.700,00/100%| 82% | 25 32.473.700,00| 114% | 54%
[PANGAN
[Penyusunan, Dinas
[Pemutakhiran dan Peta dan Analisis Ketahanan Ketahanan
2| 2.01( 1 |Analisis Peta dan Kerentanan Pangan yang Dokumen 4 60.000.000,00[ 0O 0,00 1 39.730.000,00| O 3.200.000,00 0 4.800.000,00] 10.010.700,00 2 14.463.000,00 2 32.473.700,00|200%| 82% 2 32.473.700,00| 50% 54% Pangan dan
[Ketahanan dan [Dimutakhirkan P gan
ertanian
[Kerentanan Pangan
EROGRAM |Prosentase ar
2, [PENGAWASAN pangan seg % 80 741.622.000,00( 98 315.276.054,00, 80 78.393.500,00, O 4.417.000,00| o 51.460.475, 13.373.000,00| 80 5.420.500,00 80 74.670.975,00/100%| 95% | 178 389.947.029,00( 223% | 53%
[KEAMANAN PANGAN [2™an yang teruji
[Penguatan .
e elermbagaanKeamanan Pangan Dinas
2| 2.01( 1 |[Keamanan Pangan [Segar Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2 428.033.000,00 O 190.960.684,00( 1 23.538.500,00| O 4.417.000,00] 0 1.350.000,00] 13.373.000,00 0 3.771.900,00] 1 22.911.900,00|100%| 97% 1 213.872.584,00[ 50% 50% Pangan dan
[Segar Daerah lyang Dibina Pe & ian
[Kabupaten /Kota 5
[Penyediaan Sarana
dan Prasarana Lumlah Sarana dan Prasarana Dinas
Pengujian Mutu dan [Pengujian Mutu dan Keamanan Ketahanan
2| 2.01( 5 |[Keamanan Pangan Pangan Segar Asal Tumbuhan Dokumen 2 313.589.000,00( 0 124.315.370,00( 1 54.855.000,00] 0 0,00 1 50.110.475,00 0,00 0 1.648.600,00] 1 51.759.075,00{100%| 94% 1 176.074.445,00| 50% 56% pangan dan
[Segar Asal Tumbuhan & & gan
D. Daerah Kabupaten/Kota Pertanian
aerah
[Kabupaten /Kota
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[PROGRAM

[Prosentase Data Perencanaan
IL

ANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

[Penyusunan dan
[Penetapan RPPLH
[Kabupaten /Kota

Hidup yang
[Tersedia

[Jumlah Muatan Hasil
[Penyusunan dan Penetapan
[RPPLH Kabupaten/Kota yang
Disusun

Koordinasi dan persentase pemberi Dinas
Sinkronisasi rekomendasi Izin Lokasi dan Perumahan
2(10| 2 [2.01 1 [Pemberian lzin Lokasi [[%<CTienc o5 #I0 Loras, “an % 100 464.901.600,00( 100 412.404.475,00| 100 15.000.000,00| 0O 2.402.000,00] 30 2.681.250,00) o 900.000,00[ 70 4.364.500,00( 100 10.347.750,00|100%| 69% | 200 422.752.225,00 200% | 91% [Rakyat dan
[Penanaman Modal dan ITanah (IPPT) gl%utn n [Kawasan
Kemudahan Berusaha | 2™ sesuai ketentuan Permukiman
PROGRAM
2|10] 4 e AIAN i [rorsentase penly;‘l:::i:: % 100 97.400.000,00 100 32.958.750,00 100 36.200.000,00 0 0,00 50 19.904.300,00 0 8.000.000,00( 50 4.344.885,00 100 32.249.185,00(100%| 89% | 200 65.207.935,00 200% | 67%
GARAPAN
Inventarisasi Sengketa, Dinas
Konflik, dan Perkara |Jumlah Data Sengketa, Konflik Perumahan
2|10 4 |2.01 1 |Pertanahan dalam 1 |dan Perkara dalam 1 (Satu) Dokumen | 2 97.400.000,00, 0 32.958.750,00[ 1 36.200.000,00] 0 0,00 1 19.904.300,00 0 8.000.000,00] 0 4.344.885,00 1 32.249.185,00/100% 89% | 1 65.207.935,00] 50% | 67% [Rakyatdan
(satu) Daerah [Daerah Kabupaten/Kota Kawasan
[Kabupaten /Kota Permukiman
ERGGR S |Prosentase Penatagunaan
2{10]1¢ PENATAGUNAAN e % 100 360.000.000,00( 100 | 122.960.613,00| 100 63.400.000,000 0 | 25.000.800,00, 50 21.755.700, o 12.658.600,00 50 158.939.850,00, 100 218.354.950,00(100%| 83% | 200 | 341.315.563,00| 200% | 95%
ITANAH
[Koordinasi dan lJJumlah Laporan Koordinasi dan| ll;)inas '
2[10[10[2.01 1 [Sinkronisasi S‘“k“’“‘sas‘g:;ea';f:’;f:‘nl Laporan 20 360.000.000,00( 0 122.960.613,00[ 10 263.400.000,00{ 1 25.000.800,00] 3 21.755.700,00) 4 12.658.600,00 2 158.939.850,00( 10 218.354.950,00{100%| 83% | 10 341.315.563,00] 50% | 95% [Rakyatdan
;: aan Tanah (Satu] Kabupaten/Kota Kawasan
nggun: P! [Permukiman

ﬂ o50124.0009 TSt siest 299.288,990.09 n o oo’oo 10-508.800,00 m 9800 150,00 °8 so,oo e 300’00 O B1 a0 mm-

dokumen

1.162.506.000,00] 471.961.531,00) 123.700.000,00) 6.505.000,00

8.118.800,00)

83.855.000,00

15.278.000,00)

113.756.800,00)

100%)|

92%

585.718.331,00]

Dilaksanakan

|Terhadap Media

ITanah, Air, Udara, dan
ut

[Pembuatan dan l[Jumlah Dokumen KLHS Dinas
2|11] 2 |2.02| 2 |Pelaksanaan KLHS ~ [RPJPD/RPJMD dokumen 3 517.618.000,00| 2 304.355.985,00| 1 175.584.000,00] 0 0,00 o0 2.450.000,00) 1 150.005.750,00[ 0 17.281.750,00 1 169.737.500,00|100%| 97% | 3 474.093.485,00] 100% | 92% [Lingkungan
[RPJPD /RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Hidup
|Prosentase titik sampel
2(11(3 kualitas air dan udara yang % 50,1 | 5.260.125.365,00] 53 | 2.396.400.474,00| 50 | 1.034.768.770,000 O | 66.867.500,00( 7,5 254.725.300,00 20 327.187.750,00( 25,2 | 458.114.050,00| 52,67 | 1.106.894.600,00(105%107%| 53 | 3.503.295.074,00| 105% | 67%
'memenuhi baku mutu
LINGKUNGAN HIDUP
[Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
[Pelaksanaan
[Pencegahan lJJumlah Dokumen Uji Kualitas Dinas
2|11| 3|2.01]1 P.e"ce‘“““““m du I':‘.“gk““g’a“ Hl“l‘i:rl;a dap Media | dokumen 2 2.276.442.000,00, 0 989.979.512,00| 1 231.912.780,00| 0 44.808.500,00 0 57.276.000,00) 0 31.829.250,00[ 1 97.551.500,00) 1 231.465.250,00(100%100%| 1 1.221.444.762,00] 50% | 54% |Lingkungan
P ITanah, Air, Udara, daanaut Hidup
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5 6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13;&3{:" 14=6+12 15=14/5 x 100%|
2 3 4 = 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(' % i | = Rp. K (%) | RP. (%)
Koordinasi,
Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas
Pengendalian Emisi  [Inventarisasi Gas Rumah Kaca | dokumen 2 1.506.570.365,000 0 746.814.281,00| 1 15.176.000,00, 0 101.365.300,00) 0 154.159.500,00[ 1 104.393.000,00) 1 375.093.800,00{100%|100%| 1 1.121.908.081,000 50% | 74% [Lingkungan
Gas Rumah Kaca, dari Sektor Lingkungan Hidup Hidup
Mitigasi dan Adaptasi |yang Dilaksanakan
Perubahan Iklim
[Penanggulangan
dan/: usaha / yang usaha/
Kerusakan sudah melakukan pengolahan | 05%/% | 35 | 1.477.113.000,00 © 659.606.681,00( 17 6.883.000,00, 3 96.084.000,00 9 141.199.000,000 5 256.169.550,00 17 500.335.550,00(100%|117%| 17 | 1.159.942.231,00| 49% | 34%
Lingkungan Hidup limbah cair &
/Kota
. . [Jumlah Laporan Sosialisasi
Pemberian Informasi i N
" [nformasi Peringatan
Peringatan
Pencemaran dan /atau |Loncemaran dan/atau Dinas
Kerusalan Lingkangan Kerusakan Lingkungan Hidup laporan 4 1.070.113.000,000 0 530.598.681,00( 2 870.000,00 1 90.584.000,00) 0 135.199.000,00[ 1 74.430.450,00, 2 301.083.450,00{100%|100%| 2 831.682.131,00] 50% | 78% |Lingkungan
¢ pada Masyarakat di Hidup
Hidup pada
Masyarakat Kabupaten,/Kota yang
Dilaksanakan
[Penghentian [Jumlah Sumber Pencemar Dinas
Pencemaran dan/atau |dan/atau Kerusakan titik 4 407.000.000,00( 0 129.008.000,00 2 6.013.000,000 0O 5.500.000,00 1 6.000.000,00 1 181.739.100,00 2 199.252.100,00|100%|159%| 2 328.260.100,00| 50% | 81% |Lingkungan
Kerusakan Lingkungan |Lingkungan Hidup yang i
Hidup Dihentikan
PROGRAM
KEANEK%‘I‘%AAAGl:\MAN e Ml{‘;l"‘l;:tr:‘l’f““ % 100 481.500.000,00 97 168.379.500,00| 100 0,00 o 130.800,00, 100 75.000.000,00, O 1.400.000,00, 100 76.530.800,00{100%|100%| 100 [ 244.910.300,00| 100% | 51%
HAYATI (KEHATI)
[Pengelolaan
z;::i‘“"‘g’m‘“ {;‘m spesies KEHATI Lokal | o5 | 352 481.500.000,00| 340 | 168.379.500,00 342 0,00 o 130.800,000 352 75.000.000,00, 0 1.400.000,00 352 76.530.800,00(103%(100%| 692 | 244.910.300,00 197% | 16%
/Kota
Penyusunan dan
Penctapan Rencana  [Jumlah Dokumen Rencana Dinas
1 |Pengelolaan [nduk Pengelolaan Kehati yang | dokumen 4 481.500.000,00 2 168.379.500,00| 1 0,000 0 130.800,00) 1 75.000.000,00[ 0O 1.400.000,00 1 76.530.800,00{100%|100%| 3 244.910.300,00( 75% | 51% |Lingkungan
Keanekaragaman Disusun Hidup
Hayati
PROGRAM
;Eu NHGI E“NDALIAN Aya |Prosentase pengendalian
DAN BERACUN (B3) |°2han
DAN LIMBAH BAHAN |[B3) dan limbah bahan % 78 598.627.000,00 74 249.397.166,00| 75 0,000 23 0,00 39,5 2.000.000,00 13,5 43.855.000,00, 76 45.855.000,00(101%| 88% | 76 295.252.166,000 97% | 49%
BERBAHAYADAN |20 d
[BERACUN (LIMBAH
B3)
Prosentase pengendalian
q [bahan berbahaya dan beracun
comentara Limbah B3 |(B3) dan Ii.md:‘;al.hl bahan lokasi 51 598.627.000,00 16 249.397.166,00| 17 0,00 7 0,00 8 2.000.000,00, 2 43.855.000,000 17 45.855.000,00(100%| 88% | 33 295.252.166,00| 65% | 8%
B3)
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Izin umlah Fasilitasi
Penyimpanan Persetujuan/Izin Penyimpanan
sementara Limbah B3 e b B Dinas
1 |Dilaksanakan Melalui ;T;z;‘:kan Molalui gmfm dokumen 17 598.627.000,00[ 7 249.397.166,00| 5 0,00 3 0,00 2 2.000.000,00) 1 43.855.000,00 6 45.855.000,00[120%| 88% | 13 295.252.166,00| 76% | 49% |Lingkungan
Sistem Pelayanan . Hidup
bevinan oo 2 [Pelavanan Perizinan Berusaha
h 8 integrasi
Terintegrasi Secara
Elektronik
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN Prosentase pelaku usaha /
TERHADAP 1ZIN kegiatan yang taat terhadap
LINGKUNGAN DAN [Izin Lingkungan dan Izin % 88,20 | 2.018.065.600,00 65 623.452.150,00(76,47 13.950.000,00( 35 75.301.000,00, 29,7 42.095.000,00( 12,06 | 188.526.000,00 76,76 319.872.000,00(100%| 99% | 77 943.324.150,00 87% | 47%
1ZIN PERLINDUNGAN [Perlindungan dan Pengelolaan
DAN PENGELOLAAN  [Lingkungan Hidup (PPLH)
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
[Pembinaan dan
erhad
[jumlah Pembinaan dan
z:;h:t:nm;/a ::;‘:zin [Pengawasan Terhadap Usaha
Lingkungan dan Izin [(20/atau Keglatanyanglzin | o\ opoan| 50 | 2.018.065.600,00] 15 623.452.150,00| 17 13.950.000,000 7 75.301.000,00 8 42.095.000,00( 7 188.526.000,00] 22 319.872.000,00(129%| 99% | 37 943.324.150,00 74% | 16%
PPLH Lingkungan dan Izin PELH "
oleh Pemerintah akia
By [Daerah Kabupaten/Kota
[Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan  [Jumlah Rekomendasi dan/atau
Ketentuan dan Persetujuan Teknis, Dinas
1 |[Kewajiban Izin Persetujuan Lingkungan, dan dokumen 8 1.407.303.100,000 0 377.806.900,00 4 0 13.950.000,00] 2 22.424.000,00) 1 31.050.000,00| 5 108.568.000,00) 5 175.992.000,00|125%| 99% | 5 553.798.900,00( 63% | 39% |Lingkungan
Lingkungan dan/atau [Surat Kelayakan Operasi yang Hidup
1zin PPLH Diberikan
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5 6 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13;(1)8{/07 * 14=6+12 15=14/5 x 100%|
1 2) 3 4 16
3
K Rp. K Rp. K K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K(' % i | = Rp. K (%) |RP. (%)
genga‘”"’sa" Usaha |} lah Laporan Dari Usaha
an/atau Kegiatan :
P, [dan/atau Kegiatan yang .
\yang Izin Lingkungan py. Lo 1in Tingkungan. Dinas
2|11| 6 |2.01 3 [Hidup, Izin PPLH yang . ! ’ laporan 20 610.762.500,00, 0 245.645.250,00 10 0 0,00 5 52.877.000,00) 11.045.000,00| 5 79.958.000,00 14 143.880.000,00|140%| 99% | 14 380.525.250,00] 70% | 64% |Lingkungan
1dup, Persetujuan Lingkungan, Surat !
Diterbitkan oleh ! Hidup
! Kelayakan Operasi oleh
Pemerintah Daerah ~ [5°2Y2 @1
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENINGKATAN PROSENTASE PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN
2(11 PELATIHAN DAN [DAN PENYULUHAN % 100 | 3.254.550.000,00] 100 | 906.615.834,00/ 100 o | 31.555.000,000 © 44.591.450,00 43.602.500,000 50 498.481.150,00 100 618.230.100,00100%| 92% | 100 | 1.524.845.934,00( 100% | 47%
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
LINGKUNGAN HIDUP [MASYARAKAT
UNTUK MASYARAKAT
'T’enyelenggaraan
Pendidikan, lumlah Penyelenggaraan
[yt Penyuluhan Lingku o
2[11)8[2.01| |Lingkungan Hidup |, 2oV kmba‘;f“ kegiatan | 60 | 3.254.550.000,00 31 906.615.834,00) 15 o | 31.555.000,000 O 44.591.450,00 43.602.500,00( 4 498.481.150,000 15 618.230.100,00(100%| 92% | 46 | 1.524.845.934,00( 77% | 19%
|tk il |Kemasyarakatan Tingkat
Kemasyarakatan |, o oy Rab/Kota
|Tingkat Daerah
[Kabupaten/Kota
Pendampingan Permbinaan Geraicas Pedlidan Pinss
2|11] 8 |2.01| 2 [Gerakan Peduli b . dokumen | 16 | 3.254.550.000,00( 8 906.615.834,00 4 0 31.555.000,00 0O 44.591.450,00) 43.602.500,00[ 1 498.481.150,00] 4 618.230.100,00{100%| 92% | 12 | 1.524.845.934,00] 75% | 47% |Lingkungan
s i erbudaya Lingkungan Hidup e
ingkungan Hidup - idup
lyang Dilaksanakan
PROGRAM
ANAN P: o o o o o
2(11 EENGADGAR pengaduan linghungan hidup % 100 393.000.000,00( 100 | 172.561.600,00| 100 o 0,000 40 49.580.500,00) 28.321.500,00, O 65.677.000,00, 100 143.579.000,00(100%| 99% | 100 | 316.140.600,00| 100% | 80%
LINGKUNGAN HIDUP
[Penyelesaian
[Pengaduan
[Masyarakat di Bidang |jumlah
2(11]10/2.01 |Perlindungandan di Bidang Perlindungan dan kasus 20 393.000.000,00 20 | 172.561.600,00( 5 o 0,00 2 49.580.500,00 28.321.500,00 3 65.677.000,00 8 143.579.000,00(160%| 99% | 28 | 316.140.600,00 140% | 37%
Lingkungan Hidup |Hidup (PPLH)
(PPLH)
/Kota
Pengelolaan Jumlah Pengaduan Masyarakat binas
2|11|10|2.01| 1 [Pengaduan Masyarakat|Terhadap PPLH dokumen 10 165.000.000,00 0 94.762.350,00( 5 0 0,000 2 10.943.000,00 27.106.000,00] 3 6.738.000,00) 8 44.787.000,00(160%)|100%| 8 139.549.350,00| 80% | 85% |Lingkungan
Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang e
Kabupaten/Kota Ditindaklanjuti/Ditangani P
Koordinasi dan lJumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi ! -
. Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerapan Sanksi ! )
rapan 5 Penerapan Sanksi Administrasi, .
Administrasi, Penyelesaian Sengketa Dinas
2/11[10[2.01 2 [Penyelesaian Sengketa, dany/atau P dokumen 2 228.000.000,00 0 77.799.250,00| 1 0 0,00 1 38.637.500,00) 1.215.500,00, 0 58.939.000,00) 1 98.792.000,00/100%| 99% | 1 176.591.250,00| 50% | 77% [Lingkungan
dan/atau Penyidikan I 4 Hidup
(o s gt |Lingkungan Hidup di Luar
ingkungan Hidup di [
; engadilan atau Melalui
Luar Pengadilan atau  [Lor820140
Melalui Pengadilan 8!
eroara L
2(11 OLAAN umah tangg: persen 71 |78.582.982.000,00|72,98| 7.158.474.849,00 72 0 | 319.408.050,00( 72,04 [1.003.632.965,00| 744.980.443,00( 0,35 [3.486.007.367,00| 72,41 | 5.554.028.825,00(101%| 90% | 145 |12.712.503.674,00| 205% | 16%
sampah sejenis sampah
PERSAMPAHAN
rumah tangga
[2[11[11]2:01] [P h_|Jumlah sampah yang dikelola ton _ [163697|78.136.982.000,00/82783| 6.512.022.938,0043780| 0 | 319.408.050,0016756,17| 992.908.465, 705.465.443,00[10213,01|3.455.354.867,00/10213,012| 5.473.136.825,00| 23% | 90% |92996]11.985.159.763,00] 57% | 7%
Pengurangan Sampah [Jumlah Laporan Hasil
dengan Melakukan  [Pengurangan Sampah dengan Dinas
2|11/11/2.01 2 [Pembatasan, Melakukan Pembatasan, lokasi 8 1.212.900.000,00| 4 222.738.881,00 2 0 3.742.700,00, 2 10.016.900,00] 7.303.450,00, 0 154.090.863,00, 2 175.153.913,00{100%| 87% | 6 397.892.794,00| 75% | 33% [Lingkungan
Pendauran Ulang dan |Pendauran Ulang dan Hidup
Pemanfaatan Kembali_|Pemanfaatan Kembali
Penanganan Sampah
dengan Melakukan
Pemilahan, \fumlah Sampah yang Dipilah,
Pengumpulan, ™ enpars " bi
Pengangioatan Dikumpulkan, Diangkut, inas
2[1111]2.01| 3 [pongene cutal. | Diolah, Diproses Akhir di ton 128107| 18.591.500.000,00{60840| ~6.289.284.057,00|32280 7854| 262.032.750,00/4218,558|  372.752.750,00) 498.050.580,00|7500,786| ~ 723.687.900,00{29333,004| 1.856.523.980,00| 91% | 87% [90173| 8.145.808.037,00] 70% | 44% [Lingkungan
&  Can TPA/TPST/SPA Hidup
Pemrosesan Akhir Kabapater /Kot
Sampah di upaten/Rota
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
) Jumlah Masyarakat, Kelompok
Geninglatan Peran  |\asyarakat atau Para Pihak Dinas
2[11|11]2.01f 4 |1 e ean  |Lainnya yang Terlibat Aktif Kelompok | 86 632.582.000,00, 0 0,00 43 o 53.632.600,00 27 34.135.000,00) 2.500.000,00] 0 610.500,00 27 90.878.100,00| 63% | 99% | 27 90.878.100,00 31% | 14% [Lingkungan
oraam ahgan dalam Kegiatan Pengelolaan Hidup
P sampah Berbasis Masyarakat
Penyediaan Sarana  [Jumlah Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Dinas
o11|11]2.01| 7 [Fengelolaan Kegiatan Pemilahan, unit 6 | 57.700.000.000,00] 0 0,00 3 0 0,000 2 576.003.815,00) 197.611.413,00( 1 2.576.965.604,00 3 3.350.580.832,00{100%| 92% | 3 3.350.580.832,00| 50% | 6% |Lingkungan
Persampahan di [Pengumpulan, Pengangkutan, Hidu,
ITPA/TPST/SPA [Pengolahan, dan Pemrosesan P
Kabupaten /Kota Akhir
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[Penyusunan dan
[Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan
Sampah

[PROGRAM
[PENDAFTARAN

[Jumlah
Unit/Usaha/Swasta/Kelompok
Masyarakat/Lembaga dalam
[Pengelolaan Sampah

[Melaksanakan Penilaian Kinerja,

[Persentase Penerbitan
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! 446.000.000,00 646.451.911,00 100.000.000,00 10.724.500,00 39.515.000,00 30.652.500,00 80.892.000,00 727.343.911,00

“H 456.352.900,0 . 507.625.4&5, 137.143.“., ss. 35,00 arrs2es00q soss | sear ooo,oo sa.46 oo,oo 187.002.585, H ss4.620.070,0 -

Dinas
iy 1 [Jumlah laporan hasil Kependudukan
2| 4 peningk pelayanan 753.071.200,00, O 368.400.188,00( 12 85.822.640,00] 0 36.859.835,00 5 20.704.650,00] 3 10.541.000,00 4 17.596.000,00 dan
[Pendaftaran Penduduk
pendaftaran penduduk Pencatatan
Sipil
[Pencatatan, Dinas
[Penatausahaan dan  [Jumlah dokumen Pencatatan, K duk:
[Penerbitan Dokumen  [Penatausahaan dan Penerbitan ependucukan
2| 5 |Atas Pel Dok atas Pel 432.211.700,00 © 139.226.297,00( 12 37.030.464,00, O 9.296.000,00 5 7.028.000,00] 3 16.736.000,00 4 3.951.000,00] dan
o o Pencatatan
Peristiwa Peristiwa Kependudukan Sioil
[Kependudukan P!

Dinas
e . R s . [Kependudukan
2 3 [Fasilitasi Pendaftaran  \Jumlah laporan hasil fasilitasi 251.070.000,00[ 0 0,00 12 64.200.760,00| 0 22.230.400,00 0 0,00 3 0.138.000,000 0O 32.921.700,00) dan
[Penduduk pendaftaran penduduk
Pencatatan
Sipil
OGRAM |Persentase Kepemilikan
2 PENGATATAN Stpr, [Pokumen Akta Pencatatan 2.024.023.360,000 0 855.056.585,00( 94,5 | 172.282.982,000 0 0,00, 99,2 93.980.000, 94,92 0,00, 94,5
Isipil
[Pencatatan, . Dinas
i l[Jumlah dokumen hasil
[Penatausahaan dan [Kependudukan
2 1 [Penerbitan Dokumen g:ﬁz:;?::ﬁ’{'m‘::;?" dan| 562.162.544,00 0 196.297.000,00[ 12 87.596.380,00| 0 000 5 34.200.000,00) 3 0,00 4 50.673.600,00) dan
|Atas Pelaporan s : Pencatatan
Peristiwa Penting Ipelaporan peristiwa penting Sipil
Dinas
[Peningkatan dalam Kependudukan
2 2 [Pelayanan Pencatatan ‘Sji‘“i‘l‘]";‘n]‘aﬂ?:‘.‘;"kg;'(‘:;"a"’“ 1.461.860.816,000 0 658.759.585,00[ 4 84.686.602,00 0 0,00 4 59.780.000,00) 4 0,00 0 24.680.000,00) dan
Sipil pilyang 8 Pencatatan
Sipil
[PROGRAM
PENGELOLAAN P
2 INFORMASI h"‘P‘“e"‘nd“d“m 1.493.237.856,00| 100 | 575.950.556,00(99,46| 215.242.891,000 O | 77.865.443,00 100 75.632.167,00 100 13.175.000,00| 99,46 46.908.000,00)
|ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

[S]

Dinas
[Pengolahan dan lJJumlah dokumen data Keper
2| 1 |Penyajian Data kependudukan yang diolah dan 789.255.057,00] 0O 517.801.519,00( 12 33.695.600,00, O 0,00 1 32.895.000,00] 1 0,00 0 800.000,00] dan
K 1 isaji Pencatatan
Sipil
Dinas
Kerja Sama lJJumlah dokumen kerjasama Kependudukan
2| 2 [Pemanfaatan Data dan pemanfaatan data 258.202.799,00 0 58.149.037,00| 16 35.334.360,00, 0 3.304.000,00 17 25.737.167,00] 17 175.000,00 18 5.988.000,00] dan
[Kependudukan |kependudukan Pencatatan
Sipil

Sosialisasi Terkait
Pengelolaan Informasi
|Administrasi
Kependudukan

|JJumlah laporan hasil sosialisasi
lterkait pengelolaan informasi
administrasi kependudukan

445.780.000,00 0 0,00[ 12 146.212.931,00, O 74.561.443,00 5 17.000.000,00] 3 13.000.000,00} 4 40.120.000,00

Dinas
[Kependudukan

dan
Pencatatan
Sipil
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[PROGRAM
4 IAN
[PENDUDUK

Jumlah SSK

[Penyediaan dan
[Pengembangan Materi
[Pendidikan
[Kependudukan Jalur
[Pendidikan Formal
Sesuai Isu Lokal
[Kabupaten /Kota

lvang berstandar paripurna

lJJumlah Dokumen Penyediaan
[dan Pengembangan Materi
[Pendidikan Kependudukan
[Jalur Pendidikan Formal Sesuai
Isu Lokal Kabupaten/Kota

236.267.131,00]

304.325.154,00)

93.263.600,00]
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7.128.400,00)

27.537.600,00)

38.243.600,00)

20.352.600,00]

93.262.200,00)

100%)|

100%)

397.587.354,00

168%

8 | o | | 8 | [ O] | o | 9 | o | 9 | (I |
s 2.019.153.154,0 1.023.929,01 H 704.521.300, 64.43 oo,oo 159.235.000, 95.77 4oo,oo 76.71: o,oo 406.205.900, - - -

Dinas
Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

. Dinas
g::;;::;:ndan lJJumlah Laporan Pembinaan Kesehatan,
2|14| 2 |2.02| 9 [Peny, dan Pengawasan Sistem Laporan 24 593.430.000,00 0 0,00 12 296.715.000,00) 0,00 89.787.030,00) 4 54.465.720,00| 3 151.092.780,000 12 295.345.530,00{100%|100%| 12 295.345.530,00 50% | 50% gzgﬁfﬁi‘i{hﬁn
Sistem Informasi Inf T Kelr Kel:
Keluarga ormasi Keluarga eluarga
Berencana
Dinas
[Pencatatan dan lJJumlah Laporan Pencatatan §::e::;;]}’an
2|14| 2 |2.02[12|Pengumpulan Data  [dan Pengumpulan Data Laporan 27 1.742.525.553,00 27 745.578.675,00 27 314.642.700,00) 57.305.500,00) 141.747.400,00, 10 57.530.800,00| 6 56.360.000,00 27 312.943.700,00(100%| 99% | 54 | 1.058.522.375,00 200% | 61% [por&RTatEn
[Keluarga Keluarga K
eluarga
[Berencana
Dinas
g:;io;?::%gzl lJJumlah Dokumen Pengolahan Kesehatan,
2|14| 2 |2.02|13[Pengendalian g‘“‘ Pdg;‘?”“&*‘“‘ 4 Dokumen | 24 40.370.500,00, 0 41.120.100,00[ 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,000 0% | 0% | © 41.120.100,000 0% | 102% genge"‘id“é‘z‘
Lapangan dan ENgen llan pangan dan endudul \n
Pelayanan KB Keluarga
[Pelayanan KB B
erencana
PROGRAM
2(14] mf‘nme n Menurunnya Unmet Need % 8,5 [11.545.509.145,000 O | 3.634.088.000,00 8 | 2.674.264.000,00| 80.377.200,00 291.909.800,00| 6 786.802.600,000 5 [1.067.518.433,00| 4,73 | 2.226.608.033,0063% |83% | 5 | 5.860.696.033,00( 56% | 51%

BERENCANA (KB)

lJJumlah Organisasi yang Dinas
dvokasi Program d i dvokasi Program| Kesehatan,
[KKBPK kepada Bangga Kencana (Pemb ) . N " o o, |Pengendalian
2|14] 3 12.01| 1 Stakeholders dan Mitra|Keluarga, Kependudukan, dan Organisasi 99 16.897.790,00 45 5.450.900,00| 27 120.000.000,00| 0,00 0,00 22 47.189.300,00 27 72.680.800,00 27 119.870.100,00[100%|100%| 72 125.321.000,00( 73% | 742% Penduduk dan
Kerja [Keluarga Berencana) kepada Keluarga
Stakeholders dan Mitra Kerja Berencana
lJumlah Dokumen Komunikasi, Dinas
[Komunikasi, Informasi [nformasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan,
dan Edukasi (KIE) | /rogram Bangga Kencana Pengendalian
2|14] 3 |2.01| 2 :|(Pembangunan Keluarga, Dokumen 5 539.610.120,00 1 25.000.000,00[ 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 [ 0,00[ 0% | 0% 1 25.000.000,00| 20% 5%
[Program KKBPK Sesuai| Penduduk dan
N [Kependudukan, dan Keluarga
[Kearifan Budaya Lokal N N Keluarga
[Berencana) Sesuai Kearifan Berencana
[Budaya Lokal
[JJumlah Unit Sarana Dinas
N [Penyediaan dan Pendistribusian| Kesehatan,
Penyediaan dan KIE Program Bangga Kencana Pengendalian
2|14| 3 |2.01| 3 [Distribusi Sarana KIE b 8 glg Unit 8 274.449.020,00( 8 117.998.090,00( O 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00[ 0% | 0% 8 117.998.090,00( 100% | 43% g duk d:
Program KKBPK (Pembangunan Keluarga, Pendu lan
[Kependudukan, dan Keluarga Keluarga
[Berencana) [Berencana
promosidan iz ol Dokumen P den pins
[Program KKBPK 8 88 Kesehatan,
[Melalui Media Massa (Pembangunan Keluarga, Pengendalian
2|14 2.01 p [Kependudukan, dan Keluarga Dokumen 5 207.500.000,00( 1 50.000.000,00( 2 150.000.000,00| 0,00 10.250.000,00 2 44.370.000,00 0 95.329.200,00] 2 149.949.200,00|100%|100%| 3 199.949.200,00| 60% 96%
Cetak dan Elektronik . . Penduduk dan
rta Media L Berencana) Melalui Media Kel
stan edia Luar Massa Cetak dan Elektronik B:r‘;:rcgaia
8 serta Media Luar Ruang
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5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 13;1]8{/07 * 14=6+12 15=14/5 x 100%|
1 2 3 4 16
3
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kg % ‘(E}:) K Rp. K (%) | RP. (%)
Pelaksanaan lJJumlah Laporan Mekanisme
Mekanisme Operasional Program Bangga binas
Operasional Program ~ [Kencana (Pembangunan oot atan
KKBPK Melalui Rapat [Keluarga, Kependudukan, dan e
2|14| 3 |2.01 6 |[Koordinasi Kecamatan [Keluarga Berencana) Melalui Laporan 30 283.987.450,00 3 176.613.500,00[ 12 39.000.000,00{ 0 0,00, 0 6.405.600,00] 15 12.811.200,00] 3 19.216.800,00[ 18 38.433.600,00|150%| 99% | 21 215.047.100,000 70% | 76% [por&enceian
(Rakorcam), Rapat  |Rapat Koordinasi Kecamatan i
Koordinasi Desa (Rakorcam), Rapat Koordinasi Boraorea
(Rakordes), dan Mini  |Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok) _[Lokakarya (Minilok)
Jumlah Laporan Hasil Dinas
Pengelolaan Pengelolaan Operasional dan Kesehatan,
|14] 3 |2.01| 7 |Operasional dan Sarana. di Balai Penyuluhan Laporan 144 1.998.415.015,00| 0 326.233.750,00| 72 144.450.000,00| 6 8.092.000,00| 23 68.589.600,00 27 20.928.000,00[ 16 46.818.800,00 72 144.428.400,00|100%|100%| 72 470.662.150,00| 50% | 249 [Fengendalian
Sarana di Balai Bangga Kencana (Pembangunan Penduduk dan
Penyuluhan KKBPK  [Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
[Keluarga Berencana) Berencana
Dinas
Kesehatan,
[Pengendalian Program |Jumlah Laporan Hasil . Pengendalian
2[14| 3 |2.01| 8 [ Fiec pengendalian Program KKBPK | L@poran 4 0,00, © 0,00 2 80.000.000,00{ 0 0,000 0 0,00) 3 27.742.000,00[ 1 47.320.000,00] 4 75.062.000,00{200%| 94% | 4 75.062.000,00] 100% [#DIV/0}fJSNECAE 1R
Keluarga
Berencana
[Pendayagunaan
2(14] 3 [2.02] z;';‘l,‘e‘tpe"y:“"" Rersentass K"’".""g“_ % 100 | 1.851.287.240,00| 100 | 203.349.036,00| 100 58.000.000,00( 0 000 o 15.500.000,00 77 7.500.000,00( 23 35.000.000,00( 100,07 58.000.000,00100%(100%| 100 | 261.349.036,00 100% | 14%
KB (PKB/PLKB)
lJJumlah Organisasi yang Dinas
N [Mengikuti Pembinaan IMP dan
[Pembinaan IMP dan . L Kesehatan,
[Program KKBPK di Lini [-1087am Bangga Kencana o Pengendalian
2(14| 3 |2.02| 1| o8 B (Pembangunan Keluarga, Organisasi | 15 8.000.000,00] 0 0,00 7 4.000.000,00] 0 0,00) 0,00) 6 2.000.000,00] 1 2.000.000,00) 7 4.000.000,00]100%|100%| 7 4.000.000,00( 47% | 50% [pePESRESTER
pang: [Kependudukan, dan Keluarga
[PKB/PLKB Py Keluarga
[Berencana) di Lini Lapangan Berencana
oleh PKB/PLKB
Dinas
Penyediaan Sarana  |[Jumlah Sarana Pendukung Keschatan,
2|14| 3 |2.02| 2 |Pendukun, Operasional PKB/PLKB yang Unit 9 1.569.773.400,00( 3 4.849.036,000 0 0,00, 0 0,00 0 0,00) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% | 0% | 3 4.849.036,00 33% | 0% g
‘ Penduduk dan
Operasional PKB/PLKB|Tersedia
Keluarga
Berencana
Dinas
Penggerakan Kader  [Jumlah Kader yang Mengikuti Keschatan, |
2|14| 3 |2.02 4 |Institusi Masyarakat ~ [Penggerakan Kader Institusi Orang 148 273.513.840,00| 282 198.500.000,00{ 150 54.000.000,00{ 0 0,00 150 15.500.000,00] 115 5.500.000,00 150 33.000.000,00 150 54.000.000,00{100%|100%| 432 252.500.000,00 292% | 92% [per&SRCRTEn
Pedesaan (IMP) Masyarakat Pedesaan (IMP)
Keluarga
Berencana
[Pengendalian dan
[Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan
2(14] 3 [2.03 f:;:'::;:::ﬂ Persentase Angka Drop Out % 18 | 6.113.862.510,00 17 | 2.457.040.874,00( 18 | 1.965.314.000,000 O | 62.325.200,000 O 136.384.600,00) 5 590.410.100,00( 6 734.718.833,00( 11,02 | 1.523.838.733,00/61% |78% | 100 | 3.980.879.607,00 556% | 65%
[Pelayanan KB di
[Daerah
/Kota
Pengendalian
Pendistribusian Alat  [Jumlah Laporan Pengendalian Dinas
dan Obat Kontrasepsi [Pendistribusian Alat dan Obat Keschatan,
14| 3 |2.03] 1 [dan Sarana Penunjang [Kontrasepsi dan Sarana Laporan 56 117.777.499,00| 12 19.808.950,00 22 13.000.000,00| 2 550.000,00| 10 1.100.000,00 12 1.000.000,00 1 5.900.000,00] 25 8.550.000,00114%| 66% | 37 28.358.950,00] 66% | 249 [Fengendalian
Pelayanan KB ke Penunjang Pelayanan KB ke Penduduk dan
Fasilitas Keschatan  |Fasilitas Kesehatan Termasuk Keluarga
Termasuk Jaringan  |Jaringan dan Jejaringnya Berencana
dan Jejaringnya
Dinas
Peningkatan Kesertaan [Jumlah Orang yang Mengikuti Keschatan,
2|14 3 |2.03| 3 [Penggunaan Metode  |Kesertaan Penggunaan Metode Orang 1306 | 2.682.794.885,00| 1382 440.491.868,00| 651 781.632.000,00| 79 61.775.200,00( 138 130.804.600,00] 178 140.372.600,00| 427 128.166.100,00| 822 461.118.500,00(126%)| 59% | 2204 901.610.368,00 169% | 349 [Fengendalian
Kontrasepsi Jangka  [Kontrasepsi Jangka Panjang Penduduk dan
[Panjang (MKJP) (MKJP) Keluarga
Berencana
Dinas
Penyediaan Sarana |5\ y1ah Unit Sarana Penunjan rengondenian
2[14] 3 [2.03 6 |[Penunjang Pelayanan [o° KB yang Unit 7 3.261.821.226,00 4 1.974.251.156,00[ 2 1.158.982.000,00| 0 0,00, 0 0,00) 1 447.537.500,00 1 594.980.733,00) 2 1.042.518.233,00|100%| 90% | 6 3.016.769.389,00 86% | 92% [ph&ence’
KB elayanan enduduk dan
Keluarga
Berencana
Pembinaan Pelayanan |y, 1.4 1 aporan Hasil Dinas
Keluarga Berencana o : ! -
o R e Pembinaan ;’e ayanan Keluarga Kesel a(tiarl._,
2[14| 3 [2.03 8 |Reproduksi di Fasilitas Bere“ga'l‘(a. ;.“ Ke,sl.e atan Laporan 4 51.468.900,00 2 22.488.900,00| 4 11.700.000,00| 0 0,00 1 4.480.000,00| 1 1.500.000,00) 2 5.672.000,00] 4 11.652.000,00/100%|100%| 6 34.140.900,00| 150% | 66% Pe“ge'a 1‘3“
o et Termasui - [Reproduksi di Fasilitas Penduduk dan
e [Kesehatan Termasuk Jaringan Keluarga
Ting dan Jejaringnya Berencana
Jejaringnya
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Dinas
Integrasi umlah Dokumen Hasil Keschatar,
2[14| 3 2.04| 2 |Pembangunan Lintas [Integrasi Pembangunan Lintas Dokumen 2 18.000.000,00[ O 0,00 1 9.000.000,00] O 0,00 0 0,00] 1 8.960.000,00 [ 0,00] 1 8.960.000,00]100%(100%| 1 8.960.000,00( 50% 50% 2
2 : Penduduk dan
Sektor di Kampung KB [Sektor di Kampung KB
Keluarga
Berencana
Jum]aih Klampung KB yang Dinas
P dan llt’[englkuu Pel]:l; ;f:x:agacrii;g)a Kesehatan,
2|14 3 |2.04| 3 [Pengelolaan Program o 0o pembangunan Kampung 8 241.500.000,00[ 7 272.401.850,00[ 7 108.500.000,00[ 0 9.960.000,000 0 54.780.000,00) 8 26.892.000,00 0 16.434.000,00 8 108.066.000,00|114%)|100%| 15 380.467.850,00 188% | 1589 |Fengendalian
[KKBPK di Kampung Penduduk dan
[Keluarga, Kependudukan, dan
KB N Keluarga
[Keluarga Berencana) di Berencana
[Kampung KB
|Anggota Tribina PUS yang ber- % 83 3.838.104.921,00, 75 1.012.077.909,00, 82 1.788.450.000,00, O 107.790.400,00| o 231.420.200,00 87 255.488.500,00 88 461.235.160,00( 87,51 1.055.934.260,00(107%| 59% | 88 | 2.068.012.169,00| 105% | 54%
IKB
[Pengadaan Sarana
g:lt:l:p‘)k Kgaglnatan lJJumlah Unit Sarana Kelompok Dinas
: i ) dan Kesehatan,
K 1 1 3
2[14| 4 |2.01| 2 [Keluarga (BKB, BKR, gﬁJﬁgmggpﬁg“gﬁ?éiﬁ' Unit 40 722.400.000,00, 0 0,00 20 361.200.000,00) . 0,00 0 0,000 20 353.250.000,00] 20 353.250.000,00|100%| 98% | 20 353.250.000,00] 50% | 49% giﬁﬁiﬁ'ﬁn
ggk‘bi:d}?aKasa;gIKiR dan| Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Ekonomi 4 Keluarga/UPPKS) Berencana
[Keluarga/UPPKS)
Orientasi/Pelatihan
|Teknis PN
[Pelaksana/Kader Ju;n]ah lfader yang Mengclkuu Dinas
Orientasi/Pelatihan Teknis
[Ketahanan dan Kesehatan,
[Kesejahteraan Pelaksana/Kader Ketahanan Pengendalian
2|14] 4 [2.01]| 4 dan Kesejahteraan Keluarga Orang 480 1.116.860.997,00, 0 96.376.650,00( 240 172.563.900,00| 0 0,00 0 0,00 0 0,00[ 210 152.643.200,00]| 210 152.643.200,00( 88% | 88% | 210 249.019.850,00 44% 22%
[Keluarga (BKB, BKR, (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R [Penduduk dan
[BKL, PPPKS, PIK-R dan| 2 ’ g o Keluarga
[dan Pemberdayaan Ekonomi
[Pemberdayaan Berencana
Ekonomi [Keluarga/UPPKS)
[Keluarga/UPPKS)
[Penyediaan Biaya
(Operasional bagi
[Pengelola dan .
l[Jumlah Kader Pengelola dan Dinas
izﬁm(gxeﬂ Pelaksana (Kader) Ketahanan Kesehatan,
2[14| 4 |2.01| 5 [Kesejahteraan %;Bx‘ggﬁhgﬁaglf}f}i“swgg(& Orang 504 885.654.000,00| 54 475.780.000,00( 225 973.800.000,00| 33 52.200.000,00| 74 185.110.000,00] 118 185.962.000,00[ 107 205.240.000,00[ 332 628.512.000,00|148%| 65% | 386 | 1.104.292.000,00 77% | 125% g:ggi’aﬁ‘i:n
g?(lfa;%;]‘?sm;’u?_ ]ggan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Pe'mi:ref d.aya;m Keluarga/UPPKS) Berencana
[Ekonomi
[Keluarga/UPPKS)
[Promosi dan
Sosialisasi Kelompok [Jumlah Laporan Hasil Promosi Di
. e inas
Kegiatan dan K Kesehatan
dan Kesej i X dan Pen; endali:an
2|14] 4 |2.01| 7 [Keluarga (BKB, BKR, [Kesejahteraan Keluarga (BKB, Laporan 64 1.835.589.924,00, 0 439.921.259,00( 32 280.886.100,00 7 55.590.400,00 4 46.310.200,00] 14 69.526.500,00 7 103.351.960,00) 32 274.779.060,00|100%| 98% | 32 714.700.319,00[ 50% 39% Pencgiuduk dan
[BKL, PPPKS, PIK-R dan|BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Keluarga
[Pemberdayaan [Pemberdayaan Ekonomi Berenrcina
[Ekonomi Keluarga/UPPKS)
[Keluarga/UPPKS)
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[PROGRAM

[PENYELENGGARAAN |Meningkatnya sarana dan

2|15( 2 LALU LINTAS DAN [prasarana, serta fasilitas % 96 |30.693.521.575,00/ 88 | 8.747.934.090,00( 92 | 7.739.534.952,000 O 699.389.290,00| o 3.133.496.615,00] 20 1.692.003.091,00 36 2.063.983.740,00| 56 '7.588.872.736,00| 61% | 98% | 144 |16.336.806.826,00( 150% | 53%
IANGKUTAN JALAN |perlengkapan lalu lintas
(LLAJ)
[Pembangunan [Jumlah Prasarana Jalan di Dinas
1 |Prasarana Jalan di [Jalan Kabupaten/Kota yang 743.000.000,00] 0,0 120.350.000,00| 0,00 0,00 0,0 118.100.900,00] 118.100.900,00|100%| 98% 118.100.900,00( 50% 16% Perhubungan
|Jalan Kabupaten/Kota [Terbangun e
[Penyediaan lJJumlah Perlengkapan Jalan di Dinas

2|15| 2 |2.02| 2 [Perlengkapan Jalan di [Jalan Kabupaten/Kota yang Unit 400 7.089.651.100,00| O 2.819.718.747,00( 200 1.092.124.400,00] 0 0,001 200 1.005.175.000,00] 0 0,00[ 200 100.910.000,00]| 200 1.106.085.000,00[100%|101%| 200 3.925.803.747,00| 50% 55% Perhubungan
|Jalan Kabupaten/Kota [Tersedia ng!
[Rehabilitasi dan lJJumlah Perlengkapan Jalan Dinas

2[15| 2 [2.02| 4 |Pemeliharaan lyang Terehabilitasi dan Unit 10 6.388.178.100,00| O 1.649.785.346,00| 5 2.084.251.027,00, O 224.073.550,00 2 377.740.295,00] 2 941.713.379,00] 1 457.916.650,00] 5 2.001.443.874,00|100%| 96% 5 3.651.229.220,00| 50% 57% Perhubungan
[Perlengkapan Jalan [Terpelihara ng:

Rehabilitasi dan Jumlah Terminal (Fasilitas

[Utama dan Pendukung) yang Unit 4 441.250.000,00( O 129.927.332,00( 2 189.200.000,00| 0O 9.430.400,00 2 176.923.350,00| 0 0,00 0 0,00 2 186.353.750,00|100%| 98% 2 316.281.082,00[ 50% 72% Dinas
. s e Perhubungan
Direhabilitasi dan Dipelihara

lJJumlah Laporan Koordinasi dan|
[Sinkronisasi Pengawasan

2|15[ 2 [2.04] 2 | Izl.nd - Zn Laporan 4 2.315.588.000,00| O 457.236.963,00( 1 1.026.708.000,00] 0 105.067.630,00 1 500.500.102,00] 1 123.946.058,00 1 284.801.895,00] 1 1.014.315.685,00|100%| 99% 1 1.471.552.648,00| 25% 64% Dinas
[Peny: an  |Per dan Perhubungan
P X itas|Terbangunnya Fasilitas Parkir
[Parkir Kewenangan [Kewenangan Kabupaten/Kota
[Kabupaten /Kota

g;y;?;:;naizrana JJumlah Sarana dan Prasarana
2|15| 2 |2.05]

. [Pengujian Berkala Kendaraan Unit 20 1.231.958.540,00, O 151.860.000,00( 10 257.077.000,00, O 45.991.750,00 10 109.961.435,00| 10 29.377.334,00 10 66.045.540,00 10 251.376.059,00|100%( 98% | 10 403.236.059,00[ 50% 33% Dinas
[Pengujian Berkala B Perhubungan
[Bermotor yang Tersedia
[Kendaraan Bermotor
[Pemeliharaan Sarana
lJJumlah Sarana dan Prasarana
dan Prasarana

2|15| 2 (2.05| 7 o [Pengujian Berkala Kendaraan Unit 24 545.780.000,00] O 207.410.000,00( 12 395.148.800,00, 0 19.904.000,00 12 334.824.815,00 12 38.006.185,00 12 0,00 12 392.735.000,00|100%| 99% | 12 600.145.000,00( 50% | 110% Dinas
[Pengujian Berkala . Perhubungan
Kendar: Bermotor [Bermotor yang Terpelihara

[Penataan Manajemen |Jumlah Laporan Penataan
dan Lalu : dan o Laporan 476.400.000,00] 298.893.215,00] 56.304.000,00 430.500,00 12.300.000,00] 6.837.500,00 36.650.000,00 56.218.000,00/100%|100% 355.111.215,00] Dinas

Lintas untuk Jaringan |Lintas untuk Jaringan Jalan P : . i - - 7 N i 7 : 7 N 3 i i . 7 . i i N : 3 ° ° : - i Perhubungan
|Jalan Kabupaten/Kota [Kabupaten/Kota

[Peningkatan Kapasitas |[Jumlah Auditor dan Inspektor

2(15[ 2 [2.08| 1 |Auditor dan Inspektor |[LLAJ yang Ditingkatkan Orang 8 164.360.000,00( 0 31.893.580,00| 4 51.300.000,00| 0,00 0 0,00 4 50.800.000,00( 0 000 4 50.800.000,00(100%| 99% | 4 82.603.580,00 50% | 50% [oinas
LLAJ Kapasitasnya Perhubungan

Pelaksanaan Inspeksi,
|Audit dan Pemantauan [dan Pemantauan Unit Dinas
2|15| 2 |2.08| 2 [Unit Pelaksana Uji Pelaksana UJJ“Berka]:a Laporan 2 3.825.784.200,00| O 1.073.519.863,00] 1 782.858.525,00, 0 107.871.800,00 1 200.095.380,00] 1 136.967.675,00 1 325.612.360,00] 1 770.547.215,00|100%| 98% 1 1.844.067.078,00| 50% 48%

o

lJJumlah Laporan Inspeksi, Audit

Perhubungan
Berkala Kendaraan [Kendaraan Bermotor
[Bermotor
Pelaksanaan Inspeksi,
[Audit dan Pemantauan [Jumlah Laporan Inspeksi, Audit]
[Pemenuhan [dan Pemantauan Pemenuhan
2|15 2 |2.08| 4 [Persyaratan Persyaratan l‘,’e"yde"gg“““‘“ Laporan 2 216.182.000,00, 0 82.241.600,00] 1 110.464.000,00[ 0 0,00 1 48.109.008,00) 1 54.346.490,00| 1 4.195.000,00) 1 106.650.498,00100%| 97% | 1 188.892.098,00| 50% | 87% E:::ls:bungan

[Pen;
[Kompetensi Pengemudi|Kendaraan Bermotor
K /Kota

[Kabupaten /Kota
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Penyediaan Angkutan
[Umum untuk Jasa
|Angkutan Orang

Jumlah Angkutan Umum untuk|
asa Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1
(Satw) Daerah Kabupaten/Kota
lyang Tersedia

dan/atau Barang 5.995.444.635,00| 1.689.537.914,00] 1.342.433.200,00] 158.233.920,00 333.093.645,00) 265.859.800,00] 2.996.051.669,00| 50% PDei:‘IE::bungan

|Antar Kota dalam 1
(Satu) Daerah
[Kabupaten /Kota

549.326.390,00] 1.306.513.755,00]

1.122.101.456,00 3.967.163.378,00|

|Persentase OPD yang
'memenuhi Standar Layanan
Publik

19.968.763.819,00 8.937.107.544,00 3.236.765.320,00 426.221.755,00] 903.975.044, 914.865.123,00 12.904.270.922,00

[Monitoring Opini dan Jumlah Dokumen Hasil E:E:nikasi
2|16 2 (2.01) 2 |y etk Monitoring Opini dan Aspirasi | Dokumen | 24 | 10.328.710.000,00( 0 4.831.915.486,000 12 | 1.555.562.323,00( 3 173.218.000,00[ 2 616.762.255,00) 3 596.721.966,00| 3 770.536.816,00, 11 2.157.239.037,00{ 92% [139%| 11 | 6.989.154.523,00] 46% | 68% |7
Publik Informatika
[Pengelolaan Konten lJJumlah Dokumen Hasil Dinas
2|16 2 |2.01| 4 ;‘;“.P erencanaan - |Pengelolaan Kontendan | poyymen |24 6.155.192.000,00, 0 2.885.488.387,00] 12 | 1.173.923.328,000 3 | 201.986.120,00 2 197.948.754,00) 3 239.555.757,00, 3 681.301.715,00] 11 1.320.792.346,00{ 92% |113%| 11 | 4.206.280.733,00 46% | esv |Somunikasi
edia Komunikasi [Perencanaan Media Komunikasi dan
[Publik [Publik Informatika
Dinas
2|16| 2 [2.01] 6 [Pelayanan Informasi. umlah Dokumen Hasil Dokumen | 24 857.480.819,00 0 356.151.919,00] 12 250.664.450,00] 3 32.117.635000 2 4492003500 3 37.523.40000( 3 128.600.425,000 11 243.170.495,00 92% | 97% | 11 599.322.414,00] 46% | 70v |Somunikasi
elayanan Informasi Publik dan
Informatika
Kemitraan dengan lJJumlah Dokumen Kemitraan E:Jnma:nikasi
216| 2 |2.01 8 [Pemangku 9 Pemanglt Kepentl Dokumen | 24 1.161.303.000,00( 0 330.174.442,00| 12 135.415.219,00 3 9.450.000,00 2 9.000.000,00] 3 8.614.000,00] 3 107.452.500,000 11 134.516.500,00| 92% [ 99% | 11 464.690.942,00( 46% | 40% |4
Kepentingan engan Pem: u Kepentingan Ian .
nformatika
Penyelenggaraan |JJumlah Dokumen Kemitrlaan Dinas
Hubungan [dengan Masyarakat, Media dan Komunikasi
2(16] 2 [2.01[12 1208 ia dan[Komunitas dalam Dokumen | 24 1.466.078.000,000 0 533.377.310,00 12 121.200.000,00 3 9.450.000,00 2 35.335.000,00) 3 32.450.000,00] 3 34.210.000,00] 11 111.445.000,00| 92% | 92% | 11 644.822.310,00( 46% | 44% |40
Y > B [Mendiseminasikan Informasi .
[Kemitraan Komunitas Program atau - Informatika
|Persentase perangkat daerah
PROGRAM lyang nlinhgl tc:::kmlehi di
2(16( 3 _u,m“s';"“" latau menggunakan akses % 100 (43.717.933.600,00 100 [19.292.912.684,00( 100 [19.138.006.560,00| 100 3.166.008.341,000 100 [4.616.809.587,00 100  (4.754.642.294,00[ 100 [7.082.804.144,000 100 [19.620.264.366,00[100%/103%| 100 [38.913.177.050,00 100% | 89%
INFORMATIKA linternet yang diamankan
lyang disediakan oleh Dinas
|Kominfo

[Penatalaksanaan dan

[Jumlah Dokumen
F Nama

[Domain dan Sub
[Domain dalam

P dan
[Pengawasan Nama Domain dan
[Sub Domain dalam

[Pemerintahan Daerah
[Kabupaten /Kota

Per Pemerintahan
[Daerah Kabupaten/Kota

326.800.000,00)

97.898.250,00]

100.000.000,00)

16.056.891,00

11.974.336,00)

21.924.726,00)

49.996.133,00]

99.952.086,00)

100%)|

197.850.336,00]

Dinas
[Komunikasi
dan
Informatika

[Penyelenggaraan
Sistemn Jaringan Intra
[Pemerintah Daerah

|JJumlah Sistem Jaringan Intra
[Pemerintah Daerah

21.491.747.600,00]|

9.610.346.848,00]

14.900.000.000,00|

82 | 2.482.982.000,00)

3.724.473.000,00]

3.724.473.000,00]

5.530.514.000,00|

15.462.442.000,00]

100%)|

3000 | 25.072.788.848,00]

1829%

117%

Dinas
Komunikasi
d:

Informatika

[Penatalaksanaan dan |Jumlah Dokumen Hasil
F - P dan Dinas

2.02 }g,‘“’emme“‘ dalam Pengawasan E -Government Dokumen 4 14.278.200.000,00| 6.151.305.967,00[ 1 2.776.480.000,00| 0 460.536.105,00 0 694.513.481,00) 0 688.241.323,00] 1 924.311.423,00 1 2.767.602.332,00{100%|100%| 3 8.918.908.200,00 75% | 620 |Komunikasi

enyelenggaraan dalam Penyelenggaraan dan

[Pemerintahan Daerah |Pemerintahan Daerah Informatika
K 1/Kota Kabupaten/Kota
[Penyelenggaraan [Jumlah Dokumen Hasil Dinas

2.02| 4 [Sistem Komt Penyelenggaraan Sistem Dokumen 2 1.855.000.000,00] 991.453.621,00] 1 273.700.000,00( 0 48.832.130,00 0 54.568.405,00 0 71.034.075,00 1 94.065.305,00 1 268.499.915,00{100%| 98% | 1 1.250.953.536,00| 50% | 68% [Komunikasi
intra Pemerintah Komunikasi Intra Pemerintah d
Daerah Daerah Informatika
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[Peningkatan
[Pemahaman dan
[Pengetahuan

lJJumlah SDM yang Memahami

[Pengembangan o Dinas
|Aplikasi dan Proses  [JumIah Aplikasi dan Proses Komunikasi
2[16] 3 [2.02| 7 D o o mtahan |Bisnis Pemerintahan Berbasis Unit 20 1.840.000.000,00( 14 | 1.183.626.044,00( 3 475.942.000,00{ 0 49.308.715,00 0 35.445.365,00) 3 125.845.170,00 3 173.061.505,00 3 383.660.755,00(100%| 81% | 17 | 1.567.286.799,00( 85% | 85% [;°n
Berbasis Elektronike | cKtronik yang Dikembangkan Informatika
Penyelenggaraan Jumiah Layanan Publik yang Dinas
2[16| 3 |2.02| 8 [sistem Penghubung zﬁ'ﬂz:ﬁ‘g‘;i;i‘;%‘;:s‘em layanan 6 1.350.380.960,00| 2 488.583.156,00[ 2 180.778.560,00[ 0 27.300.000,00, 0 18.200.000,00 2 27.300.000,00] 2 107.867.778,00) 2 180.667.778,00100%|100%| 4 669.250.934,00] 67% | 49% §°m‘m'k“s’
Layanan Pemerintah {50 = o0 S 0 oh Informatika
pengeilaa Bioiiem [l Dokumen Program i s
2|16| 3 |2.02| 9 [Kabupaten/Kota Ditmp e asikan Sesua Dokumen 2 1.404.605.000,00( 0 461.549.400,00 1 76.906.000,00| 0 000 o0 13.590.000,00 0 10.303.000,00( 1 88.638.000,00) 1 112.531.000,00|100%|146%)| 1 574.080.400,00( 50% | 41% [4oN
[Cerdas dan Kota " .
Cerdas [dengan Masterplan Smart City Informatika
Penge‘m‘bangan dan |[Jumlah Dokumen Pelaksanaan .
P 1 Sumber p " dan P 1ol Dinas
2[16[ 3 |2.02|1 Eﬂ‘:ﬁz‘ﬂ‘f Sumber Daya Teknologi Dokumen 2 636.000.000,00 0 186.000.000,00[ 1 35.000.000,00] 0 2.992.500,00] 0 12.045.000,00 0 7.521.000,00] 1 12.350.000,00 1 34.908.500,00/100%[100%)| 1 220.908.500,00 50% | 35% K"I‘:‘““‘k”‘
1 ¢ Informasi dan Komunikasi .
[Komunikasi Pemerintah Daerah Informatika
[Pemerintah Daerah
gi':ier:::nm Chief lJJumlah Dokumen Pengelolaan Eg;:z.nikasi
216| 3 |2.02[1 ) Government Chief Information | Dokumen 4 526.200.040,00| 2 122.149.398,00[ 1 319.200.000,00{ 0 78.000.000,000 0 52.000.000,00) 0 78.000.000,00[ 1 102.000.000,00 1 310.000.000,00{100%| 97% | 3 432.149.398,00 75% | 82%
Information Officer Officer (GCIO) dan
(GCIO) Informatika
gggmﬂ DAN |Persentase jumlah koperasi
2(17] 5 DRTIAR vang disetujui permohonan % 75 | 2.669.246.100,000 0 | 1.074.386.070,00 75 460.790.000,00( 0 0,00 o 197.955.000,00( 100 133.988.000,00( 75 125.021.000,00, 75 456.964.000,00(100%| 99% | 75 | 1.531.350.070,00( 100% | 57%
PERKOPERASIAN _[Persertifikat NIK

Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi

 KOPERASI

[Perkoperasian serta P i Perk N Orang 1100 2.669.246.100,00| 264 1.074.386.070,00| 300 460.790.000,00, O 0,00 185 197.955.000,00| 60 133.988.000,00 120 125.021.000,00] 365 456.964.000,00(122%| 99% | 629 1.531.350.070,00| 57% 57% Usaha Kecil
Kapasitas dan engetahuan Perkoperasian saha Kecil -
[Kompetensi SDM Dan Meneng;
[Koperasi
e
ggm AYAAN DAN| |Persentase koperasi yang
PERLINDUNGAN dibina dan jenis usahanya % 2,5 625.589.500,00( O 286.174.039,00| 2,5 180.804.100,000 0 900.000,00| o 116.238.400,00| o 20.015.500,00| 3 14.210.000,00 3 151.363.900,00(120%| 84% ( 3 437.537.939,00| 120% | 70%

[bertambah

[Pemberdayaan
[Peningkatan
[Produktivitas, Nilai |[Jumlah Unit Usaha yang
|Tambah, Akses Pasar, [Produktif, Bernilai Tambah,
|Akses Pembiayaan, [Memiliki Akses Pasar, Akses Dinas Tenaga
217| 6 [2.01( 1 [ Sn8U2 ;e{“b’fyaa"'lpl";‘;fl‘a‘;":ﬁ unit usaha | 564 625.589.500,00] 306 286.174.039,00| 130 180.804.100,00 0 900.000,00 0 116.238.400,00( 120 20.015.500,00( 10 14.210.000,00 130 151.363.900,00(100%/ 84% | 436 437.537.930,000 77% | 70% [Sea Koperasi
Standarisasi, dan [Dan Menengah
Standarisasi, dan [Restrukturisasi Usaha Koperasi
[Restrukturisasi Usaha |Kewenangan Kabupaten/Kota
[Koperasi Kewenangan
[Kabupaten /Kota
EROGRAM |Persentase Usaha Mikro
2(17| 8 [PENGEMBANGAN dibina e naik % 8 2.378.413.520,00, O 1.161.069.300,00| 7,33 202.295.406,00| O 17.029.300,00| o 40.311.768, o 71.054.451,00( 5,54 72.930.806,00( 5,54 201.326.325,00( 76% |100%( 6 1.362.395.625,00| 69% 57%
lUMEM yang beromzet
i Usaha Mikro
[Menjadi Usaha Kecil ~ |Jumlah Unit Usaha Mikro yang Dinas Tenaga
dalam Pengembangan [Terfasilitasi dalam Kern K. Zﬁasi
2|17| 8 |12.01| 1 [Produksi dan [Pengembangan Produksi dan Unit Usaha | 420 2.378.413.520,00| 254 1.161.069.300,00 60 202.295.406,00, O 17.029.300,00 48 40.311.768,00] 30 71.054.451,00 0 72.930.806,00 78 201.326.325,00|130%(100%| 332 1.362.395.625,00| 79% 57% a, ©op!

Pemasaran,, SDM, serta|
[Desain dan Teknologi

P , Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi

Usaha Kecil
[Dan Menengah
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2[18] e PEAAN AN |dokumen perencanaan persen | 100 64.312.500,00 100 79.478.636,00 100 34.700.000,00) 0,00 100 350.000,000 © 34.700.000,00 © 1.050.000,00, 100 36.100.000,00/100%(104%| 200 |  115.578.636,00] 200% | 180%
lIpenanaman modal
Dinas
e et g [Jumlah Peta Potensi Investasi enanaman
2|18] 2 2.02| 2 [PLers 8 |dan Peluang Us Dokumen | 2 64.312.500,00 1 79.478.636,00 1 34.700.000,00 000 1 350.000,00 0 34.700.000,00( 0 1.050.000,00 1 36.100.000,00/100%|104%| 2 115.578.636,00( 100% | 180% [0 20
[Kabupaten/Kota [Kabupaten/Kota Terpacu Satu
intu
2|18 O T OVOS] |Persentase investor s % 39 306.663.900,000 33 | 475.477.478,000 40 | 308.848.200,00| 21.283.159,000 32 134.646.000, 0 64.602.046,00 8 73.813.000,000 40 294.344.205,00/100%| 95% | 73 | 769.821.683,00 187% | 251%
Dinas
] S Fethomen
o[18] 3 [2.01(2 Kegiatan Promosi Penanaman | Dokumen | 2 306.663.900,00 0 475.477.478,00] 1 308.848.200,00) 21.283.159,000 1 134.646.000,00, 0 64.602.046,00 0 73.813.000,00] 1 294.344.205,00{100%| 95% | 1 760.821.683,00 50% | 251%
[Modal Daerah Modal Kabupaten/Kota Pelayanan
[Kabupaten /Kota Terpadu Satu
Pintu
PROGRAM
2[18] PELAYANAN % 95 | 2.733.930.000,00 100 | 1.120.081.006,00 90 | 798.175.500,00) 121.171.645,000 99,62 | 172.699.938,00| 99,55 | 268.994.118,00| 99,87 | 217.899.090,00| 99,87 | 780.764.791,00{111% 98% | 200 | 1.900.845.797,00] 210% | 70%
PENANAMAN MODAL |Perizinan Terselesaikan
.lf‘:nyeg‘ila;xelﬁlﬁzg;gnaréaann lJJumlah Pelaku Usaha yang Dinas
rpadu | .. [Mendapatkan Pelayanan [Penanaman
Nonperizinan Berbasis [Terpadu Perizinan dan Non Modal dan
2|18| 4 [2.01] 1 [Sistem Pelayanan  [1°P2 nan da Pelaku Usaha| 3800 | 1.096.843.000,00 0 608.040.563,00{ 4000 |  227.314.000,00) 41.758.900,00 1712 78.400.950,000 4322 53.106.540,00 9139 53.250.110,00 4322 226.516.500,00(108%(100%| 4322 | 834.557.063,00| 114% | 76% [MoC
Perizinan Berusaha erizinan Berl asis istem [Pelayanan
N N [Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Satu
|Terintegrasi Secara
Elektronik [Terintegrasi Secara Elektronik Pintu
Pemantauan l[Jumlah Kegiatan Usaha dari Dinas
B [Pelaku Usaha yang Mendapat [Penanaman
Pemenuhan Komitmen [Pemantauan Pemenuhan Kegiatan Modal dan
2(18] 4(2.01] 2 |Perizinan dan Non  [pemantauan Pemenuban | Kegiat 860 | 1.018.287.000,00 ©0 441.933.533,00] 240 |  222.501.500,00) 41.948.22000 66 79.685.788,00| 175 53.188.000,00( 153 45.989.730,00( 394 220.811828,00(164%( 99% | 304 |  662.745.361,00 46% | 65% [Mo
Perizinan Penanaman omitmen er_lz‘lna.n EIUS: S a elayanan
Modal dan Non Perizinan Penanaman Terpadu Satu
[Modal Pintu
I’;i:}gﬂ::‘:? dl:}]yanan lJJumlah Orang yang Dinas
Pengelolaan [Memperoleh Layanan [Penanaman
2|18| 4 2.01| 3 [Pengaduan Masyarakat[Sonsuiiasi dan Terkelolanya Orang 80 618.800.000,000 0 70.106.910,00 30 348.360.000,00) 37.464.525000 10 14.613.200,00] 10 162.699.488,000 10 118.659.250,00 30 333.436.463,00|100%| 96% | 30 403.543.378,000 38% | 65% [Modaldan
ITerhadap Pelayanan engaduan Masyarakat [Pelayanan
ITerpadu Perizinan dan [Terhadap Pelayanan Terpadu Terpadu Satu
No;p;e izinan [Perizinan dan Non Perizinan Pintu
Jumlah Perusahaen yang perusahaan 1.919.970.000,00] 126 | 788.433.486,00 110 | 462.675.000,00 47.017.000,00 6 128.992.700,00 110 143.972.500,00 18 | 114.891.508,00 134 434.873.708,00122%| 94% | 260 | 1.223.307.194, 01| 64%
PENANAMAN MODAL
Koordinasi dan Dinas
Sinkronisasi lJJumlah Pelaku Usaha yang Modal dan
2[18] 5 [2.01 2 [Pembi dapatkan Pembinaan Pelaku Usaha| 600 | 1.829.970.000,00 0 742.891.136,00] 350 |  420.273.500,00) 40.670.000,00( 145 118.412.700,00 427 133.606.000,00 123 100.052.508,00( 427 392.741.208,00120%( 93% | 427 | 1.135.632.344.00 71% | 62% [Nod
Modal
[Penanaman Modal Tlerpadu b
Pintu
[Koordinasi dan Dinas
si ]r omsalsx lJJumlah Kegiatan Usaha dari [Penanaman
2|18 5 |2.01 3 [Pengawasan Pelaku Usaha yang Melakukan | - kegiatan |, 90.000.000,00{ 0 45.542.350,00] 20 42.401.500,00) 6.347.000,000 9 10.580.000,00 12 10.366.500,00] 28 14.839.000,00 12 42.132.500,00] 60% | 99% | 12 87.674.850,000 30% | 979 |Modaldan
[Koordinasi dan Sinkronisasi usaha Pelayanan
Pelaksanaan o [per Terpadu Satu

Pintu
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PROGRAM

PENGELOLAAN DATA

DAN SISTEM ;‘;::::”"’“"&f““:ii % 615.661.400,00{ 100 | 160.829.750,00| 100 | 198.248.500,00 29.143.200,00) 90.342.000,000 100 31.345.000,00) 37.033.200,00) 187.863.400,00/100%)| 95% 348.693.150,00 200% | 57%
INFORMAST SecarsiElektic

PENANAMAN MODAL

[Pengolahan, Penyajian
[dan Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perizinan dan Non

[Jumlah Data dan Informasi Dinas
[Perizinan dan Non Perizinan Penanaman

(18] 6 |2.01| 1 [Perizinan Berbasis ~ [BerPasis Sistem Pelayanan | o1 ey | g 615.661.400,000 0 160.829.750,00] 2 198.248.500,00] 0 20.143.200,00 1 90.342.000,00 1 31.345.000,00] 0 37.033.200,00 2 187.863.400,00{100%| 95% | 2 348.693.150,00| 50% | 579 [Modaldan
. Perizinan Berusaha Terintegrasi Pelayanan
Sistem Pelayanan s 1 p iolat
[Perizinan Berusaha ccara Ele ronix yang Diolah, Tf:rpadu Satu
Dikaji dan Dimanfaatkan Pintu

|Terintegrasi Secara
[Elektronik

[PROGRAM
PENGEMBANGAN |Prosentase peningkatan
KAPASITAS DAYA Ipengembangan kapasitas daya 2.666.700.000,00 1.220.188.762,00| 475.000.000,00| 104.740.600,00| 84.533.228,00| 272.360.100,00| 8.080.000,00 469.713.928,00 1.689.902.690,00|

SAING KEPEMUDAAN [$2i18 kepemudaan

[Peningkatan Dinas
[Kepemimpinan, lJJumlah pemuda yang mendapat| Kebudayaan,
[Kepeloporan dan Ipelatihan manajemen 2.666.700.000,00] 1.220.188.762,00 100 475.000.000,00] 104.740.600,00 84.533.228,00] . . 8.080.000,00] 469.713.928,00( 78% | 9 1.689.902.690,00| 64% 6 Pariwisata,
[Kesukarelawanan organisasi kepemudaan Kepemudaan
[Pemuda [dan Olah Raga
[PROGRAM
[PENGEMBANGAN |Prosentase peningkatan
[KAPASITAS DAYA Ipengembangan kapasitas daya 12.433.197.280,00 10.470.919.397, 7.493.389.861,00| 954.328.577,00| 515.134.482,00 2.582.474.700,00 3.345.799.992,00| 7.8397.737.751,00, 0% |99% 17.868.657.148,0!
[SAING |saing keol
[KEOLAHRAGAAN

[Koordinasi,
Sinkronisasi dan Dinas
Pelaksanaan lJJumlah sarana prasarana sarana Kebudayaan,
2|19| 3 |2.01| 3 [Penyediaan Sarana . 12 12.433.197.280,00| 5 3.943.363.338,00( 3 3.015.546.361,00, 0 697.501.202,00 3 347.558.482,00 0 240.179.500,00 0 1.696.848.092,00 3 2.982.087.276,00|100%| 99% 8 6.925.450.614,00| 67% 56% |Pariwisata,
olahraga yang terfasilitasi prasarana
[dan Prasarana Kepemudaan
(Olahraga idan Olah Raga

[Kabupaten /Kota

Dinas
Ezfg:izgig:ra;a;ekan |JJumlah penyelenggaraan event Kebudayaan,
2|19| 3 |2.02| 2 Olihraga Tingkat olahraga prestasi tingkat Event 12 7.376.120.000,00| 2 2.593.926.175,00( 3 1.658.000.000,00] 1 216.909.000,00] 0 25.400.000,00] 1 1.158.511.200,00 1 254.890.800,00] 3 1.655.711.000,00/100%(100%| 5 4.249.637.175,00[ 42% 58% |Pariwisata,
Kabupaten,/ Kota daerah Kepemudaan
idan Olah Raga
Dinas
[Pengembangan lJumlah Organisasi Hasil Kebudayaan,
2|19| 3 |2.04| 2 [Organisasi P e Organisasi 1 7.500.000.000,00] O 3.627.260.635,00( 1 2.203.843.500,00] 0 0,00 0 0,00 0 1.000.000.000,00 1 1.144.482.100,00 1 2.144.482.100,00|100%| 97% 1 5.771.742.735,00| 100% | 77% [Pariwisata,
[Keolahragaan engembangan Keolahragaan Kepemudaan
ags P
idan Olah Raga
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©

Y]

120

[S]
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Y]

21|

3(2.05|1

2(2.01]1

Penyelenggaraan,
[Pengembangan dan [Jumlah event festival olahraga Festival
lan Festival d diseler ) Olahraga
Olahraga Rekreasi
[PROGRAM
[PENYELENGGARAAN [Jumlah kompilasi statistik oEamen
[STATISTIK Isektoral yang dilakukan
[SEKTORAL
[Koordinasi dan [Jumlah Dokumen Koordinasi
Sinkronisasi [dan Sinkronisasi P 1
Pengumpulan an onisasi Pengumpulan,
‘ [Pengolahan, Analisis dan Dokumen

[Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral

[PROGRAM

Diseminasi Data Statistik
[Sektoral

|Persentase OPD yang
' menggunakan layanan
Ipersandian untuk

[Pelaksanaan
K¢ Informasi

[Pemerintahan Daerah
[Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik
[dan Non Elektronik

lJJumlah Laporan Pelaksanaan
[Keamanan Informasi
[Pemerintahan Daerah
[Kabupaten/Kota Berbasis
[Elektronik dan Non Elektronik

Laporan

5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 e 14=6+12 15=14/5 x 100%)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K§% 1(‘,;) K Rp. K (%) |RP. (%)

100

5.300.000.000,00[ 4

1.208.128.000,00, O

1.208.128.000,00[ 1

1.645.502.695,00[ 100

550.000.000,00]

306.369.249,00)

408.885.019,00|

408.885.019,00)

409.071.269,00

100

616.000.000,00]

125.000.000,00|

125.000.000,00)

292.872.000,00|

41.752.000,00]

]

o

]

o

39.918.375,00

7.753.700,00

7.753.700,00

6.738.000,00|

3.012.000,00

142.176.000,00

3.273.500,00

3.273.500,00)

1.945.000,00

1.105.000,00)

183.784.000,00)

1.160.000,00]|

1.160.000,00

88.817.175,00

100

249.579.000,00)

111.239.500,00

111.239.500,00|

187.392.700,00

36.322.100,00]

100

615.457.375,00]

123.426.700,00|

123.426.700,00)

284.892.875,00

100%)|

100%]

100%)|

100%]

41.639.100,00)

100%)

99%

99%

97%

100%)|

100

921.826.624,00)

532.311.719,00]

532.311.719,00]

693.964.144,00|

99.570.600,00]

58%

50%

100%

100%

17%

44%

44%

42%

Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan
dan Olah Raga

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
d:

an
Informatika

[Penyediaan Layanan
[Keamanan Informasi
[Pemerintah Daerah

[Kabupaten /Kota

lJJumlah Perangkat Daerah yang
[Telah Menggunakan Layanan
[Keamanan Informasi

Perangkat
Daerah

1.095.502.695,00]

840.000,00]

87.617.175,00

151.070.600,00]

594.393.544,00]

100%

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

3(2.01]1

[Peningkatan
[Pendidikan dan
[Pelatihan Sumber
[Daya Manusia
[Kesenian Tradisional

l[Jumlah seniman yang

mendapat pembinaan Orang/Group|

90

975.000.000,00| O

246.447.060,00)

45

50.000.000,00]|

o

0,00

22

14.000.000,00]

23.360.000,00)

50

12.523.250,00

72

49.883.250,00)

160%)|

100%

72

296.330.310,00)

80%

[Pelindungan, Dinas
[Pengembangan, lJumlah obyek pemajuan Kebudayaan,
2|22| 2 |2.02| 1 [Pemanfaatan Objek lbudaya 4 d'p Jfaatkan Budaya 37 6.700.000.000,00| 19 3.552.051.073,00[ 10 1.637.100.000,00] 0 39.018.500,00 3 564.777.000,00] 662.805.000,00 3 349.224.000,00] 6 1.615.824.500,00| 60% | 99% | 25 5.167.875.573,00| 68% 77% |Pariwisata,
[Pemajuan Tradisi yayang Kepemudaan
[Budaya dan Olah Raga
[Pemberian
[Penghargaan kepada Dinas
z:::f:kB}:' Egﬁ:g:&:istasl l[Jumlah Pihak yang Berprestasi Kebudayaan,
2|22] 2 12.02| 3 Luar Biasa Sesuai atau Berkontribusi dalam Orang/Group| 40 1.900.000.000,00, 0 896.544.265,00( 20 270.000.000,00, O 0,00 0 0,00 260.115.000,00 0 9.600.000,00] 0 269.715.000,00 0% [100%| O 1.166.259.265,00| 0% 61% |Pariwisata,
. N [Pemajuan Kebudayaan Kepemudaan
engan Prestasi dan dan Olah Raga
[Kontribusinya dalam
[Pemajuan Kebudayaan
[PROGRAM
2|22 3 mngmmem ::::‘t‘:‘k'::'ml g "“""dgi‘l b % 100 | 975.000.000,000 O 246.447.060,00| 100 50.000.000,00| 0 000 o 14.000.000,00 23.360.000,00, 0 12.523.250,00 0 49.883.250,00| 0% [100%| © 296.330.310,00, 0% | 30%

30%

Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Kepemudaan
dan Olah Raga
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[PROGRAM

[Persentase perpustakaan

5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13;1)(2){/07" 14=6+12 15=14/5 x 100%|
1 2 3 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kg% i | = Rp. K (%) | RP. (%)
;gsgmmn DAN |Jumlah cagar budaya dan
2(22( 5 EERGETOITAL WBTB yang berpotensi Obyek 6 808.200.000,00 2 282.450.570,00) 2 50.000.000,00, 0O 0,00 o 13.842.400,000 © 29.885.000,00 4 6.115.500,000 4 49.842.900,00/200%(100%| 6 332.293.470,00 100% | 41%
CAGAR BUDAYA lmenjadi destinasi wisata
BengelolamniCagan |[Jumlah cagar budaya yang
2(22( 5 [2.02] [Budaya Peringkat Obyek 20 808.200.000,00( 10 282.450.570,00 20 50.000.000,00( 0 000 o 13.842.400, 0 29.885.000,00, 4 6.115.500,000 4 49.842.900,00| 20% [100%| 14 332.293.470,00 70% | 6%
/Kota dikembangkan
Dinas
Kebudayaan,
2[22| 5 [2.02| 2 ;i‘:g}f:banga" Cagar ‘;ﬁ;‘}f‘i‘ngg‘“ budaya yang Obyek 20 808.200.000,00 10 282.450.570,00 20 50.000.000,00| 0 0,00 8 13.842.400,00) 0 29.885.000,00] 4 6.115.500,00( 12 49.842.900,00| 60% [100%| 22 332.293.470,00| 110% | 41% |Pariwisata,
Kepemudaan

dan Olah Raga

[Dimiliki oleh
Masyarakat untuk
Dilestarikan dan
Didayagunakan

naskah kuno

sebagai bahan akuntabilitas
kinerja, alat bukti yang sah

2(23] 2 PEMBINAAN sesuai standar nasional % 5,95 | 3.961.075.499,00 5,8 | 1.797.838.631,00| 6,0 [ 949.099.000,00, 0 | 200.715.000,00, 0 165.125.361,00) o 191.015.500,00[ 5,8 364.525.132,00, 5,8 921.380.993,00/97% |97% | 6 | 2.719.219.624,00) 101% | 69%
[PERPUSTAKAAN [perpustakaan
Perpustakaan Tingkat |
2[23] 2 [2.01 [ SPC perpustakaan oleh % 4,9 | 1.436.090.499,00 4 904.777.619,00| 4,6 | 291.040.000,00 0 79.772.500,000 0 69.055.361,00) o 43.620.000,00 4,7 93.922.132,00( 4,7 286.369.993,00/102%| 98% | 9 | 1.191.147.612,00| 178% | 20%
/Kota 'masyarakat
Jumlah Layanan Perpustakaan
Pengembangan dan  |Elektronik yang Dikembangkan binas
o[23| 2 |2.01 1 |[Pemeliharaan Layanan \dengan Manajemen Layanan = | 1,0. 148 1.436.090.499,00 0 904.777.619,00 74 291.040.000,00| 24 79.772.500,00 50 69.055.361,00) 0 43.620.000,00, 0 93.922.132,00| 74 286.369.993,00/100%| 98% | 74 1.191.147.612,00| 50% | 83% [Perpustakaan
[Perpustakaan ITIK Berbasis 1S020000 (ITSM : :
- ‘ . dan Kearsipan
Elektronik [Information Technology Service
Management )
|JJumlah Bahan Perpustakaan
[Pengelolaan dan lyang Dilakukan Pengelolaan Dinas
2|23( 2 |2.01| 9 |Pengembangan Bahan |dan Pengembangan untuk Eksemplar | 13700 650.190.000,00| 2583 197.089.210,00| 2400 66.800.000,00, O 0,00 0 600.000,00] 1170 66.019.150,00f 1170 0,00} 2340 66.619.150,00[ 98% [100%| 4923 263.708.360,00| 36% 41% |Perpustakaan
[Pustaka [Mewujudkan Keberagaman dan Kearsipan
Koleksi Perpustakaan
[Pembudayaan Gemar
2(23] 2 |2.02) g::::’;“ Tingkat ;::":hm?;'g“m“" kali 80 | 2.524.985.000,00 20 893.061.012,00 20 658.059.000,00, 0 | 120.942.500,00, 3 96.070.000,00| 4 147.395.500,00( 13 270.603.000,00( 20 635.011.000,00{100%| 96% | 40 | 1.528.072.012,00[ 50% | 25%
/Kota
Sosiaisasi Budaya
Baca dan Literasi pada [Jumlah Lokus Pembudayaan binas
2[23| 2 |2.02| 1 [Satuan P no K an dan lokus 2600 | 2.324.985.000,00[ 0 893.061.012,00| 2600 558.059.000,00| 325 |  120.942.500,00) 92.930.000,00( 218 106.485.500,00 378 221.333.000,00( 921 541.691.000,00( 35% | 97% | 921 | 1.434.752.012,00] 35% | 62% |Perpustakaan
Dasar dan Pendidikan [Literasi pada Satuan 4 °
an Kearsipan
Khusus serta Pendidikan
Masyarakat
[Jumlah perpustakaan berbasis Di
Pengembangan Literasi|inklusi sosial di Wilayah nas
2[23] 2 |2.02| 4 |5 ! b perpustakaan| 2 200.000.000,00 1 100.000.000,00[ 0 0,00 1 3.140.000,00 0 40.910.000,00 0 49.270.000,00 1 93.320.000,00{100% 93% | 1 93.320.000,00| 50% | 47% [Perpustakaan
erbasis Inklusi Sosial [Kabupaten/Kota yang ;
. dan Kearsipan
dikembangkan
;gs:gm Persentase koleksi nasional
2(23] 3 KOLEKS‘“I NmA“s'mNAL dan naskah kuno yang % 38 372.375.876,00| 35 97.495.500,00| 37 128.037.656,00, 0 33.648.500,000 0 16.146.000,00 o 9.325.000,00( 37 44.510.000,000 37 103.629.500,00/100%| 81% | 72 201.125.000,00) 189% | 54%
DAN NasKAH KuNo |dilestarikan
|Pelestarian Naskah  [Jumlah karya cetak dan karya|
223 3 2.01| |Kuno Milik Daerah  [rekam koleksi daerah yang Eksemplar | 519 372.375.876,00| 168 97.495.500,00( 178 | 128.037.656,00( O 33.648.500,000 0 16.146.000, 20 9.325.000,00( 83 44.510.000,00( 103 103.629.500,00| 58% | 81% | 271 | 201.125.000,00 52% | 28%
/Kota
Peningkatan Peran
j;;;fn'ﬁiy?:k:éan Uumlah kegiatan peningkatan Dinas
2[23] 3201 1[50 o e P eaturian, [Peran serta masyarakat dalam orang 4 330.000.000,00] 0 97.495.500,00] 2 106.849.718,00( 0 33.648.500,00 2 13.771.000,00 0 0,00 © 38.185.000,00 2 85.604.500,00{100% 80% | 2 183.100.000,00( 50% | 55% [Perpustakaan
o *|pelestarian naskah kuno dan Kearsipan
dan Pendaftaran
Naskah Kuno
Pengembangan,
Pengolahan dan
Pengalihmediaan ’
Naskah Kunoyang  [Jumilah pengadaan/akuisisi Dinas
2[23] 3 |2.01| 2 Eksemplar | 4 42.375.876,00( 0 0,00 2 21.187.938,00, 0 0,00 4 2.375.000,00 3 9.325.000,00( 3 6.325.000,00 3 18.025.000,00[150%| 85% | 3 18.025.000,00| 75% | 43% [Perpustakaan

ITingkat ketersediaan arsip

dan Kearsipan

2|24 2 PROGRAM [ Ty skor 90 | 2.581.457.105,000 85 | 1.027.017.095,00| 88 705.708.673,000 0 | 155.998.700,000 o0 175.754.165,00| ) 116.250.600,00, 85 240.094.142,00 85 688.097.607,00( 97% | 98% | 170 | 1.715.114.702,00| 189% | 66%
OLAAN ARSIP (Pasal 40 dan Pasal
59 Undang-Undang Nomor 43
tahun 2009 tentang
Arsip Arsip Di i
2(24] 2 [2.01| [Dinamis Daerah vang telah dibuatkan daftar % 100 | 1.320.740.815,00 100 | 570.774.338,00( 100 | 363.150.000,000 O | 45.227.000,000 O 86.464.165, o 69.138.600,000 100 | 148.626.142,000 100 349.455.907,00(100%| 96% | 100 | 920.230.245,00| 100% | 26%
Kabupaten/Kota larsip
Pemeliharaan dan Uumlah Naskah Dinas yang Dinas
2|24| 2 |2.01 2 |[Penyusutan Arsip Dilakukan Pemeliharaan dan berkas  [118000| 1.320.740.815,000 0 570.774.338,00{58000|  363.150.000,00/4395|  45.227.000,00| 24166 86.464.165,00| 17729 69.138.600,00| 18762 148.626.142,00 65052 349.455.907,00|112%| 96% [65052|  920.230.245,00 55% | 70% |Perpustakaan
Dinamis Penyusutan dan Kearsipan
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|ALuisisi, Pengolahan, [Jumlah Arsip Statis yang Dinas
2[24| 2 [2.02| 2 |Preservasi, dan Akses Preservasi dan :llis’eseArgs? ’ arsip 530 1.260.716.290,00, O 456.242.757,00| 260 342.558.673,00| 93 110.771.700,00 198 89.290.000,00] 43 47.112.000,00 63 91.468.000,00] 198 338.641.700,00| 76% | 99% | 198 794.884.457,00| 37% 63% |Perpustakaan
|Arsip Statis Statie P ldan Kearsipan
ITingkat keberadaan dan
|keutuhan arsip sebagai bahan
[PROGRAM pe;t:knggung Jjawaban setiap
AN |as]
g;;’EMMATANDm dan bernegara untuk skor 8,8 499.291.000,00| 8,5 114.659.915,00| 8,6 162.762.100,000 0 72.028.400,00| o 77.019.900,00| o 9.718.000,00| o 0,00 8,5 158.766.300,00( 99% | 98% 9 273.426.215,00| 98% 55%
|kepentingan negara,
RESE Ipemerintahan, pelayanan
Ipublik dan kesejahteraan
rakyat
g:;:il;ian, Penetapan lJumlah Arsip yang Dil an
. ilaian, F dan Dinas
2|24] 3 12.01| 1 Pan Mem]'l]'.l‘(iAl;:gnsi P P 1an Arsip arsip 2100 245.390.000,00 58.068.250,00| 1000 81.211.400,00| 732 70.057.100,00( 1664 0,00 1664 78.057.100,00[166%]| 9 Perpustakaan
ﬂi Bga wah 10 (Sepuluh) ang Memiliki Retensi di Bawah [dan Kearsipan
b P! 10 (Sepuluh) Tahun
g;lgl‘(lssinam Arsip lJJumlah Arsip yang Memiliki Dinas
2|24] 3 |2.01| 2 lyang Memiliki Retensi [Retensi Di Bawah 10 Tahun berkas 2100 253.901.000,00 56.591.665,00| 1000 81.550.700,00] O 1.971.300,00] 1160 77.019.900,00] 1160 80.709.200,00(116%!| Perpustakaan
[di Bawah 10 Tahun lyang Dimusnahkan dan Kearsipan
Rata - Rata Capaian Kinerja| 99%
Rata - Rata Anggaran|
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Realisasi
PO Capaian
Kinerja dan -
Target Kinerja dan Anggaran EineTia
Urusan/ Bidang Urusan/ q q Realisasi Capaian Anggaran RKPD :l‘ingk,at Capai.@n .| RPJMD s/d .Tingkat Capaign q com Eeionskal
Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target RPJMD pada Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi | Anggaran Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Satuan Kinerja RPJMD s/d |Tahun Berjalan yang Tahun 2024
J Kegiatan Tahun 2019 s/d 2024 q q Anggaran RKPD q Anggaran Renstra PD| RKPD Penanggung
Kegiatan RKPD (2022) di Evaluasi (2023) 1 b1 hiig v = (Akhir Tahun 5 A
Tahun 2023 (%) PAK s/d Tahun 2024 (%) | yang di Jawab
PAK Pelaksanaan
Evaluasi
Renja PD
Tahun 2024) fafiun
2023
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100% 14=6+12 1523({/5 *
b
1 2) 3 4 0 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%) |RP.(%)| K Rp. K)o
b
3[25]4] :g:fmm“m”iﬁf;ﬁv“:m ::;';:::’y:““‘ produienpesikanas Ton 850 | 735.000.000,00 280 189.006.375,00| 285 | 186.241.000,00| 34 | 38.533.520,00 37 | 46.078.316,00| 38 | 32.590.380,00 60 | 67.413.101,00| 169 | 184.615.317,00] 59% | 99% | 449 | 373.621.692,00| 53% | 51%
|Jumlah pembudidaya ikan yang
dan i peny
04| Ikan |dan / RTP 500 | 735.000.000,00 O 189.006.375,00) 250 | 186.241.000,00| 38 | 38.533.520,00 30 | 46.078.316,00| 30 | 32.590.380,00| 126 | 67.413.101,00| 224 | 184.615.317,00] 90% | 99% | 224 | 373.621.692,00 45% | 25%
lusaha/kemudahan akses iptek dan
i/dan
(RTP)
Penjaminan Ketersediaan Sarana |5\ 10h Sarana Pembudidayaan Tkan dalam g:tl:‘;anan
3(25(4|2.04[3fPembudidayaan lkan dalam 1 (Satu) - TR R e Unit 12 60.000.000,00 5 18.207.540,00| 3 18.691.000,00 0 0,00 0 10.636.260,00 5 7.762.970,00 0 0,00 5 18.399.230,00| 167% | 98% | 10 36.606.770,00| 83% | 61% [ .
Daerah Kabupaten,/Kota paten/Kota angan dan
Pertanian
Pembinaan dan Pemantauan Jumlah pembudidaya yang memperoleh ;:t‘aa;anan
3|25[4{2.04 5| o e i Dt pembinaan dan pemantauan Orang 140 675.000.000,00] 0 170.798.835,00| 100 | 167.550.000,00|100| 38.533.520,00( 0 35.442.056,00] 0 | 24.827.410,00( 15 67.413.101,00| 115 | 166.216.087,00 115% | 99% | 115 337.014.922,00( 82% | 50% |,° % 4PN
embudiday: ! pembudidayaan ikan di darat gan
Pertanian
[PROGRAM PENGAWASAN
3[25]5 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  (Jumlah total gkap Ton 267 | 240.000.000,000 93 37.905.320,00, 89 | 34.510.000,00| 0 | 16.100.000,00/ 0 5.240.000,000 0 | 4.800.000,00 18,5 | 8.213.600,00 18,5 | 34.353.600,00( 21% | 100% [ 112 72.258.920,00| 42% | 30%
PERIKANAN
[Pengawasan Sumber Daya et ';:ng’ Vi I T
T = e e
3(25(5[2.01f [ Lainnn: Dapat [Pelatihan/penyuluhan dan orang 1305 | 240.000.000,00| 435 37.905.320,00| 435 | 34.510.000,00| 0 | 16.100.000,00| 75 5.240.000,00( 150 4.800.000,00( 210 | 8.213.600,00 435 | 34.353.600,00( 100% | 100% | 870 72.258.920,00| 67% | 14%
‘emngnn ya yang Dapal ipendampingan/kemitraan
[Diusahakan Dalam
lusaha/kemudahan akses iptek dan
[Kabupaten/Kota /dan
Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah dokumen hasil pengawasan Dina.
Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, [Sumber Daya Perikanan Tangkap di ot ;
25(5/2.01(1{Waduk, Rawa, dan Genangan Air ~ |wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan Dokumen 6 240.000.000,00 2 37.905.320,00] 2 34.510.000,00] 0 | 16.100.000,00 1 5.240.000,00 0 4.800.000,00 1 8.213.600,00 2 34.353.600,00 100% | 100% | 4 72.258.920,00| 67% | 30% (o2 "40CH
Lainnya yang Dapat Diusahakan  |genangan air lainnya yang dapat Pantgar.n an
dalam Kabupaten/Kota diusahakan dalam Kabupaten/Kota ertanian
3[25l6 ;gﬁsmmm"mfu;gmm Tingkat Konsumsi Makan Ikan Kgleq::'“/ tahu| 55 | 432.000.000,00( 16,9 | 777.117.512,00 16,1| 190.004.000,00] 0 | 3.735.000,00 0 | 82.879.300,00| 0 | 74.392.197,00| 17,8 | 21.422.612,00 17,8 | 182.420.109,00 111% | 96% | 35 | 959.546.621,00[218%|222%
P Mutu dan
02| ;‘::g'n‘;:h'“‘“‘“m i ::ﬂ:’:;: — :;‘I:'n':" ESagolaiidanipemazarikaniyanc orang 200 | 142.000.000,00] 133 | 521.692.839,00| 50 | 65.164.000,00] 0 | 3.735.000,00( 20 | 28.237.800,00( 1 | 24.099.100,00| 14 8.634.612,00 35 | 64.706.512,000 70% | 99% | 168 | 586.399.351,00| 84% | 46%
Mikro dan Kecil
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan
Pelaksanaan Bimbingan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Dinas
Penerapan Persyaratan atau Mendapatkan Pembinaan Terhadap et tanan
25(6[2.02|1|Standar pada Usaha Pengolahan  [Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha | Unit Usaha 60 142.000.000,00, 0 521.692.839,00( 30 65.164.000,00| 0 3.735.000,00| 30 28.237.800,00] 0 | 24.099.100,00 © 8.634.612,00] 30 64.706.512,00 100% | 99% | 30 586.399.351,00] 50% 413%[5° © “P0"
dan Pemasaran Skala Mikro dan  |pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran b tg B
Kecil Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan eranian
Risiko
:::‘y:h du:t:l‘ :ePe:yl:}ll:mml::hnn |Jumlah ketersediaan bahan baku untuk
03 | iam 1 (Sata) D:fl_ah Kabupaten [\dustri pengolahan ikan skala rumah ton 76 290.000.000,00( 30 255.424.673,00| 26 | 124.840.000,00( O 0,00 15 [ 54.641.500,00 6 | 50.293.097,000 9 | 12.788.000,00 30 | 117.722.597,00| 115% | 94% | 60 | 373.147.270,00 79% | 41%
paten/ | angga
Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku ;110 pejaicy Usaha Perikanan Skala Dinas
Usaha Perikanan Skala Mikro dan %\ . Ketahanan
25(6[2.03(20 % o 1 (Satw) Dacrah Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Pelaku Usaha 46 290.000.000,00| 23 255.424.673,00 12 | 124.840.000,00 0 0,00 0 54.641.500,00] 0 | 50.293.097,00 0 12.788.000,000 0 | 117.722.597,00 0% | 94% | 23 373.147.270,00( 50% |129%[,,° * " 0"
Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi san
Kabupaten/Kota Pertanian
3|26]2] :ﬁngmDuElsz$:;:?§:;Alel::: : ::::::t“e it B fabe 6l il % 100 |7.064.048.300,000 O 751.373.483,00 100 | 437.660.866,00| 0 | 14.596.500,000 0 | 168.386.250,00] 0 | 90.320.000,00] 100 | 163.595.165,00 100 | 436.897.915,00 100% | 100% | 100 | 1.188.271.398,00{100%| 17%
03| | ton fors :;‘::; yang Destinasi 50 [7.064.048.300,00 4 751.373.483,000 2 | 437.660.866,00( 0 | 14.596.500,00] O | 168.386.250,00 O | 90.320.000,00 2 |163.595.165,00 2 | 436.897.915,00( 100% | 100% [ 6 | 1.188.271.398,00( 12% | 6%
Dinas
Pengembangan Destinasi Pariwisata |Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang ) Kebudayaan,
26(2l2.03 ol e ikombangkan Lokasi 8 5.874.048.300,00 3 276.300.173,00] 2 50.000.000,00| 0 2.800.000,00| 2 17.190.250,00( 0 | 22.370.000,00 2 7.125.000,00] 4 49.485.250,00 200% | 99% | 7 325.785.423,00| 88% | 6% |Pariwisata,
P Kepemudaan
dan Olah Raga
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[PROGRAM PENYEDIAAN DAN

1.532.222.275,

5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 13=12/7 x 100% 14=6+12 15;1)3({/5 x
3
1 2 3 4 = 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%) [RP. ()| K Rp. K 06| o
6
Dinas
[Pemberdayaan Masyarakat dalam ~ |Jumlah lokasi yang memperoleh Kebudayaan,
26(2/2.036[Pengelolaan Destinasi Pariwisata  |pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Lokasi 38 | 1.190.000.000,00] 2 475.073.310,000 12 | 387.660.866,00] 0 | 11.796.500,00 151.196.000,000 0 | 67.950.000,000 4 | 156.470.165,00 12 | 387.412.665,00] 100% | 100% | 14 862.485.975,00| 37% | 72% [Pariwisata,
Kabupaten/Kota kemitraan usaha masyarakat Kepemudaan
dan Olah Raga
3263 :m“‘lSA‘MTl;Em‘S‘“W' e % 20 [4.850.000.000,000 0 | 1.161.394.154,00 50 [1.180.786.000,00| O 0,00 714.248.730,00| 0 |159.983.894,00| 50 |264.212.000,00 50 1'133"”4'524’3 100% | 96% | 50 | 2.299.838.778,00250%| 47%
[Pemasaran Pariwisata Dalam dan
o3| [Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi |, .y oomosi pariwisata Event 16 |4.850.000.000,000 10 | 1.161.394.154,00 4 [1.180.786.000,00 O 0,00 714.248.730,00] 0 [159.983.894,00 2 |264.212.000,00 2 |1:138:4446240 550, | 96y, | 12 | 2.200.838.778,00| 75% | 23%
[dan Kawasan Strategis Pariwisata o
[Kabupaten/Kota
Dinas
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Kebudayaan,
26(32.01[2|Pariwisata Baik Dalam dan Luar  |Jumlah promosi pariwisata Event 8 | 4.850.000.000,00 0 1.161.394.154,000 4 | 1.180.786.000,00] 0 0,00 714.248.730,000 0 | 159.083.804,000 2 | 264.212.000,00] 6 |1.138.444.624,00] 150% | 96% | 6 | 2.299.838.778,00 75% | 47% |Pariwisata,
[Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Kepemudaan
dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN -
326]5| SUMBER DAYA PARIWISATA DAN % 20 [2.524.600.000,000 19 | 409.222.799,00| 19,5 278.000.000,00| 0 400.000,00| 2.720.000,00 0 | 9.930.000,00 21,5 | 264.600.600,00 21,5 | 277.650.600,00| 110% | 100% | 41 | 686.873.399, ol 27%
sektor kepariwisataan
[EKONOMI KREATIF
|Pelaksanaan Peningkatan
Sumber Daya SDM
01 R X X .. A X X . A . B X 3 X o N ¥ B R ¥
e SR A [ % 20 [2.524.600.000,00, 8 409.222.799,00( 19,5 | 278.000.000,00 O 400.000,00| 2.720.000,00( 0 | 9.930.000,00 21,5 | 264.600.600,00 21,5 | 277.650.600,00( 110% | 100% | 30 | 686.873.399,00(148%| 11%
|Tingkat Dasar
Dinas
Fasilitasi Pengembangan ik pensembanzan SDM ekonom Kebudayaan,
3]26(5/2.01 [6[Kompetensi Sumber Daya Manusia. [ & PP 8 Orang 50 | 2.524.600.000,000 0 409.222.799,00| 24 | 278.000.000,00| 0 400.000,00) 2.720.000,00] 0 | 9.930.000,00| 24 | 264.600.600,00] 24 | 277.650.600,00] 100% | 100% | 24 686.873.399,00| 48% | 27% [Pariwisata,
[Ekonomi Kreatif Kepemudaan

dan Olah Raga

3[27[2] PENGEMBANGAN SARANA Efektivitas sarana pertanian % 65 |9.290.509.200,000 55 | 3.079.073.702,00( 60 [2.269.957.000,00/ O | 98.478.920,00) 123.680.400,00( 10 ‘0o 50 |397.050.106,00 60 2'151'431'701’3 100% | 95% | 115 | 5.230.505.403,00177%| 56%
PERTANIAN
£
3[27]2[2.01] :e i Sarana - ehadap kebutat npet_:;““ % 80 |8.532.709.200,000 75 | 2.664.613.143,00( 75 [2.140.615.000,00| O | 52.512.400,0 103.130.400,00( 0 1'513'172'2250’ 75 |353.838.606,00 75 2'022'553'681’3 100% | 94% | 150 | 4.687.266.824,00188%| 24%
R Ty S —— e
3127|2201 1] o e itae. Telnoloni dan |Pendukung Pertanian Scsuai dengan Laporan 2 476.588.200,00( 0 339.601.560,00{ 1 23.550.000,00 0 0,00 8.700.000,00( 0 5.700.000,00( 1 8.700.000,00] 1 23.100.000,00{ 100% | 98% | 1 362.701.560,00( 50% | 76% |,° % 2"
8¢ s, 8 Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi g
Spesifik Lokasi Pertanian
Dinas
3[27[2|2.01 [o[Pendampingan Penggunaan Sarana |Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Laporan 4 8.056.121.000,00] 0 2.325.011.583,000 1 | 2.117.065.000,00] 0 | 52.512.400,00 94.430.400,00 0 |1S0747227500 1| 345138.606,000 1 [1.999.553.681,00] 100% | 94% | 1 4.324.565.264,00| 25% | 549 [Ketahanan
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian 0 Pangan dan
Pertanian
P k: Mutu dan Pered
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman [Prosentase jumlah bibit ternak dan o
3[271212.08] |0 ek serta Pakian dalam  |produl pakan yang bermuta batk % 75 | 757.800.000,00 75 414.460.559,00 75 | 129.342.000,00( 0O | 45.966.520,00 20.550.000,00( 5 | 19.050.000,00( 10 | 43.211.500,00 15 | 128.778.020,00 20% | 100% | 90 | 543.238.579,00/120%| 17%
[Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit E“:“;
.03|1|Ternak, Bahan Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Laporan 48 757.800.000,00{ 24 414.460.559,000 12 | 129.342.000,00( 30 | 45.966.520,00) 20.550.000,00( 0 | 19.050.000,00( 3 43.211.500,00 38 | 128.778.020,00( 317% | 100% | 62 543.238.579,00|129%| 72% [ = 220
[Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil |Skala Kecil angan can
Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3(27(3] PENGEMBANGAN PRASARANA e s % 100 (4.177.553.000,00( 50 264.822.500,00 75 | 439.684.000,00 0 | 4.897.000,00 1.490.000,00| 20 |205.679.475,00 50 |207.890.625,00 70 | 419.957.100,000 93% | 96% | 120 | 684.779.600,00120%| 16%
PERTANIAN i CHERD
3(27[3[2.01 |07 pert % 100 69.653.000,00( 50 0,00 75 | 14.954.000,00 0 o, 1.490.000,00, 0 0,00 75 0,00 75 1.490.000,00 100% | 10% | 125 1.490.000,00125%| 2%
Koordinasi dan Sinkronisasi  Jumlah koordinasi dan sinkronisasi E‘rt\a;
3|2.01|3|Prasarana Pendukung Pertanian umiah koordinasi can Sinkronisast Laporan 2 69.653.000,000 0 0,00 1 14.954.000,00| 0 0,00 1.490.000,00[ 0 0,00 1 0,00 1 1.490.000,00] 100% | 10% 1 1.490.000,00| 50% | 29 |Sctananan
Lommye prasarana pendukung pertanian Pangan dan
Pertanian
3[27[3[2.02] yang % 25 |4.107.900.000,00 © 264.822.500,00 25 | 424.730.000,00| 0 | 4.897.000, 0,00 10 |205.679.475,00| 10 |207.890.625,00 20 | 418.467.100,000 80% | 99% | 20 | 683.289.600,00| 80% | 10%
I I
Dinas
2.0z 3| embangunan, Rehabilitasi dan  |Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Unit 5 3.042.900.000,00 1 264.822.500,00 1 52.815.000,00| 0 0,00) 0,00 1 | 5222947500 0 0,000 2 52.229.475,00 200% | 99% | 3 317.051.975,00| 60% | 10% [Ketahanan
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  |Direhabilitasi dan Dipelihara Pangan dan
Pertanian
Dinas
3|2.02[7|Pembangunan, Rehabilitasi dan |Jumlah rumah Potong Hewan yang Unit 2 310.000.000,00, 0 0,00 1 7.215.000,00| 0 4.897.000,00) 0,00 0 0,00, 0 1.500.000,00| 1 6.397.000,00 100% | 89% | 1 6.397.000,00| 50% | 296 [Ketahanan
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan |dibangun, direhabilitasi dan dipelihara Pangan dan
Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yan; E‘Taﬁ
2.02[9|Pemeliharaan Prasarana Pertanian > ° pertay nnya yang Unit 6 755.000.000,00( 0 0,000 2 364.700.000,00] 0 0,00 0,00 2 | 153.450.000,00 2 | 206.390.625,00] 4 | 350.840.625,00 200% | 99% | 4 350.840.625,00| 67% | 48% [ ooanan
Lammya Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Pangan dan
Pertanian
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[PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN P kejadian dan . " o .
3[27]4 T S A ljaslah liasns panyakit homan memalar % 10 |1.188.050.000,000 10 528.644.268,00| 10 | 342.841.000,00| 0 | 97.852.187,00| 0 10.920.000,00( 0 | 56.836.000,000 28 |144.821.210,00 28 | 310.429.397,00 280% | 91% | 38 | 839.073.665, 6| 71%
VETERINER
[Penjaminan Kesehatan Hewan,
P dan
3[27]4(2.01| |Daerah Wabah Penyakit Hewan P % 80 625.500.000,00 80 318.279.954,000 80 | 240.353.000,00( O | 77.136.287,00| O 1.500.000,00( 20 | 31.550.000,000 30 |120.206.410,00 50 | 230.392.697,00 63% | 96% | 130 | 548.672.651,00(163%)| 37%
[Menular Dalam daerah Eczchataniicran
[Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan Jumlah Wilayah Pengendalian dan E:t‘:;anan
327]4[2.01 1|7 P& BEUANEAN | penanggulangan Penyakit Hewan dan Laporan 8 625.500.000,00] 0 318.279.954,00 4 240.353.000,00 1 | 77.136.287,00( 2 1.500.000,00] 2 | 31.550.000,00] 1 | 120.206.410,00] 6 | 230.392.697,00 150% | 96% | 6 548.672.651,00| 75% | 88%
Penyakit Hewan dan Zoonosis Zoonosis [Pangan dan
Pertanian
L
Tl Per———
3[27]4[2.03] : (izin medik veteriner dan paramedik jenis 2 120.850.000,000 0 0,00 1 15.000.000,00( O 0,000 0 0,00, 0 0,00 1 350.000,00 1 350.000,000 100% | 2% | 1 350.000,00( 50% | 0%
|Veteriner dalam Daerah vetarine]
[Kabupaten/Kota
Dinas
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik ) . ) Ketahanan
3|27]4/2.032) i Jumlah pelayanan jasa medik veterine Laporan 2 120.850.000,00, 0 0,00 1 15.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 350.000,00| 1 350.000,00 100% | 2% 1 350.000,00 50% | 0%
Veteriner Pangan dan
Pertanian
P dan Penga
3[27]4[2.04| [P Teknis | Jumlatieaspebi fodukieast % 80 441.700.000,00( 80 210.364.314,00| 80 | 87.488.000,00( O | 20.715.900,00 O 9.420.000,00/ 0 | 25.286.000,00| 98,6 | 24.264.800,00 98,6 | 79.686.700,00 123% | 91% | 179 | 290.051.014, %| 18%
Masyarakat Veteriner hewan yang aman dikonsumsi
Dinas
3|274[2.04(1[Pendampingan Unit Usaha Hewan |Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan Laporan 20 50.000.000,00 O 0,00| 10 16.543.000,00( 0 1.368.000,00 0 0,00 0 0,00 35 7.866.500,00| 35 9.234.500,00] 350% | 56% | 35 9.234.500,00| 175%| 182, [Ketahanan
[dan Produk Hewan dan Produk Hewan [Pangan dan
Pertanian
Dinas
3|27|4|2.04 |o|Pengawasan Peredaran Hewan dan  [Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Laporan 20 391.700.000,00] 0 210.364.314,00] 10 70.945.000,00] 0 | 19.347.900,00| 3 9.420.000,00| 3 | 25.286.000,00] 3 16.398.300,00| 9 70.452.200,00] 90% | 99% | o9 280.816.514,00] 45% | 729 [Ketahanan
[Produk Hewan Produk Hewan [Pangan dan
Pertanian
EROGRAM LIAN]DAN lahan aman bencana
3[27]5 PENANGGULANGAN BENCANA % 76 692.950.400,00( 72 288.103.345,00| 74 | 167.855.000,00( 0 | 1.950.000,00] 0 | 29.346.120,00| 30 | 28.526.840,00| 25 | 95.195.290,00 55 | 155.018.250,00( 74% | 92% | 127 | 443.121.595,00(167%| 64%
PERTANIAN [
dan
3[27]52.01] Luas lahan aman bencana pertanian Ha/Tahun | 5650 | 692.950.400,00( 1750 | 288.103.345,00(1900| 167.855.000,00( 0 | 1.950.000,00] 0 | 29.346.120,00|815 28.526.840,00| 891 | 95.195.290,00 1706 | 155.018.250,00| 90% | 92% (3456 443.121.595,00( 61% | 22%
[Kabupaten/Kota
[Pengendalian Organisme [Jumlah Luas Serangan Organisme Dinas
5[2.01(1|Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Ha 110 692.950.400,00, 10 288.103.345,00 50 167.855.000,00[ 0 1.950.000,00( 0 29.346.120,00| 35 | 28.526.840,00 22 95.195.290,00] 57 | 155.018.250,00] 114% | 92% | 67 443.121.595,00] 61% | 649 [Ketahanan
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan [Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pangan dan
Perkebunan lyang Dikendalikan Pertanian
3[27]6 B P L R tani yang % 15 185.000.000,000 8 37.547.250,00] 12 | 33.600.000,00 0 0,00 12 1.000.000,00( 0 | 4.090.000,00 15,7 | 19.935.150,00 15,7 | 25.025.150,00 131% | 74% | 24 62.572.400,00/158%)| 34%
[PERTANIAN izin usaha pertanian
D Wrin [Jumlah izin usaha pertanian yas
3[27]6(2.01| |yang dalam o i yang jenis 6 185.000.000,00 1 37.547.250,00, 2 33.600.000,00 0 0,00 2 1.000.000,000 0 | 4.090.000,000 2 | 19.935.150,00 4 | 25.025.150,00 200% | 74% | 5 62.572.400,00| 83% | 14%
[Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Kelayakan dan Pemberian |, ., penilaian Kelayakan dan Pemberian ernanan
3|27/6/2.01 [2|Pertimbangan Teknis Izin Usaha b ’ Dokumen 12 185.000.000,00( 0 37.547.250,00] 2 33.600.000,00| 0 0,00 0 1.000.000,00[ 0 4.090.000,00 2 19.935.150,00 2 25.025.150,00 100% | 74% | 2 62.572.400,00| 17% | 34%
ortoninn Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Pangan dan
Pertanian
3[27]7] RO NYULDHAL e L SDRMpe o % 20 744.268.000,00( 20 62.909.000,00 20 |2.086.055.300,00] 0 | 1.350.000,00| 0 | 232.986.040,00] 0 |333.773.050,00 26 |L-706:133:670,0 g |2.274.242.760,0 1300, | 1099 | 46 | 2.337.151.760, 6|314%
PERTANIAN terlatih 0 of
3[27]7j2.01 [L°% J Jumlah SDM Pertanian terlatih orang 478 | 744.268.000,00 78 62.909.000,00 200 [2.086.055.300,00] 0 | 1.350.000,00(100| 232.986.040,00| 60 |333.773.050,00, 40 1‘706‘133‘670’3 200 2‘2"‘242‘760'8 100% | 109% | 278 | 2.337.151.760,00| 58% 306%|
Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan 1.216.676.385,0) E:t\;;anan
2.01[2|Kelembagaan Petani di Kecamatan B ¢ Kelompok 78 401.363.000,00] 0 14.602.500,00| 46 | 1.946.820.300,00 0 1.350.000,00 38 | 160.785.740,00| 0 | 333.773.050,00 © AIO0T0SE N 38 11.712.585.175,00] 83% | 88% | 38 | 1.727.187.675,00 49% [430%
o Do dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Pangan dan
Pertanian
Penyediaan dan Pemanfaatan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan g:t‘;;anan
2.01[3|Sarana dan Prasarana Penyuluhan ) e Unit usaha 4 342.905.000,00] 0 48.306.500,00 2 139.235.000,00( 0 0,00 0 72.200.300,00| 0 0,00 0 | 489.457.285,00] 0 | 561.657.585,00] 0% | 403% | © 609.964.085,00] 0% [178%
ormian Pertanian Pangan dan
Pertanian
[PROGRAM PERIZINAN DAN Prosentase perusahaan yang N o o %| 989
3[3ol2 R A AnTe Car R T % 100 | 749.725.500,000 100 | 468.492.690,00| 100 [ 267.374.400,00| 18 | 46.769.000,00 16 | 40.507.500,00| 13 [146.710.900,00{ 12 | 33.338.300,00 59 | 267.325.700,000 59% | 100% | 100 | 735.818.390,00100%| 98%
i Izin lol. Pasar L. .. o
01| |Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan yang % 100 | 749.725.500,000 100 | 468.492.690,00| 100 [ 267.374.400,00| 18 | 46.769.000,00 16 | 40.507.500,00| 13 [146.710.900,00[ 12 | 33.338.300,00 59 | 267.325.700,00[ 59% | 100% | 100 | 735.818.390,00/100%| 36%
Izin Usaha Toko Swalayan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen |10 Rekomendasi Pemenuhan
Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, ; o
bt Porbelan e da ok Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Dinas
3/30/2/2.01|1] yaan, Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko dokumen 150 749.725.500,00] 0 468.492.690,00 75 | 267.374.400,00] 2 | 46.769.000,00 12 40.507.500,00| 10 | 146.710.900,00 9 33.338.300,00| 33 | 267.325.700,00| 44% | 100% | 33 735.818.390,00| 22% | 98%
Swalayan Melalui Sistem Pelayanan e Perdagangan
i ; AT |Swalayan Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi .
- Perizinan Berusaha
Secara Elektronik
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5
[PROGRAM PENINGKATAN ;
3|30|3] [SARANA DISTRIBUSI :::::‘::: ‘:‘s" yacgiikelolaizarans % 100 28‘890'161'680’3 100 |13.600.172.835,00| 100 |4.323.887.270,00| 0 |691.241.000,00| 16 |1.067.020.450,00| 25 |926.986.200,00 25 1'580'809‘790‘2 66 4‘266'057'440’8 66% | 99% | 166 |17.866.230.275,00(166%| 62%
PERDAGANGAN 4
o1l | don pmiahipasavanzidicelolieasana) pasar 17 11'226'501'582’3 17 | 5.598.986.091,000 17 | 811.300.070,00 0 [112.538.400,00 17 | 193.292.450,00| 17 | 85.496.200,00 17 |406.844.790,00 17 | 798.171.840,00| 100% | 98% | 17 | 6.397.157.931,00100%| 7%
3[30[3[2.01 122:“{:;;‘:;:&""“” Distribusi Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Unit 12 | 6.813.999.72500 6 3.714.361.028,000 3 11.046.000,00| 0 0,00 3 9.608.000,00[ 0 0,00 2 50.055.800,00[ 5 59.663.800,00| 167% | 540% | 11 | 3.774.024.828,00 92% | 55% g:r‘;;gangan
3[30[a|2.01[p|Fasilitasi Pengelolaan Sarana Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Unit 17 | 4.412.501.857,00 17 | 1.884.625.063,00] 17 | 800.254.070,00 17 | 112.538.400,00] 17 | 183.684.450,00{ 17 | 85.496.200,00| 14 | 356.788.990,00 17 | 738.508.040,00 100% | 92% | 34 | 2.623.133.103,00|200%| 59% (DI
Distribusi Perdagangan Distribusi Perdagangan Perdagangan
T p dan
02| [Sarana T P % 100 17'653'560'098’3 100 | 8.001.186.744,00 100 [3.512.587.200,00|12,5/578.702.600,0012,5| 873.728.000,00|12,5(841.490.000,00 12,5 1'173'955'000’3 50 3'457'385'6"0’3 50% | 99% | 100 [11.469.072.344,00(100%| 20%
y di Wilayah rjany [Sarana
[Pembinaan dan Pengendalian Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Dins
330[3|2.02|1|Pengelola Sarana Distribusi Pengendalian kepada Pengelola Sarana dokumen 6 | 2.944.960.983,00 2 1.204.645.654,00( 2 210.310.000,00] 0 | 34.760.000,00| 0 71.640.000,00( 0 | 39.460.000,00 2 63.230.000,00 2 | 209.090.000,00 100% | 99% | 4 | 1.413.735.654,00 67% | 48% [p %S
[Perdagangan Distribusi Perdagangan rdagang
Pemberdayaan Pengelola Sarana |1 Uiah Dokumen Hasil Pembinaan dan 1.110.735.000,0 Dinas
3|30[3[2.022|" cmPerday 8 Pengendalian kepada Pengelola Sarana dokumen 8 |14.718.699.115,00, 0 6.796.541.090,000 4 | 3.302.277.200,00] 0 | 543.942.600,000 1 | 802.088.000,00] 1 | 802.030.000,00] 1 1079500001 5 13.058.795.600,00] 75% | 99% | 3 | 10.055.336.690,00| 38% | 68%
[Distribusi Perdagangan o . 0 Perdagangan
Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA
3[30]4] BARANG KEBUTUHAN POKOK [ *°7-2%0 Be'# "5 o % 100 (7.330.384.326,00| 100 | 6.854.387.671,00| 100 | 250.257.000,00| 0 | 67.411.200,00/41,8| 33.435.800,00| 25 | 21.045.000,00| 21 |127.619.500,00 87,8 | 249.511.500,00, 88% | 100% | 100 | 7.103.899.171,00/100%| 97%
DAN BARANG PENTING ahan po 0 barang penting
[Pengendalian Harga, dan Stok
[ [P e P el % 100 [7.291.987.126,00 100 | 6.849.382.671,00 100 | 232.264.000,00 0 | 61.841.200,00(33,5| 20.027.800,00 0 | 15.990.000,00| 42 |124.959.500,00 75,5 | 231.818.500,00{ 76% | 100% | 100 | 7.081.201.171,00/100% 3%
[Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang |Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan
Kebutuhan Pokok dan Barang Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Baran Dinas
3|30[4[2.02|1|Penting pada Pelaku Usaha : e « can Barang Laporan 12 | 7.020.073.126,000 6 6.849.382.671,00| 3 96.307.000,00( 0 | 30.497.200,00 1 20.968.800,00( 0 | 15.990.000,00( 1 28.725.000,00{ 2 96.181.000,00{ 67% | 100% | 8 | 6.945.563.671,00| 67% | 99%
T . Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Perdagangan
Distribusi Barang dalam 1 (Satw) |5 20" qalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota g P
[Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler |Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Dinas
3/30[4|2.023|dan Pasar Knusus yang Berdampak [Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Laporan 2 271.914.000,00( 0 0,000 4 135.957.000,00( 0 | 31.344.000,00 0 8.059.000,00( 0 0,00 2 96.234.500,00 2 | 135.637.500,00{ 50% | 100% | 2 135.637.500,00(100%| 50% [.79°
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota gang:
[ Popgklcen Prosentase Tersalurnya uk dan
.03 i di Tingkat Daerah T et:'ni :‘:’h = % 100 38.397.200,00| 100 5.005.000,00 100 | 17.993.000,00| 0 | 5.570.000,00 50 4.408.000,00) 50 | 5.055.000,00 0 2.660.000,00 100 | 17.693.000,000 100% | 98% | 100 22.698.000,00(100%| 46%
[Kabupaten/Kota [pe P P
3|30[4|2.03o|Pengawasan Pengadaan Pupul dan [Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Laporan 6 38.397.200,00[ 2 5.005.000,00 2 17.993.000,00| 0 5.570.000,00( 1 4.408.000,00| 1 5.055.000,000 0 2.660.000,00] 2 17.693.000,00| 100% | 98% | 4 22.698.000,00| 67% | 59% [PPas
Pestisida Bersubsidi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Perdagangan
3|30]6] ;ggl&msgxzﬁumlsnsx DAN |Prosentase felml Pd::n BDKT yg te';ll;m % 100 |1.055.660.135,00 100 611.923.753,00] 100 | 235.684.724,00| 14 | 35.168.400,00| 13 | 41.810.000,00 75 | 47.925.000,000 36 |106.040.000,00 75 | 230.943.400,00 75% | 98% | 100 | 842.867.153,00100%| 80%
[Pelaksanaan Metrologi Legal, |Jumlah terlaksananya pelayanan
01| [Berupa Tera, Tera Ulang, dan metrologi legal, berupa tera, tera ulang bulan 12 [1.055.660.135,00 12 611.923.753,00 12 | 235.684.724,00 3 | 35.168.400,00 2 | 41.810.000,00 3 | 47.925.000,000 3 |106.040.000,00 11 | 230.943.400,00, 92% | 98% | 12 | 842.867.153,00/100%| 22%
[Pengawasan dan pengawasannya
ool Metroloi Leaal Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat N
3[30[6/|2.01 |1 ¥ sanaan Vetrologl Legal, Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Unit 28000 996.209.155,00| 16706 598.907.863,00{ 7000 | 226.416.724,00[963| 30.718.400,00[1823|  41.810.000,00[2461| 47.925.000,00| 1889 | 101.590.000,00| 7136 | 222.043.400,00| 102% | 98% [23842|  820.951.263,00| 85% | 82% |- "2
[Berupa Tera, Tera Ulang Ulane Perdagangan
3[30|6[2.01 2i:§§fwasa“/Pe“y“1“ha“ Metrologi i;’;ia;:;l;li{;::aha di Bidang Metrologi Orang 300 59.450.980,00 0 13.015.890,00 150 9.268.000,00| 0 4.450.000,00| 0 0,00 0 0,000 75 4.450.000,00| 75 8.900.000,000 50% | 96% | 75 21.915.890,00| 25% | 37% E;:‘:gangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN —— -
3[3ol7 PEMASARAN PRODUK DALAM dipmmmk:n yang % 100 [1.813.521.300,00( 62 560.484.526,00 100 | 309.031.550,00( 0 0,000 25 | 13.000.000,00| 25 [224.804.750,00| 12,5 | 67.388.250,00 62,5 | 305.193.000,00| 63% | 99% | 100 | 865.677.526,00(100%| 48%
NEGERI
i, \Jumlah i
3(307[2.01| |dan dan kali 16 [1.813.521.300,00 8 560.484.526,000 4 | 309.031.550,00( 0 0,00 1 13.000.000,00 2 [224.804.750,00 O | 67.388.250,00 3 | 305.193.000,00 75% | 99% | 11 | 865.677.526,00 69% | 17%
[Produk Dalam Negeri Iproduk dalam negeri.
Pelaksanaan Promosi Penggunaan _[Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi| Dinas
330|7[2.01|1|Produk Dalam Negeri di Tingkat ~ [Penggunaan Produk Dalam Negeri di UMKM 8 1.129.114.850,00( 0 343.728.526,000 4 129.031.550,00| 0 0,000 0 3.000.000,00] 2 | 64.804.750,00( 1 57.388.250,00 3 | 125.193.000,000 75% | 97% | 3 468.921,526,00( 38% | 42% [ os
Kabupaten/Kota ITingkat Kabupaten/Kota gang
3[30]7[2.01[gfPeningkatan Sistem dan Jaringan |Jumlah Data dan Informasi Sistem dan dokumen 4 684.406.450,00( 0 216.756.000,00{ 2 180.000.000,00| 0 0,00 1 10.000.000,00] 1 | 160.000.000,00 © 10.000.000,00[ 2 | 180.000.000,00{ 100% | 100% | 2 396.756.000,00| 50% | 58% [2aS
Informasi Perdagangan Jaringan Informasi Perdagangan Perdagangan
[PROGRAM PERENCANAAN DAN  [Persentase IKM yang mutu produk dan . 005021050 00! 3 = 5
3(31|2] ARG AN NoUETe e o % 5 |1.595.264.490,00 0 654.188.764,00, 5 0 | 4.400.000,000 0 | 86.284.795,000 0 | 33.180.250,00| 19,2 | 160.053.700,00| 19,2 | 283.918.745,00| 383% | 14% | 19 | 938.107.509, 6| 59%
y dan luasi Jumlah IKM yang mutu produk dan
3/31]2[2.01 setelah KM 22 |1.595.264.490,000 © 654.188.764,00 20 |2.090.592.950,00 0 | 4.400.000,00 O | 86.284.795,00| 65 | 33.180.250,00| 23 |160.053.700,00| 88 | 283.918.745,00 440% | 14% | 88 | 938.107.509, 6| 18%
[Kabupaten/Kota Ipembinaan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, E;’r‘f ;Z"‘;f:si
3/31[2[2.01 [3|Pelaksanaan Pembangunan Sumber [Sinkronisasi, dan pelaksanaan Dokumen 4 359.752.240,00( 0 214.964.388,00( 1 22.906.150,00| 0 0,000 1 19.523.000,00| 0 0,000 o 3.375.000,00 1 22.898.000,00{ 100% | 100% | 1 237.862.388,00( 25% | 6% [ “o LRI
Daya Industri Pembangunan Sumber Daya Industri Meneogah
- — [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Dinas Tenaga
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kerja, Koperasi
3|31/2/2.01 [4|Pelaksanaan Pembangunan Sarana ’ Dokumen 6 277.713.160,00( 0 110.499.750,00{ 2 23.000.000,00 0 0,00 1 22.990.000,00| 1 0,000 0 0,00 2 22.990.000,00{ 100% | 100% | 2 133.489.750,00| 33% | 48% o L OPC
: [Pembangunan Sarana dan Prasarana [Usaha Kecil Dan
[dan Prasarana Industri Industri Menengah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan [ omiah Dok Hasil Koordinasi Dinas T
3/31/2/2.01[5|Pelaksanaan Pemberdayaan Industri[s o o Dosumen Hast Roordinasi, Dokumen 6 957.799.090,00( 0 328.724.626,000 1 | 2.044.686.800,00 0 4.400.000,00[ 0 43.771.795,000 1 | 33.180.250,000 0 | 156.678.700,00| 1 238.030.745,00| 100% | 12% | 1 566.755.371,00| 17% | 59% [o"as cnaga
dan Peran Serta Masyarakat Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kerja, Koperasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 | 13=12/7 x 100% 14=6+12 15;;34: 2
1 2 3 4 = 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%) [RP. ()| K Rp. K06)| o
[Pemberdayaan Industri dan Peran Serta [Usaha Kecil Dan!|
[Masyarakat
PROGRAM PENGELOLAAN
3/314] ::::;"m TKM yang mengilmti publikasi % 10 [2.062.682.870,000 15 | 1.215.009.182,00/12,83 374.720.438,00| O | 16.927.000,00 0 | 115.694.800,00] 0 | 35.998.800,00| 13,4 |205.859.585,00 13,4 | 374.480.185,000 105% | 100% | 28 | 1.589.489.367,00[284%| 77%

Dinas Tenaga
Kerja, Koperasi
Usaha Kecil Dan|
Menengah

[Diseminasi, Publikasi Data lJJumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan
Informasi dan Analisa Industri [Publikasi Data Informasi dan Analisis Dokumen 2.062.682.870,00] 1.215.009.182,00] 374.720.438,00 16.927.000,00 115.694.800,00 35.998.800,00] 205.859.585,00] 374.480.185,00| 100% 1.589.489.367,00| 20%
[Kabupaten/Kota Melalui SIINas Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Dinas
[Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

Dinas
[Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

|Jumlah Calon Transmigran yang
[Mendapatkan Penyuluhan

2.01|5|Penyuluhan Tr

Kepala Keluarga 80 62.653.500,00] O 14.028.750,00, O 0,00, 0 0,00 0 0,00 0 0,000 0 0,00, 0 0,00| #DIV/0! |#DIV/0![ O 14.028.750,00| 0% | 22%

[Jumlah Calon Transmigran dan/atau
ITransmigran yang Mendapatkan Pelatihan

2.01|6[Pelatihan Ti

Orang 65 32.000.000,00] O 0,00, O 0,00, 0 0,00 0 0,00 0 0,000 0 0,00, 0 0,00| #DIV/0! |#DIV/0![ O 0,00 0% | 0%

Rata - Rata Capaian Kinerja| 114%)
Rata - Rata Realisasi Anggaran|  92%]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Realisasi
" ] q q Anggaran Anggaran Renstra PD Capaian
i) el Indikator Program/ Realisasi Capaian azecapsinexisioan "l‘m_gkat Capam.n A RPJMD s/d s/d Tahun 2024 (%) | Kinerja dan Beraneiat
Urusan/ Program/ ITarget RPJMD pada Tahun| Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Daerah
Kode Kegiatan/ Sub Satuan Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 Anggaran
Kegiatan/ Sub 3 2019 s/d 2024 Berjalan yang di Anggaran RKPD Tahun A Penanggung
B Kegiatan RKPD (2022) A I I hiig v = (Akhir Tahun RKPD yang
Kegiatan Evaluasi (2023) PAK 2023 (%) PAK Jawab
Pelaksanaan di Evaluasi
Renja PD Tahun 2023
‘Tahun 2024)
5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 13=12/7 x 100% 14=6+12 e
1 2 3 4 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%) | RP. (%) | K Rp. KE% ‘(E}:)
PROGRAM Prosentase
P TAHAN "y ehiz
4|12 DAN Bidang) % 100 | 9.117.349.000,00 | 0 | 3.275.689.755,00 | 100 [ 1.969.948.600,00 | 25 | 493.330.500,00 | 25 | 683.999.675,00 | 25 | 302.905.670,00 | 25 | 591.656.900,00 [ 100 | 2.071.892.745,00 | 100% | 105% | 100 | 5.347.582.500,00 | 100% | 59%
Pemerintahan dan
KESEJAHTERAAN Kesejahteraan
RAKYAT
rakyat
Prosentase Laporan
4|1]|2]201 ffata % 100 | 7.422.377.000,00 | 100 | 2.494.364.147,00 | 100 | 1.624.948.600,00 | O | 366.245.600,00 | O | 562.252.675,00 | O 251.534.170,00 | 100 | 591.656.900,00 | 100 | 1.771.689.345,00 | 100% | 109% | 100 [ 4.266.053.492,00 | 100% | 24%
disusun tepat waktu
Penataan Jumlah Dokumen
4|1|2]201 1| Administrasi Hasil Penataan Dokumen | 8 6.162.377.000,00 0 | 2.007.628.380,00 | 4 1.214.948.600,00 | 1 340.327.600,00 | 1 425.442.000,00 | 1 93.801.520,00 | 1 505.403.900,00 [ 4 1.364.975.020,00 | 100% | 112% | 4 3.372.603.400,00 | 50% | 55% | Bagian
; Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan
Pemerintahan
Jumlah Dokumen
4| 1] 2| 201 |3 | Fasilitasi Pelaksanaan | Hasil Fasilitasi Dokumen | 24 1.260.000.000,00 | 10 486.735.767,00 7 410.000.000,00 | 0 25.918.000,00 | 0 136.810.675,00 | 2 157.732.650,00 | 5 86.253.000,00 [ 7 406.714.325,00 | 100% | 99% | 17 893.450.092,00 | 71% | 71% | Bagian
Otonomi Daerah Pelaksanaan Pemerintahan
Otonomi Daerah
Pelaksanaan
Kebijakan Erosentasd
4|1]|2]202 Kesejahteraan pelaksanaan % 100 | 26.301.040.564,00 | 100 | 8.806.736.116,00 | 100 | 13.434.120.929,00 | 0 | 294.353.500,00 | 50 | 3.236.219.500,00 | O | 4.746.857.600,00 | 50 | 3.919.999.000,00 | 100 | 12.197.429.600,00 | 100% | 91% | 100 | 21.004.165.716,00 | 100% | 46%
kebijakan rakyat
Rakyat
Jumlah Dokumen Bagian
Fasilitasi Pengelolaan | Hasil Fasilitasi Perekonomian
al1|2f202|1]5 . Dokumen | 12 | 26.301.040.564,00 | 0 | 8.806.736.116,00 | 6 | 13.434.120.929,00 | 1 294.353.500,00 | 2 | 3.236.219.500,00 | 2 | 4.746.857.600,00 | 1 | 3.919.999.000,00 | 6 | 12.197.429.600,00 [ 100% | 91% | 6 | 21.004.165.716,00 | 50% | 80% | dan
Bina Mental Spiritual | Pengelolaan Bina Kesejahteraan
Mental Spiritual Rakoat
Fasilitasi dan Pesentase Produk
4|1|2]203 KD“”‘M dinasi Hukum | Hukum yang % 100 | 3.744.131.160,00 | 100 | 1.344.752.107,00 | 100 912.374.175,00 | 25 67.958.620,00 | 25 | 222.677.785,00 | 25 | 180.462.225,00 | 25 | 397.136.220,00 | 100 868.234.850,00 | 100% | 95% | 100 | 2.212.986.957,00 | 100% | 23%
disusun
Fasilitasi Penyusunan | Jumlah Produk Bagian
4| 1]2|203]|1 | Produk Hukum Hukum Daerah yang | Dokumen | 73 1.675.943.160,00 | 54 | 469.376.454,00 12 390.500.000,00 | 0 0,00 | 3 184.950.000,00 | 3 86.550.000,00 | 3 104.600.000,00 | 9 376.100.000,00 | 75% | 96% | 63 845.476.454,00 | 86% | 50% | po&En
Daerah Disusun u
Jumlah Kasus yang
4|1 2] 203 |2 | Fasilitasi Bantuan Mendapatkan Kasus 50 1.210.180.400,00 0 357.937.689,00 25 228.661.660,00 | 5 67.958.620,00 | 0 37.727.785,00 | 10 38.000.000,00 | 10 62.989.320,00 | 25 206.675.725,00 | 100% | 90% | 25 564.613.414,00 | 50% | 47% | Bagian
Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum
Hukum
Pendokumentasian Jumlah Produk
Produk Hukum dan | Hukum dan Bagian
afl1]2]2033|, Pengelolaan Dokumen | 800 858.007.600,00 0 517.437.964,00 | 400 293.212.515,00 [ 0 0,00 | 56 0,00 | 88 55.912.225,00 | 104 229.546.900,00 | 248 285.459.125,00 | 62% | 97% | 248 802.897.089,00 | 31% | 94%
engelolaan Informasi | | ¢ p Hukum
Halom nformasi Hukum
yang Didokumentasi
Fasilitasi Kerja Sama Prosentase
4|1|2(204 s Kerjasama yang % 100 | 1.694.972.000,00 | 100 781.325.608,00 | 100 345.000.000,00 [ 0 | 127.084.900,00 [ 0 | 121.747.000,00 | 100 51.371.500,00 | 0 100 300.203.400,00 | 100% | 87% | 100 | 1.081.529.008,00 [ 100% | 18%
Fasilitasi Keria Sama_| Jumlah Dokumen Bagian
af1]2]204 1| Boar tent P23 M | Hasil Fasilitasi Kerja | Dokumen | 20 1.694.972.000,00 | 10 | 781.325.608,00 5 345.000.000,00 | 1 127.084.900,00 | 1 121.747.000,00 | 2 51.371.500,00 | 1 35.080.000,00 | 5 335.283.400,00 [ 100% | 97% | 15 1.116.609.008,00 | 75% | 66% | 5o8an
alam Negeri : Pemerintahan
Sama Dalam Negeri
Persentase
PROGRAM Penyediaan Data
4|13 PEREKONOMIAN Bidang % 100 | 2.665.317.292,00 | 0 762.964.604,00 | 100 304.843.127,00 | 25 96.065.171,00 | 25 68.525.000,00 | 25 13.800.000,00 | 25 | 126.275.700,00 | 100 304.665.871,00 | 100% | 100% | 100 | 1.067.630.475,00 | 100% | 40%
DAN PEMBANGUNAN | Perekonomian dan
Indeks Kepuasan
di
4|1]|3|201 Kebijakan Bidang Indeks | 80,98 | 2.368.033.600,00 | 0 505.090.273,00 | 81 336.769.600,00 [ 0 38.296.500,00 | O 75.248.775,00 | 0 38.203.000,00 | 80 | 141.520.825,00 | 80 293.269.100,00 | 99% | 87% | 80 798.359.373,00 | 99% | 12%
Jumlah Laporan Bagian
Pengendalian dan H‘;s“apen é’: d:“an Perekonomian
4[1]3]|2.01 2| Distribusi o Distes Laporan 4 1.525.650.000,00 | 0 344.730.666,00 2 235.984.960,00 | 0 17.565.500,00 | 1 72.163.775,00 | 0 38.203.000,00 | 1 90.370.825,00 | 2 218.303.100,00 | 100% | 93% | 2 563.033.766,00 | 50% | 37% | dan
Perekonomian b ! Kesejahteraan
erekonomian
Rakyat
Koordinasi Jumlah Dokumen Bagian
Simkromisasi d Hasil Koordinasi, Perekonomian
4| 1|3 |201 5| mironisas can Sinkronisasi dan Dokumen | 4 842.383.600,00 0 160.359.607,00 2 100.784.640,00 | O 20.731.000,00 1 3.085.000,00 0 0,00| 1 51.150.000,00 | 2 74.966.000,00 100% | 74% 2 235.325.607,00 | 50% | 28% | dan
Evaluasi Kebijakan st Kebiiok b
Pondison BUMD Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan
Pendirian BUMD Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Jumlah Dokumen Pengadaan
Fasilitasi Penyusunan | Hasil Fasilitasi Barang / Jasa
4| 1([3][202](1]| Program Penyusunan Program | Dokumen 2 388.926.438,00 0 128.152.107,00 1 31.496.300,00 | O 0,00 | O 0,00 O 0,00 1 31.496.300,00 1 31.496.300,00 [ 100% 100% 1 159.648.407,00 | 50% 41% | dan
Pembangunan Pembangunan Administrasi
Daerah Pembangunan
. mn T m—
dan Pelaporan Evaluasi dan Barang / Jasa
411(3[202(3 Laporan 24 427.281.545,00 0 75.499.750,00 12 75.515.360,00 | 3 15.084.651,00 | 3 22.500.000,00 3 9.000.000,00 3 28.918.500,00 | 12 75.503.151,00 | 100% 100% 12 151.002.901,00 [ 50% 35% | dan
I X : Administrasi
Pembangunan Pembangunan

Pengadaan

Jumlah Dokumen

Pengelolaan Hasil Pengelol Barang / Jasa
4| 1|3][203 (1| Pengadaan Barang Pen; adaai Baran; Dokumen 24 752.279.129,00 0 259.838.816,00 12 124.454.027,00 | 3 51.304.520,00 | 3 22.500.000,00 3 2.800.000,00 3 47.736.500,00 | 12 124.341.020,00 | 100% 100% 12 384.179.836,00 | 50% 51% | dan
dan Jasa dangJasa g Administrasi

Pengadaan

Jumlah Dokumen
Pengelolaan Layanan Hasil L Barang / Jasa
411|[3]2.03| 2| Pengadaan Secara A Dokumen 24 1.096.830.180,00 0 299.473.931,00 12 73.377.440,00 | 3 29.676.000,00 | 3 23.525.000,00 | 3 2.000.000,00 3 18.124.400,00 | 12 73.325.400,00 [ 100% 100% 12 372.799.331,00 dan
; Pengadaan Secara -
Elektronik Elektronik Administrasi

Pembangunan

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Koordinasi, Evaluasi Kebijakan

Sinkronisasi dan Urusan Pertanian, Bagian .
Evaluasi Kebijakan Pangan, Kehutanan, Perekonomian
411(3[204 (1 Pe . Kelautayn dan ’ Dokumen 4 1.113.500.000,00 0 488.323.675,00 2 198.130.095,00 | O 0,00 0 32.019.000,00 1 22.372.000,00 1 119.105.300,00 2 173.496.300,00 | 100% 88% 2 661.819.975,00 [ 50% 59% | dan
? . Kesejahteraan
Kehutanan, Kelautan, | Perikanan, Rakyat
dan Perikanan Perdagangan,
Perindustrian,
KUKM, Penanaman
Modal, Tenaga Kerja
PROGRAM Indeks Kepuasan
DUKUNGAN Masyarakat (IKM)
4(2]|2 PELAKSANAAN DPRD terhadap 62.896.085.602,00 | 82 | 24.702.116.722,00 | 85 | 14.019.653.533,00 | O | 2.967.847.994,00 | O | 3.296.887.533,00 | O | 3.190.515.176,00 | 82 | 5.222.380.692,00 | 82 | 14.677.631.395,00 | 96% 105% | 82 | 39.379.748.117,00 | 103% | 63%
‘TUGAS DAN FUNGSI | Layanan Tugas dan
DPRD gsi DPRD
Jumlah Dokumen
Pembahasan Hasil Pembahasan Sekretariat
4|2 |2][201 (2| Rancangan Peraturan Rancangan Dokumen 42 17.016.503.391,00 0 8.025.065.694,00 15 3.233.640.060,00 | 2 377.870.000,00 | O 670.173.400,00 5 881.560.550,00 8 1.024.823.899,00 | 15 2.954.427.849,00 | 100% 91% 15 10.979.493.543,00 | 36% 65% DPRD
Daerah 8
Peraturan Daerah
Jumlah dokumen
Penyelenggaraan Kajian Perundang- Sekretariat
4 |2|2][201 (3| Kajian Perundang- uanangan yan:ng Dokumen 21 6.372.166.660,00 6 4.167.840.300,00 6 3.715.327.060,00 | 6 1.476.818.800,00 | 1 756.552.125,00 2 444.402.000,00 2 2.227.008.500,00 | 11 4.904.781.425,00 | 183% 132% 17 9.072.621.725,00 | 81% | 142% DPRD
Undangan dilaksanakan

Jumlah Dokumen Sekretariat
4|2|2][202 3| Pembahasan APBD Hasil Pembahasan Dokumen 18 5.073.995.000,00 1.78 .. B K X . X 5 X 455.591.650,00 1.316.006.100,00 | 140% 102% 15 3.097.466.694,00 | 83% 61% DPRD
APBD

Jumlah Dokumen
Pengawasan Tindak Hasil Pengawasan
Lanjut Hasil Tindak Lanjut Hasil
4|2 |2][203 (6| Pemeriksaan Laporan | Pemeriksaan Laporan | Dokumen 8 1.311.754.450,00 6 389.617.960,00 1 223.112.793,00 | O 162.642.000,00 | O 42.004.850,00 [ O 5.800.000,00 1 5.900.000,00 1 216.346.850,00 | 100% 97% 7 605.964.810,00 | 88% | 46%
Keuangan oleh Badan | Keuangan oleh
Pemeriksa Keuangan | Badan Pemeriksa
Keuangan

Sekretariat
DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100% 14=6+12 15;1)3({/05 x
2 3 4 16
3
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K(%) | RP. %) | K Rp. e 5 % i
Jumlah Dokumen
2.03 Pengawasan Hasil Pengawasan Dokumen | 6 2.943.240.575,00 | 4 563.567.090,00 1 276.265.940,00 14.000.000,00 | 1 213.313.850,00 [ 0 12.286.500,00 [ 0 22.368.000,00 [ 1 261.968.350,00 | 100% | 95% 5 825.535.440,00 | 83% | 289 | Sckretariat
Penggunaan Anggaran | Penggunaan DPRD
Anggaran
Peningkatan Persentase
2.04 Kapasitas DPRD Peningkatan SDM % 100 | 25.743.717.166,00 | 100 | 7.990.972.854,00 | 100 | 4.356.857.280,00 649.936.794,00 | 39 | 1.056.742.908,00 | 25 | 1.226.164.676,00 | 100 | 1.159.916.343,00 | 164 [ 4.092.760.721,00 | 164% | 94% | 100 | 12.083.733.575,00 | 100% | 16%
Anggota DPRD
Pendalaman Tugas Jumlah Dokumen Sekretariat
2.04 DPRD Hasil Pendalaman Dokumen | 12 | 14.688.902.751,00 | 0 | 3.905.183.863,00 | 6 2.104.590.000,00 545.011.794,00 | 0 453.274.179,00 | 1 344.695.475,00 | 4 453.548.857,00 | 6 1.796.530.305,00 [ 100% | 85% | 6 5.701.714.168,00 [ 50% | 39% | JLor
Tugas DPRD
Jumlah Dokumen
Penyebarluasan
Publikasi dan Produk Hukum Sekretariat
2.04 ! m Dokumen | 240 | 6.876.738.11500 | 0 | 2.894.037.991,00 | 120 | 1.359.356.800,00 88.425.000,00 | 20 293.030.000,00 | 30 385.430.001,00 | 70 422.681.000,00 | 120 |  1.189.566.001,00 | 100% | 88% | 120 | 4.083.603.992,00 | 50% | 59%
Dokumentasi Dewan | Daerah, Publikasi DPRD
dan Dokumentasi
Dewan
2.04 Penyusunan Program | Jumlah Dokumen Dokumen | 12 | 4.178.076.300,00 | 6 | 1.191.751.000,00 | 1 892.910.480,00 16.500.000,00 | 1 310.438.729,00 | 0 496.039.200,00 283.686.486,00 | 1 1.106.664.415,00 | 100% | 124% | 7 220841541500 | 58% | 55% | Sckretariat
Kerja DPRD Rencana Kerja DPRD DPRD
Penyerapan dan F Jumlah
2.05 Penghimpunan Pokir yang Masuk % 100 | 4.434.708.360,00 | 100 | 1.783.592.230,00 | 100 926.802.400,00 279.930.400,00 | 32 | 322.582.400,00 | 25 2.055.000,00 | 94 | 326.772.300,00 | 95 931.340.100,00 | 95% | 100% | 100 | 2.714.932.330,00 | 100% | 21%
Aspirasi Masyarakat | RKPD
Jumah Dokumen Sekretariat
2.05 Pelaksanaan Reses Hasil Pelaksanaan Dokumen | 360 | 4.434.708.360,00 | 89 | 1.783.592.230,00 | 90 926.802.400,00 279.930.400,00 | 29 322.582.400,00 | 0 2.055.000,00 | 29 326.772.300,00 | 58 931.340.100,00 [ 64% | 100% | 147 [ 2.714.932.330,00 [ 41% | 61% | ponn
Reses
Rata - Rata Capaian Kinerja 105%
Rata - Rata i Anggaran | 103%
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1 i Ki Pada T Realisasi Realisasi
Kinerja dan Capaian
9 A Anggaran Kinerja
Target Kinerja dan Tingkat Capaian
RPJMD s/d | Tingkat Capaian Kinerja dan = kat I h
Usnsan/aEi g HEnes] Indikator Program/ Kegiatan/ ‘Target RPJMD pada Reali.sasi Capaian Anggamn gy Ifinerja A Tahun 2024 | dan Realisasi Anggaran | Anggaran |
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Sub Kegiatan Satuan Tahun 2019 s/d 2024 Kinerja RPJMD s/d |Tahun Berjalan yang Realisasi Anggaran (Akhir Renstra PD s/d Tahun RKPD Penanggung
Kegiatan RKPD (2022) di Evaluasi (2023) 1 n m v RKPD Tahun 2023 | [0 B 4 Jawab
PAK (%) PAK un (%) yang
Pelaksanaan Evaluasi
Renja PD Tahun
ITahun 2024) 2023
5 6 7 8 9 10 11 12-849+10+11 Ay 14=6+12 ISy
" 2 g A 100% 100% G
K(%| RP. K (%] RP.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 5 K Rp. 5
) (%) ) (%)
PROGRAM PERENCANAAN, ;e‘;:::":;":““g':“ :"’“" yang
2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI oxumen Ferencanaan = . % 100 | 4.720.016.655,00| 100 | 2.382.702.486,00| 100 |1.705.165.050,00( 0 | 502.196.923,00 338.137.895,00| 0 (196.324.000,00( 100 | 669.259.635,00( 100 [1.705.918.453,00|100%| 100% | 100 | 4.088.620.939,00(100%| 87%
PEMBANGUNAN DAERAH Pengendalian dan Evaluasi Sesuai
Ketentuan
2(2.01 Gy ST R T (T ;‘;ﬂ"" DekumenlBeceacsnass Dokumen | 12 | 3.793.016.655,00| 6 | 2.039.000.911,00( 3 |1.564.697.600,00| 0 | 477.732.573,00 303.111.895,00| O |162.612.000,00| 3 | 623.982.635,00| 3 [1.567.439.103,00(100%|100% | 9 | 3.606.440.014,00| 75% | 41%
Badan
. ; ) Perencanaan,
2|2.01 Pelaksanaan Konsultasi Publik g‘:‘giih Berita Acara Konsultasi i‘z‘;‘rt: 5 590.575.800,00 3 151.836.992,00( 1 275.913.380,00| 1 129.361.700,00 3.933.000,00 0,00[ 0 111.105.000,00| 1 244.399.700,00| 100% | 89% 4 396.236.692,00| 80% | 67% |Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Badan
Koordinasi Pelaksanaan Forum Jumlah Berita Acara Forum Berita Perencanaan,
2(2.01 Perangkat Dacrah/Lintas Perangkat [por * 0 ¢ Aoara 5 647.695.500,00 3 257.898.492,00| 1 147.815.700,00| 1 |  147.815.700,00 0,00 0,00| 0 0,00 1 147.815.700,00| 100% | 100% | 4 405.714.192,00| 80% | 63% |Penelitian dan
Daer: e Pengembangan
Daerah
Badan
Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Musrenbang Berita Perencanaan,
2(2.01 6 1.388.690.325,00| 4 711.004.579,00| 1 282.324.770,00| 0 |  175.250.813,00 86.800.000,00 0,00| 0 32.475.000,00( 1 294.525.813,00| 100% | 104% | 5 1.005.530.392,00| 83% | 72% |Penelitian dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Acara P
engembangan
Daerah
Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Dokumen Perencanaan padan aan
2(2.01 Penetapan Dokumen Perencanaan | Pembangunan Daerah Dokumen | 4 1.166.055.030,00| 2 918.260.848,00| 2 858.643.750,00| 0 25.304.360,00 212.378.895,00 162.612.000,00( 2 480.402.635,00 2 880.697.890,00| 100% | 103% | 4 1.798.958.738,00| 100% | 154% | Penelitian dan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Pengermbansan
Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 &
Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan jumlah dokumen berita acara hasil
2(2.03 Bidang 8 927.000.000,00( 4 343.701.575,00( 2 | 140.467.450,00( 0 [ 24.464.350,00 35.026.000,00| 0 | 33.712.000,00( 2 45.277.000,00) 2 | 138.479.350,00(100%| 99% | 6 482.180.925,00| 75% | 15%
Daerah kerja daerah
Koordinasi Pengendalian ah Hasil P . Dadan
Peencanaan don Paakeanaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian erencanaan,
2|2.03 Pembaniaan Daetan di Perencanaan dan Pelaksanaan Dokumen | 8 297.000.000,00| 4 150.981.000,00| 2 96.660.650,00| 0 19.478.600,00 23.835.000,00 23.625.000,00| 1 28.855.000,00| 2 95.793.600,00| 100% | 99% | 6 246.774.600,00| 75% | 83% |Penelitian dan
Kabu ai‘; Kota Pembangunan Pengembangan
P Daerah
Badan
Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan,
22.03 Penyusunan Laporan Berkala Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen | 16 630.000.000,00( & 192.720.575,00| 4 43.806.800,00| 1 4.985.750,00 11.191.000,00 10.087.000,00| 1 16.422.000,00| 4 42.685.750,00| 100% [ 97% | 12 235.406.325,00| 75% | 37% |Penelitian dan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengembangan
Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN
Persentase Pelaksanaan Program o o o o o
3 SINKRONISASI PERENCANAAN % 100 | 7.129.450.000,00| 84 833.170.449,00( 92 |1.328.385.500,00| 0 |  56.263.100,00 129.486.500,00| 0 |382.006.590,00|91,7| 674.727.680,00(91,7 |1.242.483.870,00(100% | 94% | 176 | 2.075.654.319,00|176%| 29%
Pembangunan Daerah
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang
3[2.01 dan Pemb Jumlah Hasil Verifik ! 2 | 1.884.000.000,00| 0 833.170.449,00( 1 | 469.615.120,00( 0 [ 34.906.000,00 50.128.000,00| 0 |154.305.300,00| 1 | 253.473.450,00| 1 | 492.812.750,00(100%( 105% | 1 | 1.325.983.199,00| 50% | 26%
Koordinasi Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Badan
Porencanean P::‘nban o Dacraly | Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan,
3[2.01 © - B Pemerintahan yang Dikoordinir Dokumen | 2 345.000.000,00( 0 228.141.864,00| 1 97.000.000,00( 0 17.428.200,00 20.814.000,00 17.992.000,00| 1 40.719.950,00( 1 96.954.150,00( 100% | 100% | 1 325.096.014,00| 50% | 94% |Penelitian dan
Bidang Pemerintahan (RPJPD, b
RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD, RRJMD Pengembangan
dan RKPD) Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Monitoring dan Badan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan,
3|2.01 Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Laporan | 2 60.000.000,00| 0 111.638.350,00| 1 144.950.000,00 | 0 0,00 420.000,00 30.200.000,00| 1 141.758.350,00| 1 172.378.350,00 [ 100% | 119% | 1 284.016.700,00| 50% | 473% | Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang Pengembangan
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen _|JumIah Dokumen Perencanaan Badan
Porencanean P::‘nban o Dacraly | Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan,
3(2.01 © iy ) Pembangunan Manusia yang Dokumen | 2 1.459.744.500,00| 0 355.008.935,00| 1 221.246.620,00| 0 14.223.800,00 27.174.000,00 105.354.800,00| 1 70.309.650,00( 1 217.062.250,00| 100% | 98% | 1 572.071.185,00| 50% | 39% |Penelitian dan
Bidang Pembangunan Manusia oo b
(RPIPD, RPIMD dam RKPD) Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. Pengembangan
> RPJMD dan RKPD) Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Perangkat Daerah yang Badan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan Perencanaan,
3(2.01 Perencanaan Pembangunan Evaluasi dalam Penyusunan OPD 26 19.255.500,00| 0 138.381.300,00| 26 6.418.500,00| 0 3.254.000,00 1.720.000,00 758.500,00 26 685.500,00| 26 6.418.000,00 [ 100% | 100% | 26 144.799.300,00| 100% | 752% | Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang Renstra/Renja Bidang Pengembangan
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia Daer:
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PROGRAM PENGELOLAAN

Realisasi Kinerja Keuangan yang

5 6 7 8 9 10 11 12-8+9+10+11 e 14-6+12 T
1 2 3 4 = 0026 16
K(%| RP. K (% | RP.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. ) %) K Rp. ) %)
Koordinasi Perencanaan Bidang
5|1(3|2.02 dan SDA Jumlah D Hasil 5 2.681.400.000,00( 3 1 185.982.000,00| O 5.000.000,00| O 11.718.500,00( O (114.649.240,00| 1 46.889.100,00( 1 178.256.840,00|100%| 96% 4 178.256.840,00| 80% | 7%
Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Peren(.:anaan Badan
Perencanaan Pembangunan Dacrah | embangunan Dacrah Bidang Perencanaan,
5|1(3]2.02 Bidang Perekonomian (RPJPD. Perekonomian yang Dikoordinir Dokumen 4 461.400.000,00( 2 405.903.290,00| 1 34.437.000,00| O 0,001 O 4.218.500,00| 0O 15.224.240,00| 1 14.962.900,00| 1 34.405.640,00| 100% | 100% 3 440.308.930,00| 75% | 95% |Penelitian dan
’ Penyusunannya (RPJPD. RPIMD Pengembangan
RPJMD dan RKPD) dan RKPD) Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Perangkat Daerah yang Badan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan erangkat Perencanaan,
5|1]3(2.02 Perencanaan Pembangunan Evaluasi dalam Penyusunan pd gh 5 2.220.000.000,00( 0 495.430.455,00| 5 151.545.000,00| O 5.000.000,00| 0O 7.500.000,00| 0 99.425.000,00( 3 31.926.200,00( 3 143.851.200,00| 60% | 95% 3 639.281.655,00| 60% | 29% |Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang Renstra/Renja Bidang acral Pengembangan
Perekonomian Perekonomian Daerah
5(1(3|2.03 Koecdinast e Bidang | 5umlan Hasil 3 | 2.564.050.000,00| 1 1 | 672.788.380,00 0 | 16.357.100,00) O | 67.640.000,00| O (113.052.050,00| 1 | 374.365.130,00| 1 | 571.414.280,00(100%| 85% | 2 571.414.280,00| 67% | 22%
P Jumlah Dokumen Perencanaan Badan
Koordinasi Penyusunan Dokumen .
Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daera}l Bldgng Peren.c anaar,
5[1[3[2.03 Bidang Infrastrulktur (RBJPD Infrastruktur yang Dikoordinir Dokumen | 4 546.000.000,00| 2 221.826.818,00( 1 462.458.000,00 0 10.998.000,00( 0 | 16.337.000,00{ 0 | 19.775.750,00| 1 324.260.630,00( 1 371.371.380,00( 100% | 80% | 3 593.198.198,00| 75% | 109% | Penelitian dan
’ Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Pengembangan
RPJMD dan RKPD) dan RKPD) Daerah
Pelaksar.)aan Monitoring dan Jumlah Perangkat Daerah yang Badan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Mendapatian Monitoring dan Perencanaan,
5/1(3[2.03 Perencanaan Pembangunan Evaluasi dalam Penyusunan OPD 6 1.474.000.000,00( O 425.118.890,00| 6 47.254.880,00| O 5.359.100,00( O 14.438.000,00( O 4.291.200,00( O 19.838.500,00| O 43.926.800,00( 0% 93% 0 469.045.690,00( 0% 32% |Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Pengembangan
Infrastruktur y 8 Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Badan
Perencanaan Pembanganan Daerah | F€mbangunan Dacrah Bidang Perencanaan,
5[1(3[2.03 Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPRJMD Kewilayahan yang Dikoordinir Dokumen 4 295.650.000,00( 2 218.809.800,00| 1 147.975.500,00| O 0,001 O 34.360.000,00| O 87.001.100,00| 1 21.584.000,00| 1 142.945.100,00 | 100% [ 97% 3 361.754.900,00( 75% [ 122% | Penelitian dan
8 v ’ Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Pengembangan
dan RKPD) dan RKPD) Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Badan
Evaluasi Penyusunan Dokumen ‘]{AL::cliaah :&r::%l;:;i are;;ah dJ; :ng Perencanaan,
5/1|3(2.03 Perencanaan Pembangunan Evalua};i dalam Pen sugnan Dokumen | 12 248.400.000,00| 0O 46.167.950,00| 6 15.100.000,00| O 0,001 O 2.505.000,00( 0 1.984.000,00( 4 8.682.000,00| 4 13.171.000,00| 67% | 87% 4 59.338.950,00( 33% | 24% |Penelitian dan
Perangkat Daerah Bidang Renstra/Renja Bi daf]“ Kewilayahan Pengemba